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Judul 

AB~'TRAK 

: Dian Fitriani 
: Magister Kenotariatan 
: Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Oleb Direksi Dalam 

Mengurus Suatu Perseroan Terbaias Berdasarkao 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Analisis Kasus: PT Sarinab (Perser<>}) 

Direksi sebagai pengurus perseroan terbat.as perlu memperhatikan dok:trin­
doktrin yang berlak-u umum berkaitan dengan tanggang jawabnya mengums 
perseroan terbatas, diantaranya doktrin fiduciary duty. Penelitian ini 
menggunakan metode kepustakaan dengan penelitian hukum normatif dan studi 
kasus PT Sarinah (Peo;ero). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Undang­
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas 
mencantumkan bahwa Direksi mengemban tuga.o;-tugas sesuai doktrin fiduciary 
duty walaupun tercemrin menerima doktrin fiduciary duty dalam pasal-pasalnya. 
Pcnerapan prinsip fiduciary duty oleh Direksi dahlm mengelola PT berdasarkan 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat 
bergantung pada Direksi dan pibak-pihak yang tcrkait dengan PT (stakeholders). 
Prinsip fiduciary duty menuntut adanya tanggung jawab atas tugas Direksi 
terse but Pad a dasannya, sel iap perbuatan yang dilakukan o!eh Direksi yang 
melampaui hak dan kewemmgan ydr!g diberikan PT berdasarkan prinsip fiduciary 
duty tidak mengikat PT. Oleh karena itu, terhadap anggota Direksi tersebm dapat. 
dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana maupun perdata 
(criminal and civil liability) dan ia bertanggung jawab untuk membayar kerugian 
tersebut dari kekayaan pribadinya. Penerapan prinsip fiduciary duty o!eh Direksi 
da!am mengurus PT dalam kasus PT Sarinah (Persero) telah melibatkan lembaga 
peradilan. Dalam perkara kasus PT Sarinah (Persero ), penegakan hukum alas 
pelanggaran togas yang dilakukun Direkai adalah melalui dakwaan melakukan 
tindak pidana korupsi walaupun sebenamya dalam perkara tersebut terdapat 
semua unsur fiduciary duty. 

Kata kunci: 
Perseroan terbatas1 direksi) fiduciary duty 
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: The implementation of Fiduciary Duty Principle by 

the Board of Directors in Managing a Company under 
Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company 
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The Board of Directors, ao; the board that manages the company, must 
have regard to general applicable doctrines in carrying out its responsibilities, 
among other things the doctrine of fiduciary duty. This research uses literature 
methodology, with nonnative legal research, and a case study of PT Sarinah 
(Persero). The conclusion of this research is that Law No. 40 of2007 on Limited 
Liability Company does not expressly stipuiate that the Board of Directors must 
meet its duties in accordance with the doctrine of fiduciary duty~ even though, this 
doctrine seems to be embodied in its articles. The implementation of fiduciary 
duty principle by the Board of Directors in managing a company based on Law 
No. 40 of2007 very much depends on the actions of the Board of Directors and 
relev21ot stakeholders. The fiduciary duty principle demands that the Board of 
Directors be responsible for its actions. In essence~ every action of the Board of 
Directors that exceeds rights and authorities given by the company based on the 
principle of fiduciary duty does not bind the company. Consequently, members of 
Board of Directors can be liable for both criminal and civil liabilities and to pay 
this with their personal property. The application of fiduciary duty principle by 
the Board of Directors in managing the compaoy in the case of PT Sarinah 
(Persero) has involved the judiciary. In the case of PT Sarinah (Persero }, 
enforcement upon violation of duties by the Board of Directors takes the form of 
prosecution of a crime of CQrruption even thougl:J., in fact.. aU elements of fiduciary 
duty exists in the case. 

Keywords: 
Company~ board of directors, fiduciary duty 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PermasaJahan 

1 

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudk:an 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu pilar 

pembangunan ekonomi nasiona1 yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar­

dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945 

adalah badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta yang banyak 

dijalankan oleh masyarakat Indonesia adalah badan usaha berbentuk perseroan 

terbatas karcna mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan 

manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri. Sifat atau ciri khas yang 

merupakan alasan utama pemilihan bentuk usaha perseroan terbatas adalah adanya 

keter.mtasan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang saham, direksi~ 

dan dewan komisaris perseroan terbatas. Pemegang saham, direksi, dan dewan 

komisaris perseroan terbatas tidak bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin 

diderita perseroan terbatas dalarn meiakukan kegiatannya.1 

Dalam melakukan kegiatanny~ Undang-undang Perseroan T etbatas 

menjadi aturan main bagi perseroan terbatas. Oleh karena itu, Undang~undang 

Perseroan Terbatas merupakan salah satu undang-undang yang mempunyai 

perdlllUl strategis dalam upaya pengembangan ekonomi yang berkaitm dengan 

dunia usaha, Pernbangunan nasional di bidang hukum harus sejalan dengan 

JI.G. Rai Widjaya, Huk:um Perusahaan: Undang-.undang dan PeraJuran Pelaksanaan di 
Bidang Usaha(Jaka.rta; Kesa.int Blanc, 2000), ba! 142~l47. 
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pembangunan di bidang ekonomi agar kegiatan ekonomi yang dilakukan para 

pe!aku usaha didasarkan dan dilindungi oleh hukum. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pcrseroan terbatas 

sebenamya telah ada sejak ?.aman kolonial, yaitu WeJboek van Koophandel atau 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagaimana termuat dalam Staatsblaad 

Tahun 1847 Nomor 23 dan Ordonnantie op de L>Jdonesische Maatschappij op 

Aandeelen atau Ordonansi Maskapai Andii Indonesia sebagaimana tetmuat dalam 

StaatsblaadTabun 1939 Nomor 567 juncto 717. Namun, peraturan tersebut saat 

ini sudah tidak mampu lagi menjawab permasalahan pembangunan ekonomi yang 

berkaitan dengan dlUI.ia usaha dan tidak sesual lagi dengan iklim dunia usaha 

Indonesia-' Oleh karena itu, Pemerintah pada 7 Maret 1995 mengesahkan dan 

mengundangkan Undang-undang Nomor 1 Tabun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas (UU No. l Tabun 1995} yang mulai berlaku satu tabun sejak 

diundangkan, yaitu 7 Maret !996. 

UU No. 1 Tabun 1995 merupakan usaha pemerintab dalam menciptakan 

unifikasi hukum dari dualisme hukum yang sebelumnya berlaku. Namun selama 

berlakunya UU No. 1 Tabun 1995, masih terdapat kekurangan, kelemaban, dan 

hal-hal yang dianggap knrang jelas sebingga belum maksimal meningkalkan 

perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersarnaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonorni nasionaL3 Oleb karena itu, untuk mcmberikan Iandasan hukum 

yang kuat hagi pelaku usaba di Indonesia dan untuk mernenuhi kebutuhan hukum 

barn yang dapat memacu pembangunan nasional serta menJamin 

hulrum, Pemerintah kembali melaknkan amandemen dan 

kepastian 

akhirnya 

1Indonesia (a), Undang-um:lang fentang Perseraan Terbatas, UU No. l, LN No. 13 Tahttn 
1995, 1LN No. 3587, Penjclasan Umum. 

3indonesia (b), Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40, LN No. 106 
Tal!un 2007. TLN No. 4756, Menimbang. butir a.· 
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3 

mengundangkan dan memberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (UU No, 40 Tahun2007) pada 16 Agustus 2007, 

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) meourut UU No, 40 Tahun 2007 

adalah: 

"badao hulrum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. "4 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa PT adalah suatu badan 

hulrum, Terdapat beherapa teori yang menjadi landasan temitik badan hukum, 

yaitu:5 

L Teori Fictie dari Friedrich CMI von Saviguy yang berpendapal bahwa suatu 

badan hukum semata-ma1a buatan negara yang diakui hukum positif (creature 

of law) hanyalah suatujlclie saja, yaitu scsuatu yang sesungguhnya tidak ada 

tapi manusia menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan 

hukum) sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia, 

2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz yang barpendapat bahwa hanya _ 

manusia yang dapat menjadi subjek hukum namun tidak dapat dibantah 

adanya hak-hak alas suatu kekayaan yang tidak ada rnanusia untuk rnenjadi 

pendukung hak-bak itu. Jadi hak-hak badan hulrum adalah hak-hak yang tidak 

ada pemililruya namun terikat oleh suatu tujuan. 

3, Teori Organ dari Orto von Gieri<e yang berpendapat bahwa badan hukum 

ada lab suatu realitas sesWlgguhnya yang sama dengan orang dalam pergaulan 

hukwn. Badan hukum mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui 

alat-alat perlengkapannya (organnya). 

4/bid., Ps. 1 angka l, 

~Ali RJdn, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Jlu/.,:um Perser(){;m, Perkumpulan, 
Koperasi, Yayamn. Wakaf(Bandung: AJumni, 200 I). hat 9~ 10. 
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4. Teori Milik Bersama (Propriete Collective) dari Planiol yang be!pendapat 

behwa hak dan kewajiban bedan hukum pada hakikatnya adalah hak dan 

kewajiban anggota bersama-sama. Badan hukum adalah suatu konstruksi 

yuridis saja yang merupakan suatu simbol bagi para anggota korporasi. 

Dari keempat teori tersebu4 Teori Organ dari Otto von Gierke yang sesuai dengan 

pengertian PT dalam UU No. 40 Tahun 2007. PT merupakan subjek hukum 

ciptaan hukum adaJ.h pengemban ilak dan kewajiban yang sarna dengan subjek 

hukum orang-perseorangan. Akan tetapi, PT sebagai suatu artificial person 

memerlukan suatu organ untuk rnencapai maksud dan tujuannya. 

Organ PT yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saharn (RUPS), 

Dewan Komisaris~ dan Direksi, merupakan suatu lembaga tersendiri yang 

kedudukannya terpisah dari pernegang saharn. 6 Organ tersebut satu sama lain 

kedudukannya sederajat namun mempunyai kewenangan dan tanggung jawab 

ma.sing-mas:ing. Dalam hal mengelola PT> berlaku two-tier board system 

sehingga terdapat dua organ yang melakukan pengelolaan PT, yaitu dewan 

komisaris dan direksi.7 Wewenang dan tanggung jawab rersebut dibebankan 

kepada dewan komisaris dan direksi sebagai natural person. Dewan komisaris 

berfungsi sebegai pengawas sedangkan direksi berfungsi sebagai penfllll1lS PT. 

Pengaturan tentang direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 terbagi dalam 

dua bagian, yaitu:8 

1. Bagian khusus, yaitu pada hagian yang khusus mengatur tenumg direksi (Pasal 

92 sampai dengan Pasal I 07); 

2. Bagian lain-lain, yaitu pada bagian lain secara te!pisah-tC!]lisah yang tidak 

khusus mengatur tentang direksi. 

6Rudhi Prasetya., Kedudukan Mandiri Perseraan Terbatos Disertai dengun Ulasan Memuut 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 wntang Perseroan Terbatas, ¢Ct. 3 (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2001}, hat 15. 

7Sentosa Sembiring. Hukum Perwahaan Tentang Perseroan Terbatas (Bandung: Nuansa 
Anlia, 2006), hal. 43-44. 

11Munlr Fuady {a), Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis {Bandu.ng; Citra 
Aditya Bakti, 1999), hal. 79. 
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Direksi menurut pengertian UU No. 40 Tahun 2007 adalah: 

"Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan rnaksud 
dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di da[am maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan kelentuan anggaran dasar." 9 

Berdasarkan hal tersebut Direksi dalam menjalankan tugasnya mengelola PT 

mempunyai dua macam fungsi. yaitu fungsi kepengurusan (manajemen) dan 

fungsi perwakilan (representasi). 

Antara Direksi dan PT terdapat suatu bentuk hubungan saling 

ketergantungan dimana kegiatan dan aktivitas PT bergantung pada Direksi 

sedangkan keberadaan PT merupakan sebab keberadaan Direksi karena tanpa PT 

maka tidak pemah ada Direksi.10 Oleh karena itu, terdapat hubungan kepercayaan 

- yang dinamakan fiduciary relation an tara Direksi dengan suatu PT. Fiduciary 

relation ini meJahirkanfiduciary duly (tugas kepercayaan) bagi Direksi terhadap 

PT yang telah mengangkatnya." Fiduciary duty yang diomban Direksi 

merupakan suatu hubungan yang terbit secara hukum (by the operation of law) 

antara D1r:eksi dengan PT yang diurusnya. Direksi sebagaimana halnya seorang 

pemegang kuasa yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang 

diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian 

kuasa dan peraturan perundang-undangan adalah pemegangfiduciary duties. 

Berdasrukan uraian tersebut, penults tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: "PENERAPAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY OLEH DlREKSI 

DALAM MENGURUS SUATU PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN 

"Indonesia (b). Op. Cit., Ps. 1 ayat (5). 

1npre4 B.G. Tumbuan, "Organ-organ Pftda Pctseroan Terba1as: Kewenangan dan Tanggung 
Jawabnya," dalam Persero(H'I Terbatas don Good Corpnrate Governance: Prosiding Ranglwion 
Lokakarya Terbata.s MU$(1/ah-masaJoh Kep(1l1itan dan Waw~un Hulwm Bisnis Lainnya, tim 
editor Emmy Yuhassarie dan Tri Hamowo (Jakarta: Pusat Pengk:ajian Hukum, 2004), hal. 195. 

It ibid 
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UNDANG-UNDANO NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG l'ERSEROAN 

TERBATAS(ANALISlS KASUS: PT SARfNAH (PERSERO))." 

B. Pokok Permasalaban 

Mengacu pada latar belakang pennasalahan yang telah diuraikan 

sebelwnnya, pennasalahan dalam penelitian Uri adalah: 

1. Bagaimana penerapan prinsip fiduciary duty oleh direksi da1am mengurus 

perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahtm 2007 

tentang Perseroan Terbatas? 

2. Apa akibat hukum bagi direksi yang tidak menerapksn prinsip fiduciary duty 

dalam mengurus perseroan terbatas? 

3. Bagaimana penerapan prin.o;ip fiduciary duty oleh direksi dalam mengurus 

perseroan terbatas dalam kasus PT Sarinah (Persero )? 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. PJasan penggunaan pene!itian hukum nonnatif ialah penelitian 

ini mengacu pada norma hukum yang terdapat daiam peraturan perundang­

undangan dan nonna-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. 

Tipologi peneHtian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

ekspianatoris dan problem identification, Penelitian ekplanatoris bertujuan untuk 

menggambarkan atau menjelaskan prinsip fiduciary duty yang berlaku pada 

Direksi dalam mengurus suatu perseroan terbatas dan meneHti penerapannya 

dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Penelitian problem identification bertujuan untuk mengklasiflkasikan masalah 

daiam pengurusan perseroan terbatas oleh direksi, yaitu mengenai penerapan 

prinsip fiduciary duty sehingga analisis masalah akan menokankan pada hal itu 

saja. 

Unive~itaslndonesia 
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Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengun jenis data 

sekunder. Penggunaan data sekunder diharapkan dapat memaksimalkan tujuan 

penelitian ini dengan rnemanfuatkan fungsi-fungsi dari data sekunder, yaitu: 12 

a. sebagai bahan dalam kerangka pencapaian ilmu pengetahuan, yang dalam hal 

ini ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perseroan atau hokum 

perusahaan; 

b. rn1tuk mendayagunakan ilmu hukum perseroan atau huk:um perusahaan. 

AJat. pengumpulan data yang digunakan untuk mempero:eh data sekunder 

yang diperlukan adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan 

dengan menggunakan sumber primer. sekunder, dan tertier. 13 Sumber primer 

yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

rnasalah perseroan terbatas dan poraturan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda 

yang masih berJaku.. Sumber primer ini bertujuan untuk mencari dasar atau 

landasan hukum dalam penelitian. Sumbar sekunder yang digunakan berupa 

buku) tesis, dan tulisan ilmiah lainnya. Sumber sekutider ini bertujuan untuk 

mendapatkan landasan teori deri pendapat-pendapat ahli hukum yang ada. 

Sumber tertier yang digunakan berupa kamus-kamus hukum yang bartujuan untui.. 

mencari definisi dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. 

Selain itu, untuk mclengkapi data sekunder yang telah diperoleh dan menambah 

infonnasi mengenai masalah yang diteliti, pengumpulan data juga dilakukan 

dengan mewawancarai narasumher, yaitu ahH hukum perusahaan. 

Metode analisis data dalam penelitian ini dilal:ukan secara kualitatif 

sehingga data yang didapatkan dianalisis secara mendalam dengan suatu kesatuan 

yang bulat (holistik) dan menyeluruh (komprehensif). Penelitian ini dimaksudkan 

W1tuk memberikan dalll seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala agar 

dapat menerik asas·asas hukum tertentu yang terdapat dalam hukum positif dan 

11Soeljono Soekanto dan Sri Mamudji, Penman dan Penggunaan Kcpustakaan daiam 
Penelitian Hukum (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Ul, 1979}, hal. Ut 

11Soeljono Soekanto. Pengamar Penelititm Hukum, cet. 3 {Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 52. 
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meneliti apakah kaedah hukum terkait benar berasal dari asas, doktrin, dan teori 

hukum yang merupakan landasan dari penelitian ini. 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam peneHtian ini terbagi dalam tiga bab, yaitu 

sebagai berikut. 

Bab I yang be;judul per.dahuluan menguraikan gambaran mnum Jatar 

belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, pokok pennasalahan dalam 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan daJam 

peneHtian. 

Bab II yang be~udul pembahasan terbagi dalam beberapa sub bab yang 

menjelaskan mengenai aspek hukum perseroan terbatas, prinsip fiduciary duty 

da)am pengurusan perseroan terbatas, penerapan prinsip fiduciary duty oleh 

Direksi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas~ dan akibat hukum bagi Dlreksi yang tidak menerapkan prinsip fiduciary 

duty dalam mengurus perseroan terbatas, sert.a anaiisis kasus PT Sarinah (Persero) 

dikaitkan dengan penerapan prinsip fiduciary duty oleh Direksi dalam mengurus 

perseroan terbatas. 

Bab III yang berjudul penutup berisikan kesimpulan penulis yang 

merupakan intisari bab-bab sebelumnya serta jawaban atas pokok permasalahan 

dalam penelitian. Selain itu, penulis juga mengemukakan saran-saran untuk 

perkembangan hukum perusahaan serta aplikasinya di masa yang akan datang. 
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BABII 

PERSEROANTERBATAS 

A. A.spek Hukum Perseroan Terbatas 

9 

Perseroan Terbatas (PD merupakan salah satu bentuk perusabaan atau 

badan usaha berbadan hukum yang banyak digunakan dalam dunia usaha di 

Indonesia. Hal itu dikarenakan PT mempnnyai sifat atau ciri yang khas yang 

mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri :sebagai 

asosiasi modal untuk mencari untung atau Jaba. 14 

1. Jenis Pen.;eroan Terbatas 

Berdasarkan kepemi!ikannya, besamya modal, dan tala cara peralihan 

sabam, PT di Indonesia dapat dibedakan menjadi: 

a. Perneroan Terbatas Biasa (Tertutup) 

Perseroan Terbatas Biasa adalah Perseroan Terbatas yang memiliki 

modal minimum Rp.50Jl00.000,00 (limapuluh juta rupiah) dau hanya 

tunduk pnda ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Pemegang snham, 

Direksi, dan Dewan Komisaris dari Perseroan Terbatas inl hanya 

diperbolehkan bagi Warga Negara Indonesia. 

b. Perseroan Terbatas Terbuka 

Perseroan Terbatas Terbuka adalah Perseroan Terbatas yang memiliki 

modal dan pemegang saham yang mernenuhi kriteria tertentu, lS atau 

14Widjaya, Op. Cit., hal. 142. 

1~Sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tigaratus) pemegang saharn dan 
memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), disebut 
juga perseroan publik. 
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Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang pasat modaL16 

c. Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanamar Modal Dalam Negeri (PT 

PMDN) 

PT PMDN adalah Perseroan Terbatas yang modalnya menggunakan 

bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda­

benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun ofeh swasta nasionai atau 

swasta asing yang bcrdornisili di Indonesia, 17 Pada awalnya, pemegang 

saham PT PMDN hanya Warga Negara indonesia. Namun, ketentuan 

tersebut tclah berubah. sehingga saat ini warga negara asing dapat 

memiliki saham atau menjadi pemegang sahan1 pada PT PMDN sampai 

dengan 95%.18 PT P!vfDN yang dimiliki oleh 95% saharn a~ng. Direktur 

danlatau Dewan Komisarisnya qapat dijabat oleh asing. Suatu Perseroan 

Terbatas mendapatkan status sebagai PT PMDN dengan persetujuan 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). '9 Untuk mendapatkan 

persetujuan BKPM, PT tersebut hams termasuk dalam lingkup usaha PT 

PMDN dan harus memiliki modal dasar yang jumiahnya ditentukan oleh 

BKPM dalarn 111llta uang rupiah. 

161ndonesia (b), Op, Cit., Ps. I angka (7) dan Umiang-rmdang Nomor 8 Tahun /995 tenlang 
Pmar Modal, Ps. I angka 22. 

17Sepaojang modal terscbot tidak diatur ol!!h ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur 
tentang modal asing berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
MMal Asing (UU No. 2:5 Tahun 2007). fWidjaya, Op. Cit., haL 14.] 

18Berdasarkan Pernturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham 
Dal(Iltl Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penarwmrm Modal Asing yang telah diubah 
dengan Pern.t:ur.m Pemerintah Nomor 83 Tahun 200 l dan Surat Kepulusan Kepala Badan 
Koordinasi PenaruU:nO'ln Modal Nomor 15/SK/1995 tentang Pedomnn dan Tata Cora Pern;ahonan 
Penanaman M()i/al yang Didirikcm Daiam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan 
Penanaman Modal Asing yang telah beberapa ka1i diubab, terakhir dengan Surat Keputusan 
Kepala Badan Kcordfnasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 Tahun 2004 serta kebijakan 
pnlktis yang saat ini dianut oleh BKPM, 

19Mabkamah Agung Republik Indonesia (MA Rl) dan Fakultas Hukum Universitas 
·Indonesia (FHUI), Sistem Hulatm Indonesia, hal. 129-130. 
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d. Perneroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (PT PMA) 

PT PMA adalah Perseroan Terbala' yang pernegang sahamnya adalah 

'Warga negara asing dan melakukan penanaman modal secara langsung di 

Indonesia sehingga tunduk pada UU No. 25 Tahnn 2007. Pernilik modal 

atau pemegang saham yang berkewarganegaraan asing tersebut 

menanggung secara langsung resiko dari penanarnan modaJ lni. Pada PT 

PMA~ asing dapat memiliki seluruh saham dengan tetap mempertahankan 

kepemilikan saham minimal oleh dua orang pemegang saham. Selain itu, 

PT PMA memiliki kewajiban untu.k melakukan divestasi sejumlah 

persentase tertentu ke Indonesia dalam jangka waktu limabelas tahun serta 

melaporkan kegiatan nsahanya secara teratur ke BKPM.:w PT PMA dapat 

memiliki Direktur dan Dewan Komisaris berkewarganegaman asing. 

e. Perseroan Terbatas Perusaliaan Perseroan (PT Persero) 

PT Persero adalah bentuk usaha negnra yang semula berbentuk 

Perosahaan Negara yang kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk 

Perseroan Terbatas sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 yang modalnya 

selwuh atau sebagian besar men.]Jakan milik negara dari kekayaan negara 

yang dipisahkan.21 Selain itu. sebagian besar pengaturan PT Pet:Sero 

tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

2. Karakterislik Perseroan Terhatas 

PT sebagai badan hukum adalah subjek hukum yang berdiri sendiri 

(separate legal personality). UU No. 40 Tahun 2007 dengan tegas 

menyatukan bahwa keberadaan PT diakui sebagal badan hukum dan dianggap 

sebagai nmanusia" di samping manusia (natuurlijk persoon atau natural 

person).22 Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan 

21Widjaya., Op. Cit. 

11lndonesia (b), Op. Cit., Penjelasan Ps. 7 ayat (I). 
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memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity atau artificial 

person atau manusia buatan atau person in law atau {ega/ person at.au 

rechtperson. 23 

Suatu PT mempunyai personalltas atau kepribadian yang berbeda dari 

orang yang menciptakannya sehingga PT tetap mempunyai identitas tersendiri 

terJepas dari adanya pergantlan anggota pengurus ataupun pemegang 

sahamnya. Oleh karena itu~ PT sebagai badan hukum mandiri (persona standi 

in judicio), memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk usaha lain, 

yaitu:24 

a. PT sebagai persekutuan modal memiliki kekayaan dan utang yang terpisah 

dari kekayaan dan utang pemegang sabam; 

PT memiliki barta kekayaan seodiri berupa modal disetor, tagihan 

terhadap pihak ketiga, dan harta kekayaan dalaro bentuk lain baik berupa 

benda bergerak maupun benda tetap, seperti gedung kantor dan barang 

inventaris yang diperoleh dari usaha PT. PT mempunyai kekayaan yang 

terpisah dari kekayaan para pendiri danlatau para pengumsnya. 

b. Dalarn PT terdapat pamisaban fungsi antara Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), Diraksi sehagai pangurus, dan Dewan Komisaris sebagai 

pengawas. Eksistensi PT tidak dipengarnhi oleh peruhahan Direksi atau 

pemegang saham (corporation as separate legal entity). 

c. PT dapat melakukan hubungan hukum sendiri; 

Sebagai konsekuensi dari keberadaan PT sebagai hadan hukum, PT 

memitiki hak dan kewajiban. PT mempunyai kepentingan sendiri untuk 

dapat mengikatkan diri, menuntut, dan mempertahunkan hak dan 

kewajihannya dengan pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Hal itu 

13Widjaya, Op. Cit., haL 127. 

241bid, haL 142~143 dan Abdulkadir Muhammad. Penganlar Hukum Perusaha~n Indonesia 
(Bandung: Citra AdityaBakti, 1995), hal. 76-77. 
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tertuang dalarn anggaran dasar PT yang dimuat dalarn akta pandiriannya. 

Ketika melakukan hubungan hukum tersebut, PT diwakili oleh Direksi. 

d. Dalam PT terdapat pertanggungjawaban terbatas (limited liability); 

Direksi hanya bertanggung jawab mengenai kepengurusan, Dewan 

Kornisaris hanya bertanggung jawab mengenai pengawasan, sedangkan 

pemegang sabam hanya bertanggung jawab pada apa yang disetorkan 

sehingga tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai sabam 

yang telab dimilikinya. 

e. PT mempunyai tujuan sendiri. 

Kegiatan PT harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serla tidak 

bertentangan dengan peraturan penmdang-undangan, ketertiban umum., 

dan/atau kesusilaan. Maksud ~ tujuan PT dinyalakan dalam anggaran 

dasarnya. 

3. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas 

UU No. 40 Tabun 2007 rnenetapkan bcberapa persyaratan untuk 

mendirikan suatu PT.25 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan PT 

dapet dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat fonnil. 

Syarat materiil berkaitan dengan substansi atau isi suatu PT, antata lain: 

a PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih 

Maksod kata dua orang atau lebih adalab orang-perseorangan atau 

badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan 

bahwa PT sebagai badan hukurn dibentuk bcrdasarkan peijanjian, dimana 

menurul prinsip yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) peijanjian dilakukan oleh dua orang atau lebih.26 Olelt 

karena itu. PT harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham 

25Jru:ionesia (b), Op. Cit .• Ps. 7-30. 

~unawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri H~tkum Bisnis: PersCJ'QWl Terbatas (Jakarta: 
Raja GraJindo Persada, 1999). hal. 1 L 
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scbagai pendiri dan pe~janjian pembentukan PT juga tunduk pada syarat­

syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal J 320 

KUHPerdata. 

b. PT harus memenuhi pecsyaratan modal dasar minimum 

llU No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan sekurang-kurangnya PT harus 

memiliki mo<lal dasar sejumlah Rp.SO.OOO.OOO,OO (limapuluh juta rupiah). 

Akan tempi, undang-undang atau ketentuan lain yang mengatur bidang 

usaha tertentu seperti perbankan atau perasura.nsian, dapat menentukan 

jumlah minimum modal PT yang berbeda. Pada saat pendirian PT, paling 

sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan 

dan disetor penuh. 

Adapun syarnt fonnil berkaitan dengan tata cara ata.u prosedur 

pendirian suatu PT§ antara fain: 

a. PT harus didirikan dengan akta otentik 

Perjlll\iian pandirian PT hams dibuat dengan akta otentik dibo<lapnn 

Notmis dalam Bahasa Indonesia. Akta otentik tersebut merupakan ukta 

pendirian :yang memuat anggaran dasar. 

Anggaran dasar PT memua:t sekurang-kurangnya:27 

1 ). nama dan teiOpat kedudukan PT 
2). maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT yang sesuai dengan 

peraturan peiUOdang-undangan yang berlak.u 
3). jangka waktu berdirinya PT 
4). besarnya jumlah modal dasar, mndal ditempatkan, dan mo<lal disetor 
5). jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah untuk 

tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai 
nominal setiap saham 

6). nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komi saris 
7). penetapan tempat dan tata cara penyelenggnraan RUPS 
8). lata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota 

Direksi dan Dewan Komfsaris 

2'1ndonesia (b), Op. Cit., Ps. 15 ayat (1) dan (2). 
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9). lata cara penggunaan !aha dan pembagian dividen 
10). ketentuan-ketentuan lain menurut UU No. 40 Tahun 2007 

b. PT harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Man usia 

Salah satu ciri khas yang membe:dakan subjek hukum pribadi dengan 

subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahiruya subjek hukum 

tersebut. Saat lahimya badan hukum merupakan saat lahiruya hak-hak dan 

kewajiban bagi badan hukum sebagai subjek hukum. 28 

Akta pendirian PT yang dibuat dihadapan Notaris dimohonkan 

pengesahannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

(Menteri). Keberadaan status badan hukum PT diperoleh peda tanggal 

diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT 

tersebut. 

Seiama akta notariil pendirian PT belum memperoleh pengesahan dari 

Menteri, maka hubungan hukum antara para pendiri dan anggota Direksi 

:rerta Dewan Komisaris, dan hubungan atau tindakan hukum yang mereka 

lakukan dengan pihak keliga adalah tanggung jawab mereka secara 

pribadi. Perlunya campur tangan pemerintah, dalam hal ini Menteri adalah 

untuk memeriksa tingkat kepanlasan anggaran dasar suatu PT sehingga 

setelah menjadi badan hukum, PT dapat beljalan dengan baik dan masalah 

di kernudian hari dapat dicegah, seperti gugatan kepada PT atau kerugian 

yang dialami pihak ketiga. 

c. PT harus didaftarkan dan diurnurnkan 

Pendaftaran dan pengumuman PT diselenggarakan oleh Menteri 

sehingga proses pendirian PT dilaksanakan pada satu alap, yailu 

Departemen Hnkum dan Hak Asasi Manusia. Pendaf'taml dilalrukan 

dalarn Daftar Perseroan dan pengnmwnan dilakukan dalam Tambahan 

Berila Negara Republik Indonesia (TBN Rl). 

n:Widjaja dan Yani, Op. Cit., hal. 8. 
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Pendaftaran dalam Daftar Perseroan ini tidak terkait dengan Undang­

undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Dajlar Perusahaan (UU No. 

3 Tahun 1982). UU No.3 Tahun 1982 tetap berlaku namun tidak lagi 

merupakan syarat agar dapat dilakukan pengumuman di TBN Rl. 

Tujuan pendaftaran dan pengumuman PT adalah agar pihak ketiga 

yang mempunyai hubungan hukum dengan PT dapai mengetahui secara 

pasti hal-hal mengenai PT ter:sebut. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak 

satu pasal pun yang menetapkan tentang tanggung jawab pemegang 

sahrun, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam periode setelah akta 

pendirian dan angganm dasar mendapat pengesahan sebagai badru> hukum 

sampai dengan PT didaftarkan dan diumumkan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seteiah PT mendapatkan pengesahan sebagai badan 

huktnn, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi tidak 

bertanggungjawab pribadi. 

4. Organ Perseroan Terbatas 

Pada prinsipnya, PT sebagai suatu badan huknm dapat memiliki segala 

hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh orang-perseorangan. · · 

Pengecualian teljadi untuk hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya mungkin 

dilaksanakan orang-perseorangan seperti yang diatur dalam Buk.u Pertama 

KUHPerdata dan sebagian dari Bnku Kedua KUHPerdata tentang 

Kewarisan.29 

Sebagai suatu artificial person~ PT memerlukan organnya untuk 

mencapai maksud dan tujuannya. Organ PT merupakan suatu lembaga 

terSendiri yang kedudukannya tcrpisah dari pemegang saharn.30 PT selalru 

badan hukum tidak terikat lagi dengan ajaran klasik yang menganut asa5 

perjanjian tapi berlalru asas institusillembaga. Asas institusillembaga 

me!epaskan pendiri atau pemegang saham PT yang juga bertindak sebagai 

29/bid, bal. 77. 

l~etya. Op. Cit., haL 15. 
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pengurus PT menjadi memiliki suatu otonorn kcpengurusan yang terpisah dari 

jabatannya selaku pendiri atau pemegang saham PT. 31 Selama masing~masing 

organ PT dapat berperan dengan bail<, maka PT akan berjalan dengan baik dan 

para pemegang saham akan terjamin kepentingannya dalam PT. 

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, organ PT terdiri dari Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), Dewan Konrisaris, dan DirekBi.32 Adapun tugas 

dan kewenangan dari masing~masing organ adalah sebagai berikut. 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi 

dan Dewan Kornisaris. Pemegang saham dapat menyalurkan 

kepentingannya mel a lui RUPS. RUPS mempunyai bak untuk memperoleh 

segala macam keterangan yang diperlukan yang berlcaitan dengan 

kepentingan dan jalannya PT. RUPS berfungsi untuk melaksanakan 

kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Dlreksi 

dan Dewan Konrisaris alas aturan main yang telah ditetapkan.33 RUPS 

tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham melainkan seluruh 

pemegang sabam PT. 

Terdapat dua jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar 

Biasa.34 RUPS Tahunan harus diselenggarakan paling lambat dalam 

waktu enam bulan sejak berakhimya tahun buku perusahaan, sedangkan 

RUPS Luar Biasa ;lapat diselenggarakan kapan saja bila dianggap perlu 

oleb PT untuk tujuan atau kepentingan sebagaimana dinyatakan dalan UU 

No. 40 Tahun 2007 atau anggaran dasar PT. RUPS Luar Biasa dapet 

3rMisahardi Wilamarta. Dok!ri~t-doktrin Fiduciary Duties dan IJvsiness Judgment Rule 
Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas (Depok: Center for Education and Legal Studies (CELS), 
20071 hal. !0. 

32[ndonesia (b), Op. Cit., Ps. I angka 2. 

33Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: Cilra Aditya Bakti, 
1999), hal. 65. 

34Indonesia (b). Op. Cit., Ps. 78 ayat (1). 

Universitas Indonesia Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH UI, 2009



18 

dilakukan oJeh Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham yang 

menguasai sedikitnya 10% (sepuluh persen) saham PT. 

Kewenangan RUPS yang telah ditetapkan dalam UU No, 40 Tabun 

2007 dan anggaran dasar PT merupakan kewenangan eksklusif RUPS 

yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain." Wewenang yang 

ditetapkan dalam UU No. 40 Tabun 2007 akan ada selama UU tersebut 

bel urn diubah, sedangkan wewenang da1am anggaran dasar PT yang telah 

disahkan atau disetujui oleh Menteri dapat diubab melalui perubaban 

anggaran dasar PT sepanjaug tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 

40 Tabun 2007. 

Beberapa wewenang RUPS antara lain:" mengambil keputusan untuk 

menp;ubah anggaran dasar, menetapkan penambahan atau pengurangan 

modal, memerlksa. menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan, 

menetapkan penggunaan laba, mengangkat dan memberhentikan Direksi 

dan Dewan Komisaris, memutuskan penggabungan. pelebur~ dan 

pengambilalihan~ serta menetapkan pernbubaran PT. 

b. ::::;~ Kornisaris37 

Dewan Komismis adalab organ mandiri yang wajib dengan itikad baik, 

kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai 

pengawas PT dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan 

usaha PT. Dengan demikian, Dewan Komisaris yang karena kelalaian 

atau kesalabannya menimbulkan kerugian pada PT, dapat dituntut 

pertanggungjawabannya oleh pemegang saham untuk dan atas nama PT. 

Dewan Komismis diangkat oleh RUPS untuk waktu tertentu dengan 

persyaratan sesuai UU No, 40 Tahun 2007, yaitu bahwa Dewan Komisaris 

haruslah orang-perseorangan yang eakap melakukan perbuatan hukum dan 

lSWidjaja dan Yani, Op. Cit. 

161ndonesia (b). Op. Cit., Ps. 19,41, 44, 69, 91, 105, 111, 127, 142. 

r!lbid., Ps, 108-121, 
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tidak pemah dinyatakan pailit, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan 

pailit, atau orang yang pemah dihukum karena melakukan tindak pidana 

yang merugikan keuangan negara danlatau yang berkaitan dengan sektor 

keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pangangkatan. 

Apabila anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang. mercka 

merupakan sebuah majelis. Dewan Komisaris sebagai majelis tidatc dapat 

bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili PT (tidak memiliki sifat 

perwakilml tetapi sifat kolektivi!aS), ke<:uali berdasarkan keputusan Dewan 

Komisaris. Dalam anggaran dasamya, PT dapat mengatur adanya satu 

orang atau Iebih kornisaris independen dan satu orang kornisaris utusan. 

Komisaris lndependen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak 

yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, 

dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris Utusan 

merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan 

keputusan rapat Dewan Kornisaris. Tugas dan wewenang Komisaris 

Utusan ditetapkan dalam anggaran dasar PT dengan ketentuan tidak 

bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak 

mengurangi tugas pengurosan yang dilakukan Direksi. 

PT memi!iki Dewan Komisaris yang wewenang dan kewajibannya 

adalah melakukan pengawasan alas kebijakan pengurusan, jalannya 

pengurusan pada umumnya, book mengenai PT maupun usaha PT, dan 

memberi nasibat kepada DireksL Pengawasan dan pemberian nasihat 

dilakukan untuk kepentingan PT dan sesruri dengan maksud dan tujuan PT 

sehingga tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi 

untuk kepentingan l'T se<:ara menyeluruh. Selrun itu, tugas dan tanggung 

jawab Dewan Komisaris dapat diatur dalarn anggaran dasar yang 

umumnya berisi bahwa Dewan Komisaris beihak memasuki tempat­

tempat yang dikuasai PT, memeriksa buku-buku atau dokumen kekayaan 

PT, mengetahui segala tindakan yang dijalankan Direksi, dan menetapkan 
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perlunya persetujuan Dewan Komisaris atau bantuan kepada Direksi 

dalarn melakukan perbuatan hukum tertentu.38 

c. Direksi 

Direksi atau pengurus adalah alat perlengkapan PT untuk melakukan 

semua kegiatan PT. Suatu PT wajib roerniliki Direksi karena PT sebagai 

artificial person tidak dapat berbuat ape-apa tanpe adanya hantuan dari 

anggota Direksi sebaga[ natural person. 

Pada umumnya. persyaratan untuk memegang jabatan Direksi adalah 

pendidikan, pengalaman, dan kemarnpuan.39 UU No. 4Q Tahun 2007 

mensyaratkan hal yang sama dalarn ¢ngangkstan angguta Direksi 

sebagaimana persyaratan pengangkatan menjadi anggota Dewan 

Komisaris, yaitu bahwa anggota Direksi hamslah orang~perseorangan 

yang eakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pemah dinyalakan 

pailit, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan pailit, atau orang 

yang pernah dihuk'lUll karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

keuangan negara danlatau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam 

walutu lima !ahun sebelum pengangkatan. 

Berdasarkan persyaratan dakun UU No. 40 Tahun 2007, tidak dikenal 

adanya pengurusan PT oleh badan hukum PT lainnya rnaupun badan 

usaha lain, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum.'0 Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007 berusaha menjaga tingkat 

kepercayaan piliak yang terkait dengan PT~ yaitu dengan membatasi 

bahwa anggota Direksi tidak boleh orang yang pemah dinyalakan pailit 

311Depa:rtemcn Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dr<ifi Standor Akta Perseroan Terbata5. 

NGatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas Ytmg Baru (Jakarta: Djambatan, 1996). 
bal. 79. 

4<1Sudargo Gautama, Kamentar AIO$ Undang-undang Perseroan Terbalas (Daru) Tahun 
1995 No. 1 P~rbandlngan dengan Peroturan Lama (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1995), haL 
86-87, 
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atau menyebabkan kepailitan. UU No. 40 Tahun 2007 juga mencoba 

menghapuskan k.ekbawatiran pihak yang terkait dengan PT bahwa mereka 

akan dirugikan oleh anggota Direksi karena catatan hitam yang dimiHki 

oleh anggota Direksi tersebut, yaitu dengan mensyaratkan bahwa anggota 

Direksi tidak pernah dihukwn karena melaksanakan tindak pidana yang 

merugikan keuangan negara danlatau yang berkaitan dengan sektor 

keuangan4
' Apabila di kemudian hari diketahui bahwa anggota Direksi 

yang diangkat tidak memenuhi persyaratan yang diharusk~ rnaka 

pengangkatan menjadi batal karena hukum sejak saat diketahui, dan 

kehatalan tersebut harus diumumkan dalarn sural kabar dan diberitahukan 

kepada Menteri.42 

Direksi dapat terdiri dari satu atau lebih Direktur, Dalam hal PT 

memiliki lebih darl seorang Direktur, maka salah satu anggota Direksi 

diangkat sebagai Direktur Utama a tau Presiden Direktur., Pembagian tug as 

dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan 

berdasarkan keputusan RUPS atau keputusan Direksi. Namun. menurut 

sistem perwakilan kolegial, kedudukan Direktur U1ama atau Presiden 

Direktur tidak lebih tinggi dari Direktur yang lain. Pembagian tugas 

dia.."ttara mereka hanya bersifat intern sehingga pihak ketiga tidak terikat 

atas adanya pembagian tugas itu.43 

UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa Direksi bertanggungjawab 

penuh atas pengurusan PT untuk kepentlngan dan tujuan PT serta 

mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian~ 

terdapat dua macam lugas Direksi, yaitu pengurusan dan perwakilan. 

1). Tugas Direksi uutuk melakukan pengurusan (manajemen) PT 

Tugas pengurusan meHputi semua perbuatan hukwn sesuai dengan 

kebijakan yang dipandang lepat yang tercakup dalarn makaud dan 

Hsupramono, Op. Cit., hal. 75~76. 

42Indonesia (b), Op. Ci't., Ps. 95 ayat (2). 

43Pr:asetya, Op. Cit., bal. 25. 
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tujuan serta kegiatan usaha PT sebagaimana dimuat dalam anggaran 

dasamya. Inilah yang rnenjadi dasar kewenangan Direk.si untuk dan 

atas nama PT melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. 

Tugas Direksi adalah mengurus PT untuk tercapainya kepentingan 

PT sebagai badan hukurn, kepentingan para pemegang saham, dan 

kepentingan para kreditomya. Kepengurusan oleh Direksi tidak 

terbatas pada memimpin dan menjaiankan kegiatan rutin sehari~hari. 

Direksi berwenang dan wajib mengambil inisiatif dan mernbuat 

rencana masa depan seperti dalam Rencana KeJja Tahunan PT dalam 

rangka mewujudkan maksud dan tujuan PT. 

T ugas pengurusan oleh Direksi termasuk pula mengelola kekayaan 

PT. Sesunggubnya pengelolaan kekayaan PT tidak dapat dipisahkan 

dari pengurusan PT karena tercakup di dalamnya, yaitu kekayaan PT 

rnerupakan sarana yang diperlukan illltuk mencapai maksud dan tujuan 

PT. Tugas mengelola kekayaan ini tidak hanya tugas Direksi sebagai 

organ akan tetap1 tugas dari masing~masing anggota Direksi~ 

sebagaimana diatur UU No. 40 Tahun 2007, yaitu: 

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ), wajib 
dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan 
penuh tanggungjawab. 

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penun secara 
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan 
bersalah atau !alai menjalankan tugasnya sestllli dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).44 

2). Tugas Direksi untuk mewakili (representasi) PT dalam segala tindakan 

l'T 

Tugas laln Direksi adalah mewukili PT baik di dalam maupun di 

luar pengadilan. Pada dasamya, kewenangan Direksi untuk mewakili 

PT adalah tidak terbatos dan tidak bersyarat sepanjang tidak ditentukan 

441ndonesia (b), Op. Cit .• Ps. 97 ayat (2) dan (3), 
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lain dalam anggaran dasar. Narnun, dalarn hal teljadi pcrkara di 

pengarlilan antara PT dengan anggota Dircksi yang bersangkutall atau 

anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan 

dengan PT, maka anggota Direksi tersebut tidak dapat mewakili PT. 

5. Hubungan antara Direksi dengan PT dan Organ PT 

Hubungan ant.ara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS adalah 

sederajat. Masing-masing organ mempunyai tugas dan wewenangnya sendiri­

sendiri menurut undang-undang dan anggaran dasar, yang tidak boleh 

dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain. Sekalipun anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, namun kewenangan yang 

dimilikinya tidak diperoleh dari RUPS melainkan bersumber dari wtdang­

undang.45 

Pembagian tugas dan wewenang Direksi. jika RUPS tidak menentukan, 

maka ditetapkan oleh Keputusan Direksi~ tidak lagi meJalui Ketetapan Dewan 

Komisa.ris, karena Dewan Komisaris merupakan pengawas PT bukan yang 

menjalankan PT. Narnun, untuk melakukan tindakan tertentu, Direksi tetap 

perlu mendapat persetujuan Dcv.1m Komisaris. Persetujuan atau bantuan oleh 

Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukurn tertentu 

tidak berarti bahwa Dewan Komisaris melakukan penguru~m1 melainkan 

merupakan tugas pengawasan yang bersifat reprcsi£'16 Dewan Komisaris 

dapat diberi wewenang untuk rne!akukan pengurusan PT berdasarkan 

pengaturan dalarn anggaran dasar atau keputusan RUPS hanya dalarn hal tidak 

ada Direksi karena suatu sebab. 47 

43Jndonesia (b}, Op. Cir., Ps, 92 untuk Direksi dan Ps. 10& untuk Dewan Komisaris. 

~awati W. Prasodjo (a), "Perba.ndingan Undang~undang No. t Tahun 1995 dengan 
Undang-undnng No. 40 Tahun 2007 tentang Perscroan Terbatas,"' (Makalah disampa!kan pada 
Workshop Implikasi Undang-undang No. 40 Tabun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terbadap 
Peranan Not.aris, Depok, 12 Maret 2006), hal. 8. 

47Indonesia(b).Op:Cit., Ps. 118. 
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Direksi wajib meminta pernetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan 

atau menjadikan jaminan utang keksyaan PT yang merupakan lehih dari 50% 

(limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih PT dalam salu lrsnsaksi atau lebih, 

baik yang berkaitan satu sama lain mauptm tidak." Hal ini merupakan bentuk 

perlindungan terhadap pemegang saham karena resiko dari perbuatan tersebut 

sangat besar sampai kepada kepailitan PT. 

Anggota Direksi tidak dapat berlindtmg dari persetujuan RUPS atau 

Dewan Komisaris karena persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris bukan 

merupakan suatu surat kuasa. 49 Para ah!i hukum berpendapat bahwa 

perbuatan hukum yang dilakukan Direksi tanpa persetuj\lan y11ng diperlukan 

dari RUPS atau Dewan Komisaris tetap sah dan mengikal PT narnun dcngan 

tidak mengurangi tanggung jawab Direksi atas kerugian yang diderita PT.50 

Walaupun dapat didalilkan bahwa perbuatan Direksi yang dilakukan tanpa 

persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris adalab batal dan tidak mengikat PT, 

namun tetap ada pengecualian. Pengecualian berupa apabila organ PT yang 

perlu dimintakan persetujuan memberi kesan menyetujui perbuatan tersebut 

karena tidak memprotesnya (apparent authority) atau apabiia perbuatan 

tersebut diratiflkasi oleh organ PT yang barsangkutan." Ratifikasi tidak 

berlaku untuk: perbuatan ultra vires karena organ PT manapun tidak dapat 

meratifikasi perbuatan ultra vires karena PT tidak cakap melakukannya. 

Walaupun demikian, tindakan yang tergolong ultra vires tetap dianggap sah 

untuk kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak menyadari 

adanya unsur ultta vires terse but. 52 

48/hid. Ps. 102. 

4';'wnbuan, Op. Cit,, haL 179. 

10Ibiti, haL 203~204. 

52Munir Fuady (b), Doktrin-doktrin Modern dolam Corporate Law dan Eksistensirrya dalam 
Hukum Indonesia (Ban dung: Citra Adltya Bakti, 2002), hal. 127. · 
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Direksi harus benar-benar mencurahkan segenap kemampuan terbaiknya 

untuk mengurus PT dan dalam menjalankan kebijaksanaannya barus untuk 

kepentingan PT. Direksi dalam melakukan tugasnya berdasarkan kepercayaan 

sehingga hanus berbuat bonafide untuk kepentingan PT secara keseluruhan, 

bukan untuk kepentingan para pemegang saham. Pemegang saharn pada 

RUPS memberikan suaranya untuk kepentingan dirinya sendiri bnkan untuk 

kepentingan PT. Direksi tidak hanus selalu tunduk dan patuh melaksanakan 

putusan RUPS apabila memuut pertimbangan Direksi, putusan RUPS 

bertentangan dengan kepentingan atau merugikan PT. Selain itu, 

pertanggangjawaban lahunan yang diberikan oleh Direksi kepada RUPS 

mengartikan RUPS tidak ikut carnpur dalarn pengurusan PT melalui 

pemberian instruksi. RUPS wajib menghonnati kemandirian Direksi dalam 

menjalankau pengurusan PT. RUPS dapat mengevaluasi dan menilai 

pencapaian basil kerja dan kinerja Direksi dari Laporan Tahunan. 

B. Prinsip Fiduciary Duty Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas 

1. Pengertian Doktrin Fiduciary Duty 

Doktrinfiduciary duty adalah doktrin yang berakar dari bukum Romawi 

namun banyak dikembangkan oleh negara Anglo Saxon, yang dalam hal ini 

diwakili oleh lnggris dan Amerika Serikat. Doktrin ini berkembang secara 

dinamis berdampingan dengan berbagai teori ·atau doktrin hubungan hukum 

lain yang berlaku terhadap Direksi seperti doktrin duty of care (tugas kehati­

hatian) dan duty of loyalty." 

Fiduciary duty berasal dari Bahasa Latin, yaitujiduciarius dengan akar 

kata fiducia yang berarti kepercayaan (trust). [stilah fiduciary diartikan 

sebagai memegang sesuatu daiam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. 

Pihak yang memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain 

51 ibid., hal. 3 L 
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tersebut disebut trustee, sedangkan pihak yang memberi kepercayaan tersebut 

disebut beneficiary. Dul]ladalah tugas.54 

Seseorang mempunyai fiduciary duty manakala ia mempunyai kapasitas 

fidusia atau fiduciary capacity. Seseorang memiHki fiduciary capacity jika. 

usaha yang dikelola atau dilakukan itu hukan miliknya atau kepentingannya 

mdainkan miHk atau kepentingan pihak lain. Ordllg tersebut bertindak 

sebagai pemegang kuasa dan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut 

mempunyai kepercayaan yang besar (great trust) kepadanya. Pemegang 

kuasa secara terimplikasi diwajibkan mempunyai ilikad baik yang linggi (high 

degree of good faith) dalam menjalankan tugasnya sehingga pemegang kuasa 

yang dipercaya tersebut seoJah~olah berbuat untuk kepentingan diri scndiri 

peMberi kepercayaan. 

Fiduciary duty is a duty to act for someone else 's benefit, while 

subordinating one's personal interest to Jhat of the other person. It is the 

highest standard of duty implied by law. 55 

1. Pengurusan Perseroan Ter'batas Menurut Prinsip Fiduciary Duty 

Direksi mernpunyai hubungan ganrla dengan PT, Direksi sebagai organ 

merupakan bagian esensial dari PT. selain itu Direksi mempunyai hubtu1gan 

kontraktual dengan PT selaku badan huknm rnandiri. Hubangan kontraktual 

Direkai dengan PT tidak melahirkan hubungan ketja dan Direkai bukan 

karyawan PT.,. Kedudukan huknm Direksi lebih mendekati kedudukan para 

profesional, seperti konsul!an hukum dan akuntan, sehingga ia barkedudukan 

mandiri terbatas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk perubahan­

perubahan fundamental yang memerlukan persetujuan organ PT lain'' 

14Ibid., bal. 32-33. 

5SHemy Campbell Black, Black's Luw Dictionory, Sixlh Ediiian (St. Paul: West Publishing 
0>., 1990), hal625. 

)ISR.ab:tawati W. Prasodjo (b1 "Organisasi Pcrusabaan,"' (Makalah disampaikan pada 
Pendidikan Khusus Profesi Advolcat Angkatan 6, Jakarta. 31 Juli 2008), hat. 30. 

57Fuady (b), Op. Cit., bat 59, 
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Hubungan ke!ja antara Direksi dengan PT yang memberikan pekerjrum 

adalah hubungan berdasarkan kepercayaan yang menimbulkan fiduciary duty. 

Hubungan fidusia lebih luas dati sekedar pertanggungjawahan hukum 

berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar karena juga berasal dari 

kepereayaan para pemegang saham yang meliputi prinsip kehati-hntian, 

moralitas profesional~ dan itikad baik Oleh karena itu, Direksi bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan J>T dengan itikad baik untuk 

kepentingan dan tujuan PT. 58 

Dimkai dalarn menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:59 

a. bertindak dengan itikad baik (in good faith) dan penuh tanggung jawab 

(full responsibility) dengan tingkat kecennatan yang wajar dan tidak 

memperluas rnaupun mempersernpit ruang lingkup geraknya sendiri; 

b. memperhatikan kepentingan PT, tidak semata-mata kepentingan pemegang 

saham; 

c. menghindari tindakan yang menyebabkan benturan kepentingan antara 

kepentingan PT dengan kepentingan Direksi, 

Ketiga hal di atas mencerminkan bahwa terdapat hubungan saling 

ke<ergantungun antara Direkai dan PT, yaitu PT bergantung peda Direkai 

sebagai organ yang dipercayakan untuk rnelakukan pengurusan PT, sedangkan 

Direksi ada karen a berdirinya sebuah PT. 

Dalarn Sistern Hukum Common Law, prinsip fiduciary duty dibagi 

menjadi dua, yaitu:60 

a. Duty of loyalty and good faith 

Doktrin tugas kesetiaan (duty of loyalty) adalah suatu keyakinan atas 

Direksi yang bersangkutan akan rnelakukanfodiciary duty. Direksi harus 

dianggap setia sarnpai dapet dibnktikan sebaliknya. Dimkai dianggap 

58Widjaja dan Yani, Op. Cit., haL 113. 

59Gunawan Widjaja (a), Seri Hukum B~nis; Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan 
Perseroan {Jakarta: Raja Grafindo PerSada, 2003}, hal23-24. 

wlbid, hal. 25. 
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tidak akan menyalahgunakan kesempatan, menggunakan kewenangan, 

melakukan perbuatan hukurn atau transaksi yang merugikan kepentingan 

atau usaha PT namun menguntungkan kepentingan pribadL 

Duty of loyalty and good faith yang terbagi menjadi:61 

(I). duty to act bona fide in the interest of the company, yaitu Direksi 

dalam melakukan kepengurusan PT bertujuan untuk kepentingan PT 

dan pihak-pihak yang terkait dengan l'r (stakeholders), seperti 

pemegang saham~ karyav.'an atau pegawai, pelanggan, kreditor, 

masyarekat, dan pemerintah. 

(2). duty to exercise power for proper purposes, yaitu D!reksi diharapkan 

dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi 

pemegang saham. 

(3). duty to retain discretion, yaitu Direksi tidak boleh melakukan 

pcmbatasan dini untuk bertlndak yang sesuai dengan tujuan dan 

kepentingan PT. Direksi dalam menjalankan tugasnya haros tetap 

bebes dalam mengambil keputusan atau membuat kebijaksanaan 

sesuai pertimbangan bisnis dengan sense of business. _yang 

dimil:ikinya. Direksi l1arus melakukan kegiatan sesuai dengan jalan 

pikirannya sendiri, memutuskan sesuatu diJakukan dengan itikad 

baik dan tujuan yang benar, dan melaksanakannya berdasarlcan 

pertimbangan praktis yang terbaik bagi PT, dan bukan apa yang beik 

menurut pertimbangan pengadilan karena tidak terbuka bagi 

pengadilan untuk ditinjau kembeli." 

(4). duty to avoid conflict of interest, yaitu Direksi wajib menghindari 

diadakanunya, dibuatnya, atau ditandatanganinya peijanjian atau 

61Philip Lipton dan Abraham Herzberg sebagaimana dit."l!tip oleh Gunawan Widjaja (b), 
Serf Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hv!aun sebagai Direksi, Komisaris, datt Pemilik PT 
(Jakarta: Forum Sahabat, 2008). hal. 50-:57. 

62Barwick OJ, Me Tieman & Kittlo JJ in Harlowe's Nominees Pty Ltd vs. Woodside {Lakes 
Entrance) 011 Co NL (1968) sebagaimana dikutip Chatamattasjid Ais Ja), "Pengaruh Doktrin 
Piercing The Corporate Veil daiam Hukum Perseroan Indonesia," Jurnul Hukum Bi:mis Valume 22 
(Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 2Q03), hat 12:. 
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perbuatan yang membuat Direksi tidak dapat bertindak secara wajar 

karena kewajibannya terhadap PT bertentangan dengan kepentingan 

pribadinya. Apabila timbul benturan kepentingan, maka anggota 

Direksi tersebut dilarang atau. setidak-tidaknya dibatasi atau diawasi 

dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan terhadap anggota Direksi 

tersebut, misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan 

informasi (disclosure) terhadap setiap transaksi yang mengandung 

unsur benturan kepentingan. 

Bentuk tnmsaksi yang mengandung unsur conflict of interest, yaitu 

transaksi self dealing dan ajaran corporate opportunity. Transaksi 

self dealing, yaitu transaksi antara prihadi Direksi dengan PT yaog 

diurosnya, dan 

diperbolehksn 

ajaran corporate opportunity, yaitu Direksi tidak 

mer.gambil kesempatan untuk memperoleh 

k:euntungan bagi dirinya sendiri, jika kesempatan terse but sebenamya 

dapat diberikan kepada PT. 

b. Duty of care and skill (duty to exercise care ond diligence) 

Tugas dan tanggung jawab Direksi bersumber dari tiga hal, yaitu 

kontrak atau prujanjian. kepatutan atau kewajaran,. dan anggaran dasar 

serta peraturan perundang-undangan. Dalam kontrak ketia Direksi dengan 

PT terdapat pemyataan-pemyataan keharusao Dircksi untuk melakukan 

pekeijaan secara teliti atau hati-hati. Apabila Direksi tidak membuat 

kontrak keJja dengan PT, maka hubungan antara Direksi dengan PT adalab 

berdasarkan kepercayaan yang tetap berimplikasi Direksi harus melakukan 

pekerjaan sesuai dengan duty of skill and care.(,) 

Duty of skill and care menitikberatkan pada keablian dan kehati-hatian 

Direksi dalam mengurus PT. Kehati-hatian yang diharapkan adalab agar 

Direksi terbiodar dari perbuatan kelalaian yang merugikan pihak lain. 

Kemampuan dan kehati-harian yang diharapkan dari Direksi adalab 

"'Cha!.amarrasjid Ais (b), "Kewajiban Direksi Perseroan berdasarkan Duty of Skill and 
Care,'' dalam Bab-bab tentang Hukum Korporasi (Jakarta: Universitas Tarumanegara Program 
Pascasarjana Magister Hukum. 2003), hall-4. 
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kemampuan dan kebati-batian yang dapat diharapkan dari seorang yang 

memilikijabatan yang sama pada jenis perusahaan yang sama pula.611 

Pembatasan duty of care adalah business judgment principle yang pada 

dasarnya terbagi pada dua hal, yaitu business judgment rule dan business 

judgment doctrinef'5 Bvsiness judgment rule merujuk pada konsepsi 

bahwa Direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu 

pada inforrnasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasa.rkan 

kemarnpuannya. Business judgment doctrine merujuk pada tindakan yang 

dilakukan oleh Direksi adalah sah dan mengikat PT sepanjang hal itu 

memang merupakan kewenangan Direksi ataupun tidak bersifat ultra vire.r 

( di luar kewenangan PT), sehingga tidak bisa ditolak balik oleh pemegang 

saharn melalui RUPS maupun pihak-pihak lainnya66 Menjalankan konsep 

duty of care and skill berdampingan dengan business judgment principle 

tersebut tidak mudah karena memisahkan a honest mistake dan a 

negligence mistake sanga.t su1it dilakukan.67 

3. Ruang £in.gkup Dan. Batasan Prinsip Fiduciary Duty 

Prinsip fiduciary duty dari Direksi dengan prinsip fiduciary duty dalarn 

hukum trust tidak benar-benar sama. Hanys secara prinsipil saja keduanya 

serupa. yaitu keduanya dibebankan prinsip kepedulian (care), loyalitas 

(loyalty), itikad baik (good faith), kejujuran (honesty), dan keterampilan (skill) 

dalam derajat yang tinggi. 68 

FA/bid 

65Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto. "Implementasi Good Corporate 
Gcverncmce Dalam Menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan 
Komisaris Perseroan Terbatas," Jumaf Hukwn Bisnis Volume 22 (Jakarta: Yayasan Pengembangan 
Huk-um Bisnis, 2003), hat 29-

66lbid 

61Sutan Remy Sjahdeini, ''Tanggung Jawab Pn"badi Direksi dan Komisaris," Jurnal Hulrum 
Bisnis Volume /4 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001), haL 101. 

"Fuady (b), Op. Cil., h•l. 35-36. 
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Beberapa perbedaan antara prinsip fiduciary duty dari Direksi dengan 

prinsip fiduciary duty dalam hukum trust, yaitu:69 

a. luasnya tanggung jawab seornng Direksi tidak rnenyebabkan demi hukum 

Direksi tersebut sepenuhnya bertanggung jawab terhadap segala tindakan 

yang melebihi kewenangarmya; 

b. luasnya kewenangan pada Direksi adaJah lebih luas, khususnya dilihat dari 

diskresi dan judgment; 

c. luasnya prinsip kepedulian, loyalltas, itikad baik, kejujuran. dan 

kelenlmpilan yang dibebankan kepada Direksi menurut hukum lebih 

rendah. 

Selain itu, perbedaan antara trustee dalam hukum trust dengan Direksi dalam 

menjalankanfiduciary duty dalam menjalankan tugasnya, yaitu: 70 

a. :fungs! pengeiolaan yang dibebankan kepada seorang trustee dengan 

sebaik-baiknya mitik orang lain (beneficiary) tidak ada pada Direksi; 

b. kepemiHkan ganda pada trustee dimana trustee pemi!ik aset secara hukum 

(legal owner) sedangkan beneficiary memiliki aset berdasarkan asas 

kemanfaatan (beneficial owner) tidak dikenal Dircksi; 

c. pengambilan resiko bisOis tidak diberikan kepada ln1stee harus dihadapi 

oleh Direksi. 

Menurut prinsip fiduciary duty~ Direksi harus mcmpunyai itikad baik 

dan setia dengan derajat yang tinggi dalam menjaiankan tugasnya, dan 

sebaliknya, PT barus memberikan atau mempunyai kepercayaan yang besar 

terhadap Direksi. Pelaksanaan tugas dengan penuh kehati-hatian atau itikad 

baik atau tidak lalal belum dapat disebut sebagai Ielah menjalankan tugasnya 

berdasarkan prinsip fiduciary duty apabila belum mempunyai derajat yang 

tinggi (high degree). Seseorang dikatakan mempunyai fiduciary duty 

manakala ia dipcrcayakan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain 

wlbid., bal. 36-37. 

70 Ibid, hal. 37-38, 
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atau pihak ketiga, dimana ia seolah-olah berbuat untuk kepentingan dirinya 

sendiri (the same degree of care and prudence that men prompted by self 

interest generally exercise in their own a/fairs).11 

Prinsip fiduciary duty hanya dimiliki oleh Direksi yang memegang 

kebebasan cukup besar untuk menentukan jalannya PT sehingga Direksi yang 

bersangkutan barns diberi garis acuan agar tidak mengambil keputusan terlalu 

melenceng dari wewenangnya.72 Direksi mengemban prinsip fiduciary duty 

karena dipercaya dan dihandalkan posisi dan kedudukannya dalam PT. 

Sebagai fiduciary, Direlcsi wajib mengurus PT secara wajar (reasonably) dan 

dengan itikad baik (goad faith) untuk kepentingan PT, pemegang saham, dan 

stakeholders. Direksi tidak diperbolehkan menggunakan kedudukannya untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi dengan biaya PT atau mengakibatkan 

kerugian pada PT. Terdapat kemungkinan Direksi dapat memperoleh 

keuntungan dari PT, yaitu apabila PT secara tegas dan transparan menolak 

opportunity yang ada. Namun, Dircksi tidak dapat menghindari tanggung 

jawab pembu.lttian dengan menyatakan bahwa adalah fair ia mcmperoleh 

keuntungan_ 

Prinsip fiduciary duty dalam rncwakili PT yang diberikan kepada Direksi 

dapat ditarik kembali dalam hal-hal tertentu, yaitu apabila: 

a. teljadi perkara di pengadilan antarn PT dengan anggota Direksi yang 

bersangkutan; atau 

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan 

dengan PT.73 

Dalam hal kepailitan, Direksi PT pailit tetap wajio memenuhi prinsip 

fiduciary duty terhadap PT pailit dan mengusahakan agar PT pailit dapat 

71Benyamin N Cardozo daiam kasu5 People v. Mancuse (USA, 1931) sehagaintana temyata 
dalarn Ibid., hal. 34, 

-r.;.rendra Setiawan Boen., Bianglala Bwincs:;Judgment Rule (Jakarta: Tatanusa., 2008), hal. 
1!0. 

731ndonesia (b), Op. Cit, Ps. 99 ayat (l). 
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melaksanakan maksud dan tujuannya. 74 Walaupun kepailitan PT berakibat 

bahwa PT tidak lagi secara sab dapat melakukan perbuatan hukum yang 

mengikat harta pailit PT karena kewenangan tersebut sec:ara eksklusif ada 

pada kurator. hal ini tidak berarti bahvra kurator selanjutnya menggantikan 

kedudukan organ-organ PT pailit." Pada dasamya, organ-organ PT tetap 

berfungsi sesuai dengan UU No. 40 Tabun 2007 dan angganm dasamya.76 

Direksi PT pailit sangat mengetahui seluk-beluk usaba PT pailit sehlngga 

kurator seyogyanya melibatkan Direksi dalam pengurusan yang ia lakukan 

agar pengurusan itu dapat berlangsung dengan balk dan lancar untuk 

kepentingan kreditor maupun PT pailit. Demi kepentingan PT pailit dan 

kelangsung1lllllya sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tabun 2007, Direksi 

tetap wajib secara proaktif mewakili kepentingan PT pail it terhadap kurntor.77 

C. Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Oleh Direksi Berdasarkan Undang­

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentaog Perseroan Terbatas 

Suatu PT barn dapat dikatakan ada demi bukum jika PT tersebut telah 

memperoleh pengesaban dari Menteri. PT yang telab disabkan akan momiliki hak 

dan kewajiban serta ha.t1a kekayaan sendiri. dan karenanya berhak dan berwenang 

untuk bertindak dalam hukum. Sebelum pengesaban diperoleh, PT hanyalah 

suatu persekutuan (perdata) diantara para pendiri dengan para pengurus. 73 Dalarn 

hal ini setiap perbuatan hukwn yang dilakukan dengan mengatasnamakan PT 

belum mengikat PT seeara hukum melaiukan hanya mengikat pengurus danlatau 

pendiri yang meJakukan perbuatan hukum tersebut 

74Emmy Yuhassarie, ed., Lokakaryu TerlJatas tentang Undang..undang Kepaiiitan dan 
Perkembangarmya (26~28Januari 2004), (Jakarta: PPH News Letter, 2004). haL 39. 

15Indonesia (c), Undang-uruiang tentang Kcpr~ilitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, UUNo. 37, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 16 ayat (I}. 

7\iyullassarie, ed., Op. CU. 

77Indonesia (b), Op. Cit., Ps. 92 ayat(I)juncto Indonesia (e). Op. Ci't., Ps. 17 ayar (1). 

711Widjajadan Yan.i, Op. Cit .• hal. 34·35. 
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UU No. 40 Tahun 2007 rnewajibkan dilldakannya pengukuhan oleh PT 

alas setiap dan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pengurus 

dan/atau pendiri sebelum PT memperoleh pengesahan, yaitu selambat-lambatnya 

enampuluh hari setelah PT memperoleh pengesahan. 79 Perbualan · hukum yang 

tidak dikukuhkan, akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi dari masing­

masing pengurus dan/atau pendlri yang melakukannya. 

Setelah PT memperoleb pengesahan·, Direksi merupakan badan pengurus 

PT. Direksi diberikan hak dan kekuasa.an penuh dengan konsekucnsi bahwa 

setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan 

dlperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan PT, sepanjang Direksi bertindak 

sesuai dengan yang ditentukan dalam anggaran dasar PT. Selama Direksi tldak 

molakukan pelanggaran alas anggaran dasar PT, malta PT yang akan menanggung 

semua akibat dari perbuatan Direksl tersebut. Akan tetapi, untuk tindakan­

tindakan Direksi yang merugikan PT yang dilaknkan di luar batas kewenangan 

yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh PT. Hal 

ini berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di 

luar batas kewenangan yang dlberikan oleh anggaran dasar. 

UU No. 40 Tahun 2007 tidak secara tegas mencantumknn bahwa Direksi 

mengemban tugas-tugas sesuai doktrin fiduciary duty. Menurut penu1is. hal 

tersebut dapat dimaldumi karena doktrin fiduciary duty yang bera.lial dari Sistem 

Hukum Common Law padahal Indonesia menganut Sistem Hukum Civil Law. 

Walaupun demikian, pasal-pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007 mencenninkan 

bahwa UU No, 40 Tahun 2007 menerima doktrin fiduciary duly. Hal tersebut 

dikarenakan sebenamya ada beberapa prinsip hukum umwn yang dikenal dan 

berlaku dl negara manapun. Prinsip Fiduciary duty termasuk prinsip huknm 

urnum yang berlaku di seluruh dunia selama masih terdapat hubungan pemberian 

kepercayaan kepada orang lain. 

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 diwajibkan kepada setiap anggota Direksi 

untuk melaksanakan pengurusan PT dengan itikad baik dan penuh tanggung 

79Indonesia (b), Op, Cit., Ps. 14. 
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jawab, demi kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT'0 

Sebenamya dalam kewajiban yang dimuat dalam UlJ No. 40 Tahun 2007 tersebut 

meliputi baik duty of loyalty and good faith serta duty of care and skill. 

Pelaksanaan dati duty of care and skill sendiri tidak dapat dipisabkan dati duty of 

loyally and good faith. Meskipun duty of care and skill lebih menitikbaratkan 

pada keahlian Direksi dalam mengemhangkan PT, namun pelaksanaan keahlian 

tersehut merupakan bagian dati pelaksanaan duty of loyalty and good faith. 

W No. 40 Tahun 2007 tidak memberikan ukuran atau standar yang jelas 

mengenai batasan kemampuan dan kehati-hatian: Direksi, maka batasan tersebut 

dapat dinilai pada dua standar, yaitu standar subjektif dan standar objektif." 

Standar subjektif didasarkan pada kenwmpuan dan kehati-hatian seorang awarn 

(ordinarily prudent person} untuk berbuat pada situa"ii yang sama dalam posisi 

yang sama, sedangkan standar objektif didasarkan pada kemampuan dan kehati­

hatian seseorang yang menjabat dalarn posisi yang sama dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang sama 82 

Selain itu, duty of loyalty and good faith berupa duty to avoid conflict of 

interest juga diterapkan dalarn W No. 40 Tahllll 2007. Hal itu berupa kewajiban 

bagi anggota Direksi untuk mclaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki 

anggota Direksi yang bersangkutan dan!atau keluarganya dalam PT dan PT lain, 

yang untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. 83 Ketentuan ini dimaksudkan 

untuk mendeteksi kemungkinan adanya self dealing, yaitu transaksi antara PT 

dengan PT lain dimana pada PT lain itu Direk.si atau keluarganya menjadi 

pemegang saham juga sehlngga kemungkinan bisa mernperoleh informasi yang 

bersifut tidak dipublikasikan. 

-~-----

wlbid., Ps. 91 jo. 95. 

srAis (b). Op. Cit,, hal. 12. 

nlbid. 

113lndonesia (b), Op. Cit., Ps. 101. 
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D. Akibat Hukum Bagi Direksi yang Tidak Menerapkan Prinsip Fiduciary 

Duty Dalam Mengurus Perseroan Terbatas 

I. Ruang Ling/cup 

Kriteria untuk menentukan kelalaian atau kesalahan Direksi mengacu 

kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama UU No. 40 

Tahun 2007, angganm dasar PT yang mengatur tentang maksud dan tujuan 

PT, S<rta pembatasan-pembatasannya. Auggaran dasar sebagai statuta PT 

merupakan ketentuan fundamental yang mengatur dan menentukan hal ikhwal 

PT, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan PT." Anggaran dasar yang 

mengikat semua pemegang saham. anggota Direksi~ dan anggota Dewan 

Komisaris, tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007. 

Maksud dan tujuan PT yang dicantumkan dalarn anggaran dasar berlaku 

sebagai pembatasan kewenangan bertindak Direksi, artinya mak:sud dan tujuan 

merupakan sumber kewenangan bertindak Direksi namun juga menjadi 

pembatas ruang lingkup kewenangan bertindak Diteksi tersebut.85 

Kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan hukum atas nama PT tidak 

terbatas pada perbuatan hukum ymg secara tegas disebut da1am maksud dan 

tujuan PT, melaink:anjuga perbuatan~perbuatan sekunder. Perbcatan sekunder 

adalah perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan dapat 

disimpulkan dari maksud dan tujuan PT serta berhubungan dengannya 

sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas disebut dalam rumusan 

maksud dan tujuan PT."' 

Prinsip fiduciary duty menuntut adanya tanggung jawab atas tugas 

Direksi tersebut. Doktrin ini mempunyai unsur adanya itikad bai.k lUltuk 

melaksanakan tanggung jawab dan memberikan pertanggang-jawaban. Pada 

dasarnya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang melarnpaui hak 

dan kewenangan yang diberikan PT berdasarkan prinsip fiduciary duty tidak 

!i4Van der Heiden-van der Grin ten sebagaiman dikutip oleh Prasetya, Op, Cit., hal. 16. 

!fSPrasodjO' (b), Op. Cit., haL 7. 

86 Asser-Maeijer 2 sebagaiman dikutip oleh Tumbuan, Op. Cit, hal. 196. 
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mengikat PT. Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar Direksi dapat dikatal:an 

melanggar prinsip fiduciary duty, yaitu: 

a. sejauh mana Direksi memtliki tugas yang terkait dengan hal yang 
digugat; 

b. sejauh mana ruang lingkup tugas yang dimiliki oleh Direksi dan 
pelaksanaanya dengan hal yang digugat; 

c. sejauh mana terjadi pelanggaran terhadap tugas Direksi; 
d. sejauh mana PT mengalami kerugian, dan kerugian tersebut 

diakibatkan oleh pelanggaran yang dital:ukan oleh Direksi.87 

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan alas kerugian PT 

apabila dapat rnembuktikan: 

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b. Ielah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kebati-hatian 

untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
c. tidal< mempunyai benturan kepentingan haik langsung maupun tidal< 

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 
d. telah mengambil tindakan untuk men<:egah timbul atau berlanjutnya 

kerugian tersebut 88 

2. Perlanggungjawahan Direksi 

Pada prinsipnya, tanggung jawab anggota Direksi pada PT yang 

bermasalab sama saja seperti tangggungjawab Direk.>i pada PT yang beljalan 

nonnal. Dalam hal ini, tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga atau kreditor pada 

prinsipnya hanya dapat ditujukan terhadap PT yang bersangkutan dalarn 

statusnya scbagai badan hukum, dan tanggung jawab hukumnya pun hanya 

sebatas aset yang dimiliki oleh hadan hukura tersebut. Dengan demikian pada 

prinsipnya, jika suatu PT dinyatal:an bermasalah atau habkan pailit oleh 

lembaga peradilan, pihak ketiga atau kreditor tidak dapat meminta anggota 

Direksi atau Dewan Komisaris ataupun pemegang sahamnya untuk 

bartanggungjawab secara pribadi. 

a7Witamarta, Op. Cit., hal. 3 J. 

"todone.sia. (b), Op. Cit., Ps. 97 ayat (5}. 
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Dalam perkembangan teori dan prnktik hukum tentang PT, penerapan 

prinsip umum tcntang kemandirlan tanggung jawab badan hukum temyata 

tidak selamanya memuaskan karena daJam hal~hal tertentu pcnerapan prinsip 

tersebut akan melanggar sendi~sendi keadilan. Sifat pertanggungjawaban 

terbatas dari PT tidak dapat dipargunakan untuk merugikan kepentingan pihak 

ketiga yang beritikad baik. Pengecualian terhadap anggota Direksi alas 

prinsip kemandirian tangguug jawab PT dalam hal digugat atau dinyarnkan 

pailit~ yaitu jlka Direksi melakukan perbuatan yang termasuk dalam roang 

Iingkup doktrin penyingkapan tirai perusahaan (piercing the corporate vefl).89 

Piercing the corporate veU is judicial process whereby court will 
disregard usual immunity of corporate offlcers or entities from liability 
for wrongful corporate activities. The doctrine which holds that the 
corporate structure with its attendant limited liability of stoddwlders 
may be disregarded and personal liability imposed on stockholders, 
officers. and directors in the case of fraud or other wrongfUl acts done in 
the name of corporation. The court, however, may look beyond the 
c_o~por.ate foorm only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of 
m;ustrce. 

Ruang lingkup doktrin penyingkapan tirai perusahaan (piercing the 

corporate veil), yaitu:91 

l. Jika anggota Direksi bertindak di luar betas kekuasaannya yang diberikan 

oleh anggaran dasar atau terjadi perbuatan ultra vires; 

2. Jika anggota Direksi bersikap sangat tidak layak atau bertentangan dengan 

prlnsip fiduciary duty. 

UU No. 40 Tahun 2007 mengakui keberlakuan teori piercing the 

corporate veil walaupWl dalam menerapkannya perlu kearifan, kehati~hatian 

dan pemikiran dalarn suatu cakrawala hukum dengan visi yang perspektif dan 

~unir Fuady (c), Hukum Bisnis dalorn Teori dan Praktik (Buku Keliga), tet. 2 (Bandung: 
PT Citra Aditya Bakti, 2002), baL 90. 

90Black. Op. Ci!.,ha1.1147-1148. 

91Fuady (c), Op. Cif. 
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responsifpada keadilan.92 Bentuk nyata dari perbuatan tersebut dapat berupa 

perbuatan melawan hukum baik perdata maupun pidana yang dapat dicakup 

dalam rumusan istilah kelalaian atau kesalahan Direksi dalam UU No. 40 

Tahun 2007.93 

Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara pidana 

maupun perdata (criminal and civil liability).94 Mekanisme meminta 

pertanggungjawaban perdata dapat dilakukan dengan cara mongajukan 

perrnohonan pailit atau gugatan perkara perdata dengan tuntutan ganti rugi 

berdasarkan Pa...al 1365 KUHPerdata. Hal kealpaan atau kelalaian juga dapat 

dihubangkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan babwa setiap 

orang bertanggung jawab tidak saja nntuk kerugian yang disebabkan oleh 

perbuatannya, tetapi juga ootuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau 

kekurang hati-hatiannya. Sedangkan pertanggnngjawaban pidana yang 

berkaita.n dengan perbuatan yang merugikan kreditor atau pihak-pihak yang 

mempunyai hak, yang menuntut pertanggungjawaban Direksi dapat dilakukan 

denga.n cara melaporkan kepada penyidik berdasarkan Pasal 396-405 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sdain pasal-pasal tersebut, rnasih 

terdapat pasal-pasal yang berkaitan erat dengan penyebab tirnbulnya kerugian 

bagi PT a!au penyebab te~adinya kepailitan, yaitu ketentuan yang berkaita.n 

dengan pembuatan surat-surat yang isinya tidak mengandung kebenaran atau 

surat-surnt yang dipalsukan, dan tindak pidana berupa pembelian barang 

secara beruta.ng, serta penipuan95 Berkenaan dengan tanggung jawab pidana, 

a.nggota Direksi yang sudab tidak menjabat lagi tidak bebas dari ancarnan 

<nFuady (b), Op. Cil., hal. l, 

~Indonesia (b), Op. Cit., Ps. 97 ayat {3). 

94-rumbuan. Op. CiL. hal. 204--206. 

~ulan Remy Sjahdeini, Hukum KepailiJan: Memaham!' Fai/Jessttmentswrrordening JuncJo 
Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 20021 haL 4&3-496 dan 
KUHP, Op. Cit., Ps. 263,264, 266, 379a, 37ll. 
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tersebut. Pembebasan dan pe!unasan (acquit ei de charge) yang diberikan 

RUPS tidak mencakup tindak pidana yang Ielah di!akukan anggota Direksi.96 

Perbuatan hukum PT yang di!akukan oleh Direksi menuntut Direksi 

untuk mempertanggungjawabkannya (akuntabilitas). Tanggung jawab 

merupukan konsekuensi !ogis dari adanyn wewenang, menghindari 

penya!ahgunaan kekuasaan, menjadikan profesiona!itas tetap mcnjunjung 

etika dalam menjalankan bisnis, dan menciptakan serta memelihara 

lingkungan bisnis yang sehat.91 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab 

atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham yang beritikad baik atau 

pihak ketiga yang menjalin hubungan dengan PT apabila Direksi menyalahi 

ketentuan undang-undan& melakukan keJa1aian atau kesalahan daJam 

menjalanksn tugasnya, yaitu tanpa itikad baik dan tidak bertanggung jawab 

serta tidak untuk kepentingan PT. 98 

Oleh karena itu, anggota Direksi dapat dimintakan untuk bertanggung 

jawab secara hukum ketika PT dituntut atau pail it jika ia dianggap melakukan 

kelalaian atau kesalahan baik secara langsung atau tidak langsung yang 

meuyebabkan PT tersebut menjadi rugi atau pailit. Direksi yang lalai atau 

sa!ah mengurus PT yang mengakibatkan PT rugi atau dipailitkan 

menyebabkan anggota Direksi bertanggung jawab untuk membayar kerugian 

tersebut darl kekayaan pribadinya.99 Kekayaan pribadi Direksi dapat disita 

dan dilelang untuk memenuhi kev.rajiban tet'Sebut.100 Namu.n, tanggungjawab 

anggota Direksi da!am kepailitan bersifut residual yang berarti anggota 

Direksi hanya ukan bertanggung jawab apabila kekayaan PT tidak cukup 

~umbuan, Op. Cil,, bal. 206-207. 

91Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Ccrparale Governance: Perkembangan 
Pemikiron dan lmplementilSinya di indonesia Dalam Perspekiif Hulrum (Jakarta: Total Media, 
2007), hal. 84, 

nlndonesia (b). Op. Cit., Ps. 69 ayat (3). 37 ayat (3), 97 ayat {4). 

<J'Jlbid. Ps. 97 ayat (3)ja. Ps. 104 ayat {2). 

100Wilarna.rta, Op. Cit. haL 14. 
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untuk menutupi kerugian akibat kepaiJitan tersebut tcl Hal ini berlaku juga 

bagi angguta Direksi yang ialai atau salah yang pemah menjabat sebagai 

anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pemyataan 

paillt dlucapkan. 

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk 

kepentingan dan tujuan PT sehingga tanggung jawab Direksi secara huk:um 

terletak pada pundak masing-masing Direksi (jointly and severally). 

Tanggungjawab anggota Direksi bersifat tanggung renteng, artinya walaupun 

kelalaian atau kesalahan itu dilakukan seonmg anggota Direksi, tetapi anggota 

yang lain juga ikut bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan UU No. 40 

T ahun 2007 yang menyatakan tugas dan kewajiban pen gurus dan perwakilan 

PT dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota Direksi. Pengecualian 

tanggung jawab renteng tetjadi apabila anggota Direksi dapat membaktikan 

bahwa pertanggungjawaban yang dibebankan tersebut adalah di luar kelalaian 

atau kesalahannya.102 

Secara rinci, tindakan atau s.anksi yang dapat dikenakan bagi Direksi 

yang meJanggar prinsipflduciary dwy~ yaitu: 

a. injunction or declaration yang ditujukan untuk mencegah te:rjadinya 
pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duty lebih lanjut; 

b. damages or compensation atau ganti rugi; 
c. restoration of the company's property, yaitu pengembalian harta 

kekayaan PT yang telah diarnbil danlatau dimanfaatkan secara tidak 
sah; 

d. rescission of the contract, yaitu pembata.lan perjanjian yang telah 
dibuat untuk kepentingan Direksi pribadi; 

e. account of profits, yaitu penyerahan keuntungan kepada PT yang 
diperoleh oleh anggota Direksi sebagai akibat tindakan yang dilakakan 
secara tidak sah, yang menguntungkan dirinya sendiri; 

f. summary dismissal yang terksit dengan hak-hak ketenagakerjaan, yaitu 
hak PT untuk memberbentikan anggota Direksi; 

tc 1Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di indonesia (Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2004). haL 28. 

1mlndonesia (b), Op. Cit., Ps. 97 ayar (4)jo. 104 ayat(4). 
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g. expropriation of member's property yang hanya diterapkan atau 
diber1akukan dalam hal terdapat fraud on minority, yaitu yang 
meruglkan kepentingan minoritas daiam PT. 103 

Kelalaian atau kesalahan Direksi dalam me!aksanakan kewajibannya 

tersebut, memberikan hak kepada pemegang saham uutuk mengajukan 

tuntutan: 

a. sccaro sendiri-sendiri atau bersama-sama. yang mewakili 1/10 (satu 

persepuluh) pemegang saham, melakukan gugatan untuk dan atas nama PT 

terhadap Direksi yang atas kelalain dan kesalahannya telah menerbitkan 

kerugian kepada PT (derivative action);104 

b. secara sendiri~sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama 

pribadi pemegang saham terhadap PT apabila pemegang saham dirugikan 

karena tindakan PT yang dianggap tidak adil (unfair) dan tanpa alasan 

yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan!atau Dewan 

Komisaris (personal right). Gugatan yang diajukan, pada dasarnya 

memuat pennohonan agar PT menghentikan tindakau yang merugi.kan 

tersebut dan mengambillangkuh, baik untuk mengatasi akibat yang sudah 

timbul maupun untuk mencegah tindakan setupa di kemlldian hari. 105 

Bentuk perlindungan lain bagi pemegang saham yang mewakili paling 

sedildt l/1 0 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara, yang diberikan oleh UU No. 40 Tahun 2007 adalah dapat diadakannya 

pemeriksaan terhadap PT (hak angket atau enqueterecht). 106 Perrnohonan 

dapat diajukan setelah pemohou !erlebih dahulu meminta data atau keterangan 

kepada PT dalam RUPS dan PT tidak memberikan data atau keternngan 

tersebul. Pemeriksaan bertujuau untuk mendapatkan data atau keteraugan 

1113Gunawan Widjaja (c), Seri Pemahaman Perseroan Tcrbatas: 150 Pertanyaan Tentang 
Perseroan Terbaras, Cet 2 (Jakarta: Forum Sahabat,. 2008), hat 72. 

1~Uin00nesia (b), Op, Cit., Ps. 97 ayat (6). 

10$lbid., Ps. 61 berlkutpenjetasannya. 

106lbid.,Ps. 138-141. 
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dalam hal terdapat dugaan bahwa PT melakukan perbuatan melawan hukurn 

yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau anggota Direksi atau 

Dewan Komisaris rnelak:ukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT 

atau pernegang saharn atau pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan dengan 

mengajukan pennohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan 

negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT. 

Berdasarkan uraian sebe1umnya, dapat disimpulkan bahwa dalam hampir 

setiap rumusan mengenai pertanggungjawaban Direksi, setiap anggota Direksi 

selalu dihadapkan pada pertanggungjawaban renteng diantara sesama mereka 

(co/legiale aansprakelijheid) kecuaii mereka dapat membuktikan bahwa 

pertanggungjawaban yang dibebankan tersebut adalah di Juar kelalaian atau 

kesalahannya. Rumusan-rumusan tersebut bertujuan untuk menegaskan 

kembali fungsi Direksi sebagai suatu organ, bukan masing-masing pribadil' 

yang dengan itikad balk dan penuh tanggung jawab berkewajiban untuk 

rnenjalankan tugas demi kepentingan dan usaha PT, dimana masing-masing 

anggota Direksi bet"''Nenang untuk nfewaldli untuk dan atas nama PT baik di 

dalam maupun di Juar pengadilan (perwakilan kolegia1). Selaiu itu, dengan 

pertanggungjawaban. renteng diharapkan dapat terjadi saling rnengawasi 

diantara sesama anggota Direksi atas setiap perbuatan yang dapat merugikan 

PT, pemegang saham, atau pun pihak ketiga yang beritikad bailc. 

E. Analisis Kasus PT Sarinah (Persero) Dikaitkan Dengan Penerapan 

Prinsip Fiduciary Duty Olcb Direksi Dalam Menguru.s Perseroan 

Tcrbatas 

J_ Kasus Posisi 

Drn. !manu Widodo selaku Terdakwa ada!ah mantan Direktur 

Aduainistrasi dan Keuangan PT Sarinab (Pen;ero) pada tabun 1999-2001. PT 

Sarinah (Persero) adalah Badan Usaba Mililc Negara (BUMN) yang 

sahamnya 100% (seratus persen) naililc Negara. 

Kasus ini bermula ketika PT Sarinah (Pernero) melalui Yustian Ismail, 

SE (mantan Dimktur Utama PT Sarinah (Persero)) dan Terdakwa bekelja 
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sama dengan Notaris Sulistio, SH tanpa melalui proses tender, meiainkan 

melalui penunjukan langsung. Kelja sama ini bertujuan untuk pembuatan tiga 

sertifikat tanah PT Sarinah (Persero), yaitu di Kawasan Pancoran, Jakarta 

Selatan, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, dan Jalan Agus Salim/Wahid Hasyim, 

Jakarta Pusat. Dalam proses kerjasama pensertifik:atan terse but, T erdakwa 

juga mengeluarkan biaya lain yang tidak diatur dalam peJjanjian, yaitu berupa 

Bea Perolehan Hak ata• Tanah dan Ba.~gunan (BPHTB) dan Retribusi. Total 

biaya keseluruhan untuk pansertifikatan tanah tersebut mencapai lebih kurang 

Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Di kemudian hari diketahui 

bahwa Notaris rekanan dan sertifikat untuk tanah di kawasan Pancoran, 

Jakarta Selatan adalah palsu alau flktif. Sertifikat untuk tanah yang berada di 

Jalan Than.rin dan Jalan Agus Salim!Wahid Hasyim, Jakarta Pusat tidak ada 

karena proses dihentikan sebelum selesai. 

Selain hal tersebu~ Yustian Ismail, SEdan Terdakwajuga terlibat dalam 

pemberian diskon (discount) sewa godung yang tidak pornah diterima oleb PT 

Bank Mandiri cabang Sarinah sebagai penyewa godung, serta terlibat dalam 

mengeluarkan uang untuk renovasi gedung Sarinah Juanda tanpa dilengkapi 

dokumen kontrak. Uang yang merugikan PT Sarinah tersebut digunakan 

untuk kepentiogan pribadi Yustian Ismail, SEdan Terdakwa. 

Kerugian seluruhnya yang dialami PT Sarinah (Persero) adalah sebesar 

Rp5.088.649SOO,OO (lima milyar delapanpulah delapanjuta enamratus 

ernpatpuluh sernbilaaribu limaratus rupiah). Masalah ini menjurus pada 

adanya dugaan korupai yang dilakukan oleh mantan Diraktur Utama dan 

mantan Direktur Keuangan PT Sarinab (Persero) tersebut. Kejaksaan 

bertindak sebagai lembaga yang berwenang terlibat dalam penyelidikan tindak 

pidana ini. Drs. imanu Widodo (selaku Terdakwa) dituntut melakukan tindak 

pidana korupsi secara bersama~sama dengan Yustian Ismail, SE sehingga 
• 

patut dijatuhi pidana penjara dan denda serta uang pongganti secara tanggung 

renteng dan seimbang bersama Yustian Ismail, SE (yang dituntut dalam 

perkaranya sendiri). Dalam Dakwaan Primair (yang sudah terbukti di 

parsidangan), Terdakwa dituntu\ memporkaya diri sendiri atau orang lain alau 
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suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomim 

negara. 

Dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menolak 

seluruh tuntutan seluruh jaksa penuntut umum karena tidak merasa melanggar 

satupun aturan perundang-undangan dan tidak terbukti secara sab dan 

meyakinkan bersalab melakukan tindak pidana korupsi. Oleb karena itu, 

Terdakwa mengingiP.kan dirinya dibebaskan dan dikembalikan berkat dan 

martabatnya. 

2. Amar Putusan 

Dalam kasus ini, terdapat putusan pidana dari dua tingkat pengadilan, 

yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/PID/B/2008/PN. 

JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerab Kbusus lbukota Jakarta 

Nomor 183/PID/2008/PT.DK.l yang keduanya peda pokoknya menyatakan 

Terdakwa terbukti secara sab dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi 

pidana penjara dan denda serta pidana tambaban. 

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

425/PID/B/2008/PN.JKI.PST, di antaranya: 

a. Menyatakan Terdakwa Drs. !manu Widodo terbukti sooara sah dan 

meyakinkan bersalah "Turut Serta Melukokan Tindak Pidana Korupsi"; 

b. Menjatuhkan pidana rerhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara 

selama lima tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar 

Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah), dan bila denda tersebut tidak 

dibayar, diganti tiga bulan penjara; 

c. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Perahayaran Uang Pengganti 

sebesar Rp.l.600.000.000,00 (satu milyar enamratus juta rupiah), jika 

terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu 

bulan sesudab putusan pengadilan memperoleh keknatan hukum tetap, 

maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai berta benda yang 
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mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, rnaka dipidana 

penjara seJama satu tahun~ 

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). 

Atas putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Penasehat Hukum 

Terdakwa dan Penuntut Umum. merasa keberatan dan mengajukan upaya 

hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Adapun alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada 

pokoknya: 

a. bahwa Terdakwa yang mengetahui pensertifikatan tanah milik PT Sarinah 

(Persero), seharusnya tidak dapat diartikan bahwa Terdakwa telah 

memenuhi adanya unsur turut serta, karena Terdakwa tidak dilibatkan oleh 

saksi Yustian Ismail, SEdan saksi Drs. H. Boedibarto dalam memutuskan 

pelaksanaan pensertifikatan tersebut; 

b. bahwa Terdakwa tidak dilibatkan dalam memutuskan tentang pemberian 

discount kepada PT Bank Mandiri, melainkan sudah merupekan keputusan 

dari saksi Yustian Ismail, SE dan saksi Drs. H. Boedibarto yang 

berhubungan langsung denga_" pihak PT Bank Mandiri cabang Sarinah 

( dalam hal ini diwakili oleh saksi Yusniati Asian selaku Kepala Cabang); 

c. bahwa temyata adanya unsur penyertaan tidak terpenuhi atau tidak dapat 

dibuktikan, sehingga mefliadi tidak konsisten bahkan sangat bertentangan 

antara pertirnbangan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

aqua. 

Sedangkan alasan yang dikemukakan Penuntut Umum yang masuk dalam 

kontra memori bandingnya, pada pokoknya: 

a bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo dalam menjatuhkan 

putusan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti 

belum sepenubnya dapat mengernbalikan kerugian keuangan negara akibat 

perbuatan Terdakwa tersebut; 
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b. bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa hanya 

mengulang-ulang apa yang telah dikemukakannya dalam pembelaan dan 

duplik pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri aquo dan 

sama sekali tidak mengemukakan hal-hal baru yang perlu 

dipertimbangkan. 

Amar Putusan Pengadifan Tinggi Daerah Khusus Ibukota ~akarta Nomor 

183/PID/2008/PT.DKI 

a, Menerima pcnnintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan 

Pentmtut Umum (para Pembanding) tersebut; 

b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perbaikan 

sekedar mengenai redaksi arnar putusan. 

3. Ana/isis Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan 

Tingj:i Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kasus PT Sarinah (Persero) diknitkan 

dengan Pengaturan PT Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara 

Tindak pidana korupsi rnerupakan ancaman terhadap prins[p-prinsip 

demokrasi, yanf!: menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas~ 

serta keamanan dan stabi!itas negara. Salah satu lapangan hukum publik yang 

menjadi sasarnn pembernntasan tindak pidana korupsi adalah BUMN terutarna 

PTPersero. 

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan.'07 Sedangkan pengertian Perusahaan Pen;eroan (PT Persero) 

adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang mndalnya terbagi 

dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (limapuluh satu person) 

10'"Indoncsia (d), Undan~undang tenfang Badon Usaha Miiik Negara, UU No, 19, LN No. 
7{) Tahun2003, TLN No. 4297~ Ps. 1 angka 1. 
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sahamnya dimiliki o!eh Negara Repub!ik Indonesia yang tujuan utamanya 

mengejar keuntungan. 103 

Berdasarkan pengertian tersebu~ PT Persero adalah badan hukum yang 

merupekan subjek hukum (person rechl), sehingga cakap menjunjung bak dan 

kewajibannya, memiliki kekayaan sendiri~ memi1iki kewenangan kontraktuai 

serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dhinya sendiri (persona standi in 

judicio). PT Persero sebagai bad an hukum merniliki sebuah ciri khas yang 

melek:at dan tidak terpisahkan, yaitu terbatasnya tanggung jawab pendiri, 

pemegang saham, dan pengurus. Tujuan pemisahnn PT Persero dari Negara 

adalah untuk membuat pembalasnn yang jelas antara tanggung jawab publik 

dengan tanggung jawab korporasi. 

Pada asasnya, secara yuridis Direksi sebagai pengu!us PT tidak 

bertanggung jawab terhadap konsekuensi apapun dari tindakan pengurusan 

yang diwak.i1inya selama tindakan tersebut sesuai peraturan perundang~ 

undangan dan anggaran dasar. Apabila Direksi Ielah bekelja sesuai dengan 

prinsip fiduciary duty, yaltu dengan cerma~ itikad baik, kehatian-hatian, dan 

dengan pertimbangan bisnis yang matang, walaupun basilnya tidak sesuai 

dengan yang diperldrakan (PT merugi), maka Direksi itu harus dilindungi. 

Namun apabila yang di!akukan Direksi ada!ah sebaliknya, maim berdasarkan 

Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 pemegang saham atas nama PT 

dapat me!akukan gugatan terhadap a:rrggota Direksi yang karena kesalahan 

atau kela!alannya menimbulkan kerugian terhadap PT. Dengan konstruksi 

hukum demikian, Negara sebagai pemegang saham dalam PT Persero dapat 

melakukan gugatan pada Direksi PT Persero. 

Akar permasalahan dilematika pengurusan PT Persero berawal dari 

perbedaan mendasar atas apa yang dikategorikan sebagai keuangan negara. 

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 

No. 17 Tahun 2003), defmisi keuangan negara begitu luas sehingga aktiva 

!ancar dan aktiva tetap BUMN tennasuk dalam keuangan negara, pedahal 

1@/bid, Ps. 1 angka 2. 
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kedua aktiva ini rnuncul akibat dari transaksi. 109 Adanya Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Alas Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberonfasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 

Tahun 2001 )110 menyebabkan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

manajemen BUMN, tennasuk PT Persero, berpotensi melanggar UU tersebut 

karena prinsip bisnis atas setiap trnnsaksi dapat mendatangkan 

keuntungan/laba atau mengakibatkan kerugian. 

Dalam kasus PT Sarinah (Persero) istilah kerugian PT sebagai suatu 

badan hukum yang yuridis mandiri diidentikkan dengan kerugian negara 

karena adanya kerugian PT menyebahkan ekspektasi penerimaan APBN 

rnenjadi berkurang atau hilang sama sekali. Padabal sebagai badan hokum, PT 

Persero juga tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 

19 Tahun2003 lentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 19 Tahun 2003) 

yang menjadi dasar eksistensi dan kegiatan bisnis PT Persero~ serta beberapa 

pemtl.lWl perundang-undangan yang rnemang ditujukan untuk badan 

pemerintahan~ misa!nya Keputusan Presiden danlatau Peraturan Menteri 

Negara mengenai pengadaan barang danjasa. 

PT Persero yang tttiuannya mencari untung, walaupun dibentuk dan 

modalnya berasal dari keuangan negara, kcrugian suatu transaksi atau 

kerugian dalam badan hokum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai 

kerugian keuangan negara. Dari sisi UU No. 40 T ahun 2007, kekayaan negara 

yang diinvestasikan dalam PT Persero bukanlah merupakan kekayaan negara 

1~'Keuangan Negara meliputi ; ••• (g). kekayaan negaralkekayaan daernh yang dikclo1a 
sendiri atau oleh pihak lain bempa uang, surat berharga. piutang. barnng. serta hak-hak lain yang 
dapat dini!ai dengan uang, t;;rmasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusabaan uegaral 
perusahaan daerah ...... lndonesia (e}, Umhng-w;dang le11lang Keuangan Negara, UU No. 17, 
LNNo. 47Tahun2003, TLNNo.4286, Ps. 2 burufg. 

11'i'asal 2 a)'at {J): "Setiap ornng yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendirj atau orang lain atau suatu korp<m1si yang dapat merugikan ketu1ngun 
negara atau perelwnomian negara, dipidana , .. Pasal 3: "Setiap orang yang dengan tujuan 
menguntungkan diri serufirj aw.u orang lain atau suaru korpornsi, menya1ahgunakan kewenangan. 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kcdudukan yang dapal merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana . _ . " Indonesia (f), Undarrg-umiung 
lentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31, LN. l40 Tabun 1999, TLNNo. 3&'74, 
Ps. 2 ayat (1) dan Ps. 3. 
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lagi melainkan menjadi penyertaan (saham) dalam PT yang beresiko untung 

ataupun rugi. Dengan adanya penyertaan modal awal tadi, maka demi hukum 

penyertaan negara akan menjadi kekayaan badan usaha. Sebenarnya negara 

hanya memiliki hak teriladap PT Persero sebatas jumlah saham yang 

dimilikinya, sebagaimana layaknya pemegang sahrun pada PT lainnya. 

Segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun 

yang dilakukan melalai kegiata."l bisnis PT Persero, akan rnenjadi kekayaan PT 

Persero. Hal itu juga tercermin dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 19 Tabun 

2003 yang menya!.akan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adaiah 

pemisahan kekayaan negara dari Anggarnn Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negam pada BUMN untuk 

selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem 

APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip­

prinsip pcrusahaan yang sehaL Pcndirian ini diperkuat juga dengan Surat 

Mahkamah Agung Nomor: WKMA/Yud/20Nill/2006, tanggal !6 Aguatus 

2006. Berdasarkan hal terscbut, kerugian yang teijadi di suatu PT Persero, 

belum tentu kerugian tersebut mengakibatkan kerugian negara melainkan 

kerugian tersebut bisa juga merupakan kerugian perusahaan (resiko bisnis) 

sebagai badan hukum privat. 

Pemaparnn di atas bukan berarti bahwa Direksi akan terbebas dan 

immun dari tanggungjawab dan tunlutan pidana. Dalam hal pemegang saham 

melihat adanya indikasi pidana dari tindakan Direksi yang menyebabkan 

kerugian, yang dapat dilakukan adalah memohonkan pemeriksaan terhadap PT 

sesual UU No. 40 Tahun 2007 yang kemudian penyelesaiannya akan 

menempuh jalur pidana sebagaimana !ertuang dalam ketentuan KUHP atau 

dapat langsung menempuh jalur pidana terse but. 

Delik-<lelik pidaua tetap dapat diancamkan kepada Direksi yang 

membawa kerugian kepada PT yang diurusnya. Hal ini dilakukan apabila 

Direksi bersangkutan melakukan penggelapan, pemalsuan data dan lapornn 

keuangan, pelanggaran undang-undang pasar modal, pelanggaran undang­

undang anti monopoli, pelanggaran uodang-undang anti pencucian uan~ dan 
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undang~undang tainnya yang memiHki sanksi pidana. Prof. Erman 

Rajagukguk, SH, LL.M, Ph.D menerangkan bahwa pemerintah melalui 

kejaksaan tetap dapat menuntut korupsi yang terjadi di PT Persero. Namun, 

alasannya bukan karena kekayaan perusahaan itu merupakan kekayaan negara 

akan tetapi karena korupsi adalah kejahatan yang sama seperti pencurian dan 

perarnpokan. Oleh karena itu, walaupun bukan uang negara yang dicuri atau 

dirnrnpok, alat negara tetap berhak menuntut dan menghukum pelakunya, ll 1 

4. Ana/isis Putusan Pidtma Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dcm Pengadilan 

Tinggi Daerah Khusus lbukota Jakarta Kasus PT Sorinah (Persero) dik!litkan 

dengan Penerapan Prinsip Fiduciary Duty oleh Direksi dalam mengurus 

Perseroan Terbatas 

Dalam perspektif UU No. 40 Tahun 2007, Direksi sebagai pengurus PT, 

menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud 

dan tujuan PT. K.ewenangan Direksi dalam menjalankan kepengurusan sesuai 

dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam 

UU No. 40 Tahun 2007 dan!atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang 

tepa! adalah l.cbijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang 

yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. 

Kerugian PT yang disebabkan oleh pengurusa.n. Direksi barns dilihat 

sebabnya,. apakah karena pengurusan yang salah (mismanagement) atau karena 

faktor lain. Dalam hal ioi perlu diperhatikan mengenai prinsip fiduciary duty 

yang ada pada Direksi dalam melakukan pengurusan PT. Sebagaimana 

pemegang saham, pada prinsipnya Direksi dalam menjalankan pengurusan PT 

tidak hertanggung jawab secru:a pribadi. Akan letapi hal ini juga dapat 

diterobos sesuai dengan teori piercing the corporate veil yang menyatakan 

bahwa dalam bal-hal tertentu, pembatasan tanggung jawab Direksi tidak 

ber!aku. Hakim dapat memutuskan bahwa Direksi hertanggungjawab sampai 

HJEnnan Rajagukguk, "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara." (Makalab 
disampalkan pada "Peran BUMN dalam Memperoopat Perturnbuhan Perckonomian Nasional." 
Jakarta, 12-13 April2007), ball3. 
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kepada harta pribadinya, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) 

dan (4) lJU No. 40 Tahun 2007 yang menya!akan bahwa setiap anggota 

Direksi bertangung jawab penuh secara pribedi alas kerugian PT apabila yang 

bersangkutan bersalah atau hdai menjalankan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan kewajiban setiap anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan 

PT dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalarn hal Direksi terdiri 

atas dua anggota Direksi atau lcbih, tangung jawab tersebut berlaku socara 

tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. 

Seperti dijelaskan sebelumnya, selain aspek perdata yang merupakan 

hukum privat, terdapat juga pranata hukum lain untuk menuntut pertanggung 

jawaban Direksi, yaitu hukum publik. Terkadang tidak ada batasan yangjelas 

antara hukum perdata dan hukum pidana yang merupakar. pranata hukum 

publik~ dan bisa saja seora.ng Direksi meiakukan perbuatan privat ternyata 

dirinya melanggar hukum pnbHk, seperti pe!ja!1iian ke!jasama yang dianggap 

ada unsur korupsi oleh penegak hukum, 

Dalarn kasus pensertifikatan tanah PT Sari nab (Persero ), 

pertanggungjawaban Direksi diarahkan kepada pertanggungjawaban publik 

dan individual, yakni pada Direktur l!tama dan Direki:Ur Keuangan dan 

Administrasi. Terdapat fakta yang menyebabkan penulis dapat menduga 

adanya persekongkolan dan itikad bnruk pada diri anggota Direksi sehlngga 

dok:trin piercing the corporate veil dapat diterapkan. Pengadilan dapat 

memutuskan menghukum Direksi bertanggung jawab sampai pada kekayaan 

pribadinya dan secant tang:gung renteng dengan Direksi lainnya. Hal ini 

merupakan kewajaran disebabkan dua direktur tersebut yang memiliki 

hubungan langsung dengan kebijakan untuk me!akukan pensertiflkatan. 

Direksi dalam me(akukan pengurusan bisnis harus berada dalam koridor 

hukum bisnis yang berluku di Indonesia, Uli No. 40 Tahun 2007 yang juga 

mengikat PT Persero tidak memberikan ukuran atau standar yang jelas 

mengenai batasan kemarupuan dan kehati-hatian (duty of skill and care) 

anggota Direksi sehingga dimungkiukan seorang Direksi yang temyata tidak 

memiliki cukup kemarnpuan. Akan tetapi temyata ketentuan kbusus dalarn 
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PT Persero lebih Jengkap karena dipersyaratkan bagi Direksi BUMN tennasuk 

PT Persero untuk memiliki kemampuan teknis mengenai pekerjaannya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nornor: 

KEI'-09AIMBUI2005 !entang Peni/aian Kelayakon dan Kepalutan (Fit and 

Proper Test) CaJon Anggo/a Dire/rsi Badon Usaha Milik Negara, selain syarat 

yang ditentukan dalarn UU No. 40 Tahun 2007, terdapat juga syarat materiil 

bagi anggota Direksi PT Perse.ro, yang meliputi: 

a. integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah 
terlibat: 
I) perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam 

pengurusan BUMN!Perusahaan/Lembaga tempat yang 
bersangkutan bekerja (berbuat tidakjujur); 

2) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi 
komi1men yang telah disepakati dengan 
BUMN!Perusahwm!Lembaga tempat yang bersanglmtan bekerja 
danfatau Pemegang Saham (berperilaku tidak baik); 

3) perbuatan yang dikalegorikan dapat memberikan keuntungan 
kepada pribadi caJon anggota Direksi, Pegawai 
BUMN!Perusahwm!Lembaga tempat yang bersangkutan bekelja 
(berperilaku tidak baik); 

4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap 
ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan 
yang sehat (berperilaku tidak baik). 

b. kompetensi tehnislkeahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki: 
!) pangetabuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang 

bersangkutan; 
2) pengalarnan dan keablian di bidang pengurusan 

BUMN/Perusahwm!Lembaga yang bersangkutan; 
3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan straiegis dalarn rangka 

pengembangan BUMN!Perusahaan!Lembaga yang bersangkutan; 
4) pemaharnan masalah-masalah manajemen perusahaan yang 

berkaitan dengan salah satu fung,si manajemen; 
5) dedika.'\1 dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melalrukan 

tugasnya. 
c. paikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat 

inteiegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan 
tugasnya sebagai anggota Direksi BUMN. 

Berdasarkan hal tersebut, Direksi PT Persero jelas memiliki tanggung jawab 

(fiduciary duly) yang sangal besar karena duty of skill and care yang 
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ditetapkan sangat tinggi dan terperinci. Kemungkinan Direksi PT Persero 

untuk tidak memiliki cukup kemampuan telah dieliminir karena sebelum 

pengangkatan Ielah dilakukan penilaian kelayakan dan kepatutan. 

Walaupun prinsip fiduciary duty dikenal di Indonesia, namun 

dikarenakan kondisi bakim-hakim di pengadilan yang banyak tidak mengenal 

doktrin ini~ maka belum ada yurisprndensi mengenai prinsip fiduciary duty. 

Dalam perkara kasus PT Sarinah (Persero ), T erdakwa didakwa "turul serta 

melakukan tindak pidana korupsi.n Dalam perkara tersebut, terdapat semua 

unsur fiduciary duty, yaitu adanya tugas yang dipercayakan, adanya seorang 

yang dipercayakan untuk rnengurus kepentingan pemberi tugas, muncul 

kerugian yang diduga karena pengarnbilan keputusan yang salah, dan tuduban 

tidak memperhatikan keahlian yang seharusnya dimiliki. Semestinya 

Terdakwa seiaku Direktur Administrasi dan Keuangan dapat secara common 

sense memikirkan dampak kerugian bila peJjanjian kerjasama yang dipandang 

tidak wajar dijalaukan. Berdasarkan Surat Peljanjian Kerjasruna, pembayaran 

dilakukan sesuai dengan sdesainya tahapan peke!jaan dengan jangka waktu 

seluruh pekerjaan adalah lima bulan. Setelah lima bulan, pensertifikatan 

belum selesai schingga sertifikat belum diserahkan kepada PT Sarinah 

(Persero) dan seharusnya pembayaran tiduk dilukukan. Narnun yang terjadi 

justru kontrak yang nyata-nyata dijalaukan tidak sesuai dengan Surat 

Perjanjian Kerjasama, tetap dibayarkan. Direksi dalam melukukan 

pensertifikstan terlihat tidak beritikad baik scrta tidak bertanggung jaw•b 

sehingga tidak menjaJankan prinsip fiduciary duty. 

Dalam kasus ini, Direksi dapat dikatakan telah melanggar prinsip 

fiduciary duty karena telah memenuhi unsur-unsur, yaitu: 

a. Direksi memiliki tugas yang terkait dengan hal yang digugat 

PT Sarinah (Persero) bergerak dalarn bidang rite[ dan persewaan 

gedung. Tugas Terdukwa selaku Direktur bersama-sarna dengan Direktur 

lainnya adalah memimpin dan mengurus PT sesuai dengan maksud dan 

tujuan PT serta meraih profit. Selain itu, sebagai Direksi, Terdukwa barus 

senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas PT) dan 
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menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan PT, serta wajib dengan 

itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan kepentingan 

dan usaha PT dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab pensortifikatan terletak di 

tangan Direksi dan menunjuk Notaris merupakan kewenangan Direksi 

narnun Direksi berkewajiban rnelaporkannya pada Komisaris. Komisaris 

tidak pemah diajak bicara oleh Direksi tentang penunjukan Notarls 

SuHstio, SH sehingga penunjukan Notaris Sulistio, SH dilakukan tanpa 

sepengetahuan Komisaris. 

b. Hal yang digugat rermasuk dalarn ruang lingkup tugas yang dimiliki dan 

petaksanaannya o!eh Direksi 

Tugas dan tanggungjawab Direktur Adrninistrn.si dan Keuangan secara 

um~yaitu: 

l ). Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan administrasi dan keuangan 

perusabaan; 

2). Mew!Jawahl biro administrasi keuangan, bagian akuntansi~ bagian 

keuangan; 

3). Membantu Direktur Utama di bidang administrasi dan keuangan 

perusahaan. 

Dahun pelaksanaan tugasnya~ Direktur Administrasi dan Keuangan 

bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan pernegang 

saham. 

Pengeluaran uang merupakan tanggung jawab Direktur Adminlstrasi 

dan Keuangan dan Direktur Utruna. Untuk pengeluaran ceklgiro sarnpai 

dengan Rp.50.000.000,00 (!imapuluh juta rupiah) adalah tanggung jawab 

Direktur Keuangan sedangkan untuk pengeluaran ceklgiro di atas 

Rp.50.000.000,00 (limapu!uh juta rupiah) adalab tanggung jawab Direktur 

Administrnsi dan Keuangan dan Direktur Utruna. 
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Dalam proses pernbayaran pada kerjasama pensertifikatan tanah, yang 

memberikan persetujuan adalah Direktur Administrasi dan Keuangan 

dengan membubuhkan tanda Iangan dalam bukti pengeluaran bank. 

Perbuatan yang dflakukan Terdakwa memang tercantum dalam job 

descriptionnya sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan dan terkait 

dengan kegiatan usaha PT. Oleh karena itu, perbuatan itu tidak dapat 

dikatakan ultra vires walauputt dilakukan untuk suatu tujuan yang tidak 

diperbolehkan (memperkaya diri sendiri). Adapun alasan Terdakwa 

bahwa hal tersebut sebagai loyalitas sesuai dengan kewenangannya 

tidaklah dapa! dibena:rkan seca:ra hukum dan kerugian terscbut sebena:rny-d 

tidak perlu teljadi apabila Terdakwa dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya dilakukan secara benar. Yustian Ismail. SE menugaskan 

Terdakwa Wltuk membuat perencanaan dan melakuka:n pembayaran biaya 

pengurusan dan pembllatan sertifikat. Sehruusnya yang dilakukan 

-Terdakwa adalah rnelihat mengenai anggaran perusahaan karena harus 

disesuaikan dengan pengeluaran dan melihat saldo PT1 bukan menyetujul 

saja. Direksi seharusnya paling mengetahui seluk beJuk PT termasuk 

kondisi keuangan PT sehiugga dengan kecennatannya dapat 

memperkirakan keadaan kellangan PT sebelwn melakukan keljasarna 

dengan pihak lain. 

c. Direksi telah melanggar tugasnya 

Mekanisme penggunaan anggaran di PT Sarinah (Persero) tiap tahun 

dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang 

disahkan dala:rn RUPS. RKAP merupakan koridor dalam pelaksanaan 

anggaran maupun rencana investasi PT Sarinah (Persero) sehingga seluruh 

pencairan penggunaan anggaran PT Sari nab (Persero) berns herpedoman 

pada RKAP tahunan. Angganm untuk pensertifikatan terbadap tanah 

ntilik PT Sarinah belum terrnaank dalruu RKAP. Setiap perubahan 

angga:ran/rencana anggaran yang belum di-RKAP-kan dalam tahun 
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be~alan, seharusnya dilaporkan dan dimintnkan persetujuan kepada 

Dewan Komisaris terlebih dahulu. 

Pensertifikatan tanah di Pancornn yang dilakukan pada tahun 1999 

barn masuk pada RKAP tahun 2000 sedangkan sertifikasi tanah di Jalan 

Thamrin dan di Jalan Agus Salim/Wahid Hasyim sama sekali tidak masuk 

RKAP. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatnkan Terdakwa dan DirektUT 

Utama Ielah melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan 

sebagai Direksi. Pensertiftkatan dilakukan tidak sesuai dengan RKAP dan 

tidak dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu. 

Berdasarkan Ketentuan angka V huruf c Keputusan Direksi PT 

Sarinah (Persero) Nomor: 095/KPTSIDIRUT/lllV/1998, tanggal 26 Mei 

I998 tentang Ketentuan!Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang 

Pendanaannya Bersumber dari Anggaran Belanja P~ Sarinah (Persero) 

juncto Ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku II! Keputusan Direksi PT 

Sarinah (Persero) Nomor: 0071KPTSIDIRUTmll.1999, tanggal 10 

Februari 1999 tentang St.stem dan Prosedur Administrasi PT Sarinah 

(Persera), untuk pengadaan baranlifjasa dengan nilai di atas Rp. 

100.000.000,00 (seratus jutarupiah) ditempah melalui cara lelang (tender) 

balk pelelangan umum maupun pelelangan terbatas dan pelelangan diikuti 

sebanyak-banyaknya lima rekanan dan sedildtnya tiga rekanan dan 

melakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan. 

Pekerjaan pembuatan sertifikasi tanah milik I'T Sarinah dilakukan 

dengan cara penunjukan langsung oleh Yustian Ismail, SEdan Terdakwa 

selaku Direktur Adrninlstrasi dan Keuangan PT Sarinah (Persero) 

menyetujui melakukan pembayaran. Penunjukan terhadap Sulistio, SH 

yang mengaku sebagai Notaris/PPAT oleh Yustian Ismail, SE dikarenakan 

Yustian Ismail, SE sudah mengenal dan percaya kepada Muhanunad 

Djafion Rifai (selaku pemegang kuasa dari Sulistio, SH) hersama Pudji 

Rah~o yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPA T Sulistio, SH. 

Berdasarkan Pasal II ayat (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT 

Sarinah (Persero) Nomor 54, tanggal 17 Maret 1998, untuk peruinjukan 
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langsung suatu pekeljaan harus didahului persetujuan Rapal DireksL 

Penunjukan langsung yang diketahui oleh Terdakwa dilakukan tanpa 

persetujuan lerlebih dabulu dalam Rapat Direksi dan Terdakwa sebagai 

Direktur Administrasi dan Keuangan mengetahui dan menyetujui saja 

penawaran biaya peketjaan pembuatan sertifikat tersebut lanpa melakukan 

evaluasi terlebih dahulu terhadap penawaran biaya tersebut. Berdasarkan 

hal tersebu!, skenario awal persekongkolan terlibat dari penunjukan 

langsung yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dalam Rapat 

Direksi namun diketahui olen Terdakwa 

Terdakwa juga tidak memenuhi duty of care dari Direksi karena 

Direksi diwajibkan untuk mernberitahukan fakta-rnkta yang relevan dan 

bertindak banya setelah rnempertimbangkan secara matang rnkta tersebut 

Terdakwa telah melolaikan tugas yang seharusnya dijalankan (omission of 

duty). Sertifikat tanab Paneoran berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan 

(HGB) Nomor: 35 disetahkan M. Djafion RJfai kepada PT Sarinab 

(Persero) dan oleh Yustian Ismail, SE diperintabkan untuk disirnpan dalam 

brankas tanpa dilakukan pengecekan keasiiannya ke Kantor Perllinaban 

Jakarta Selatan terlebih dahulu. Setelab terdakwa tidak menjabat sebagoi 

Direktur Administrasi dan Keuangan PT Sarirum (Persero) diketahui 

bahwa sertifl.kat HGB Nomor 35 untuk tanah Pancoran adalah palsu 

karena tidak pemab diterbitkan oleh Kantor Pertanaban Jakarta Selatan. 

Demikian juga Sulistio, SH bukan Nota:is karena tidak terdaftar sebagai 

Notaris pada Sub Direktom! Notaris sesuai Sura! Direktur Perdata pada 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umwn Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C2-HT.03.10-258, 

tanggall7 September 200 I perihal Informasi tentang Statrls Notaris. 

Perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan perbuatan rnelawan 

huk"llm karena telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur­

unsumya_ yaitu: adanya pelanggaran, adanya kesalaban, adanya kerngian, 

serta adanya kausalitas antara sebab dan akibat. Unsur pelanggaran berupa 

tidak dilakaanakannya prinsip fiduciary duty oleh Direksi berdasarkan 
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anggaran dasar PT. Unsur kesalahan berupa persekongkolan antara 

anggota Direksi yang melakukan perbuatan hukum dengan Djafron Rifai 

dan Pudji Rabatin serta keputusan diambil tanpe memenuhi formalitas 

tertentu. yaitu tidak adanya persetujuan Dewan Komisaris atas perbuatan 

tersebut Direksi juga memanfaatkan wewenangnya selaku Direksi dengan 

membuat keputusan yang menguntungkan dirinya dan orang lain narnun 

merugikan PT. Pada.'>al UU No. 40 Tahwl 2007 mcngatur ba.hwa Direksi 

harus berilikad baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. di dalam 

maupun di luar pengadilan. Unsur kerugian dibuklikan dengan adanya 

kerugian yang diderita oleh PT. Unsur hubungan kausalitas atau sebab 

akibat dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan yang dilakukan Direksi 

mengakibatkan kerugian pada PT. 

d. PT mengalami kerugian diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan 

Direksi 

Menemukan kerngian PT Sarinah (Persero) dalam pembuatan sertiflkat 

tanah merupakan suatu hal yang esensial karena sebagai dasar dalam 

menc:rrukan pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Berdasarkan 

keternngan saksi dari lladan Pertanahan Nasioru>l (BPN) temyata bahwa 

pengurusan sertifikat tanah tersebut seharusnya tidak menghabiakan biaya 

hingga milyarnn rupiah. 

Mekanisme pengeluaran uang peda PT Sarinah (Persero) adalah 

laporan kemajuan dari proses sertifikasi tanah. Notaris/PPAT Sulistio, SH 

belurn menyerahkan sertifikat tanah Pancoran kepada PT Sarinah 

(Persero), namun Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada M. 

Djafron Rifai selaku kuasa Sulislio, SH. Addendum perjanjian pun 

dilakukan sesudahnya dengan perpanjangan masa peleksanaan pekerjaan 

dari lima bulan menjadi sebelas bulan. Selain biaya pekerjaan, dilakakan 

pembayaran biaya Retribusi dan Ilea Perolehan Hak Ata• Tanah dan 

Banguru>n {BPHfB) kepada Sulistio, SH yang disetujui oleh Terdakwa 

dan diterima M. Djafron R.ilili selaku pemegang kuasa, padahal biaya-
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biaya terscbut tidak dianggarkan dalam perjanjian kerjasama Pembayaran 

biaya Retribusi dan BPHTB seharusnya dilakukan oleh staf PT Sarinah 

yang dirugaskan mengurus pajak dan setelah dilakukan penyelidikan, 

temyata pembayaran BPHTB tidak pernah dilakakan. 

Uang yang digunakan untuk pembuatan sertifikat, pembayaran 

BPIITB dan Retribusi, diskon sewa gedung yang tidak pernah diterima 

olch penycw" gedung, dan renovasi gcdung Sarinah Cabang luanda tanpa 

dilengkapi dokumen kontrak berasal dari anggaran PT Sarinah (Persero ). 

Berdasarkan hal tersebut jelas temyata bahwa perbuatan Terdakwa telah 

merugikan PT Sarinah (Persero). Selain iru, terbukti bahwa Terdakwa 

bersama-sama dengan Yustian Ismail~ SE menggunakan uang yang 

termasuk kekayaan PT Sarinah (Persero) untuk kepe•tingan pribadinya. 

Setelah diketahui adanya kerugian yang disebabkan oleh Yustian Ismail, 

SE dan Terdakwa, mereka tetap tidak mempunyai itikad baik. Hal ini 

disimpulkan dari telah dilakukannya upaya damai Galan tengah) sebelum 

dilaporkannya rnasalah ini kepada pihak berwajib, namun sampai persidangan 

berlangsung tidak terlaksana sama sekali. Jaian tengah itu dila1;ukan dengan 

cara memanggil Yustian Ismail, SE dan Terdakwa dalam Rapat Direksi dan 

Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) untuk mcngganti kerugian yang 

diderita PT Sarinah (Persero) akibat perbuatan mereka dan mereka telah 

menyanggupinya. 

Berdasarkan uraian tersebut sebelumnya. dapat disimpulkan bahwa 

Direksi tidak melaksanakan prinsip fiduciary duty yang perlu diperhatikannya 

dalam mengurus PT dengan benar. Anggota Direksi telah melakakan 

kesalahan yang mengakibatkan PT merugi. Oleh karena iru, Direksi secara 

tanggung renteng dibaruskan membayar kerugian tersebut dari kekayaannya 

selain pidana penjara dan denda. Menurut pertimbangan hakim adalah adil 

unruk menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar 

Rp.l.600.000.000,00 (satu milyar enamratusjata rupiah). 
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Dalam kasus ini, pihak terkait tainnya dapat juga dimintakau pertanggung 

jawaban sampai kekayaan pribadi atas perbuatannya yang juga merugikan PT 

Sarinah {Persero), seperti Djafron Rifai dan Pudji Raharjo. Hal ini telah 

dilakukan oleh pemegang saham dengan mengajukan permohonan ke 

pangadilan dengan parkara Y''-"l! terplsah dari Direksi yang terlibat. 
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Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab 

sebelumnya., penulis mengambiJ beberapa kesimpulan, yaitu: 

I. UU No. 40 Tahun 2007 tidak secara tegus mencantumkan bahwa Direksi 

mengemban tugas-tugas sesuai doktrin fiduciary duty. Walaupun demikian, 

pusal-pasal dalrun UU No. 40 Tahun 2007 mencenninkan bahwa UU No. 40 

Tahun 2007 menerima doktrinfiduciary duty. Penerapanfiduciary duty oleh 

Direksi dalam mengelola PT berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 sangat 

bergantung pada pomahaman Direksi itu seruliri dan pihak-pihak yang (erkait 

dengan PT, seperti pemegang saham, ka.cyawan atau pegawai, pelanggan, 

kreditor, musyarakat, dan pemerintah mengenai doktrin fiduciary duty. Hal 

tersebut karena apabila rnasing-masing pihak mengetahui ha.k dan 

kewajibannya dengan baik, maka mereka juga mengetahui cara 

mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban mcreka masing-masing. 

2. Prinsip fiduciary duty menuntut adanya tanggung jawab atas pelaksanaan 

tugas Direksi tersebut. Pada dasamya, setiap perbuatan yang dHakukan oleh 

Direksi yang melarnpani hak dan kewenangan yang diberikan PT berdasarkan 

prinsip fiduciary duty tidak mcngikat PT. Oleh karena itu, terhadap anggnta 

Direksi tersebut dapat dimirttakan pertanggungjawaban hukum, baik secara 

pidana maupun perdata (criminal and civil liability) dan ta 
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bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut dari kekayaan 

pribadinya. 

3. Dalam kasus PT Sarinah (Persero), penerapan prinsip fiduciary duty o!eh 

Direksi telah melibatkan lembaga peradilan. Dalam ha1 ini) penerapan prinsip 

fiduciary duty bergantung pada penafsiran hakim berdasarkan bukti-bukti 

yang diajukan pihak da!am perkara. Dalam perkara kasus ini, penegakan 

hukum atas pelanggaran tugas yang dilakukan Direksi adalah melalui dakwaan 

melakukan tindak pidana korupsi walaupun sebenarnya dalam perkara tersebut 

terdapat semua unsur fiduciary duty. Oleh karena itu, PT itu sendiri atau 

pemegang saham, dalam hal ini Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, 

tetap dapat menuntut Direksi PT Sarinah (Persero) secara perdata berdasarkan 

prinsip fiduciary duty) dan meminta penggantian kerugian PT Sarinah 

(Persero) yang disebabkan Direksi PT Sarinah (Persero) tidek mematuhi 

prinsip fiduciary duty. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.. maka penulis 

dapat mengemukakan saran~saran. yaitu: 

I. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu 

melakukan sosialisasi dan pembudayaan adanya prinsip fiduciary duty dalam 

UU No . .W Tahun 2007 kepada masyarekat sebagai pelaku bisnis dan bagian 

dari stakeholders~ notaris yang berwenang memberikan penyuluhan hukum 

kepada masyarakat, dan aparat pcnegak hukum yang berwenang memerik..c;a 

dan memutus perkara mengenai PT, sehingga mereka dapat lebih profusional . . . 
dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang­

undangan. 

2. Direksi per!u memahami dengan benar ketentuan yang berkaitan dengan 

tanggung jawab Direksi terutama yang diatur dalam UUPT, anggaran dasar 

PT, dan doktrin-doktrin yang berlaku, seperti fiduciary duty, serta attmm 

internal PT yang berkaitan dengan tugas dan tanggung ja"lili Direksi dalarn 
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mengurus PT sehingga Direksi dapat dibebaskan dari tuntutan baik perdata, 

pidana, maupun tuntutan kepai!ilan. 

3. Akademisi dan praktisi pertu didorong untuk menulis mengenai prinsip 

fiduciary duty dan menganalisa kasus~kasus korporasi dari sisi prinsip 

fiduciary duty. Seiain itu, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara 

juga perlu didorong untuk rnensosialisa..llikan prinsip fiduciary duty ini diantara 

Badan Usaha Milik Negara. 
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PUTUSAN PI DANA 

No : 425/PID/B/2008/PN.JKT.PST 

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa n 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerlksa dan mengadili perkara 
/ 

pldana secara blasa telah menjatuhkan putusan sei;liigal berikut dalam perkara 

terdal<.wa : 

Nama Lengkap 

Tempatr lahlr 

Umur!Tgl Lahlr 

Jenis Kelamin 

Kebangsaan 
Tempat T:nggal 

Agama 

Pekerjaan 

Pendidikan 

/ 

: DRS. IMANU WIDODO., 

: Surabaya., 

: 53 Tahun13 Mel 1954., 

: Laki-Laki., 

: Indonesia .• 

:Taman Mangu lndah Blok BJ No. 14 

RT.001/RW.006 Kelurahan/Desa Pondok Aren, 

Kecamatan Pondok Aren, Tangera!ig., 

:Islam., 

: Karyawan Swasta!Mantan Dire!dur Administrasi dan 

Keuar.gan PT. Sarinah., 

: Sarjana:. 

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara. oleh: 

Penyidik tidak dilakukan penahanan; 

Penuntut Umum: sejak tanggal 16 Januari 2008 s/d. 4 Februari 

2008; 

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakata Pusat, sejak tanggal 

5 F€bruari 2008 s/d 5 Maret 2008; 

Hal<im Pengadilan Negeri Jakaria Pusat sejak tanggal 27 Februari 

2008 sampai dengan 27 Maret 2008; 

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negerl Jakaria Pusat sejak langgal 

28 Maret 2008 sld 26 Mel 2008; 

\Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak langgal27 

Mei 2008; 
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Terdakwa DRS. lmanu Widodo dipersidangan didampingi Bambang 

Triatmanto, SH., Mulia Pu<ba, SH., dan Chandra ·D. Anggararini, SH., 

AdvokaUPenasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukurri 

Bambang Trlatmanto & Rekan yang beralamat di Jalan Bintaro Puspita lUG-6, 

Jakarta 12320, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, bermaterai cukup, . 

tertanggal17 Maret 2008., 

Pengadilan Negeri tersebut., 

T elah rnembaca surat-surat dalam perkara inL, 

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat­

surat bukti da1am perkara int., 

Telah mendengar tuntutan penuntut ·umum, yang pnda pokoknya 

memohon pada majelis hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan 

putusan sebagai berik.ut : 

1. Menyatakan Terdakwa Drs. !MANU WJDODO telah terbukti secara sah dan 

meyakinkali bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-, 

sama dengan YUS"f!AN ISMAIL, SE sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal2 ayat (1) jo Pasal16 ayat (1) Undang~Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tir.dak: Pidana Korupsi jo Undang­

Undang Nom or 20 Tahun 2001 Ten tang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 31 tahuo 1999 Tentang Pemberantasan Tirn:lak Pidana Korupsi jo 

Pasal 55 ayat {t) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pldaoa dalam dakwaan Primair; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. IMANU WlDODO dengan 

pidana penjara $efama 6 (enam) tahun, dikurangl se!ama terdakwa berada 

dalam tahanan sementara dengan perlntah terdakwa ditahan RUTAN: 

3. Menjatuht.an pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta 

rupiah) subsidiair 3 {tiga) bulan kurungan. 

4. Membayar uang penggantr sebesar Rp. 5.068.649.500,- {lima milyar 

delapan puluh de!apan Juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima 

ratus rupiah), secara tanggung renteng dan se.lmbang bersama YUSTtAN 

ISMAil, SF {yang ditunM dalam perkaranya sendiri}, jika terpidana tidak 

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu} bulan sesudah 

putusan pengadi!an memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya dislta oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 
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tersehut, dalam hal terpldana tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar uang: pengganti tersebut, maka dipid:ilna 

penjara selarna 2 (dua) tahun. 

5. Menyatakan barang bukti berupa surat--surat sebagaimana terlamplr dalam 

berkas perk3ra, tetap terlampir dalam berkas perkara. 

6. Men.etapkan supaya terdakwa Drs. JMANU WIDODO membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; 

Ttcy:lah mendengar pembelaan dari terdakwa/penasehat hukum terdakwa 

yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim ag<3.r menjatuhkan 

sebagai berikut : 

Pembelalim T erdakwa Drs. lmanu Widodo : 

1. Menolak seluruh tuntutan jaksa penuntut umurn karena dalarn perkara ini 

tidak satupun aturan perundang-undangan yang saya langgar, 

2. Membebaskan saya ti"'lri segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut 

umum, karena terhadap saksl Sdr, Drs. Boediharto. Mantan Oireldur 

Adminlstrasi & Keuangan dan Mantan Direktur Operasi PT. Sarinah 

(persero) sampai saat 1ni tidak dilakukan penyidlkan. penahanan, 

dakwaan dan tuntutan termasuk terhadap Sdr. Djavron Rlvai yang dalam 

berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan surat ~untutan namanya 

seialu disebut sE'bagai pihak yang menerima kuasa dan menerima 

pembayaran biaya pensertifikatan; 

3. Mengemballkan harkat dan martabat saya pada keadaan semula, 

karena: 

Selama dalam masa penahanan sejak 16 Januari 2008 sampai saat 

ini, istri dan keempat orang anak saya telah menderita s~ra moril 

maupun materiil; 

Saya terancam dikeluarkan dari pekerjaan karena hamper 5 (lima) 

bulan tidak memberikan kontrib':lsi kepada perusahaao padahal saya 

sebagai tulang punggung yang menghidupi ekonomi keluarga 

sementara istri sedang dalam perawatan pasca menderita stroke 

yang- masih memerlukan biaya perawatan dan keempat anak saya 

masih memerlukan biaya seko1ah serta perhatian ayah; 

Pernbelaan Peoasehat Hukum Terdakwa Drs. lmanu WJdodo : 
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1. Menyatakan Terdakwa Drs. lmanu Widodo tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korups.i sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan primair dalam Pasal2 ayat (1) jo Pasal18 a~at 

(1) Undang..Undang Nomor -31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsl jo Undang·Undang Nomor 20 T~hun 2001 Tentang Perubahan 

Atas Vndang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
.· . 

Pidana Korupsl jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (_1} Kltab Undang~ 

Unda~ Hukum Pldana dan dakwaan subsidair Pasal 3 a.yat (1) jo Pa"sal 18 

ayat (1} Undang~Undar:g Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindal< Pidana Korupsi jo Undang·Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahuo 1999 Tentang 

Pemberantasan T!ndak Pidana Korupsi jo ?<:sal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pldana dan dakwaan subsidair, 

2. Membebaskan Terdakwa Drs. lrn:a"u Widodo dari segala dakwaan (vrijsvraak}; 

3. Melepaskan Terdakwa Drs. lmaou \Mdodo dari segala tuntutan hui<um 

(onslag}; 

4. Mernulihkan nama baik terdakwa hak Terdakwa Drs. lmanu Widodo dalam 

kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat da!am keadaan semu!a; 

5. Membebankan biaya perkara kepada negara: 

Telah mendengar tanggapan (repliek) dari jaksa-penuntut umum yang 

diajukan secara tertulis pada tanggal 26 Mei 2008 at.as pembelaan dari 

terdakwa/para penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menerangkan 

tetap pada nota tuntutannya, dernikian pula dengan dup!iek terdakwa, 

Penasehat Hukum. T erdakwa yang diajukan secara tertu!is tertanggal 29 Mei 

2008 ya11g pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya., 

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan 

dakwaan: 

PRIMAIR: 

Bahwa Terdak:wa Drs. !MANU WtDODO Olrektur Operas! PT. Sartnah 

{Persero) diangkat berdasarkan Surat KeputuSan Mentert Keuangan Republik 

Indonesia Nomor : 5691KMK.016/1997 tanggal 12 Nopember 1997 kemudian 

berdasarkan Surat Diraktur Utama PT. Sartnah No. 15010irurtll/liiJ2000 tangga18 Maret 

2000, diangkat sebagal Oirektur Administrasl dan Keuangan PT. Sarinah (Persero), 

bertlndak sendirl~sendili maupun bersama-sama dengan Yus~an Ismail, SE (diaJukan 

penuntutan dalam berkas terpisah) sejak tanggal 1 September 1999 sampai dengan 

tanggal 10 JuH 2001 atau setidaknya pada waktu~waktu tertentu dal~ tahun 1999 
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sampai dengan tahun 2001, bertempat dl Kantor PT. Sarinah (Persero} Jl. M.H. 

Thamrin No. 11 Jakarta Pusat atau setldaknya pacta suatu tempat dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rr.elakukan atau turut serta melakukan 

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang b~rdiri~sendiri 

yang dtancam dengan pldana pokok yang sejenis, seeara melawan hukum melakuki'ln 

perbu(.ltan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporas! yang dapat 

merug1kan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

Berdasarkan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah 

(Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IN/1998 tanggal 26 Mei 1998 

tentang Ketentuan /Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang 

Pendanaanya bersumber dari Anggaran ~elanja PT Sarinah (Persero) 

menyatakan untuk melakukan pengadaan barangZjasa dengan nilai di 

atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditempuh melalui cara IeJang 

(tender) baik pelelangan unium maupun pelelangan terbatas, namun 

pekerjaaan pembuatan sertifil<asi tanah mi!ik PT. Sarinah dilakukan 

dengan cara penunjukan langsung oleh Yustian Ismail dan lerdak\va 

selaku Direktur Administrasi dan keuangan PT. Sarlnah (Persero) 

men)'elujul melakukan pembayaran yaitu : 

1. Terhadap Sertifikasi Tanah. 

1.1. Sertifikasi Tanah di Pancoran Jakarta Selatan 

Bahwa untuk memperkuat bukti kepemi~kan tanah miUk PT. 

Sarinah (Persero} YUSTIAN ISMAIL, SE selaku Direklur Utama 

PT. Sarinah membuat Sural Nomor : 527/DIRUT/ENII/1999 

tanggal 20 Juli 1999 tentang Sertlfil<at Tanah Milik PT. Sarinah 

di Panooran yang ditujukan kepada Komisa:ris Utama PT. 

Sarinah (Persero) yang isinya melapork.an bahwa pengurusan 

sertifikal tanah akan dilaksanakan oleh Kantor Notaris/PPAT 

SULlSTIO, SH dengan biaya sebesar Rp. 852.360.000,­

(delapan ratus lima puluh dua juta tlga ratus delapan puluh ribu 

rupiah}. 

Untuk menindak lanjuti Surat Nomor : 527/DIRUTIENII/1999 

tanggal 20 Juli 1999 Yustian Ismail menunjuk SULISTIO, SH 
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yang mengaku sebagai Notaris//PPAT yang berKedudukan di Jl. 

Cempaka Putih Barat XI No. 97 Jakarta Pusat, kemudian pad a 

tanggal 1 September 1999 ditandatanganl Surat Perjanjlan 

Kerjasama Pembuatan Sertifikat Tanah milik PT. Sarinah 

(Persero) yang terletak di Jl. Pancoran Timur II, Kelurahan 

Cikoko, Kecamatan Pancoran, J~karta Selatan dengan Surat 

Perjanjian Kerjasama Nomor : 042/DIRUT/EilX/1999 yang 

ditandatangani aleh YUSTIAN ISMAIL, SE mewaklli PT. Salinah 

(Persera) dengan SULISTIO, SH yang isinya sebagai berikut: 

a. Tugas dan ruang lingkup pel<erjaan: 

- PT. Sarinah (Persero) memberikari tugas pekerjaan 

lrepada Nataris/PPAT SUUSTIO, SH . 

• Nataris/PPAT SUUSTIO, SH melaksanakan tugas 

pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik 

PT. Sarinah (Persero) yang terlet?k di JL 

Pancoran llmur U, Kelurahan Clkoko, Kecamatan 

Pancoran, Jakarta Selatan. 

b. Tahap Pelaksanaan peke~aan pembuatan sertifikat tanah 

mellputi: 

1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning, 

2, Pengukuran: 

Pendaftaran pengukuran 

Pelaksanaan pengukurnn 

Penggambaran. 

3. Pengesahan gambar situasi 

4. Perrnohonan hak atas tanah 

5. Proses tatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi) 

6. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri 

Agraria I Kepala BPN 

7. Pendaftaran SK Pemberian Hak 

8. Penerbitan dan penyerahan sertifikat 

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan : 
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Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pe~buatan 

sertifikat tanah sebesar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus 

lima puluh dua jula tiga raws delapan puluh nbu rupiah) ; 

Jumlah biaya pekerjaan ini Ieiah tennasuk segala 

pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan 

prosedur yang berlaku. 

Biaya te~ebut diatas belum termasuk biaya Retribusi ke 

kas negara atau ganti rugi ke kas negara. 

d. Jangka waldu pelaksanaan pekeJjaan peketjaaan ditetapkan 

selama 5 (lima} bulan sejak pe~anjian ditanda tangani. 

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero): 

Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan pengurusan sertifikasi tanah ; 

Menerima sertffikat asli tanah dari Menteri Agraria 1 

KepalaBPN; 

Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar 

tersebut da!am Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris J PPAT 

SULISTIO, SH. 

f. Hak dan Kewajiban Notaris!PPAT SULIST/0, SH 

Menerima pembayaran atas jasanya mengurus 

pembuatan sertifil<at tanah sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 2 (ayat) 1. 

Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertffikat 

asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala 

BPN kepada PT. Sartnah (Persero). 

Penunjukan langsuog terhadap SUUSTIO, SH yang mengaku 

sebagai Notarls /f'PAT se!aku pelaksana pembuatan sertifikat 

tanah Pancoran oleh Yustian Ismail, SE dengan alasan karena 

sudah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON 

RIFAI (selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH ) bersama 

PUDJI RAHARJO yang mengaku bekelja di Kentor 

Notaris!PPAT SULISTIO, SH, tanpa persetujuan terlebih dahulu 

Oalam rapal Direksi, yang juga diketahui o!eh terdal<wa Drs. 

!manu Widodo, tanpa melakukan evaluasi lebih dahulu terhadap 

penawaran harga biaya pekerjaan pembuatan sert~kat, 

seharusnya penunjukan Jangsung tersebut ter!ebih dahulu ada 

persetujuan dalam rapat Direksi sebaga1mana dlatur dalam 
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Pasal11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah 

(Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan 

melalui proses leiang karena nilai pekeTjaan diatas Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak­

banyaknya 5 (lima) rekanan dan sediki!-diki!nya 3 (tiga) rekanan 

dan melakukan eva!uasi terhadap penawaran harga yang 

diajukan rekanan sebagaimana- diatur dalam angka V huruf C 

Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor 

095/KPTSIDIRliTnN/1998 tanggal 26 Mei 1998 ten!ang 

KetentuanJPeraturan Pen_gadaan Barang/Jasa yang 

pendanaannya bersumber dari Anggaran Selanja PT. Sarinah 

(Persero) dan ketentuan hurul G (Bidang Umum) Buku Ill 

Keputusan Direksi PT. Sarinah {Persero) Nomor 

007/KPTSIDIRUT/111111999 !anggal 10 Pebruari 1999 ten!ang 

Sistcm dan Prosodur Adminis.trasi PT. Sarinah (Persero). 

Setelah berakhlmya }angk~ waktu pelaksanaan pekerjaan 

pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah Pancoran sesuai 

Perjanjian KeJjasama Nomor : 042JDIRUT IE/IX/1909 tanggat 1 

September 1999 pada bulan Januari 2000, SULISTIO, SH yang 

mengaku sebagai NotarisiPPAT belum menyernhkan sertifikat 

tanah Pancoran kepada PT. Sarinah {Persero), namun terdakwa 

Drn. !manu Widodo tetap melakukan pembayaran kepada M_ 

Ojafron Rivai selaku pemegang l<.uasa SULISTIO, SH, 

kemudian pada akhlr bulan Maret 2000 dilakukan Adendum 

terhadap perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah 

Pancoran dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 

012/ADDIOIRUTJE/11112000 tanggal 31 Maret 2000 khusus yang 

menyangkut jangka waktu pelaksanaan peke~aan yang semula 

5 (lima) bulan menjadi 11 (sebelas) bulan yang di!anda!angani 

YUSTIAN ISMAIL, SE dan SULISTIO, SH. 

Pada waktu penandatanganan pefjanjian ke~asama pembuatao 

sertiflkat tanah Pancoran dan Adendum Pe~anftan Ke~asama, 
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pihal< SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT 

tidak pemah hadir di kantor PT. Sarinah (Persero). 

Setelah perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat te.nah 

Pancoran ditandatangani kemudian terdak:wa Drs. lmanu 

Widodo menyetujui dan melakukan pembayaran kepada 

SULISTIO, SH yang mengakU sebagai NotarisiPPAT yang 

diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang 

kuasa. sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) 

sebagai berikut : 

Tanggal21 Maret 2000 Rp. 26.250.000,-

Tanggal5 April 2000 Rp. 65.625.000,-

Tanggal9 Mei 2000 Rp. 28.437.000,-

Tangga19 Mei 2000 Rp. 5.678.000,-

Tanggal17 Juli 2ooo Rp. 31.500.000,-

i;lnggal1 Agustus 2000 Rp. 78.750.000,-

Tangg:at 29 Agutus Rp. 39.375.000,-

Tanggai 3 Oktober 2000 Rp. 7.875.000,· 

Tangga114Nopember2000 Rp. 15.500.000,-

Tanggal11 Oesember 2000 Rp. 37.013.000,· 

Tanggal15 Januart2001 Rp. 19.475.000,-

Tangga! 8 Pebruari 2001 RQ. 3.8~5.000,-

Rp. 359.453.000.-

Selain biaya peke~aan yang telah dianggarkan dalam perjanjian 

kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Rebibusi dan Bea 

Perolehan Hak Alas Tahah dan Bangunan (BPHTB) kepoda 

SULISTIO, SH yang mengaku sebagai NotarisiPPAT yang 

disetujui oleh terdakwa Drs, !manu Wldodo dan diterima 

MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, 

padahal biaya-biaya tersebut tidak d!anggarkan dalam pe~anjian 

ke~asama, sesuai bukti pengeluaran bank {voucher) sebagai 

berikut: 

Retribusi Administrasi Pembangunan tanah 

tanggal24 April2000 Rp. 225.601.000,-

--·--·~ 
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Be a Perolehan Hak atas T anah dan Bangunan : 

Tanggal 27 Oktober 2000 Rp. 35.000.000.-

Tanggal7 Nopember 2000 Rp. 35.000.000,-

Tanggal21 Desember 2000 Rp. 35.000.000,-

Tanggal 29 Januar12001 Rp. 35.000.000,-

Tanggal 8 Pebruari 2001 Rp. 35.000.000,-

Tanggal 12 Maret 2.001 Rp. 25.000.000,-

Tanggal28 Maret 2001 Rp. 25.§01,00Q,-

Rp. 225.801.000,-

Setelah sertlflkat tanah Pancoran berupa Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (HGB) No: 35 diserahkan oleh MUHAMMAD 

DJAFRON RIFAI kepada PT. Sarinah (Persero) selanjutnya 

YUSTIAN ISMAIL. SE memerintahkan saksi A. RACHMAN 

(Kepala Biro Akutansi dan Keuangan untuk menylmpan sertlfikat 

tersebut dalam brankas tanpa dilakukan pengecekan keabsahan 

sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Se!atan. 

Bahwa setelah terdakwa Drs. lmanu Widodo tidak menjabat 

sebagai Direktur Adminitrasi dan Keuan9-an PT. Sarinah (Persero) 

berdasarkan Surat Keputusan Menterl Keuangan Republik 

Indonesia Nomor : 3901KMK0512001 tanggal 3 Juli 2001 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Oireksi 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah, diketahui 

SULISTlO, SH bukan notarls karena tidak terdaftar sebagai 

Notaris pacta Sub Direktorat Notaris sesuai Surat Direldur 

Perdata pada Dlrektur Jendral Administrasi Hukum Umum 

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C2-

HT.03. 10-256 tanggal 17 September 2001 perihal lnformasi 

tentang Status Notaris, Demikian juga sertifikat Hak Guna 

Bangunan (HGB) No, 35 untuk tanah Pancoran adalah pafsu 

karena Udak pemah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta 

Selatan. 

Dari jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarlnah (Persero) yang 

disetujui dan dilakukan pembayaran oieh terdakwa lmanu Widodo 

kepada MUHAMMAD DJAFRON R!FAI selaku pemegang kuasa dan 
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SUUSTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT untuk 

pembayaran pengurusan sertifikat tanah Pancotan sebesar Rp. 

1.680.322.000,· (saiU milyar enam tatus delapan puluh juta tiga ratus 

dua puluh dua ribu rupiah). 

1.2. Se11ifikasi tanah di Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat 

Sebagal kelanjutan Sural No mar : 527/DIRUT IENII/1999 

!anggal 20 Juli 1999 Yuslian Ismail juga menunjuk SULISTIO, 

SH yang mengaku sebagal notaris!PPAT dan penunjukan 

iangsung tersebut juga disetujui oleh terdakwa lmanu Wldodo, 

kemudian tangglitl 12 Pebruari 2001 dilalrukan penandatangan 

perjanjian ketjasama pembuatan sertifikat tanah milik PT. 

Sarinah (Persero) yang terletak di JJ. M.H. Thamrin Jakarta 

Pusat, dengan Surat Perjanjian Ke~asama Nomor 

004BIDIRUTIEIIII2001 yang d~andalanganl oleh YUSTIAN 

ISMAIL, SE mev•okili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, 

SH yang mengaku sebagai NotarWPPAT yang berkedudukan di 

Jt Cempaka Putih Timur XXI Nomor: 143 Jakarta Pusat, yang 

isinya antara lain : 

a. Tugas dan ruang liogkup pekerjaan 

PT. Sarinah (Persero) memberik.an tugas peke~~an 

kepada Notarls/PPAT SULISTIO, SH. 

Notarls/PPAT SULJSTIO, SH melaksanakan tugas 

pekerjaan pengurusan do:in pembuatan sertifikat tanah 

milik PT. Sarlnah (Persero) yang terlelak di JL M.H. 

Thamrln No.11 KeJurahan Menteng, Kecamatan 

Gondangdia, Jakarta Pusat. 

b. Tahap Pelaksanaan peke~aan pembuatan sertifikat 1anah 

meliputi: 

1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning. 

2. Pengukuran : 

Pendaftaran pengukuran 

Pelaksanaan pengukuran 

Penggambaran. 
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3. Pengesahan gambar situasi 

4. Penyusunan Sumt Keterangan dari Lorah dan Camat 

5. Penyusunan SJPPT (Sural ljin Penunjukkan 

Penggunaan Tanah) 

6. Permohonan hak atas tanah 

7. Proses fatwa Kantor Pertanahan {rekomendasi) 

8. Sural Keputusan Pemberlan Hak (HGB) dari Menteri 

Agraria I Kepala BPN 

9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB) 

10. Penerbrtan dan penyerahan sertffikat 

c. Biaya pelaksanaan peke~aan : 

Jumtah blaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan 

sertifikatlanah sebesar Rp. 895.125.000,· (delapan ratus 

sembilan puluh flma juta seratus dua puluh lima ribu 

rupiah); 

Jumlah biaya pekerjaan ini telah terrnasuk segala 

pengeluaran beserta pajak- pajak sesuai ketentuan dan 

proseduryang berlaku. 

Biaya tersebut diatas belum tennasuk biaya Retribusi 

untuk Advis Planning, SIPPT dan Bea Perolehan Hak ke 

Kas Negara. 

d. Jangka waktu pelaksanaan peketjaan ditetapkan selama 6 

(enam) bulan sejak ditanda tanganinya surat perjanjian 

Keljasama. 

e. Hal< dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero): 

Menerima semua dokumen~dokumen yang berkaitan 

dengan pengurusan sertiflkasi tanah ; 

Menerima serlifikat as!i tanah dari Menteri Agraria I 

KepalaBPN; 

Membayar seluruh blaya pelaksanaan pekerjaan sebesar 

tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepeda Notaris I PPAT 

SULISTIO, SH. 
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I. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SUUSTIO, SH 

Menerima pembayaran atas jasaoya mengurus 

pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum 

dalam Pasal2 (ayat) 1. 

Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat 

asli tanah yang diterbill<an oleh Menteri Agraria/Kepala 
' 

BPN kepada PT. Sarinah (Persero). 

Penunjukan langsung terhadep SULISTIO, SH yang mengaku 

sebagal Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat 

tanah JL MH. Thamrin Jakarta Pusat oleh Yustiail Ismail, SE 

dengan alasan karena sudah · mengenal dan per cay a kepada 

MUHAMMAD OJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dan 

SULISTIO, SH bersama PUOJI RAHARJO yang mengaku 

bake~a di Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH, dan dalam 

penunjukan terscbut . tanpa terlebih dahulu mendapat 

pe~etujuan dalam rapat Direksi namun penunjukan tersebut 

disetujl!i oleh terdakwa Drs, lmanu Widodo. Seharusnya 

teliebih dahulu diadakan rapat Direksi untuk mendapat 

persetujuan Direksi sebagaimana diatur da!am Pasal11 ayat (U) 

Akta ?erubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor: 

54 tanggal 17 Maret 1998 dan di!a~ukan melalui proses !elang 

karena ni\ai peke~aan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus jota 

rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan 

se<likit-dikitnya 3. (Uga) rekanan yang mengajukan penawaran 

serta dilaku~n evaluasi terhadap penawaran harga yang 

dlajukan rekanan sebagaimana diatur da!am angka V huruf C 

Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor 

095/KPTSIDIRUT/IN/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang 

Ketentuan/Peratu ran Pengada.an Barang/Jasa yang 

pendanaannya bersumber dart Anggaran Belanja PT. Sarinah 

(Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku Ill 

Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor 

007/KPTSIDIRUTIVII/1999 tenggal 10 Pebruari 1999 lentang 

Slstem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero}. 
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Bahwa pada waktu penandatanganan sur-at perjanjian 

keljasama pembuatan sertifikat tanah di Jl. MH. Thamrin Jakarta 

Pusa!, SULISTIO, SH yang mengaku sebagal Nolaris!PPAT 

tldak pemah hadir dl kantor PT. Sannah (Persera). 

Bahwa setelah perjanjlan ditandatanganl kemudlan YUSTIAN 

ISMAIL menugaskan terdakwa Drs. !MANU WIDODO Direktur 

Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk 

membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya 

pengurusan dan pembuatan sertifikat yang t~lah dianggarkan 

dalam peljanjlan keljasama kepada SULISTIO, SH yang 

mengaku sebagai Notaris/PPAT yang diterima oleh 

MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dafi 

SULISTIO. SH, sesuai dengan bukti pengeluaran bank 

{voucher) sebagai berikut ; 

Tanggal21 Pebruari 2001 Rp. 75.000,000,-

T anggal21 Pebruari 2001 Rp. 200.000.000,-

Tangga! 3 Maret 2001 Rp. 14.161.304,-

161.304,- (-) 

Tangga! 6 Juni 2001 RQ. 2~5.4Q~.250,-

Jumlah Rp. 524.506.250,-

Bahwa selain biaya pekerjaan yang tefah dianggarkan dalam 

perjanjlan keijasama, juga dllakukan pembayaran biaya 

Retribusi dan Sea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPH1B) kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagai 

Notaris/PPAT yang disetujui terdakwa Drs. Jmanu Widodo dan 

dlterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang 

kuasa, padahal biaya~biaya tersebut tidak dianggarkan dalam 

pe~anjian kerjasama. berda!iarkan bukti pengeluaran bank 

(voucher) sebagai berikut 

- Retribusi par\ggunaan dan peruntukan tanah tgl 5 Jun12001 Rp, 

367.300.000,-
~ Sea Pero!ohan Hak Atas Tanah dan Banguoan lgl20 Junl 2001 B.l4 

1.2!\7.960.000,-
Jumlah Rp. 

1.615,260.000 ... 

~----·-
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Dengan demikian jum!ah biaya yang dlkeluarkan PT. Sarinah {Persero) 

dan ditenma MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa 

dan SULISTIO, SH yang mengaku-ngaku sehagal Notarls!PPAT untuk 

pengurusan sertifikat tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat 

seluruhnya sebesar Rp. 2.139.766.250,- (dua mllyar seratus tiga puluh 

sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ·ribu dua ratus lima puluh 

rupiah). 

1.3. Sertiftkasi Tanah Jl. Agus Sallm/Jl. Wahid Hasyim Jakarta 

Pus at 

Pada tangga113 Juni 2001 dilakukan penandatangan perjanjian 

k.erjasama pembuatan sertffikat tanah milik PT. Sarinah 

(Persero) yang te~etak di Jl. Agus Salim/Ji. Wahid Hasyim 

Jakarta Pusat, sesuaf Perjanjia.n Kerjasama Nomor : 

019B/DIRUTIEMI2001 yang ditandatangani oleh YUSTIAN 

ISMAIL, SE mewakill PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, 

SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan tli 

Jl. Cempaka Putih Tlmur XXI Nomor : 143 Jakarta Pusat. yang 

ditunjuk langsung oleh YUSTIAN ISMAil, SE, yang isinya 

antara lain : 

a. Tugas dan ruang lingkup peke~aen 

PT. Sarinah (Persero) membenKan tugas pekerjaan kepada 

NotarisiF'PAr suusno. SH. 

NotarisiPPAT SULISTIO, SH melaksanakan tugas pekeljaan 

pengurusan dan pembuatan sertilikat tanah milik PT. Sarinah 

(Persero) yang terletak di Jl. Agus Sa!im/JI. Wahid Hasyim 

Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia. Jakarta Pusat. 

b. Tahap Pelaksanaan peke~aan pembuatan sertifikat tanah 

meliput\ : 

1. PenyelesaianAdvis Planning. 

2. Pengukuran : 
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- Pendaftaran pengukuran 

~ Pelaksanaan pengukuran 

~ Penggambaran. 

3. Pengesahan gambar situasl 

4. Penyusunan Sural Keterangan dati lurah dan Camat 

5. Penyusunan SIPPT (Surat l]in Penunjukkan Penggunaan 

Tanah) 

6. Permohonan hak atas tanah 

7. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi) 

6. Sural Keputusan Pembelian Hak (HGB) dan Menteri 

Agraria I Kepala BPN 

9. Pendaftaran SK Pembenan Hak (HGB) 

10. Penerbitan sertifikat 

c. Biaya pe!aksanaan pekeQaan : 

Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan 

serfifikat tanah sebesar Rp. 891.804.375,- (defapan ratus 

sembilan puluh satu jut.a de!apan ratus empat ribu tiga rat~s 

tujuh pu:uh lima rupiah) ; 

Jumlah biaya pekerjaan ini telah tennasuk segala 

pengeluaran beserta pajak- pajak sesuai ketentuan .dan 

proseduryang berlaku. 

Blaya tersebut diatas belum termasuk blaya Retribusi untuk 

Advis Pltinning, SIPPT dan Retribusi resmi sertffikat ke Kas 

Negara atau ganti rugi ke Kas Negara. 

d. Jangka waktu pelaksanaan peketjaaan ditetapkan selama 6 

(enam) bulan sejak ditanda tanganinya surat perjanjian 

kerjasama. 

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero): 

Menerima semua dakumen-dokumen yang berkaitan dengan 

pengurusan sertifika.si tanah ; 
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Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria I Kepala 

BPN; 

Membayar seturuh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar 

tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Nataris I PPAT 

SUliSTlO, SH. 

f. Hak qan Kewajiban Notaris!PPAT SULISTIO, SH 

Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan 

sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal2 {ayat) 

1. 

Menyerahkan seluruh dokumen-dokurnen serta sertifikat asli 

tanah yang diterbitkan aleh Menteri Agraria!Kepala BPN 

kepada PT. Sarinah (Persero). 

Penunjukan langsung terhadap SULIST!O, SH yang mengaku 

sebagai NotarisJPPAT selaku pelaksana pembuatan sertffikat tanah 

Jl. Agus SalimJJL Wahid Hasyim Jakarta Pusat, o!eh Yust!an lsmait. 

SE dengan alasan karena telah rnenerima sertifikat asli tanah 

Pancoran_ namun sewaktu menerima sertifikat tersebut Yustian 

Ismail tidak melakukan pengecekan keabsahan sertlfikat tersebut 

pada Kantor Pertar.ahan Jakarta Selatan dan tanpa mendapat 

persetujuan lebih dahu!u dalam rapal Direksi tetapi disetuju1 oleh 

terdakwa Drs. lmanu \Mdodo. Seharusnya tedebih dahufu dfadakan 

rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Oireksi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 11 ayat (II) Aida Perubahan Anggaran Dasar 

PT. Sarinah (Pemero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan 

dllakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak­

banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekana~ 

yang meogajukan penawaran serta dilakukan evaluasi terhadap 

penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur 

dalam Keputusan Oireksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 

095/KPTS/DIRUTIIN/1998 tanggal 26 Mei 1996 tentang 

Ketentuan!Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya 

bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarlnah (Pernera) dan 

. ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku Ill Keputusan Direksi PT. 
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Sarinah (Persero) Nomor : 0071KPTSJDIRUTI!nl/1999 tanggal 1 o 

Pebruari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. 

Salinah (Persero). 

Bahwa pada waktu penandatanganan surat perjanjian kedasama 

pem~ualan sertifikat tanah di Jl. Agus Salimi Wahid Hasyim Jakarta 

Pusat, SUUSTIO, SH yang mengaku sebagai NotarisiPPAT tida.k 

pemah hadir di kantor PT. Sarinah (Persero). 

Bahwa setetah perjanjian ditandatangani kemudian YUSTIAN 

ISMAIL, SE menugaskan terdakwa Drs. !MANU WIOODO selaku 

Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk· 

membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya 

pengurusan dan pembuatan sertffikat yang 1elah dianggarkan 

dalam peTjanjian ke~asama yang diterima oleh MUHAMMAD 

DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH, sesuai 

dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut : 

Tanggal 26 Juni 2001 

Tanggal10 Juli 2001 

Rp. 111.425.625,­

Rp. 111.425.625 ~ 

Jumlah Rp. 222.851.250,-

Oengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) 

dan diterima MUHAMMAD OJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa 

dari SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT untuk 

pengurusan sertifikat tanah Jl. Agus Salim/JI. Wahid Hasyim Jakarta 

Pusat seluruhnya sebesar Rp. 222.651.250,- (dua ratus dua puluh doa 

juta de!apan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). 

2. Terhadap Sewa Menyewa Ruangan dan Penggunaan Uang 

Perusahaan Untuk Membayar Hutang 

Sahwa pada bulan Desember 1999 Kepala Cabang PT. Bank Mandiri 

Jakarta Sarinah saksl Yusniati Asian mengirim surat No : 

Cab.40/336A tanggal15 Oesember 1999 kepada Oireksi PT. Sarinah 

(Persero) perihal perpanjangan sewa menyewa ruangan kantor unluk. 

jangka waktu 3 (tiga) tahun (1 Januan 2000 sampai dengan 31 

Oesember 2002), yang kemudian di disposisi oleh YUSTIAN ISMAIL, 

SE yang isinya : 
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Diberi discount 20% 

Cara pambayaran 2 kali, Desember 19~ dan Maret 2000. 

- Kemudian pada langgal 23 Desember 1999 dilanjutkan pembualan 

perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT. Sarfnah (Persero) 

dengan PT. Bank Mandiri Nomor : 049/DIRUT/EJXII/1999 yang 

dilandalangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE selaku Dlrektur utama PT. 

Sarinah (Persero) dengan YUSNIATI ASLAN selaku KepalaCabang 

PT. Bank Mandiri Jakarta. Sarinah, namun dalam perjanjlan tersebut 

tidak dtatur tentang pemberian discount 20 %. Setelah PT_ Bank 

Mandiri membayar uang sewa pada tanggal 30 Desember 1999 

sebesar Rp. 1.909.279.485,- (salu mi1yar sembilan ratus sembilan 

juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh 

lima rupiah) dan tanggal 27 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,­

(satu mi!yar sembilan ratus sembi!an juta dua ratus tujuh puluh 

sembilan ribu ernpat ratus delapan puluh lima rupiah) atau 

seluruhnya sebesar Rp. 3.818.558.970,- (tiga milyar delapan ratus 

delapan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus 

lujuh puluh rupiah) YUSTIAN ISMAil, SE dan terda!<wa Drs. !MANU 

WIOODO menyetujui pengeluaran uang dali Kas PT. Sarinah 

{Persero) untuk memberikan discount kepada PT. Bank Mand!ri 

Jakarta Sarinah selaku penyewa sesuai bukti pengeluaran bank 

(voucher)tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 381.855.000,- (tiga 

ratus delapan puluh satu jufa delapan ratus lima puluh lima nbu 

rupiah) dan tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 381.855.000,- (tiga 

ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu 

rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam 

pu!uh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), namun uang tersebut 

tidak pemah diterlma oleh PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah tetapi 

digunakan untuk kepentingan pribadi terdak.vva Drs. !MANU 

WIDODO dan.YUSTIAN ISMAil, SE : 

Bahwa karena uang discount sewa digunakan untuk kepentingan 

pribadi. maka untuk mengembalikan ke PT. Sarinah (Pernero) 

selanjutnya YUSTJAN ISMAil, SE pada tanggal 10 April 2001 

membuat Memo kepada PT. Sarinah Cabang DKl untuk mencairkan 

uang deposito m!lik PT. Sarinah Cabang DKI sebesar ~P-

900.000.000,- (sembilan ratus jula rupiah) dengan alasan untuk 
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keperluan kantor pusat, akan tetapl uang deposito tersebut 

d!gunakan sebagai setoran tunai ke Kas PT. Sarinah (Persero) untuk_ 

mengembalil<an uang discount sewa sebesar Rp. 763.710.000,­

(tujuh ratus en am puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) 

sesuai bukli penerimaan bank tanggal 11 Aptil 2001 dan bahkan 

sisanya digunal<an juga untuk membayar hutang pribadi YUSTIAN 

ISMAIL. SE sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh )uta 

rupiah) sesuai bukti penerimaan bank tanggal11 Aptil2001. 

Dengan demikian jumlah uang PT. Sarinah (Pesero) yang 

.disalahgunakan sebesar Rp. 763.710.000,- (!ujuh ratus enam 

puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 

140.000,000,- (seratus empat pu!uh juta rupiah) atau seluruhnya seb~sar 

Rp. 903.710.000,- (sembilan ratus tiga juta tujuh ratus sepuluh nbu 

rupiah). 

3. T erhadap Renovasi Gedung Sarinah Juanda., 

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2000 PT. Sarinah (Persero) 

mengeluarkan uang sebesar Rp. 142.000.000,~ (seratus empat 

puluh dua jota rupiah) untuk renovasi gedung Sarinah Juanda 

tanpa di!engkapi dokumen kontrak yang disetujui oleh terdakwa 

Drs, IMANU WIDODO dan dilerima oleh YUSTIAN ISMAIL, SE 

untuk kepentingan pribadi. Kemudian pada tanggal 3 Januari 

2002 YUSTIAN ISMAIL, SE membual Sural Pemyataan untui< 

mengembalikan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat 

puluh dua juta rupiah} dengan cara diangsur, namun belum 

pernah dibayar. 

Bahwa perbuatan terdakwa menyetujui pembayaran uang 

sebesar Rp. 142.000.000,- (saratus empat puluh dua juta ) 

kepada Yustian Ismail untuk renovasi gedung Sarinah Juanda 

bertentangan dengan ketentuan angka V huruf C Keputusan 

Direksi PT. Sarlnah (Persero) Nomor: 095/KPTSIDIRUTnN/1998 

tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan 

Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran 

Belanja PT. Sarinah {Persero) yang seharusnya dilakukan 

meialui proses letang k.arena , nilai pekerjaan diatas Rp. 

iOO.OOO.OOO,· {seratus jula rupiah) ; 
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Dengan demiktan jumlah uang PT. Sarinah {Persero) yang 

disalahgunakan sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua 

juta rupiah). 

Perbuatan terdak.v;a tersebut te.lah memperkaya diri sendiri, atau orang 

lain yaitu Muhammad Djafron Rifai selaku pemegang kuasa 

Notarls/PPAT SULISTIO, SH dan Yustian Ismail sebesar Rp. 

5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ra!us 

empat puluh sembilan ribu lima ratus rupi~h). 

Bahwa akibat perbuatan terdak\va telah meruglkan keuangan negara 

sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta 

enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya 

sekitar jumlah tersebut 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur clan diancam pidana dalam 

Pasal2 ayat (1) jo Pasal18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Ten tang Pemberantasan Tindak Pi dana Korupsi jo Undang~Undang Nom or 

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31tahun 

1999 Ten tang Pemberaniasan Tindak Pi'dana Korupsi jo Pasai 55 ayat (1} 

ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) Kilab Undang-Undang Hukum Pidana: 

SUBSIDIAIR: 

Bahwa Terdal<.wa Drs. !MANU WIDODO Oireklur Operas! PT. 

Sarinah (Persero) diangkat berdasarkan sural Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor : 569/KMK.016/1997 tanggal12 Nopember ·1997 

'kemudian berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Sarinah 

No.150IDirurWI!I/2000 tanggal 6 Maret 2000, diangkal sebagai Direklur 

Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero), bertindak sendiri-sendiri 

rnaupun bersama-sama dengan Yustian lsmai~. SE (diajukan penuntutan 

dalam berkas terpisah) pada waktu dan iempat sebagaimana diuraikan 

pada Dakwaan Primair di atas, melakukan atau turut serta melakukan, 

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri­

sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenls. , tclah 

menyalahgunakan kewenangan. kesempatan atau sarana yang ada 

padanya !<arena jabatan atau kedudukannya yang dapat meruglkan 
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keuangan negara atau petekonomian negara, yang dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

- Berdasarkan pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. 

Sarlnah (Persero) Nomor: 54 tanggal17 Maret 1998, terdakwa selaku 

Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (persero) bertugas 

memlmpin dan mengkoordinasikan kegiatan adminstrasi dan keuangan 

perusahaan, membawahi Biro Administrasi Keuangan, Bagian Akutansi , 

Bagian Keuangan dan Membantu Direktur Utama dibidang Administrasi 

dan Keuangan Perusahaan. selain itu terdakwa selaku Direldu.­

Administrasi dan Keuangan berwenang menandatangani persetujuan 

pemb3yaran dan atau menandatanganl Cheque. 

Bahwa terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT_ 

Sarinah (Persero} telah menyalahgunakan kewenangan atau 

kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu terdakwa selaku 

Dlrektur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) dalam 

pengadaan barangljasa telah melakukan penyimpangan yaitu turut 

melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa yang 

seharusnya melalui lelangltender selain itu terdakwa melakukan 

penyimpangan dalam menggunakan dana perusahaan yaitu: 

1. Terhadap Sertifikasi Tanah. 

1.1. Sertifikasi Tanah di Pancoran Jakarta Sefatan 

Bahwa untuk ntemperkuat bukti kepemilikan tanah milik PT. 

Sarinah (Persero) YUSTIAN ISMAIL, SE selaku Direktur Utoma 

PT. Sannah membuat Surat Nomor : 527/DIRUT/ENII/1999 

tanggal 20 Juli 1999 tentang Sertifikat Tanah Mlllk PT. Sarinah 

di Pancoran yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT. 

Sarinah (Persero) yang isinya melaporl<an tiahwa pengurusan 

sertifiltat tanah akan dilaksanakan oleh SUUSTIO, SH dengan 

biaya sebesar RP- 852.380.000,- (delapan ratus lima puluh dua 

juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). 
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Untuk menindak lanjuti Sural Nomor : 527/DIRUT/ENII/1999 

tanggal 20 Juli 1999 Yustian Ismail menunjuk SUUSTIO, SH 

yang mengaku sebagai Notaris//PPAT yang berkedudukan di Jl. 

Cempaka Pulih Barat XI No. 97 Jakarta Pusat, kemudian pad a 

tanggal 1 September 1999 ditandatangani Sural Pe~anjian 

Kerjasarna Pembuatan Sertifikat Tanah milik PT. Sarinah 

(Persero) yang lerletak di Jl. Pancoran 11mur II, Kelurahan 

Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan Surat 

Perjanjian Kerjasama Nomor : 042/DIRUT/E/IX/1999 yang 

ditandatanganl oleh YUSTIAN ISMAIL, SE mewakili PT. Serinah 

(Persero) dengan SULISTIO, SH yang mengaku sebagai 

Notaris/PPAT yang isinya sebagai berikut: 

a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan : 

- PT. Satinah (Persero) memberikan tugas peke~aan 

kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH. 

- Notar'.siPPAT SULISTIO, SH melakaanakan lugas 

pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik 

PT. Sarinah (Persero) yang lerletak di Jl. 

Pancoran Timur II, Kelurahan Cikoko, Kecamatan 

Pancoran, Jakarta Selatan. 

b. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah 

meliputl : 

1. _ Penyelesaian !anjutan Advis Planning. 

2. Pengukuran : 

Pendaftaran peogi.Jkul'an 

Pelaksanaan pengukuran 

Penggambaran. 

3. Pengesahan gambar situasi 

4. Permohonan hak atas tanah 

5. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi) 

6. Surat Kepulusan Pembelian Hak (HGB) dari Menteri 

Agraria I Kepala BPN 

7. Pendaftaran SK Pemberian Hak 
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8. Penerbitan dan penyerahan sertifikat 

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan : 

Jumlah biaya pekerjaan, pengurusah dan pembuatan 

sertifikat tanah seb~ar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus 

lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ; 

Jumlah biaya peketiaan ini telah tennasuk segala 

pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan 

prosedur yang bertaku. 

Biaya tersebut diatas belum tennasuk btaya Retribusi ke 

kas negara atau ganti rugi ke kas negara. 

d. Jangka wakfu pelaksanaan pekerjaan pekerjaaan ditetapkan 

selama 5 (lima) bufan sejak perjanjian ditand'a tangani. 

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) : 

Menerima semua dokumen-dokumen yang berk-aitan 

dangan pengurusan sertifikasi tanah : 

Menerima. sertlf:kat asli tanah darl Menteri Agraria I 

Kepala BPN; 

Membayar seluruh biaya pe"laksanaan pekerjaan sebesar 

tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris I PF'AT 

SUUSTIO, SH. 

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SUUSTIO, SH 

Menerima pembayaran atas jasanya mengurus 

pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum 

dalam Pasal2 (ayat) 1. 

Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat 

asll tanah yang diterbitlcan oleh Menteri Agraria/Kepala 

BPN kepada PT. Salinah (Persero). 

Penunjukan iangsung terhadap SULISTIO, SH yang mengaku 

sebagai Nolaris /PPAT selaku pelaksana pembuatan 

sertifikat tanah Pancoran oleh Yustian Ismail, SE dengan 

alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada 

MUHAMMAD DJAFRON RIFAI (selaku pemegang kuasa dari 

SULISTIO, SH) bersama PUDJI RAHARJO yang mengaku 

bekerja di Kantor Notaris/PPAT SUUSTIO, SH, tanpa 
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persetujuan tertebih dahulu dalam rapat Oireksi, yang juga 

diketahui oleh terdakwa Drs. lmanu Widodo, tanpa melakukan 

evaluasi !ebih dahulu terhadap panawaran harga biaya 

pekerjaan pembuatan sertifikat, seharusnya penunjukan 

langsung tersebut terlebih dahulu ada persetujuan dalam 

rapat Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (II) 

Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) 

Nomor: 54 tanggat 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui 

proses !elang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 

100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak­

banyaknya 5 (lkna) rekanan dan sedikit-diknnya 3 (tiga) rekanan 

dan melakuk.an evaluasi terhadap penawaran harga yang 

diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka V huruf C 

Keputusan· - Direksi PT. Sarinah (Persero) Nornor 

0951KPTS/DIRUTIINI1998 tanggal 26 Mei 1998 tenlang 

KetentuanJPeraturan Pengadaan BarangJJasa yang 

pendanaannya bersumber dati Anggaran 8elanja PT. Sarinah 

(Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku Ill 

Keputusan Direksl PT. Sarinah (Pe-rsero} Nomor 

007/KPTS/DIRUT/111111999 tanggal 10 Pebruari 1999 tenlang 

Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah {Persero). 

Setelah berakhimya jangka wak:tu pelaksanaan pekerjaan 

pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah Pancoran sesuai 

Peljanjian Ke!jasama Nomor : 042/DIRUT/EIIX/1999 tanggal 1 

september 1999 pada bulan Januari 2000, SULJSTIO, SH yang 

mengaku sebagai NotarislPPAi belum menyerahkan sertifikat 

tanah Pancoran k.epada PT. Scirinah (Persero), ntimun terdakwa 

Drs. !manu Wldodo tetap melakukan pembayaran kepada M. 

Djafron Rival !lelaku pemegang kuasa SUL!STIO, SH kemudian 

pada akhlr bulan Maret 2000 dilakukan Adendum lerhadap 

perjanjian ke~asama pembuatan sertifikat tanah Pancoran 

dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor 

012/ADD/DIRUT/E/11112000 tanggal 31 Maret 2000 khusus yang 

menyangkut jangka waktU pelaksanaan -pekerjaan yang semula 

5 (lima) bulan menjadi 11 (sebelas) bulan yang dilandatangani 

YUSTIAN ISMAIL, SEdan SULISTIO, SH. 
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Pada waktu penandatanganan pe~anjian kerjasama pernbuatan 

sertifikat tanah Pancoran dan Adendum Pe~anjian Kerjasama. 

pihak SULISTIO, SH yang mengaku sebagai NotafisiPPAT 

tidak pemah hadir di kantor PT. Sarinah (Persero). 

Setelah pe~anjian ke~asama pembuatan sertiftkat tanah 

Pancoran ditandatangani kemudian terdakwa Drs. Jmanu 

'Mdodo menyetujui da;n melakukan pembayaran kepada 

SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notarts/PPAT yang 

dilerima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang 

kuasa, sesuai dengan hukti pengeluaran bank (voucher} 

sebagai berikut : 

Tanggal21 Maret 2000 Rp. 26.250.000,· 

Tanggal 5 April 2000 Rp. 65.625.000,-

Tanggal 9 Mei 2000 Rp. 28.437.000,-

T anggal9 Mel 2000 Rp. 5.678.000,· 

Ta~al17 Juli 2000 Rp. 31.500.000,-

Tanggal1 Agustus 2000 Rp. 78.750.000,· 

Tanggal29 Agtrtus Rp. Z9.375.000,-

Tanggal 3 Oktober 2000 Rp. 7.875.000,-

Tanggal14 Nopember 2000 Rp. 15.580.000,-

Tanggal11 Desember 2000 Rp. 37.013.000,· 

Tanggal15 Januari 2001 Rp. 19.475.000,-

Tanggal8 Pebruari 2001 Rp. 3.895.000,-

Rp. 359.453.000.-

Selain biaya pekerjaan yang telah dianggarl<:an dalam pe~anjian 

kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea 

Perolenan Hak Alas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada 

SULISTIO, SH yang mengaku sebagai NotarisiPPAT yang 

disetujui oleh terdaJ<v.ta Drs, lmanu Widodo dan diterima 

MUHAMMI\D DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, 

padahal biaya-blaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian 

kerjasarna, sesuai bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai 

berikut: 
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Retribusi Adminlstrasi Pembangunan tanah 

langgal 24 Aprii2000 Rp. 225.801.000,-

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : 

Tanggal27 Oktober 2000 Rp. 35.000.000.-

-Tanggal7 Nopember 2000 Rp. 35.000.000,-

Tanggal 21 Oesemher 2000 Rp. 35.000.000,-

Tanggal29 Januart 2001 Rp. 35.000.000,-

Tanggal 8 Pebruari 2001 Rp. 35.000.000,-

Tangga112 Maret2001 . Rp. 25.000.000,-

Tanggal28 Maret 2001 [l,p. 25.8Qj.OOO,-

Rp. 225.801.000,-

- Setelah sertifikat tanah Pancoran berupa Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (HGB) No. 35 diserahkan oleh MUHAMMAD 

DJAFRON RIFAI kepada PT. Sarinah (Persero) selanjulnya 

YUSTIAN ISMAIL, SE memerinlahkan saksi A. PACHMAN 

(Kepala Biro Akutansi dan Keuangan untuk menyimpan sertifikat 

tersebut dalam brankas tanpa dUakukan pengecekan keab:sahan 

sert:ifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Sela'::,m. 

Bahwa setelah terdakwa Drs. lmanu Widodo tidak menjabat 

sebagai Direk:tur Adminltrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero} 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor : 390IKMK.0512001 langgal 3 Juli 2001 leotang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi 

Perusahaan Perseroan {Persero) PT. Sarinah, diketahui 

SUUSTIO, SH bukan notaris karena tidak terdaftar sebagai 

Notaris pada Sub Direktorat Notaris sesuai Surat Direktur 

Perdala pada Oirektur Jendral Administrasi Hukum Umum 

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C2-

HT.03.10-258 taoggal 17 September 2001 perihal lnformasi 

tentang Status Notaris. Demikian juga sertifikat Hak Guna 

Bangunan (HGB) No. 35 untuk tanah Pancoran adalah palsu 

karena t1dak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta 

Selalan. 
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Dari jumfah biaya yang dikeluarkan PT. Sartnah (Persero) yang 

disetujui dan dilakukan pembayaran oteh terdakwa !manu W!dodo 

kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dart 

SULISTIO, SH yang mengaku sebagal Notans!PPAT untuk 

pembayaran pengurusan sertifika.t tanah Pancoran sebesar Rp. 

1.680.322.000,· (satu mllyar enam ratus delapan puluh ju!a tlga ratus 

dua puluh dua ribu rupiah). 

1.2. Sertifikasi tanah di Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusal 

Sebagai kelanjutan Sura! Nomor : 527/DIRUTIENII/1999 

tanggal 20 Juli 1999 Yustian Ismail juga menunjuk SULISTYO 

yan~ mengaku sebagai notaris!PPAT dan penunjukan langsung 

tersebut juga disetuju1 o!eh terdakwa lmanu W!dodo, kemudian 

tanggal 12 Pebruari-2001 dilakukan penandatang::tn perjanjian 

kerjasama pembuatan sertffikat tanah milik PT_ Sarinah 

(Persero) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat, 

dengan Surat Perjanjian Ke~asama Nomor 

. 004B/DIRUTIE/1112001 yang dl!andatanganl oleh YUSTIAN 

ISMAIL, SE mewakm PT. Sarinah {Persero) dengan T 

SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris!PPAT yang 

berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Timur XXI Nomor : 143 

Jakarta Pusat, yang isinya antara lain : 

a. Tugas dan ruang lingkup pekefjaan 

PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan 

kepada No!aris!PPAT SUUSTIO, SH. 

Notaris/PPAT SUUSTIO, SH melaksanakan tugas 

pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah 

millk PT. Sarinah {Persero) yang terietak dl Jl. M.H. 

Thamrin No.11 Kelurnhan Menteng, Kecamatan 

Gondangdia, Jakarta Pusat. 

h. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertffikat tanah 

meliputi : 
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1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning. 

2. Pengukuran : 

Peodaftaran pengukuran 
' Pelaksanaan pengukuran 

Penggambaran. 

3. Pengesahan gambar situasi 

4. Penyusunan Surat Keterang~n dari Lurah dan Camat 

5. Penyusunan SIPPT {Sural ljin Penunjukkan 

Penggunaan Tanah) 

6. Permohonan hak atas tanah 

7. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi) 

8. Surat KeputuSan Pemberian Hak (HGB) dari ~enteli 

Agraria I Kepala BPN 

9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HG~) 

10. Penerbitan dan penyerahan sertifikat 

c. Biaya pelaksanaan peke~aan : 

Jumlah blaya pekerjaan. pengurusan dan pembuatan 

sertifikat tanah sebesar Rp. 895.125.000,· (delapan ratus 

sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima libu 

mplah); 

Jumlah biaya peke~aan ini telah termasuk segala 

pengeluaran beserta pajak- pajak sesuai ketentuan dan 

prosedur yang berlaku. 

Biaya tersebut diatas berum termasuk biaya Retribus! 

untuk Advis Planning, SIPPT dan Bea Perolehan Hak ke 

Kas Negara. 

d. Jangka waktu pelaksanaan peke~aan ditetapkan selama 6 

(enam) bulan sejak ditanda tanganinya surat perjanjian 

kerjasama. 
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e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persera) : 

Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaftan 

dengan pengurusan sertifikasi tanah ; 

Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria I 

Kepala BPN; 

Membayar seluruh Piaya petaksanaan peke~aan sebasar 

tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Nolaris 1 PPAT 

SULISTIO. SH. 

f. Hak dan Kewajiban Notalis!PPAT SULISTIO, SH 

Meoerirna pembayaran atas jasanya mengurus 

pembuatan . sertifikat tanah sebagaimana tercantum­

dalam Pasal2 (ayal) 1. 

Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen s~rta sertffikat 

asli tanah ya'ng diterbltkan oleh Menteri Agrarla/Kepala­

BPN kepada PT Salinah (Persero). 

Penunjukao langsung terhadap SULISTIO, SH yang mengaku 

sebagai Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertiflka~ 

tanah Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat oleh Yustian lsrnail, SE 

dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada · 

MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari 

SUl!STIO. SH barsama PUDJI RAHARJO yang mengaku 

bekerja di Kantor Nolaris/PPAT SUUSTIO, SH. dan dalam 

penunjukan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapat 

persetujuan dalam rapat Direksi namun penunjukan tersebut 

disetujui ofeh terdakwa Drs, lmanu WK!odo. Seharusnya 

terlebih dahulu diadakan rapat Direksi untuk mendapat 

persetujuan Direksi sebagaimar.a diatur dalam Pasal11 ayat {II) 

Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarlnah (Persero) Nomor: 

54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang 

karena riilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,~ (seratus juta 

rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan 

sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanen yang mengajukan pena1.varan 

serta dllakukan. evaluasi terh~dap penawaran harga yang 

diajukan rekanan sebagaimana diatur da!am angka V huruf C 

Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor 
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095/KPTS/DIRUT/IN/1998 tanggal 26 Mei 1998 tenlang 

Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang 

pendanaannya bersumber dari Anggaran Selanja PT. Sarinah 

(Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Bul<u Ill 

Keputusan Direksi PT. Sarinah {Persero) Nomor 

007/KPTSIDIRUT/1111/1999 tanggal 10 Pepruari 1999 tentang 

Sistem dan Prosedur Administrasi PT_ Sarinah (Persero). 

Bahwa pada waktu penandatanganan surat perjanjian 

kerjasama pemhualan sertifikattanah di Jl. MH. Thamrin Jakarta 

Pusat, SULISTIO, SH yang mengal<u-ngaku sebagai 

NotarisiPPAT tidak pemah hadir di kantor PT. Sarinah 

(Persero). 

Bahwa setelah pe~anjian ditandatangani kemudian YUSTIAN 

ISMAIL menugaskan terdakwa Drs. !MANU WIDODO Direktur 

Admlnfstrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk 

membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya 

pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan 

dalam pe~aojian ke~asama kepada SUUSTIO, SH "yang 

mengaku sebagai NotarisiPPAT yang diterima oleh 

MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dan 

SUUSTIO, SH, sesuai dengan buldi pengeluaran bank 

(voucher) sebagai berikut : 

Tangga! 21 Pebruari 2001 Rp. 75.000.000,-

Tanggal21 Pebruari 2001 Rp. 200.000.000,-

Tanggal 3 Maret 2001 Rp. 14.161.304,-

161.304,- (-) 

Tanggal6 Juni 2001 R~. 2;!§,406.250,-

Jumfah Rp. 524.506.250,· 

Bahwa selain biaya pekerjaan yang telah dian_ggarkan da!am 

pefjanjian ke~asama, juga ditakul<:an pembayaran biaya 

Retribusi dan Bea Pero!ehan Hak Alas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagai 

Notaris!PPAT yang disetuji terdakwa Drs. lmanu Widodo dan 

diterima MUHAMMAD OJAFRON RlFAt selaku pemegang 

kuasa, padahal biaya-biaya teffiebut tidak dianggarkan dalam 
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perjanjian ke~asama, sesuai buktf pengeluaran bank (voucher) 

sebagai berikut: 

~ Retlibusl penggunaan dan peruntukan tan~h tgl5 Juni 2001 Rp. 

367.300.000,-

- Bea Perolehan Hak. Atas Tanah dan Bangunan tgl 20 Juni- 2001 & 
1.247.9§Q.OQQ.-

Jumfah R.p. 

1.615.260.000,~ 

Dengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) 

dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa 

dari SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT unluk 

pengurusan sertifikat tanah Ji. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat 

seluruhnya sebesar Rp. 2.139.766.2$0~· (dua milyar seratus tiga puluh 

sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh 

rupiah). 

1.3. Sertifikasi Tanah JJ, Agus Salim/JI. Wahid H~syim Jakarta 

Pusat 

Pada tanggal13 Juni 2001 dilakukan penandatangan perjar.jian 

kerjasama pembuatan sertffikat tanah milik PT. Sarinah 

(Persero) yang terletak di JL Agus Salim!Jt Wahid Hasyim 

Jakarta Pusat. sesuai Pedanjian Kerjasama Nomor : 

019BIDIRUTIENII2001 yang ditandatangani oleh YUSTIAN 

ISMAIL, SE mewakili PT. Sartnah (Persero) dengan SULISTIO, 

SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di 

Jl. Cempaka Putih Timur XXI Nomor : 143 Jakarta Pusat, yang 

ditunjuk langsung oleh Y\JSTIAN ISMAIL, SE, yang isinya 

antara laln : 

a. Tugas dan ruang lingkup peke~aan 

PT. Sari~ah (Persero) memberikan tugas peke~aan kepada 

Notaris!PPAT SULISTIO, SH. 
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Notaris/PPAT SULISTIO, SH melaksanakan luges peke~aan 

pengurusan dan pembuatan sertifil<at tanah milik PT. Sarinah 

(Persaro) yang terletak di Jl. Agus SalimiJI. Wahid Hasyim 

Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat. 

b. Tahap PelakSanaan peke~aan pembuatan sertifikat tanah 

meliputi: 

1, Penyelesaian Advis Planning. 

2. Pengukuran : 

- Pendaftaran pengukuran 

~ Pelaksanaan pengukuran 

~ Penggambaran. 

3. Pengesahan gambar situasi 

4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat 

5. Penyusunan SIPPT (Surat ljln Penunjukkan Penggunaan 

Tanah) 

6. Permohonan hak atas tanah 

7. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi) 

a_ Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri 

Agraria I Kepala BPN 

9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB) 

10. Penerbitan sartifikat 

c. Biaya pelaksanaan peke~aan : 

Jum!ah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatari 

sertifikat tanah sebesar R.p. 891.804.375.~ {delapan .ratus 

sembilan puluh satu juta delapan ratus empat nbu tiga ratus 

tujuh puluh lima rupiah) ; 

Jumlah biaya peke~aan ini telah tennasuk segala 

pengeiuaran beserta pajak~ pajak sesuai ketentuan dan 

prosedur yang berlaku. 

Biaya tersebut diatas be\um tennasuk biaya Rettibusi untuk 

Advfs Planning, SIPPT dan Retribusi resmi sertifikat ke Kas 

Negara atau ganli rugT ke Kas Negara. 

,~·--· 
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d. Jaogka waktu pelaksanaan pekerjaaan ditetapkan selama 6 

(enam} bulan sejak ditanda tanganinya surat perjanjian 

keljasama. 

e. Hal< dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) : 

Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

pengurusan ;;:ertifikasi tanah ; 

Menerlma sertifikat asli tanah dati Menteri Agraria I Kepala 

BPN; 

Membayar seluruh biaya pelaksnnaan pekerjaan sebesar 

tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris I PP.'\T 

SULISTIO, SH. 

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH 

Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan 

sertifikat tanah sebagaimana tercantom dalam Pasal2 {ayat) 

1. 

Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen sarta sertifikat asli 

tanah yang -diterbitkan oteh Menteri AgrariaJKepa!a BPN 

kepada PT. Sarinah (Persero). 

Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH yang mengaku 

sebagai NotarisJPPAT-selaku peiD:ksana pembuatan sertifikat tanah 

Jl. Agus Salim/JI. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, oleh Yustian Ismail, 

SE dengan a!asan karena tefah menerima _ sertffikat a.sli tanah 

Pancoran namun sewaktu menerima sertifikat tersebut Yustian 

Ismail tidak melakukan pengecekan keabsahan sertffikat tersebut 

pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan tanpa mendapat 

persetujuan lebih dahulu dalam rapat Direksi tetap! disetujui o!eh 

terdakv1a Drs. lmanu Widodo. Seharusnya terleblh dahulu diadakan 

rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Direksi sebagaimana 

oiatur dalam Pasal 11 ayat (II) Akla Perubahan Anggaran Dasar 

PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 langgal 17 Maret 1998 dan 

dilakukan melalui proses lelang karena nt!ai pekefjaan diatas Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak­

banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikilnya 3 (liga) rekanan 

yang mengajukan penawaran serta dilakukan evaluasi terhadap 
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penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur 

dalam Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 

095/Kf'TS/DIRUT/IN/1998 tangga! 26 Mel 1998 tentang 

Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya 

bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) dan 

ketentuan huruf G (Bidang Umum). Buku I!! Keputusan Direksi PT. 

Sarinah {Persera) Nomar : 007/KPTS/D!RUT/111111999 tanggal 10 

Pebruari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. 

Sarinah (Persero). 

Bahwa pad~ waktu periandatanganan surat pe~anjian kel'jasama 

pembuatan sertffikat tanah di Jl. Agus Salim/ Wahid Hasyim Jakarta 

Pusat, SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak 

pemah hadir di kantar PT Sarinah {Persero). 

Bahwa setelah pe!]anJian dil.andatangani kemudian YUSTIAN 

!SMAll, SE menugaskan te!dakwa Drs. iMANU WIDODO selaku 

Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk 

membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya 

pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah diaog·g:arkan · 

dalam peljanjlan keljasama yang diterima oleh MUHAMMAD 

DJAFRCN RIFAI selaku pemagang kuasa SULISTIO, SH, sesuai 

dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sabagai berikut-: 

~ Tanggal2B Juni 2001 

- Tanggal10 Juli 2001 

Rp. 111.425.625,­

Ro. j11A4§.64§,-

Jumlah Rp. 222.851.250,~ 

Dengan demfkian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Salinah (Persero) 

dan ditelima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa 

dan SUliSTIO, SH yang mengaku sebagai Notans/PPAT untuk 

pengurusan sertifikat tanah Jl. Agus Salim/JI. Wahid Hasyim Jakarta 

Pusat seluruhnya sebesar Rp. 222.851.250,- (dua mtus dua puluh dua 

juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). 
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2. Terhadap Sewa Menyewa Ruangan dan Penggunaan Uang 

Perusahaan Untuk Membayar Hutang 

Bahwa pada bulan Desember 1999 Kopala Cabang PT. Bank Mandiri 

Jakarta Sarinah saksi Yusniati Asian mengirim surat No : 

Cab.40/338A tangga115 Desember 1999 kepada Direksi PT. Sarinah 

(Persam) perihal perpanjangan sewa menyewa ruangan kantor untuk 

jangka waktu 3 (tiga) tahun (1 Januari 2000 sampai dengan 31 

Desember 2002), yang kemudian di disposisi oleh YUSTIAN ISMAIL, 

SE yang lsinya : 

Dlberi diScount 20% 

Cara pembayaran 2 ka!i, Desember 1999 dan Maret 2000. 

Kemudian pada tanagal 23 Desember 1999 dilanjutkan pembuatan 

petjanjian sewa menyewa ruangan antara PT. Sarinah (Persero) 

donqan PT. Bank Mandin Nomor : 049101RUT!EIX1111999 yang 

ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE selaku Direl<tur utama PT. 

Sarinah (Persero) dengan YUSNIATI ASLAN selaku Kepala Cabang 

PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah, namun dalam perjanjian tersebut 

tidak diatur tentang pernberian discount 20 %. Setefah PT. Bank 

Mandiri membayar uang sewa pada tanggal 30 Desember 1999 

sebesar Rp. 1.909.279.485,~ (satu milyar sembilan ratus sembilan 

juta dua ratus tujuh pu/uh sembilan ribu empat ratus delapan puluh 

lima rupiah) dan tanggal 27 Marel2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,­

(satu mPiyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh 

sembilan ribu ernpat ratus delapan puluh lima rupiah) atau 

seluruhnya sebesar Rp. 3.818.558.970,~ (tiga milyar delapan ratus 

delapan belas juta lima rab.Js lima puluh delapan ribu sembilan ratus 

tujuh puluh rupiah) YUSTIAN ISMAIL, SE dan terdakwa Drs. !MANU 

WIDODO menyetujui pengeluaran uang dari Kas PT. Sarinah 

(Persero) untuk memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri 

Jakarta Sarinah selaku penyewa sesuai bukti pengeluaran bank 

(voucher) tanggal31 Desember 1999 sebesar Rp. 381.855.000,- (tlga 

ratus de!apan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu 

rupiah) don tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 381.855.000,- (liga 

ratus delapan puluh satu juta delapan ralus lima puluh lima ribu 
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rupioh) atau seluruhnya sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam 

puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). namun uang tersebut 

lidak pernah ditertma oleh PT. Bank Mandiri Jakaria Sarinah tetapi 

digunakan untuk kepentinyan · pribadi terdakwa Drs. IMANU 

WIDODO dan.YUSTIAN ISMAIL, SE; 

Bahwa karena uang discount sewa digunakan urituk kepentfr.'gan 

pribadi, maka untuk mengembalikan ke PT. Sarinah (Persero) 

selanjutnya YUSTIAN ISMAIL, SE pada tanggal 10 April 2001 

membuat Memo kepada PT. Sarinah _Cabang DKI untuk mencairkan 

u~n.g deposito mllik PT. Sarinah Cabang DKI sebesar Rp. 

900.000.000,- {sembi!an ratus juta rupiah) dengan alasan untuk 

kepertuan kantor pusat, akan tetapi uang deposito tersebut 

digunakan sebagai setoran tunai ke Kas PT. Sarinah (Persero) untuk­

mengembalikan uang discount sewa sebesar Rp. 763.710.000,­

(tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) 

sesuai bukli penerimaan bank tanggal 11 April 2001 dan bahkan 

sisanya digunakan juga untuk membayar hutang pribadi YUSTlAN 

ISMAIL, SE sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta 

rupiah) sesuai bukti penerimaan bank tanggal 11 April 2001. 

Dengan dernikian jumlah uang PT. Sarinah (Pesero) yang 

disalahgunakan sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam 

puluh tiga juta lu)uh ratus sepuluh rtbu rupiah) d~ambah Rp. 

140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau seluruhnya sebesar 

Rp. 903.710.000,- (sembilan ratustiga juta tujuh ratus sepuluh ribu 

rupiah). 

3. Terhadap F{enovasi Gedung Saf'inah JUallda 

Bahwa pada tanggal 4 Oklober 2000 PT. Sarinah (Persero) 

mengeluarkan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empal puluh 

dua juta rupiah) untuk renovasi gedung Sarinah Juanda tanpa 

dllengkapi dokumen kontrak yang disetujui oleh terdakwa Drs. 

IMANU WIDOOO dan dijerima oleh YUSllAN ISMAIL, SE untul< 

kepentingan pribadi. Kemudian pada tanggal 3 Januali 2002 

YUSllAN ISMAIL, SE membuat Sural Pernyalaan untuk 

mengemballkan uang sebesar Rp_ 142.000.000,- {seratus empat 
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puluh dua juta rupiah) dengan cara diangsur, namun belum pernah 

dibayar. 

Bahwa pelbuatan lerdakwa menyetujui pembayaran uang sebesar 
. . 

Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua )uta ) kepada Yustian 

Ismail untuk renovasi gedung Sarinah Juanda bertentangan dengan 

ketenluan angka V huruf C Keputusan Dlreksi PT. Sarinah (Persero) 

Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IN/1998 tanggal 26 Mer 1998 tenlang 

Ketentuan/Peraturan Pengadaan Sarang/Jasa yang pendanaannya 

bersumber dan Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) yang 

seharusnya dllakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan 

diatas Rp. 100.000.000,- (seratus )uta rupiah) ; 

Dengan dernikian jum!ah uang PT. Sarinah (Persero) yang 

disalahgunakan sebesar Rp. 142.000.000,~ (seratus empat puluh dua 

juta rupiah). 

Perbuatan· terdakwa tersebut telah memperkaya dlri sendiri, atau orang 

lain yaitu Muhammad Djafron Rifai selaku pemegang kuasa 

Notaris/PPAT SUUSTIO, SH dan Yusllan Ismail sebesar Rp, 

5.088.649.500,~ (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus 

empat p4luh sembilan ribu lima ratus ruptah): 

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan neg:ara 

sebesar Rp. 5.088.649.500,· Qima milyar delapan puluh delapan jula 

enam ratus empat puluh sembtlan nbu lima ratus rupiah) atau setidaknya 

sekitar jumlah terseb~t. 

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 3 jo Pasal 18 ayal (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 Tenlang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 

Pasai 65 ayal (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pldana .. 
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Menlmbang, bahwa untuk membuktikan dakWaannya jaksa~penuntut 

umum mengajukan barang bukti berupa 

2. 

3. 

Copy Legalisir Akta Notaris lmas Fatirnah, SH No : 54 laoggal 17 Maret .1998 

·tentang Perubahan Anggaran Oasar Perusahaan Perzeroan (Persero) PT~ 

Sarinah. 

Copy LegalJsir Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No ; SE : 

01/MP.BUMN/1998 tanggal6 Aprll1998 

Copy Legalisir Keputusan Oireksi PT. Sarinah {Pei'Sero} Nomor 

095/KPTS!Dirut11N/1993, taogga! 26 Mei 1998 tentang ketentuanl peraturan 

pengadaan barangfjasa yang pendanaannya bersumber darl anggaran belanja 

PT. Sarinah (Persero). 

4. Copy Legallsfr Keputusan Dlreksl PT. Satinah (Persero} Nomor : 

1351KPTSJDlrut11N/1998, tanggal 30 September 1998 tentang Pembentukan Tim 

Pengadaan Ba:rang Dan Jasa. 

5. Copy Legalisir Keputusao Dlreksi PT. Salinah (Persero} Nomor 

012/KPTSJDirut!IJif/2000 tanggal Maret 2000 tentang pembentukan tim pengadaan 

barang dan jasa. 

6. Copy LegaHsir Keputusan Direksi PT. Sarinah {Persero) N01nor 

007JKPTSIDirutlliU/1999 tanggal 10 -rebruari 1999 tentang slstem dan prosedur 

administrasi PT. Sarlnah (Persero) 

7. Copy legal:s!r Ksputusan Direksi PT. Sarinah {Per.sero) Nomor 009JKPTSJDlruU1/II 

"1999, tanggal10 Februari 1999 tentang batasan kuasa tanda tangan dokurnen. 

a. Copy Legalisir Surat DUut PT. Salinah No : 164/DIRUTIEIIJJ1999 tanggal 26 

Pebruali 1999 tentang Kuasa Tanda Tangen Rekening Giro. 

9. Copy Legafls!r Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarinah 

tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Peru sa han (RKAP) T ahun 

1999 tanggat 15 Desembar 1998. 

10. Asli Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKPAP) PT. Sarinah (Persero) 

tahun 1999 

11. Copy Lega!isir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarlnah 

tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) Tahun 

2000 tanggal23 Nopember 1999. 

12. Asli Rencana ke;ja dan Anggaran Perusahaan {RKPAP) PT. Sarinah (Persero) 

tahun 2000 

13. Asli Rencana keTja dan Anggaran Perusahaan {RKPA?) PT. Sarinah (Persero) 

tahun 2001 

14. Copy Legalisir Keputusan Menteli Kt:uangan Rl. Nomor : 517/KMK.016J1995, 

tanggal15 November 1995. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota 

Direks! Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarlnah 
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16. 

Copy Legalislr Keputusan Menteri Keuangan RL Nom or : 569/KMK.O 16/1997 . . 
tanggal 12 November 1997. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ar1ggota 

Dlreksi Perusahaan Perseroan {Persero) PT. Sarinah 

Copy Lega!isir Keputusan Menterl Keuangan Rl. Nornor : 300/KMK 05/2001, 

tanggal 3 Juli 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Angggota Oireksi 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah. 

17. Copy Legalisir Surat Direktur utama PT. sarinah (Persero) Nomor : 

150/0irut/111112000, tanggal6 Maret 2000 peruhal Alih Tugas Anggota DirekSi. 

18. Copy legallsir Surat Kuasa Notaris Su!istio, SH kepada Mohammad Dlafron Rifain 

No. 21/1999'tanggal11 Agustus 1999. 

· 19. Copy l...egalislr Surat Pjs. Kepa!a Sekretariat Perusahaan PT. Sarinah (Per$ero) 

kepada Sub Direktorat Notariat Dep. Kehakiman dan HAM Nomor : 

334/SPNII!/2001 tanggal 24 Agustus 2001, perihal permohonan rnfurmasi 

lketerangan. 

20. CopY Legaflsir Surat Dlrektur P~rdata pada Direktorat Jenderal Adminisltasi 

Hukum Umum Daparteman Kehakiman Nomor : C2-HT.03.10-258 tanggal 17 

September 2001 perlhallnfonnasi tentang status notaris 

21, Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor: /Dirkeutlt{U/12001, tanggal 9 Agustus 2001 

dati Drs. Helmi M. Bulin selaku Direktur Administrasi dan Keuangan -PT. Sarinlilh 

(Perse:ro) kepada Su!-,odo selaku Manager Divisl Property 

22. Copy Legalisir Surat tanggal 9 Agustus 2001 dari Suho!;fo kepada Kepala Kafttor 

Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, perihal pengecekan sertiflkat 

23. Copy Legalisir Serti5kat HGB No. 35.tanggal23 JuU 2000 (pillsu) atas tanah millk 

PT. Sarlnah yang lertetak di Jl. P~ncotan Timor lf No. 4 Kecamatan Pancoran, 

Ke!urahan Cikoko, Jakarta Seletan. 

24, 

25. 

26. 

t~ 
28. 

29. 

30. 

Copy Legallsir Surat Penawaran Harga Nomor : 102/Not/SIIV/1999 ta:1ggal 19 

April1999 dati Noialis Sulistio, SH 

Copy legalisir Sura.t Dirut PT. Sarinah No : 5271Dirut1ENII/1999 tanggaf 20 Jull 

1999 tentang Serfifikas! tanah mllik PT. Sarinah di Pancoran. 

Copy Legalisir Surat Pe(janjian kerjasanla untuk pefaksanaan pem6uatan sertifikat 

tanah Paneoran, Cikoko, Mampang, Jakarta Selatan No. 42/0iruUEJIX/1999 

ta(1sgal1 September 100~t 

Copy Legalisir Adendum Surat Perjanjlan Keljasama untuk pelaksanaan 

pembuatan sertlfikat tanah Pancoran Nornor: 012!ADD/DiruV8UIJ2000 taoggal31 

Maret 2000. 

Copy Legallsir Bukti Pengeluaran Kas No, Voucher : D$1301.99.09.0047 tanggal 

07 September 1999 sebesar Rp. 38.22.0.000,~ 

Copy Legalisir Sukt! Pengeluaran Kas No. Voucher: DSB01.99.09.0i2.7 tanggal 

22 September 1999 sebesar Rp. 47.775.000.~ 

Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher: OSB01.99.10.0023 tanggal 

04 Oktober 1999 sebesar Rp. 95.550.000,~ 
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31. Copy legalisir Bulcti Pengeluaran Kas No. Voucher: DSB01 : 99.09.0127 tanggal 

05 Oktober 1999 sebesar Rp. 9.555.000,· 

'32. Copy legallslr Buktl Pengeluaran Bank No. Voucher : DSB02.99.12.0037 tanggal 

13 Desember 1999 sebesar Rp, 44.030.000,-

33. Copy legallsir Bukti Pengeluaran Bank No. Voucher : DSB02.99. 12.0075 tang~al 

23 Oesember 1999 sebesar Rp. 48.100.000,-

34. Copy Legal!sir Bukti'Pengetuara!1·Bank No. Voucher: 05602.99.12.0144 tanggal 

31 oesember 1999 sebesar Rp. 55.037.500,~ 

35. · Copy Legalisir Buktl Pengeluaran Bank No Voucher :OSB02.00.01.0027 tanggal 

04 Januari 2000 sebesar Rp. 42550.000,-

36. Copy Legalislr Bukti Pengeluaran Kas No, Voucher: DSB01.00.01.008 tnnggal 2.4 

Januari WOO sebesar Rp 9.620.000,-

37. Copy Leg altair Bukti Pengefueran Kas No. Voucher : DSB01 ,00.03.000 tanggal 21 

Maret 2000 sebesar Rp. 26250.000,-

38. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher: DSB01.00.04.0051 tanggal 5 

Aprll2000 sebesar Rp. 63.825.000,-

39. Copy Lega!isir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher: DSB01.00.05,0063 tanggal9 

Mei 2000 sebesar Rp. 28.437.000,-

40. Copy legalisir Bukti Pen;;~eruaran Kas No. Voucher: DSB01.00.05.0062 tanggal9 

Mei 2000 sebesar Rp. 5.687.500,-

41, Copy Legalislr Buktl Pengeluarao Kas No. Voucher: DSB01.00.07,0080 tanggal 

17 Ju!i 2000 sebesar Rp. 31.500,000,-

42. Copy Legalislr Buldi Pengeluaran Kas No. Voucher; DSB01 .00.08.0002 tanggal 1 

Agustus 2000 sebesar Rp. 78.750.000,-

43. Copy legalislr Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher: DSB01.00.0fi.0108 tanggal 

29 Agustus 2000 sebesar Rp. 39.375.000,-

44. COpy Legalislr Buldi Pengeluaran Kas No. Voucher: DSB01.00.10.0023 tanggal 3 

Oktober 2000 sebesar Rp 7.875.000,-

45. Copy Legallsir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : OSB01.00. 11.0048 tanggal 

14 November 2000 Rp. 15.580.000,· 

46. Copy legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher: DS801.00.12.0049 tanggal 

11 Desember2000 sebesarRp. 37.013.000,-

47. Copy legalisir Bukti Pengeluatan K<:is No. Voucher: 08801.01.01.0084 tanggal 

15 Januari 2001 sebesar Rp 19.475.000,-

48. Copy Legalis1r Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher: DSB01.01.02.0071 tanggal 6 

Februari 2001 sebesar Rp. 3.895.000,· 

49. Copy legalisir Bu'kti PengeluarM Kas No, Voucher: DSB01.00.10.0133 tanggal 

27 Oktober 2000 s<>besar RP 3s.ooo:ooo,. 

50. Copy Legalislr Surat SSB taogga1 6 Oktober 20~ unluk cicilan pertama BPHTB 

sebesar Rp. 35.000,000,~ 

51. Copy legallsir SUkti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.11.0028 tanggal 7 
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November 2.000 sebesar Rp 35.000.000,-

52. Copy Legallsir Surat SSB 8 Nopember 2000 untuk cicilan kedua BPHTB sebesar 

Rp. 35.000.000.-

53. Copy Legalisir Bukft Pengeluaran Kas. No. Voucher; OSB01 .00.12...0131 tanggal21 

Oesember 2000 Rp. 35.000.000,-

54. Copy Lega!isir Surat SSB tanggal 20 Nopember 2000 untuk cici!an ketiga BPHTB 

sebesar Rp 35.000.000,-

55, Copy Legalisir Buktl Pengeluaran Kas No. Voucher: DSB01.01.01.0173 tanggal 

29 Januari 2001 sebesar Rp 35.000.000,~ 

56. Copy Legalisir Surat SSB tanggal 6 Januari 2001 untuk clcilan keempat SPHiB 

sebesar Rp. 35.000.000,-

57. Copy Lega!isir Bukti Penge!uaran Kas No. Voucher DSB01.01.02.0072 tanggal 8 

Februari 2001 sebesar Rp 35.000.000,-

58. Copy Legallslr Surat SSB tanggal a Februari 200'f untuk ctcilan kel~ma BPHTB 

sebesar Rp. 35.000.000,-

59. Copy Legatisir Bukti Pengeluatan Kas No. Voucher D$801.01.03.0075 tanggal12 

Maret 2001 sebesar Rp. 25.000,000,~ 

60. Cop~ Lega!isir Surat SSB tanggal 10 Maret 2001 untuk cicilan keenem BPHTB 

sebesar Rp. 25.000,000,-

61. Copy Legalislr Bukti Pengeluaran J<as No. Voucher DSB01.01.03.017B tanggal28 

Maret 2001 sebesar Rp. 25.801.000,* 

62. Copy Legaftsir Surat SSB tanggal 3 April 2001 unttJI';: ctcilan terakhir BPHTB 

sebesar Rp, 25.801.000,- . 

Copy Legaiisir Surat NoA48JBPN!JKT-SELIX!2000, tanggal 2 Oktober 2000 dari 

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah BPN Jakarta Selatan kepada Direktur Utama PT. 

Sarinah {Persero), perihal biaya pero!ehan t)ak. 

Copy LegaHsir Sural No.036/BPN/JKT-SEUIII/2001, tanggal 2 Maret 2001 dari 

Kepala Seksi Pendaftaran T anah BPN" Jakarta Selatan kepada Dlrektur Utama PT: 

Sarinah (Penseroj, perihal ralat angsur:an ke-6 BPHTB {Surat Pemberitahuan No. 

448/BPNI JKT -SELIX/2000) 

65, Copy Legalisir Buk:ti Pengeluaran Kas No, Voucher : DSB01.00.01,0089 t.;mggal 

24 Januari 2000 sebesar Rp 47S.82C.000,-

6S. Copy tegalislr Surat Setoran Retribusi {SSR) Nomor ; 005/RIUOOJOO !anggal 25 

Januari 2000 sebesar Rp 478.820.000,-

67. Copy Lega!lsir Bukti Pengeiuaran KasNoucher No. OSS01.11.04.051S tanggal26 

April2000 Rp. 225.601.000,· 

68. Copy Lega!!sir Kwitansi Pembayaran Retrlbusi tanggal 27 April 2000 sebesar Rp. 

225.801.000,-

69. Copy Legalis!r Surat Setoran Retribusi {SSR) No : 081/BPNIR/tV/2000100 tanggal 

27 April2000 sel>esar Rp. 225.801.000,-. 

Tanah di JL MH. Thamrln No.1_1 Jakarta Pusat : 
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Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Petaksanaan Pembuatan Sertffikat 

Tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat No. 004B!DlruVEill/2001 tanggal12 

Februari 2001 

71- Copy Legal!sir Bukti Pengeluaran Bank, tanggal 21 Februan 2001 sebesar Rp. 

75.000.000,-

72. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran bank. tanggal 21 Februart 2001 sebesar Rp. 

200.000.000,-

73. Copy Legalisir Bukti Penge!uaran Bank. tanggal 2 Maret 2001 sebesar Rp. 

14.161.304,-

74. Copy legalislr Bukti Penerimaan Kas tanggar 6 Maret 2001 sebesar Rp 61,304,-

15. Copy Legalisir BuktJ Pengetuaran Bank~ tanggal 6 Juni 2001 . sebesar Rp. 

235.406.250,-

76. Copy legalisir Surat Se)<retaris Badan Pengendali Urusan Tanah Pemerintah DKI 

Jakarta No. 0 f 3B I BPUT 1 P J V I 2001 tangga! 14 Mei 2001 perihal 

,Perr~beritahuan retribu$i pembuatan sertmkat tanah JL M.H. Thamrin No. 11 

Jakarta sebesar Rp, 367.300.000,-

n. Copy L~alisir Bukti Pengeluaran Bank: tanggal 5 Juni 20001 sebesar Rp. 

367.300,000,· untuk pembayaran retribrJsi penggunaan dan peruntukan tanah JL 

\ MH. Thamrln No 11 - · 

~ Copy lega!isir Surat Kepala Seksi Urusan Hak BPN Jakarta PI.!Sat No, 

2.03/BPN/JKTN/2001 tanggal 22 Mel 2001 perlhal pemberltahuan kEninganan 

biaya perolehan hak alas tanah dan bangunan atas tanah JL. M.H. Thamrin No. 

11 sebesar Rp. 1.247.960.000,-

7~. Copy Legallsir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Juni 2001 sebesar Rp 

1.247.960.000,- untuk pembayar~n bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

JL. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat 

80. Copy LegaliSlr Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (SSB) 

tanggal21 Junl2001 Untuk. "fanah JL M.H. Thamrin No. 11 Jakarta sebesar Rp. 

1.247J!60.000,-

81. Copy Legalls:ir Kwitansi bea pero!ehan hak atas tanah dan banguoan Jl, M.H. 

83. 

84. 

Thamrin No. 11 Jakarta Pusat tangga!20 Juni 2001 sebesar Rp. 1.247.960.000,-

Tanah .J!. H. Agus Salim I J!. Wahid Haoyim Jakarta Pusat: 

Copy Legalis!r Surat Pe~anjian Keljasama Pelaksanaan Pembuatan Sertiflkat 

Tan<:~h Jl. H. Agus SalimiJL Wahid Hasyim Jakarta Pusat No. 019B/Oirut/ENI/2001 

tgl 13 Juni 2001 

Copy Le_galisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 28 Juni 2001 sebesar Rp. 

111.425.625,-

Copy teg.allsir Kwlt.ansi tanggal29 Juni 2001 sebesar Rp, 12.3.007.500,-

85. Copy Legalislr Bukti Penge!uaran Bank tangga! 10 JuU 2001 sebesar Rp. 

111.425.625,-

86. Copy Jegalisir Kwitansl tanggal10 Juli 2001 sebesar Rp. 123.007.500,-
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Perjanjian Sewa Menyewa PT. Sartnah dengan PT. Bank Mand!ri: 

! Copy Legallslr Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Cahang Jakarta Sarinah No. 

Cab.4011581anggal 2.9 Oktobar 1999 kapada Oireksl PT. Sa~nah (Persero) perihal 

perpanjangan sewa ruangan kantor 

68. Cop_y Legalisir Surat Oirektur Operasi PT. Sarinah kepada PT. Bank Mandiri No : 

850/DIR 01/EIXI/1999 tanggal 1!? Ncpember 1999 tentang perpanjangan sewa 

ruangan. 

89. Copy LegaUsir Surat PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Sarinah No­

Cab/382/2000 tanggal20 Nopember 1999. 

90, Copy l.egalisir Surat Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) No. 

897AIDirutJEIXIU1999 tanggal14 DeSemher 19991repada PT. Sank Mandiri C3b. 

Jakarta Sarinah perihal perpanjangan sewa ruangan. 

91. Copy Lega!isir Sural Kepa!a PT. Bank Mandlri Cab. Jakarta Sarlnah No. Gab. 

40/338A 1anggal 15: Desember 1999 kepada Direksi PT. Sarinah perihal 

/~ perpanjangan sewa ruangan l<antor. 

L.~ ( ~opy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan antara PT, Sariflah 

~---(persero} dengan PT Bank Mandiri (Persero) No. 049/0lrut!EIXII11999 tanggal23 

Desember 1999 

93. Copy Legalisir Bukti pembayaran sewa ruangao dari PT. Sank Mandiri Cab. 

Jakarta Sarinah kepada PT. Sarinah {Persero} tanggat 7 Desember-1999 sebesar 

Rp. 1.909.279.41l5,- (tahap I) .. 

94. Copy Lega!isir Bukti Penerimaan Kas Sevr.i (tahap I} tanggal 29 Maret 2000 

sebesar Rp. 1.909.279.485,-

95. Copy legalis!r _Buktl Pambayi;irarr Sewa Ruangan dari PT . .Sank Mandiri Cab. 

Jakarta Salinah kepada PT. Sarinah (Per:sero) tanggal27 Maret 2.000 sebesar Rp. 

1Jlv9.279A85,- ftahap II) 

96. Copy Legalisir Bukti Penerimaan Bank pembayaran sewa (lahap II) tanggal 29 

Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,~ 

97. Copy Legalisir Bukti Penerimaan Kas sewa (tahap II) tanggal 10 April 2000 

sebe~ar Rp, 1.909.279.485,-

98. . Copy Legallsir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 31~12-1999 sebesar Rp. 

381 ,855.000,~ untuk pembayaran discount sewa ruangan (tehap I) yang disetujul 

Yustlan Ismail 

99. Copy legallsir Bukti Pengeiuaran Bank tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 

381.855.000,- untuk pembayaran dJscount sewa ruangan {tahap II} yang disetujui 

dan diterlma Drs. I manu 'JVldodo 

Renovasi Gedung Sarinah Juanda 

100. Copy Legalisir Bukti Pen~eluaran Kfls tanggal 4 Januari 2000 sebesar Rp. 

142.000.000,~ yang diterlma a!eh Yustian Ismail untuk renovasi gedung Sarinah 

1 , Juanda 

\. 101~fOPY Legalisir Berita Acara Pembongkaran 8anguilan Tambahan di Jl. H. Juanda 

'· / 
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Q.o, 27 Jakarta NoAOirut/IN/2001 

f opy Legalislr Sural Komisaris Utama Pr. Sarinah {Persero) tentang Perjanjian 

f ewa Menyewa Ruangan Nomor: 25/DekomJENI/2001 tanggal7 Juni 2001 

} 103. Copy legalisir Surat Pemyataan Drs. Yustlan ism ail tanggal3 Januarl2002 

~ Pencairan Deposito dan Pinjaman Sementara 

104. Copy lcgalisir Memo lsmaJ!.Yustian /Oirektur Utama PT. Sarinah kepada Kepala 

Cab Sarinah DKI tanggal 10 April 2001, untuk mencairkan deposito Rp. 

\ /900.000.000,- untuk keperluan kantor pusat 

)~ Copy Legatlsir tanda terima uang sebesar Rp. ~.000.000,- tanggal 10 April 2001 

10fL Copy Legalisir Inter Officer Memo No. 934/STNII/ff2001 tanggal 3 Jul.i 2001 dari 

G.M. Sarinah Cab. OKI kepada Biro Akuntansi dan Keuangan PT. Sarinah 

107. Copy legallsir Bukt! Pehgeluaran Bank PT. Sartnah Cab. DKI tanggal 3 Juli 2001 

sebesar Rp. 640 . .250.000,-

108. Copy Legalisir Memo Yustian Ismail I Dlrektur. Utama PT. Sarinah (Persero) 

kepada Sarinah Cab. DK1 tanggal 12 Oktober 2000 untuk mengeiuarkan uang 

\ _, sebagai pinjaman sementara sebesar Rp. 30.000.000,-

. }~Copy Legalfsir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 12 Oktober 2000 sebesar Rp. 

30.000.000.~yang diterima Yustian Ismail sebagal pinjaman sementara 

110. Copy Lega!isir Memo Yustian. Ismail kepsda GM. Cab. DKI tanggal 12 Januari . 

2001 untuk mengeluarkan uar.g sebagai pinjaman sementara sebesar Rp. 

( ./ 110.000.000,-..:*.· Copy Legal!str Suldi Pengeluaran Bank tanggal 12-1-2001 sebesar Rp. 

- 110.000.000,- yang diterima Yustian Ismail. 

~ Copy lega!islr Bukti Penerimaan Bank Pengembalian Discount sewa Bank Mandiri 

'{ ) tanggal11 April2001 sebesar Rp 738.710.000,-

K Copy lega!isir Bukti Penerimaan Bank Pembayaran Hutang tangga111 April2001 

~ sebesar Rp. 140-000.000,-

( 114':j Copy Legalisir Surat Pemyataan Mantan Dlreksi PT. Sarlnah tenggal 3 Januari 

'-._., 2002, 

Rekening Koran dan Buku Mub:~Sl Bank 

115, Asli Rekenlng Koran PT. Bank Oagang Negara (Persero}/9ank Mandi.ri No 

Rekenlng: 0400073626 bulan September 1999 

11G. Asli Rekening Koran Bank 8umi Oaya No Rekening : 01008740 bulan Oktober 

1999 

117. Asli Rekening Koran PT. Sank Oagang Negara (Persero) I Bank Mandirl No. 

Rekening ; 0400073626 bulan Desr:mber 1999. 

1113. Asll Rekenlng Koran Bank Yudha 8haktl No. Rekening: 0100010771 pertoda 01 

Januari 2000 sld 31 Januari 2000. 

119. Asll Reken!ng Koran Bank Yudha Bhakti No. Reken!ng : 0100010771 period& 01 

Febmari 2000 sld 29 Februari 2000. 

120. Asn Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara {Persero) No.Rekening 

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH UI, 2009



0400073626 bulan Maret 2000. 

121. Asli Rekening Koran PT. Bank Bum! Daya No. Rekening: 01008740 periode bulan 

Maret 2000. 

122. Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara {Persero)/ Bank Mandiri No. 

Rekening : 04.00073626 bulan April 2000. 

123. As!l Rekening koran Bank Bumi Daya No. Rekening: 01008740 bulan Aprii2000. 

124. Asli Rekening Koran Pi. Sank Dagang Negara {Persero)J Bank Mandiri No. 

Reken1ng : 0400073626 bulan-Mel 2000. 

125. Asl! Rekenlng Koran Bank Bumi Daya No. Rekening; 01008740 bulan Juli ;.WOO, 

126. Asli Rekening Koran Bank Bumi Daya No. Rekening: 01008740 Pulan Agustus 

2000. 

127. Asll Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening: 0400073626 bulan September 

2000. 

12B. Asli Rekening Koran Bank Mandlrt No. Rekening : 103 ~ 0067000022 pefiode 

01111/00 S/d30111/00. 

129. Asli Rekening Koran Bank Mandlri No. Rekenlng : 103 ~ Oti90625894 periode 

01111/00 sld 30111100. 

130. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Reke:ning : 103 ~ 0086294838 periode 

01112100 sld 31112100 

131. Asfj Rekenlng Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0067000022 periode 

01/12100 s/d 31/12100 

132, As!i Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0067000022. periode 

01101101 sld 31/01101 

133. Asli Rekening Koran Bank Mandlri No. Rekening : 103-0093693543 periode 

01102101 sld 28102101 

134. Asli R~kening Koran Bank Mandiri No. Rekening :103..0067000022 p~rlode 

01102101 S/d 28102101 

135. Asli Rekenlng Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-00B$294838 periode 

01103101 s/d 31103101 

13ft Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0090625894 periode 

01/03101 s/d 31/03101 

137. Asli Rekenlng Koran-Bank Mandlri ~!o. Rel\ening :103-0067000022 periode 

01103/01 sld 31103101 

138. Asli Rekenlng Koran Bank Mandirt No. Rel<ening 103--0086294836 periode 

01104101 s/d 30104101 

139. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103--00906:25894 periode 

01104101 sld 30104101. 

140. Asli Rekening Koran Sank Yudha Bhakti No. Rekening ~ 0100010771 periode 01 

Juni 2001 sld 30 Juni 2001 

141. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-00862948a8 periode 

01106101 s/d 30100/01 
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142. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rel«mlng :1 03·0067000022 periode 

01/061ll1 sld 30/06101 

143. Asli Rekenlng Koran Bank Mandiri No. Rekening :103~0067000022 periode: 

011ll7/01 sld 31107101 

144. Asli Buku Mutasf Bank Mandlrt (EX Bank Dagang Negara) No. Reken!ng : 10~~ 

0090025694. 

145. Asli Buku Mutasi Bank Mandiri (Ex Bank Bumi Daya} No. Rekening : 103-

0067.000022. 

146. Asll Buku Mutasl Bank Y~ha Bhaktl No. Rekenlng 010.0.010771. 

Menimbang, bahWa untuk membuktikan dakWaannya Jaksa-Penuntut 

umum, selain mengajukan barang bukti 1ersebut diatas juga mengajukan saksi­

saksi sebagai berikut: 

Saksi ke-1. bemama : Saksi ISMAIL Bin WAHAB. dimuka sldang dibawah 

suffipah pada pokoknya rnenerangkan sebagai berikut : 

bahwa saksi pemah diperik.sa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya .• 

bahwa saksi kenai dengan Tetdakwa Drs. lmanu \'Vtdodo sebagai 

man tan Direktur Operasional dan Direktur Keuangan PT. Sarlnah., 

bah'wa saksl bekerja dt PT. Sarina~h sejak November 1997 sampai 

dengan Januari 2008 se!aku Komisaris., 

bahwa saksi selaku Komrsaris bertugas antara lain : 

a. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengarahan kepada Dewan 

Direksi untuk kelancaran kegiatan usaha PT. Sarinah., 

b. Memberikan persetujuan tertulis apabila ada PT. Sarinah akan 

menetima pinjaman, memberikan pinjaman, mengagunkan aktiva, 

me!epaskan dan menghapuskan akt!va •• 

c. Memberikan pengarahan terhadap kcbijakan pada perusaha8n 

apabila ada perubahan struktur organisasi dan pengangkatan 

pejabat~ pejabat kunci., 

bahwa PT. Sarinah .sahamnya 100 % (seratus pemen) milik 

pemerintah,, 

bahwa Terdakwa Drs. !manu Widodo sebagai mantan Direktur 

Opera'sional dan Direktur Keuangan bersama~sama dengan Yustian 
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Ismail selai<U Direktur Utama PT. Sarinah bertugas melaksanakan 

keg!~tan segala aspek yang menyangkut jalannya perusahaan untuk 

tujuan provit dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku 

terhadap perusahaan BUMN., 

bahwa saksi pemah mendengar adanya permasalahan di PT. Sarinah 

menyangkut rna.salah ~f!ilh di Jalan Pancoran dan Jalan Thamrin., 

bahwa saksi pemah mendengar dalam rapat dengan direksi tentang 

rencana persertifikatan tanah mi!ik PT. Sarinah di Pancoran dan itu baru 

merupakan wacana karena menyangkut biaya yang beium tersedia dan 

belum dianggarl<an., 

bahwa untuk persertifikatan tanah di Jalan Thamrin dan Jl. Agus Salim 

tidak pernah dibicarakan dalam RUPS ., 

bahwa begitu juga renovasi gedung di Jatan Juanda juga direksi tid~k 

pemah membicarakan dalam RUPS., 

bahwa untuk pengurusan sertifikasi tanah Pancoran setahu sai\si PT. 

Sarioah telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 4 Milyal' sedangkan untuk 

tanah di Jln. Thamrin sebesar Rp. 2 Mityar., 

bahwa untuk menunjuk Notaris adalah kewel"langan dari Direksi akan 

tetapi seharusnya Direksl metaporkannya pada Komisaris., 

bahwa sebelumnya saksi tidak kenai dengan Djafron Rivai dan Pudji 

Rahardjo dan baru mengenalnya belakangan., 

bahwa penunjukan terhadap Notaris yang melaksanakan pensertifikatan 

tanah mt!ik PT. Sarinah seharusnya meJalui tender dan kenyataannya 

saksi baru mengetahui dilakukan secara penunjukan langsung., 

bahwa saksi selakU Komisaris tidak pemah diajak bicara oleh Direksi 

tentang penunjukan terhadap Notarts Sulistio., 

bahwa dana unti.tk proses pengurusan pensertifikatan sudah dibayar 

o!eh PT. Sarinah., 

bahwa dari hasil pen~rtifikatan tanah di Pancoran ada berupa sertifikat 

akan tetapi setelah direk temyata palsu., 

bahwa seda_ngkan untuk pensertifikatan tanah di Jln. Thamrin belum 

.:Jda., 

bahwa tanggung jawab pensertlfikatan adalah Direksi., 

bahwa seksi setelah kejadian baru mengetahui apabila Nota!'is Sullstio, 

SH ternyata tidak ada., 

Bahwa pembiayaan pengurusan pensertifikatan tanah mumi keuangan 

PT. Sarlnah., 
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bahwa dalam penunjukan langsung yang dllakukan oleh Yustian Ismail 

kepada Notari_s Suiistio, tanpa sepengetahuan komlsarls .• 

bahwa Kom!saris bisa menolak apabila mengetahui adanya 

penyimpangan., 

bahwa saksi fidak pemah dlberitahu oleh Direksi baik secara tertulis 

rnaupun lisan terhadap sewa menyewa dan discount khusus yang 

diberikan oleh Yustian Ismail dan lmanu V\lidodo terhadap Bank Mandiri 

Sarinah., 

bahwa kemudian langkah yang diambil setefah mengetahui adanya 

penyimpangan dalam perjanjian ke~asama peJaksanaao sertifikasi tanah 

adalah, perlama Komisaris membahas bersama dengen Direksi dan 

melapoikan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib dan pada 

akhimya Sdr. Djavron Rivai dan Puji Raharjo dapat dihukum masing­

masing 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian terhadap Mantan Direksi 

yaitu Sdr. Yustian Ismail, Sdr. lmanu Widodo dan Sdr. Boediharto 

dipanggil dalam Rapat Oireksi dan Dewan Komisaris, selanjutnya diambil 

jalan tengah kepada para mantan Direksi untuk mengganti kerugian 

yang di derita oieh PT. sa·nnah dan mereka bertiga menyanggupinya, 

akan tetapi sampai sekarang tidak dapat ter1aksana sama sekali., 

bahwa di pesidar:gan saksi di tunjukan barang bukti berupa Sertifikat 

tanah yang berada di Panoor~n dan membenarkan bahwa sertifikat 

tersebut tidak terde.ftar dan tidak pemah dikeluarkan oleh BPN Jakarta 

Selatan. 

Saksi ke-2 bemama: NY. RETNO SIREGAR, dimul<a sidang dibawah sumpah 

pada pokoknya menerangkan sebagat berlkut : 

bahwa saksi pemah dlperiksa dihadapan penyidil< dan membenarkan 

keterangannya., 

bahwa saksi kenai dengan terdakWa Drs lmanu Widodo selaku mantan 

Oirek:tur operasi dan Direktur Keuangan PT. Sarlr.ah., 

bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sebagai Komisaris sejak tahun 1995 

sampai dengan Januari 2008., 

bahWa selaku Komisaris di PT. Salinah bertugas an tara lain : 

a. Memberikan persetujuan tertu!is apabila ada PT. Sarinah akan 

menerima pinjaman, memberikan pinjaman, mengagunkan aktiva, 

melepaskan dan menghapuskan aktiva., 
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b. Memberik.an pengarahan terhadap kebijakan pada perusahaan 

apabiia ada peruhahan struktur organisasi dan pengangkatnn 

pejabat- pejabat kunci., 

bahwa sebagai komisaris juga mempunyai wewenang untuk mefarang 

kebijakan perusahaan yang dinilai t::urang kondusif dengan catatan 

dilaporkan o!eh Direksi., 

bahwa pensertifikatan tanah milik PT. Sarinah seharusnya ada 

persetujuan dari Komisaris terlebih dahulu., 

bahwa untul< sertlfikasi tanah Pancoran awafnya tidak tahu namun dalam 

rapat buJanan dengan Direksi pemah dlberitahu., 

bahwa dana untuk persertifiklatan tanah di Pancoran sudah dikeJuarkan •• 

bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dt Sarlnah apabila pengadaan 

barang dan ja~ dengan nilai lebih dari 100 juta maka harus dilakukan 

tender dan terhadap sertffikasi (larusnya dilakukan tender ter!eblh 

dahulu., 

bahwa saksi baru mengetahui apabila Nctaris SuUstio, SH adalah fiktrf 

dari laporan audit khusus., 

bahwa angaran ontuk pensertifikatan terhadap tanah milik PT. Sarinah 

belum.masuk dalam RKAP., · 

bahwa PT. Sarinah bergerak dafam bidang Ritel dan persewaan 

gedung., 

bahwa terhadap persewaan gedung yang difakukan o!eh PT. Sarinah 

saksi tidak mengetahuinya !<arena tidak pernah dlbicarakan dalam rapat 

antara Direksi dengan Komisaris., 
" 

bahwa saksi sebagai Komisarls tidak pemah diajak bicara dalam hal 

pemberian discount oleh Dfreksi PT. Sarinah kepada Sank Mandiri., 

bahwa pendapatan sewa gedung akan tampak pada laporan berkala 

tahunan., 

bahwa Bank Mandiri pemah menyewa ruangan mllik PT. Sarineth., 

bahwa PT. Sarinah pemah dilak:ukan audit khusus pada tahun 2002., 

bahwa akibat perbuatan Yustian Ismail dan Terdakwa !manu Widado 

mengakiba:tkan PT. Sarinah merugi sebesar kurang lebih Rp. 5,4 Milyac, 

- bahwa akibat kerugian tersebut Komisatis pernah memanggil Direksi PT. 

Sarinah yaitu Yustian Ismail, Terdakwa lmanu Wldodo dan Soediharto 

dan hasilnya Direksi menyanggupi untuk menggantlnya akan tetapi tidak 

dapat terlaksana hingga sekarang., 

bahwa saksi dipersidangan ditunjukan barang buktl berupa sertlfikat 

tanah Pancoran dan membenarkan bahwa sertifikat tersebut adalah 
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tidak pemah terdaftar dan tidak pemah dikeluarkan oleh BPN Jakarta 

Selatan. 

Saksi ke-3 bemama : FERRY MANGAPUL PASARIBU, dlmuka sidang dibawah 

sumpah pada pokaknya menerangkan sebagai berikut : 

bahwa saksi pernah diperiksa d1hadapan penyidik dan membenarkan 

keteranganoya., 

bahwa saksi kenai dengan terdakwa Drs. !manu Wldodo sebagai Mantan 

Direlctur Operasional dan Direktur Keuangan PT. Sarinah., 

- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak Fabruari 1992 sampai dengan 

sekarang dan saat ini menjabat sebagi Asisten Direksi Bidang Perseroan 

dan Kinerja Anak Perusahaan namun sebeiumnya pemah pada tahun 

1999 sampai dengan 2004 sebagai Kepala Divtsi Properti., 

bahwa sebagai Kepala Divisi Properti PT. Sarinah bertugas antara lain: 

- Memasark.an ruangan sewa., 

- Menerbitkan surat teguran terhadap penyewa yang belum 

melaksanakan kewajlbannya., 

-Melakukan pemeliharaan gedung dan perafatannya., 

bahwa saksi pemah dimintakan oleh terdak:wa !manu Widodo untuk 

membuat perjanjian ketjasama pensertifikatan tanah dengan Notalis 

Sulistio, SH untuk ianah Jln. Th3mrln dan Jln. AsJus Salim,, 

bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat perjanjian tersebut 

adafah lmanu Widodo yang pada saat itu menjabat Oirektur Keuangan 

PT. Sarinah dalam Perjanjian pensertffikaten antara Sarinah dengan 

Notaris Sul!stio, SH., 

bahwa saksi membuat konsep perjZ:~njian ke~asama pensertifikatan 

tanah di Jln. Thamrin dan J!n, Agus Salim dengan cara mencontoh 

perjanjian kerjasama ts:nah di Pancoran yang tertebih dahulu dlbuat oleh 

Sdr._Andi Fajar pada tahun 1999., 

bahwa TerdakWa !manu Widodo memerintahkan saksi untuk membuat 

draft petjanjian untuh tanah Jln. Thamrin dengan nllai kedasama kurang 

lebih Rp. 859 juta, 'sedangkan untuk tanah Jln. Agus Salim sebesar 

· kUranglebih Rp. 891.000.000,-

bahwa saksi baru mengetahui surat peljanjlan pensertlfikatan tanah di 

Pancoran pada saat saksi diperintahkan oleh T erdakwa I manu Widodo 

untuk membuat peljanjian kerjasama tanah dl Jln. Thamrin .• 
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bahwa proses ke~asama sertifikasi fanah mitik PT. Sarinah dl Pancoran. 

Jln. Thamrin dan Jln. Agus Salim I Wahid Hasyim tidak dilakukan proses 

tender melainkan penunjukan langsung ofeh Yustian Ismail selaku 

Direl<tur Utama., 

- bahwa saksi pernah bertemu dengan Moh. Djafron Rivai yang mengaku 

orang dari kantor Notarls.Sulistio, SH., 

bahwa pada tahun 2001, Dlreksi bam ?T. Sarinah meminta bertemu 

dengan Notaris Suflstlo, SH dan saksi mencoba menghubunginya notaris 

tersebut melalui telephone akan tertaP.i tidak aktif kemudian saksi pergi ke 

kantor Notaris Sulistio temyata tidak ada di alamat tersebut., 

bahwa selanjutnya melak_ukan pengecekan sertffikat tanah Pancoran 

kepada Kantor BPN Jakarta Selatan dan hasilnya sertifikat tersebut ttdak 

pemah dnert>itkan oleh Kantor BPN Jakarta Selatan., 

bahwa ada beberapa nama staff BPN yang tercantum dalam sertifikat 

tanah Pancoran namun tldak diakui keberadaannya oleh BPN .• 

bahwa kemudian setelah diketahui sertifikat tanah Paneoran tidak benar 

(palsu) maka proses sertifikasi tanah di Thamrin dan Agus Salim 

dihentikan., 

bahwa dari hasil draft pe~anjlan kerjasama tanah Thamrin dan Agus 

Salim dari saksi biasanya diberikan pada bid~ng lain (legal)., 

bahwa pada wakto itu Sdr. Andi Fajar sudah pensiun pada saat saksi 

membuat draft kerjasama sertifikasi tanah Thamrin dan Agus Salim., 

bahwa prosedur pengadaan barang dan Jasa di PT. Sarinah 

berdasarkan Standar Operating Prosedur (SOP) namun jiwanya 

merujuk dan sejalan dengan Keppres., 

bahwa pad a proses perjarrjian sewa menyewa ruangan antara PT. 

Sarlnah dengan Bank Mandiri. saksi yang membuat pe~anjian tersebut, 

bahwa dalam perjanjian tersebut Bank Mandiri menyewa ruangan untuk 

jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan tldak ada discount karena 

perjanjian suda~ dibuat dan ditanda tangani oleh ke dua belah pihak., 

bahwa proses pembayaran uang sewa tersebut dilakukan dimuka dan 

dilakukan 2 (dua) tahap, dengan nilai kurang lebih Rp. 3,8 Milya,., 

bahwa dalam pe~anjian sewa menyewa tersebut harga sudah final 

setelah adanya penandatanganan perjanjian dan tidak dimungkinkan 

ada discount., 

bahwa mekanisme penggunaan anggarail di PT. Sarinah tiap tahun 

dibuat da!am Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang 

disahkan dalam RUPS., 
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bahwa saksi 1idak ingat apakah proses sertifikasi tersebut sudah masuk 

dalam RKAP atau belum., 

bahwa untuk masalah sewa menyewa asset PT. Sarinah prosesnya 

masuk dalam Divisi Property., 

bahwa saksi dipersidangan ditunjukan barang bukti berupa sertifikat 

tanah Pancoran dan membenarkan bahwa sertifikat tersebut adalah 

tidak pemah terdaftar dan tidak pemah dikeluarkan oleh BPN Jakarta 

Selatan. 

Saksi ke-4, bemama : A. RACHMAN, dimuka sidang dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berik!Jt : 

bahwa saksi pemah dlperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya., 

bahwa saksi kenai dengan terdakwa Drs !manu Wtdodo sebagai Mantan 

Direktur Operasional dan mantan Oirektur K~uangan PT. Sarinah : 

bahvlil saksi bekerja di PT. Salinah sejak tahun 1998 sampai dengan 

pensiun bulan Maret 2008 ; 

bahv.-a pada tahun 1998 sampai dengan 2001 saksf bekerja sebagai 

Asisten Direksi, tahun 2001 sampai dengan 2005 sebagai Kepa!a Biro 

Akutansi dan Keuangan kemudi2n tahun 2005 sampai 2007 sebagai 

Kepala Biro Satuan Pengawaslntern·; 

- bahwa salaku Asisten Direksi PT. Sarinah bertugas antara lain : 

- Membahtu memberikan Advis atau masukan kepada Direksi 

khususnya yang menyangkut bidang keuangan dan akuntansi : 

- Melaksanakan tug as- tug as yang diberikan oleh Direksi ; 

bahwa sebagai Kepala Biro Akuntansi dan keuangan bertugas antara 

lain : 

a. Menyiapkan proses pembayaran baik me!a!ui kas maupun bank; 

b. Membelikan paraf pada Cek/ Giro Bank, sebelum ditandatangani 

Direksi; 

c. Menerima Pembayaran dari pelanggao, sekaligus rnenyipkan 

Kwltansi; 

d. Menyiapkan laporan posisi Kas Bank Harian kepada Dlreksi; 

e. Menyiaj)kan laporan keuangan bulanan,Triwulan, semester dan 

tahunan kepada pamegang saham (Kemenlrian BUMN); 

f. Menyiapkan rencana kelja dan anggaran perusahaan (RKAP); 

g. Menyiapkan Raalisasi Proyel<si Cash Flow tahunan be~alan; 
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·. 

h, Menyiapkan pelaksanaan perhitungan dan penyetoran kewajlban 

perpajakan; 

i. MelakUkan penagihan piutang. 

bahwa saksi pemah melakukan pembayaran terakhlr urltuk sertifikasi 

tanah pancoran dan menyimpan sertffikat tanah pancoran : 

bahwa untuk biaya pengurusan sertifikasi tanah di Pancoran sebesar 

kurang lebih Rp. 852 juta, Jln. Thamrin sebesar kurang lebih Rp. 895 juta 

dan Jin. Agus Salim sebesar kurang lebih Rp. 891 juta ; 

bahwa untuk proses biaya sertifikasi tanah pancoran seluruhnya telah 

keluar dari kas Sarinah sebesar kurang lebih Rp. 1,6 Milyar ; 

- bahwa mekanisme pembayaran dalam sertHikasi tanah tersebut diproses 

oleh bawahan saksi dengan dilengkapi kontrak ; 

bahwa saksi belum pemah bertemu der;gan Notaris Sulistio, SH ; 

bahwa jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Sarinah untuk 

kerjasama pembuatan sertlfikat adalah untuk tanah Pancoran sebesar 

kurang lebih Rp. 1.680.322.00 Mllyar, untt.:k tanah Jln. MH. Thamrin 

sebesar kurang lebih Rp. 2 Milyar dan untuk Jln. Agus Salim sebesar Rp. 

222 juta yang seluruhnya diterima oleh Sdr. Djafron Rivai : 

bahwa selain biaya pembuatan sertifikasi tanah tersebut juga 

melakukan pembayaran Restribusi ke kas daerah dan BPHTB yang 

pembayaranaya melalui Ojafron kllrang lebih se:besar Rp. 1, 6 milyar; 

bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran 

restribusi dan. BPHTB adatah Direktur Administrasi dan Keuangan Sdr. 

lmanu Widodo atas persetujuan Yustian Ismail ; 

bahwa biaya restribusi dan BPHTB tidal< tennasuk dalam biaya yang 

dianggarl<an dalam pe~anjian kerjasama.; 

bahwa anggaran sertifikasi tanah milik PT. Sarinah belum diputuskan 

dafam RUPS dan belum tercantum dalam RKAP; 

bahwa saksi melakukan pembayaran atas periotah T erdakwa lmanu 

. Wrdodo dan persetujuan Yustian Ismail selaku Direktur Utama; 

bahwa yang mengeluarkan uang discount bagi Bank Mandiri sebesar 

Rp. 798 juta adalah Sdr. Soeiarso : 

bahwa pada tanggal 10 April 2001 sesuai dengan memo Yustian Ismail 

saksi melakukan pencairan deposito Sarlnah cabang DKI sebesar Rp, 

900 juta; 

bahwa sesuai dengan arahan Oirektur Keuangan Sdr. lmanu Widodo, 

pencairan deposito Sarinah Cabang DKI tersebut dibukukan sebagai 

pengembalfan discount sewa ruangan oleh Bank Mandiri karena daiam 
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pembukuan ada pengeluaran discount tetapi tidak diterima oleh Bank 

Mandiri dan pengembalian hutang Yustian Ismail sebesar Rp. 110 juta 

dan Rp. 30 juta ; 

bahwa sesuai ketentuan di PT. Sarinah kemajuan proyek sertiflkasi 

harus ada apabila tidak ada maka uang untuk pembayaran tidak dapat 

dicairkan ; 

bahwa pengeluaran uang merupakan tangung jawab Direktur Keuangan 

dan Direktur Utama ; 

bahwa yang menandatangani ke tiga perjanjian ketjasama , sertifikasi 

tanah milik PT. Sarinah adalah Yustian Ismail selaku Direktur Utama 

namun diketahui oleh anggota direksi lain dengan cara memberi paraf; 

bahwa untuk mendapatkan pembayaran M. Djafron Rivai kadang 

menyerahkan permohonan pembayaran disertai kwitansi yang langsung 

diantar kepada Yustlan Ismail {Dirut) dan kadang ke lmanu VVidodo 

(Dirkeu) tafu biasanya saksi mendapat perintah dari Yustian Ismail dan 

lmanu Widodo untuk memproses pembayaran tersebut ; 

bahwa yang memberi persetujuan untuk dilakukan . oe:mbayaran adalah 

Direktur Administrasi Keuangan Sdr. lmanu Widodo dengan 

· membubuhkan tanda tangan da!am bukti pengeluaran bank ; 

bahwa untuk pengadaan baran!i' dan jasa diatur rnelalui SK Direksi PT. 

Sarinah (SOP) yang mengatur tentang penunjukan I pemillhan laogsung 

maupun lelang, untllk pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 

100.000.000,- rekanan yang dlundang sebanyak 5 dan paling sedikit 3 

rekanan yang diundang mengajUkan penawaran lalu dibentuk Tim 

Pengadaan Barang dan Jasa ; 

bahwa dipersidangan saksi di tunjukan barang barang berupa 3 {tiga ) 

surat Perjanjian Kerjasama penserUfikatan tanah millk PT. Sartnah 

Oerupa : voucher pembayar, biaya retribusi dan BPHTB, Sewa ruangan, 

atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa dananya telah 

dikeluarkan cleh PT. Sarinah. 

Saksi ke~5, bemama : Drs. H. SULARSO, dimuka sidang dibawah sumpah 

pada pokoknya rnenerangkan sebagaf berikut : 

bahwa saksi pemah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya ; 

bahwa sakst kenai dengan terdakwa Drs. tmanu Widodo sebagai Mantan 

Direktur Operasional dan mantan Direktur Keuangan PT. Sarinah; 

I 
' 
' 
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bahwa saksi bekerja di PT" Sarlnah sejak Mei 1998 sampai dengan 

Desember 2000, sejak Oktober 1998 sampai dengan Desember 2000 

ditempatkan sebagai Pjs. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan ; 

bahwa selaku Pjs. Kepala Biro Akuntansi dan. Keuangan PT. Sarinah 

bertugas antara lajn : 

- Mengkcordinasikan keuangan di Sarinah Pusat ; 

- Mengelola keuangan di Sarinah ; 

bahwa saksi pernah diberitahu oleh Yustian Ismail selaku Oirektur Utama 

Sarinah tentang akan adanya pensertifikatan tanah milfk PT. Sarinah 

akan tetapi saksi keberatan karena kondisi keuangan Sarinah yang tidak 

memungklnkan dan keberatan terseb,ut saksi sampaikan kepada Direktur 

Utama dan Direktur Keuangan yang pad a saat itu dijabat oleh Sdr. 

Boerliharto; 

bahwa· atas kebetatan saksi tersebut Olrektur Utama ('fustian Ismail) 

mengatakan tidak apa - apa karena pembayaran akan dilakukan secara 

dicicil ; 

bahwa sertifikasi tanah~tanah milik PT. Sarinah merupakan keputusaan 

Direksi ; 

bahwa saksi hanya mengatahui sertifikasi tanah Pancoran sedangkan 

untuk sertifikasi tanah yang lainnya tidak mengetahui karena saksi telah 

keluar dari Sarinah ; 

bahwa sartifikasi tanah panco~an pembayarannya dilakukan beri<a!i -

kali dan setiap pengajuan dibuatkan daftar secara Keseluruhan dan 

diserahkan p<ida Direktur Keuangan ; 

bahwa dafam melakukan pembayaran harus ada syarat pengeluaran 

uang yaitu adanya perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Yustian Ismail 

selaku Dlrektur Utama PT. Sarinah dan Notaris Sulistio ; 

bahwa PT. Sarinah adalah mi!ik negara dikarenakan saham pemerintah 

sebesar 100% (seratus persen}: 

bahwa untuk proses pencairan keuangan biasanya rekanan mengajukan 

pembayaran dan saksi selanjutnya membuat voucer pembayaran ; 

bahWa dana untuk sertifikasi tanah pancoran sudah keluar dart Kas PT. 

Sarinah; 

bahwa pembayarannya dilakukan dengan cek giro, dan keputusan 

mengeluarkan uar.g dari Direktur Keuangan ; 

bahwa sertifikasi tanah pancoran pada tahun 1999 tidak dibicaral<an 

dalam RUPS dan tidak tercantum dalam RKAP; 

----
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bahwa proses sertifikasi tanah pancoran dilakukan secara penunjukan 

langsung oleh Direksi yaitu Direktur Utama namun diketahui oleh 

An_ggota Oireksi Lain.; 

hahwa untuk pefaksanean pensertffikatan. tanah milik PT. Sarinah 

mekanisme pemhayarannya dibuat secara bertahap sete!ah ada tagihan 

bahwa yang mengambil pembayaran adalah Sdr. Djafron Rivai dan 

dokumen yang ditampirkan adalah sural dari notarls dan rfncian 

pembayaran ; 

bahwa dalam pengadaan barang clan jasa di PT. Safinaih berlaku 

aturan intern perusahaan yaitu SOP (standar operating prosedur) dan 

saksi hanya melakukan alas perintah Direksi ; 

· bahwa proses sertifikasi tanah tersebut tidak sepenuhnya aturan dalam 

pengadaan barang dan jasa diikuti oleh Direksi ; 

bahwa PT. Sarinah selain proses sertH'ikasi juga mengeluarkan uang 

untuk BPHTB dan Restribusi dan hal tersebut diluar petianjian 

kefjasama sertifikasi ; 

bahwa saksi pemah melihat sertffikat pa!su tanah pancoran karena 

ditunjukkan o!eh A R&chman ; , 

bahwa Bank Mandiri pemah melakukan sewa ruangan dengan Pl. 

Sarinah dan saksi pemah diberitahu oleh Direkttir Keuangan ( !manu 

W!dodo) tentang masalah Discount untuk bank Mandiri dan yang 

memetintahkan pengeh,Jaran discount adalah Direldur Keuangan (!manu 

Widodo); 

bahvm yang menentukan pemberian discount adalah kewenangan 

Direksi: 

bahwa saksi mengetahui adanya disposisi dari -Yustian Ismail tentang 

pemberian Discount ; 

- bahwa pemberian discount pada Bank Maodiri dilakukan setelah 

perjanjian sewa ditanda tangani antara Direktur Utama dengan Kepala 

Cabang Bank Mandfri Sar!nah ; 

bahWa benar ada pengeluaran uang sejumlah Rp. 142 juta untuk 

renovasi ge<lung Sarinah Djuanda dan yang menerima uang: tersebut 

ada!ah Yustian Ismail ; 

bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukti berupa : 3 (tiga) 

surat perjanjian kerja sama yang ditandangani oleh Yus«an dan Notarjs 

Sufistlo, biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas 

barang buk1i tersebut saksi membenarkan bahwa danaonya teiah 
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dibayarkan dan sertifikat tersebut adalah tidak pernah dikeluarkan oleh 

BPN Jakarta Selatan. 

Sakai ke-6, bernama : SUPRAPTONO Bin NGADIWON, dimuka sidang 

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai belikut : 

bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya ; 

bahwa saksi kenai dengan terdakwa Drs. !manu Widodo sebagai Mantan 

Direldur Operasional dan mantan Oirektur Keuangan PT. Sarinah 

namun tidak ada hubungan keluarga; 

bahw~ saksi bekerja di PT. Sarinah tahun 1983 sebagai kasir di restoran 

Sarinah, tahun 1995 diangkat sebagai Kasi Verifikasi d! Biro Keuangan, 

tahuo 1998 sampai dengan tahun 2006 diangkat menjadi Manager 

Keuangan dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Biro Satuan Pengawas 

Intern sampai dengan sekarang ; 

bahwa saksi selaku Manager Keuangan PT. Sarinah· berugas antara 

.lain : 

- Pengendalian Gash Flow (penerimaan dan pengeluaran) 

- Laporan berkala meliputi laporan Cash Flow ; 

- Verifikasi terhadap transaksi keuangan 

bai1wa pemegang saham PT. Sarinah adalah 100 % (seratus perseo) 

milik Pemerinah Indonesia ; 

bahwa mekanisme pelaporan keuangan di PT. Sarinah adalah semua 

hasJI baik kegiatan riteJ, persewaan serta perdagangan disetorkan ke 

rekening perusahaandan dibuatkan voucher hukti penerimaan bank. dan 

mekanisme pelaporan keuaogan diatur dalam .sistem dan prosedur 

perusahaaan ; 

b?Ihwa saksi pernah melakukan pembayaran untuk proses sertifikasi 

tanah milik PT_ Sarinah antara lain untuk tanah Pancoran sebesar 

kurang lebih Rp. 1,6 Milyar, tanah Thamrin sebesar kurang lebih Rp. 2,1 

Milyar dan tanah Agus Salim sebasar Rp. 200 ]uta ; 

bahwa saksi, pernah mengeluarkan uang untuk renovasi gedung 

Djuanda sebesar Rp. 142 juta dan uang discount sebesar Rp. 769 juta ; 

bahwa da!am melakukan pembayaran saksi tidak pemah berhubungan 

langsung dengan Notaris Sulistio ; 
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bahwa saksi mendapat perintah dari Ka, Biro Keuangan, Direktur Utama 

dan Direktur Keuangan untuk melakukan pembayaran kepada pihak 

Notaris Sulistio ; 

bahwa nilai total untuk proses sertifikasi adalah kura-ng lebih sebesar Rp. 

4 Milyar, 

bahwa dalam proses pembayaran dokuf!len yang diminta adalah 

kwitansi dan berlta acara kemajuan pekerjaan ; 

bahwa sewaktu penagihan Sdr. Djavron Rival hanya menggunakan 1 

(satu) surat kuasa untuk menerima keseluruhan pembayaran yang telah 

dikeluarkan oleh PT. Sarinah ; 

bahwa surat kuasa yang dibawa oleh Sdr, Djavron Rivai untuk 

mengajukan pemhayaran BPHTB adalah bukti pembayaran yang telah 

dilakukan oleh pjafron dan dlsposisi dari direksi ; 

bahwa Bank Mandiri pernah me,akukan sewa ruangan kepada PT. 

Sarinah untuk penode 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 3.818.558.970 yang 

dibayarkan dengan cara transfer ke rekening PT. Sarinah. masing ...:.. 

masing sebesar Rp. 1.909.279.485,- pada bulan desember dan Maret 

2000; 

bahwa pemberian discount sebesar Rp. 763.710.000,- yang diberikan 

oleh PT. Sarinah tersebut atas kebijakan Direksi sedangkan yang 

menerima adalah Yustian Ismail dan lmanu Wldodo ; 

bahwa selama saksi menjabat Manager Keuangan belum pernah ada 

pemberian discout setelah penandatangan Surat Perjanjian dan baru 

ada kali terhadap Bank Mandiri saja yang mendapat discount; 

bahwa dipersida11gan saksi ditunjukan barang bukti berupa surat 

pe~anjian kerja sama yang ditandanganl oleh Yustlan dan Notaris 

S1,11istio, biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikattanah pancoran, atas 

barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah 

dibayarkan dan sertifikat tersebut adalah lidak pemah dikeluarkan oleh 

6PN Jakarta Selatan (palsu). 

Saksl ke·7, bemama : SRIYANTI, dlmuka sidang dlbawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagal berikut : 

bahwa saksi pemah diperiksa .::lihadapan penyidik dan membonarkan 

keterangannya ; 

bahwa saksi kenai dengan terdakwa Drs. lmanu W>dodo sebaga! Mantan 

Direktur Operasional dan mantan Direktur Keuangan PT. Sarinah 

namun tidak ada hubungan keluarga; 
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bahwa sak:si bekerja di PT. Sarinah tahun 1986 9ibagian penerimaan 

omzet, dan pada tahun 1999 pindah ke Bagiao Keuangan {kasir) serta 

pada tahun 2007 dibagian divisi Rile! ; 

bahwa tugas saksi selaku kasir di PT. Sarinah yaitu menerima dan 

mengeluarkan ceklgiro yang sudah df Ace Ka. Biro dan sudah ditanda 

tangani oleh Direk:tur Utama!Direktur .Keuangan; 

bahwa mekanisme pengeluaran dana di PT. Sarinah adalah sebelum 

sampai ke Kaslr semua data harus masuk ke verifikasi, apabila sudah 

lengkap semua data-da~ dibuatkan voucher dan diparaf oleh Manager 

dan Ka. Biro. Setelah itu dibawa ke Direktur Ke_uangan/Direldur Utama 

untuk ditanda tangani, setelah selesai voucher ditanda tangani ialu 

dibuatkan ceklgiro dan kembali lagi · ke Oirektur Utama/Oirektur 

Keuangan untuk ditanda tangani. Setelah selesai voucher dan bukti~bukti 

lainnya dan ceklglro disimpan di Kasir untuk diserahkan ke penerlma ; 

bahwa untuk pengeluaran cekfgiro Rp. 50.000.000,~ harus disetujui oleh 

Oirektur Keuangan dan untuk pengeluaran di atas Rp. 50.000.000,­

harus disetujui oleh Direktur Keuangan dan Direktur Utama; 

bahwa dalam proses -$ertlfikasi tanah saksi menyerahkan uang untuk 

pembayaran kepada Ojafron Rival : 

bahwa sewaktu mengambil pembayaran Djafron Rivai menunjukan 1 

(satu) kali surat kUasa dan untuk pengambllan setanjutnya tidak 

menunjukan surat kuasa ; 

bahwa sebelum saksi melakukan pembayaran terfebih dahulu ada 

proses verifikasi yang menandatanganinya adalah Manager Keuangan 

dan Ka. Biro Akuntansi dan ~uangan, apabila telah lengkap dibuatkan 

voucher yang diajukan ke Dirrektur Keuangan ; 

bahwa saksi tidak selafu bertemu dengan Djafron Rivai pada saat 

Djafron melakukan penagihan; 

bahwa saksi tidak lagi melakukan pengecekan terhadap voucher -

voucher yang harus dibayarkan ; 

bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukti berupa surat 

peljanjian kerja sama yang ditandangani oleh Yustfan Ismail dan Notaris 

Sulistlo, biaya. relribusl, pemberian diskon, sertifikat -tanah pancoran, atas 

barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah 

dibayarkan dan sertffikat tersebut adalah tidak pemah dike!uarkan oleh 

BPN Jakarta Selatan {palsu). 
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Saksi ke-8, bernama : SA TRIO YUDHO WIBOWO, dimuka sidang dibawah 

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

bahwa saksl pernah diperil<sa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya; 

bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak tahun 1996 dibagian Biro 

Satuan Pengawasan Intern dar:t pada t'ahun Oktober 2006 menJabat 

sebagai Manager Pengawa.san Akuntansi dan Keuangan PT. Sarinah ; 

bahwa sak.si kenal dengan Terdakwa Ors. lmanu W!dodo namun tidak 

ada hubungan keluarga; 

bahwa tugas saksi selaku Manager _Pengawasan Akuntansi dan 

Keuangan PT. Sarinah antara fain : Melakukan kegiatan pembinaan 

kepada Asisten Manager serta melakukan keg.iatan pemeriksaan seperti 

yang tertuang dalam PKPT {Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) ; 

bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Mi!ik Negara (BUMN) yang 

sahamnya 100% (scratus persen) milik Negara ; 

bahwa dalam melakukan pemeriksaan ada 2 (dua) macam pemeriksaan 

~ang dilakukan oleh Satuan Pengawas interen (SPI} PT. Sarinah yaitu 

pemeriksaan reguler dan pemeriksaa.n khusus atau investigasi ; 

bahwa saksl pemah me!akukan pernetiksaan khusus (investigasl) atas 

PT. Sarinah dengan cara saksi mencari data-data di biro akuntansi 

keua~an atas proses sertifikasi, pemberian discount dan penggunaan 

uang- uang perusahaan yang dilakukan ofeh Yustian fsmaii dan lmanu 

W!dodo; 

bahwa PT. Sarinah pemah melakukan petjanjian kerjasama sertffikasf 

tanah milik PT. Sarinah yang terietak di Pancoran, Jln. MH. Thamrin dan 

Jln. Agus Sa!imiVVahid Hasyim Jakarta Pusat yang saat itu selaku 

Oirektur Utama dijabat oleh Yustian Ismail; 

bahwa k:e 3 (tiga) pe~anjian kerjasama sertifikasf tsnah tersebut 

dirakukan oreh PT. Sarinah yang diwakili oleh Direktur Utama Yustian 

lsma.ll dan Notaris Sul\stio, SH ; 

bahwa setelah menjadi masalah kemud!an saksi bam mengetahui 

perjanjian ketjasama sertffikasi tersebut tidak melalui pelelangan akan 

tetapl ditunjuk secara J.angsung ; 

bahwa sumber dana yang digunal<.an untuk proses sertifikasi tersebut 

berasal dan anggaran PT. Sarinah ; 

bahwa seharusnya sertifikasi tanah tersebut dianggarkan terlebih dahulu 

dalam RKAP; 

~~-·-· 
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bahwa etas peljanjian keljasama sertifikasi tanah tersebut PT. Sarinah 

telah menerima 1 {satu) sertffikat untuk tanah di Pancoran akan tetapi 

belakangan di katahui temyata sertffikat tel1!ebut palsu ; 

bahwa untuk proses sertifikasi tanah pancomn PT. Sarinah telah 

mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp. 1,6 Milyar, untuk tanah 

Jin. MH. Thamrin Ielah dikeluarl<an uang sebesar Rp. 2,1 Milyar dan 

untuk tanah di Jln. Agus Salim sebesar Rp. 222.000.000,- ; 

bahwa dalam pembayaran pengurusan sertifikasi tanah milik PT. 

Sarinah tersebut yang menerima pembayaran adalah Djafron Rifai 

berdasarkan surat kuasa dari Notaris Sulistio; 

bahwa sefain uang untuk pengurusan sertifikasi tanah terse but PT. 

Sarinah juga membayar restribusi dan BPHTB melalui Sdr, Djafron Rifai ; 

bahwa dafam _pembayaran Retribusi dan BPHTB seharusnya yang 

membayar restribusi dan BPHTB tersebut adalah bagian paJak di PT. 

Sarlnah; 

bahwa PT. Sat1nah pemah melakuF~n per]anjian sewa menyewa 

ruangan dengan Bank Mandiri pada tanggaJ 23 Desember 1999 untuk 

jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp. 3,8 Milyar : 

bahwa dalam perjanjian sewa menyewa _ tid<;ik diatur mengenai di-scount 

sewa setefah surat per}anjian kerjasama drtandatangani, harga dalam 

_ surat pefjanjian harga yang sudah net apabila ada discount sebelum ada 

surat pe!janjian: 

bahwa PT. Sarinah pemah mengeluari<an uang discount sewa kepada 

Bank Mandiri . pada tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 

381.855.000 dan pada tanggal 29 Maret 2001 sebesar Rp. 

381.855.000,-; 

bahwa pada tanggat 4 Oktober 2000 terdapat pengeluaran uang muka 

untuk renovasi gedung sarinah Ojuanda sebesar Rp. 142 .000,000,- ; 

bahwa berd:asarkan perhitungan saksi yang dilakukan pemenKsaan pada 

tanggal 10 Oktober 2007 secara riil keseluruhan jumlah keruglan PT. 

Sarinah adalah sebesar kurang lebih Rp. 5.088.649.500,- (lim~ milyar 

delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembllan ribu lima 

ratus rupiah); 

bahwa dipersidangan saksi dltunjukan barang bukli berupa surat 

perja~jian kerja sama , yang ditandangani oleh Yustian dan Notaris 

Sulistio, biaya retribusi, pemberian diskon, serttf1kat tanah pancoran, ata_s 

barang bukti tefSebut saksi membenarkan bah~a danannya tel~h 
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dibayarkan dan sertffikat tersebut adafah tidak pemah dikeluarkan oleh 

BPN Jakarta Selaian (palsu). 

Saksi ke-9, bernama : KETUT ARNAYA, dimuka sidang dibawah sumpah 

pada pokoknya meneraogkan sebagai berikut : 

bahwa saksi pemah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarJ\an 

keterangannya ; 

bahwa saksi menjabat sebagai Dirut PT. Sarinah (Persero) sejak tanggal 

13 Juli 2001 hingga sekarang; 

bahwa yang menjabat sebagai Dirut PT. Sarinah sebelumnya (1997~ 

2001) adalah: 

Dirut : Yustian Ismail 

Direldur Keuangan : Boedl_harto 

Direktur Operasionai : Drs. !manu WJdodo. 

bahwa bidang usaha PT. Sarinah (Per$ero) adalah rite!. kegiatan 

persewaan ruangan dan perdagangan (ekspor, lmpo: dan distribusi) 

sejak tahun 1998.; 

,bahwa PT. Sartnah didirikan tanggal 17 Agustus 1962 sebagai 

perusahaan negera (BUMN) dan pemegang saham PT. Sarinah 

(Persero) 100% milik Pemerintah Republik Indonesia.; 

bahwa mek-anisme pelaporan l<euangan yang berlaku di PT, Sarinah, 

yailu : 

Secara umum semua kegiatan usaha PT. Sarinah (Persero} 

yang berasal dari profit center (ritet, persewaan dan 

perdagangan) langsung masukldisetor ke rekening perusahaan 

(PT. Sorinah). 

Secara perlodiklbulanan, Biro Akuntansi dan Keuangan 

melaporkan kepada Oireksl (umumnya tanggal 10 bulan 

berikutnya}, sebagai laporan bulanan. 

Oireksi menyampaikan laporan Manajemen Triwulanan. 

Semesteran dan Laporon Tahunan kepada pemegang saham. 

Laporan Tahunan yang helum di audit dan setelah di audit 

Laporan yang sudah diaudlt sebagai dasar Rapat Umum 

Pemegang Saham; 

bahwa mekanisme pencairan maupun penggunaan ,gnggaran di PT. 

Sarinah (Persero} berdasarkan dana pengajuan kebutuhan 

anggaran dari unit ke~a sesuai Rencana Kelja dan Anggaran · 

Perusahaan (RKAP), dimana : 
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• 

Nilai anggaran di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) kewenangan Oirektur Keuangan. 

Nilai anggaran Rp. 50.000.000,· atau lebih harus disetujui 

oleh Dlrektur Utama (dltanda tangani oleh Direktur Keuangan, 

dike!ahui oleh Dirut); 

bahwa saksi mengetahul dokumen dalam perjanjian pembuatan 

sertifikat tanah Pancoran-Cikoko-Mampang Jakarta Selatan se!elah 

ada laporan dan Stat Bagian Proferty (sdr. Suhodo), bahwa sertifikat 

tanah df Pancoran temyata palsu, disaat saksi baru menjabat 

sebagai Dirut sekitar satu bulan. Kemudian saksi membuat tim untuk 

menei!iti masalah sertifikat tersebut dan memeriksa dolwmen­

dokumen yang terkail; 

bahwa selanjutnya saksi minta dlcalikan dokumen proses sertifikat 

tersebut yang berupa perjanjian dengan Notaris yang ternyata fiktif, 

yaitu : 

Sural peljanjian No.042/Diru11EIIXI1999 . tanggal 1 

September 1999 yang ditandatangani oleh Yustian Ismail 

(Pihak I) dan Sulistio, SH (Pihak II); 

Surat pe~anjian No. 0198/0irut/ENI/2001 tanggal 13 Juni 

2001 yang ditandatangani oleh Yustian Ismail (Pihak I) dan 

Sulistio, SH (Pihak II).; 

bahwa pengurusan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah 

untuk tanah dl Pancoran sudah setesai tetapi hasilnya (output) 

berupa sertifikat palsu, sedangkan poses sertifikat tanah di JL 

Thamrin dan Jln. Agus SalimJWahid Hasyim tidak selesal.; 

bahwa besamya anggaran yang teiah dikeluafkan oleh PT. Sarinah 

berdasarkan lap or an hasil audit khusus tanggal 8 Oktober 2002. 

yaitu : 

Sertifikat tanah di Pancoran 

Sertifikat tanah di Jl. Thamrin 

Sertifikat tanah di Jl. Agus Salim 

Rp. 1.756.126.500,-

Rp. 2.174.291.250,­

Rp. 246.015.000,-

bahwa PT. Sarinah pemah melaksanakan peljanjian sewa menyewa 

ruangan dengan PT. Bank Mandiri pada lahun 1999, yang 

. menandatangani perjanjian adaJah Yustian Ismail sebagai Direktur 

Utama sesuai dengan surat pe!janjian No : 49/0iruVE/XII/1999 tanggal 

12 Desember 1999; 
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bahwa dalam perjanjian sewa ruangan di PT. Sarinah tidak ada 

pengaturan pemberian discount harga sewa ruangan. hal tersebut 

berdasarkan kesepakatan dengan penyewa; 

bahwa dalam perjanjian -kefjasama pembuatan sertifikat tanah 

diperlukan persetujuan dari Komisaris, sesuai Anggaran Dasar 

mengadakan keljasama operasi yang tidak dalam bidang usahanya 

untuk jangka waktu tidak Jebih dari 1 tahun atau tidak lebih dart satu 

siklus usaha; 

bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukti berupa surat 

pel]anjian kerja sama yang ditandangani oleh Yustian dan Notaris 

Sulistio, biaya ratribusi, pemberian diskon, sertlfikat lanah paocoran, 

atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa dananya telah 

dibayarkan dan sertffikat tersebut adaiah tidak pemah dikeluarkan oleh 

BPN Jakarta Selaltln (palsu) 

Saksl ke-10, bemama: YESAYA CHRITIAN OENAS, dimuka sidang dibawah 

sumpah pada pokoknya menerangkan :sebagai benKut: 

bahwa saksi pemah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarl<an 

keterangannya; 

bahwa: saksi bekerja di PT. Sartnah tahun 2001 Kepala Biro Sekretatiat 

Perusahaan dan tahun 2006 sld sekarang sebagai KepAia Biro 

Pengembangan Usaha.; 

bahwa tugas saksi sebagai Kepala Biro Sekretariat Perus.ahaan PT. 

Sarinah adalah menjadi koordinator untuk pembuatan petjanjfan dengan 

pihak lain, penerimaan surat masuk dan pengiriman surat keluar Dlreksi, 

pengurusan arsip dan inventaris pen.tsahaan, hubungan masyarakat dan 

pembelian ATK serta perawatan mobil dinas perusahaan. Kewenanga11 

saksi dalam hal keuangan hanya kepada hal~hal yang rutin seperti 

pembelian bensin perusahaan dan pengeluaran kecll lainnya. Semua 

pengelusran tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktur 

Administrasi dan Keuangan; 

bahwa saksi mengetahui adanya pengurusan sertifikat tanah milik PT. 

Sarinah hanya 1 (satu) asset yaitu tanah pancoran yang diproses pada 

awal April 2.001. yaitu tanah di Pancoran, setelah itu barn mengetahui 

bahwa tanah yang lain juga diproses sertifikatnya yaitu yang ada di JL 

MH. Thamrin No.11 dan Jl. H. Agus SalirnJWahld Hasyim Jakarta Pusat. 
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bahwa pengurusan sertifikat tanah mi!ik PT. Sarinah di Pancoran 

temyata tidak selesai karena serti!ikat yang diserahkan ke PT. Sarinah 

adalah palsu; 

bahwa mengenai anggaran yang Ieiah dikeluarkan oleh PT. Sarinah 

dalam pengurusan sertifikat tanah sekilar ± Rp. 3.000.000.000,- (tlga 

milyar rupiah).; 

. bahwa pada saat pengurusan sertifikat tanah tersebut yang menjabat 

sebagai Oirek:lur Utama adalah Yustian Ismail dan Oirektur Administrasi 

dan Keuangan adalah !manu Widodo; 

bahwa .saksi sebagai Kepala Biro Sekretariat Perusahaan. pernah 

Perkirim surat kep.ada Direktur Jendral Administrasi Hukum Nomor : 

334/SPNIIIEI2001 tanggal 24 Agustus 2001, dan jawaban alas surat 

tersebut menyatakan bahwa nama Notaris Sulistia, SH tidak pernah 

terdaftar di Oepartemen Kehakiman dan sertifkat pancor.an tersebut 

setelah di cek ke Kantor Perlanahan Jakarta Selatan temyata tldak 

pemah diterbitkan oleh kantor pertanahan Jakarta Selatan ; 

bahwa PT. Sarinah adalah Baden Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

sahamnya 100% (seratus persen) milik Negara ; 

bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukl:i berupa surat 

perjanjian kerja sama yang ditandang>lni oleh Yustlan Ismail dan Notarts 

Sufistio, biaya retdbu~i. · pembetian diskon, sertifikat tanah pancoran, 

atas barang bukti tersebut saksi membensrkan bahwa dananya telah 

dlbayart<an dan sertffikat tersebut adalah 1idak pemah dikeluarkan oleh 

BPN Jakarta Selatan (palsu) 

Saksi ke-11. bernama : RlNI WULANOARI, dlmuka sidang dibawah sumpah 

pada pokoknya menerangan seb?gai belikut : 

bahwa saksi pemah diperjksa dihadapan penyidi!< <ian membenarkan 

keterangannya ; 

bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah pada tahun 1999 s/d 22 Oktober 2002 

selaku Ka. Biro SDM dan pada periode Oklober 2002 sld sekarang 

menjabat sebagai Oirektur Administrasi dan Keuangan.; 

hahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Administrasi dan 

Keuangan: 

- Mengkoordinir dan bertanggung jawab alas 4 Un~ usaha (Biro) 

- Biro Keuangan dan Akuntansi. 

~ Biro Sekretariat Perusahaan, 
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- Biro Tehnologi lnformasi 

- Program Kemilraan dan Bina Ungkungan (un~ PKBL) 

~ Bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab atas 

kelancaran oper~siona1 perusahaan sesuai dengan Anggaran 

Da;ar PT. Sarinah (Pernero) dan Job Discritip!ion DireksL 

- Dalam pelaksanaan_ tugasnya bertangguhg jawab langsung 

kapada Komisaris dan pemegang saharh. 

bahwa secara umum prosedur Pengeluaran Keuangan dan pertanggung­

jawaban keuangan dlatur berdasarkan sistem dan prosedur A<tministrasi 

dan keuangan adalah : 

a, Melalui pengajuan anggaran oleh unit pengguna yang harus 

dilengkapi dengan dokumen pendukung; 

b. Pengajuan anggaran tersebut kemudian dilakukan verffikasi terhadap 

kebenarannya oleh unit KeuanganJ Akuntansi; 

c. Setelah dilakukan Verffikasi fangsung dibuat bukti I dokumentasi 

pengeluaran uang (voucher) yang disetujui ldiparaf oleh Ka Biro 

Keuangan untuk selanjutnya di tandatangani oteh Oirektur Administrasi 

Dan Keuangan (fiat bayar); 

d. Setelah voucher ditanda tangani oleh Oireksi, kemudlan diproses 

pembayaran melalui transferlcek/giro; 

e. Penanda tanganan cekiBG diatur berdasarkan balasan besaran I nllai 

tertentu : 

Sampai dengan Rp 50.000.000,- ditanda tangani oleh Direktur 

Administrasi dan 

Keuangan. 

Diatas Rp 50.000.000,- ditanda tangani Oirektur Adminfstrasi 

dan Keuangan dan Direktur Utama (sesuai SK tentang 

penandatanganan cek Th 2001). 

bahwa mekanisme petaporan keuangan yang berlaku di PT. Sarinah adalah 

sebagai berikut : 

a. Mekanisme pelaporan keuangan untuk seluruh kegiatan usaha 

diatas diatur berdasarkan Sistem dan prosedur administrasi dan 

keuangan PT .Sarinah dimana dibagi at as prosedur penerimaan 

dan pengeluaran uang. 

b. Untuk penerimaan uang prosedurnya se!uruh transaksi 

pendapatan/penerimaan uang harus disetorkan. /diterima oleh 
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Kastr./B.endahara pada Biro Akuntasil Keuangan dengan dilampiri 

bukti-ouktil dokumen-dokumen pendukung; 

Bahwa mekanisme pencairan maupun penggunaan anggaran df PT Sarinah 

diatur berdasarkan RKAP (Rencana Ke~a dan Anggaran Perusahaan} yang 

setiap tahun harus selalu dfsahkan oleh pemegang saham. RKAP ini 

merupakan koridor daiani pelaksanaan anggamn maupun rencana investasi 

perusahaan sehingga seluruh pencairan penggunaan anggaran perusahaan 

harus berpedoman pada RKAP tahunan; 

bahwa masalah pembuatan sertifikat tanah ada dimuat dalam laporan 

tahunan keuangan sesuai taporan audit tahun 2001- 2002 dan 2003 dan 

sampai saat ini masih ada karena belum terselesaikannya masalah 

sertifTkasi; 

bahwa sejak saksi menjabat sebagai Oirektur tidak pemah metihat dokumen 

serlifikat tanah, namun untuk sertffikat palsu asset Pancoran saksi pernah 

melihat foto copynya; 

bahwa saksi mengetahui petmasalahan sertffikat fiktif berdasarkan hasii 

audit khm:.ms atas pensertifikatan asset PT Sarinah terlladap permasalahan 

tersebut kami (Direksi) telah me!ak~.;kan upaya sesuai saran auditor untuk 

mengusahakan, agar meminimfze nilai kerugian PT Sarinah karena sertffikat 

fildf tersebut, melalui : 

a. Upaya pendelcatan (kekeluargaanj kepada Direksi lama Untuk 

mengembalikan nilal kerug!an tersebut, namun belum berhasU .• 

b. lindak !anjut yang kami lakukan adalah melaporkan 

permasalahan ini kepada 

pemegang saham, dan terakhlr sesuai arahan pemegang 

saham, kami diminta untuk menempuh jalur hukum untuk 

menyelesaikan masalah ini; 

bahwa bardasarkan Japoran keuangan PT Sarinah mela!ui hasil audit 

khusus dai<Jm pengurusan pembuatan sertifikat atas 3 (tiga) birfang tanah 

tersebut anggaran yang telah dikeluarkan ada!ah : 

Sertifikasi Pancoran Rp. 1.758.126.500.-

Sertifikasi Asset Thamrin Rp 2.174.291.250,-

Sertifikasi tanah H Agus Salim Rp 246.015.000,-

dan tentang mekanisme penca.irannya saksi tidak mengetahui, karena 

di!akukan pada saat periode Oireksi saat itu. Adapun sumber dana terhadap 

pengeluaran tersebut diatas berasal dari dana perusahaan; 

bahwa setiap pengeluaran anggaran harus mengacu pada RKAP yang telah 

ditetapkan dan disahkan aleh pemegang saham dan setlap peruba~an 
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anggaran I rencana anggaran yang belum di RKAP kim da!am tahun 

berjalan sebaiknya dilaporkan dan di mintakan persetujuan kepada 

Komisaris terlebih dahulu; 

bahwa PT. Sarinah menyewakan ruangan pada Bank Mandiri pada tahun 

1999 dan yang menandatangani perjanjian sewa menyewa ruangan adaiah_ . ' 

Yustian Ismail; 

bahwa terhadap pemberian diskon kepada PT. Bank Mandiri pada waktu itu 

saksi tidak mengetahui ; 

bahwa mengenai pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber 

dari PT. Sarinah diatur dalam sistem dan prosedur I pedoman tentang 

pengadaan Barang dan Jasa PT.Sarinah; 

bahwa dokumen-dokumen pengeluaran uang- meliputi : 

1. Setiap dokumen yang melahirkan hak tagih atau kewajiban 

bayar bagi perusahaan oamun bukan mengenai barang 

dagangan, antara Jain Surat perintah kefja (SPK). 

2. Voucher keuangan yang berupa bukti pengeluaran uang. 

3-. Cek, giro dan surat transfer 

bahwa yang be_rhak mcnandatangani cek! giro/transfer sesuai dengan SK 

Oireksi PT. Sarinah {Persero) No:031/KPTS/OIRUTfll\llll/2001, diatur 

sebagai berikut : 

1. Untuk nl!ai sampai dengan Rp.50.000.000 di!andatangani oleh 

Direktur Administrnsi Dan Keuangan; 

2. Untuk nilai diatas Rp. 50.000.000.- ditandatangani oleh Direktur 

Administrasi dan Keuangan bersama--sama denga:n _ Direktur 

utama; 

bahwa berdasarkan laporan hasil audit khusus. proses pensertifikatan tanah 

tersebut dilakukan metalui penunjukan langsung; 

bahwa PT. Sarinah adalah Baden Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

sahamnya 100% (seratus persen) milik Negara; 

bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukti berupa surat pe~anjian 

ke!ja sama yang ditandangani o!eh Yustlan dan Notaris Sulistio, biaya 

retribusi, pemberian diskon, sertffikat tanah pancoran, atas barang bukti 

tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah dibayarkan dan 

sertifikat tersebut ada]ah tidak pemah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan 

{palsu) 

Sakal ke-12, bemama : STEPHANUS YOHANES SABARNO, dimuka sidang 

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
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'" 

bahwa saksi pemah diperiksa dlhadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya ; 

bahwa saksi kenat dengan Terdakwa Drs. !manu Wldodo., 

bahwa saksl beke~a pada PT. .Sarinah Cabang DKI sejak sekitar Mei 19~9 

s/d Oklober 2002 sebagai G.M (Kepala Cabang) tahun 2002 s/d sekarang 

sebagai Direklur Operasi PT. Sarinah (Persero) Kantor Pusat; 

bahwa tugas dan tanggung jawab saksf selaku G.M PT. Sarinah Cabang 

DKI Jakarta sesuai S.K. Direksi PT. Sarinah KEP: 152/M·BUMN/2002 

tanggal 22 Oklober 2002. adalah : 

a.. mengelo)a Cabang DKI mulai dart perencanaan, petaksanaan 

dan pengawasan serta evaluasi untuk mencapai target usaha 

yang telah ditentukan. 

b. menyetor biaya sewa dan kontribusi Jaba 50% setiap bulan 

kepada Kantor Pusat; 

bahwa status dan kepemilikan saham PT. Sarinah (Persero) adalah 

perusahaan mllik negara (BUMN) dan kepemilikan sa ham 100% milik 

Pemerintah yang berada di bawah Kementrian BUMN; 

bahwa usaha yang dilakukan PT. Sarinah Cabang DKI Jakarta adalah 

penjualan Rite I {bisnis eceran); 

bahwa PT. Sarinah Cabang DKI Jakarta harus menyetor biaya gedung ke 

Kantor PIJ.sat, untuk mengukur pro<:!uktivitas usaha sehingga_ beban sewa 

terl/hat ada dilaporan rugi/laba per bulan; 

bahwa selain menyetor biaya sewa gedung dan kontribusl laba 50% setiap 

bulan, ada permintaan kebutuhan~kebutuhan Kantor Pusat yang langsung di 

kompensasikan sewa dan kontribusi laba 50% pada bulan berikutnya yang 

menjadi kewajiban Cabang DKI ke Kantor Pusat; 

bahwa pennintaan lain dari kantor pusat PT. Sartnah yang di kompensasi 

sewa dan kontribusi laba 50%, tersebut yartu : Pencatrao Deposito Rp. 

900.000.000,- (semhilan ratus Jt.rl:a rupiah) sesuai deni)an Memo dart 

Yustian Ismail tanggal1 0 April 2001 dengan syarat : 

a. Merupakan pinjaman Kantor Pusat dengan 

mempertimbangkan bunga deposito; 

b. Apabila sampai dengan akhir Juni 2001 belum dikembalikan 

di kompensasikan dengan se·walkontribusi laba Cabang DKI 

Jakarta; 

c. Telah dilrembalil<an sebesar Rp. 700.000.000,- {tujuh ratus 

ju!a rupiah) maka •isanya masih Rp. 200.000.000,- (dua ratus 

)uta rupiah) + bunga Rp. 20.250.000,- = Rp. 220.250.000,· 
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(dua ralus dua putuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisa 

dan bunga tarsebut di kompensasikan sewa tanggal 3 Juli 

2001 Nomor: 934/STNII/1/2001. 

bahwa semua pengeluaran uang sebesar Rp. 900.000.000,~ tersebut tefah 

di catat dalam pembukuan PT. Sarinah Cabang DKI Jakarta; 

bahwa yang memegang pembukuan atas pengeluaran uang sebesar 

Rp. 900.000.000,- adalah Rima S, SE (sekarang sebagai Direklur PT. Sari 

Valas 8arinah), Rlni Dwi Lestan, SE (sudah keluar) dan Nina Fatmawati, 

SE; 

- bahwa saksi tidak. mengetahui uang yang dJkeluarkan PT. Sarinah Cabang 

OKi Jakarta sebesar Rp. 900.000.000,- dipergunakan untuk apa, namun 

dikeluarkan sesuai permintaan dari Kantor Pusat; 

bahwa saksi telah mencairkan uang dari deposito sebesar Rp. 

900.000.000,- milil< PT. Sarinah (Persero) Cabang DKI Jakarta; 

bahwa yang berhak mengeluarkan uang dari Cabang DKI karena Unit 

Cabang I Strategi Bisnis Unit maka yang ber:hak adalah Kepala Cabang PT. 

Sarinah DKI Jakarta; 

bahwa PT. Sarinah Cabang OKI pemah mengeluarkan uang untuk: biaya 

sertifikasi tanah Pancoran sebagai berikut : 

a. Sesuai voucher tanggaJ 13 Desember 1999 mengeluarkan uang 

sebesar Rp. 44.030.000,- untuk pembayaran biaya pengurusan 

sertifikat tanah Pancoran, 

b. Sesuai voucher tanggal 4 Januari 2000 mengeluarkan uang 

sebesar Rp. 42.550.000,~ untuk pembayaran biaya sertifikasi 

tanah Pancoran termin ke-2 tagihan ke-2 sebesar 50% dan 

semua pengeluaran tersebut diterima oleh Moh. Djafron Rivai; 

bahwa untuk blaya sertifikat tanah ada surat permohonan darl Kantor Pusat 

sebesar Rp. 44.030.000,- sesuai Memo Direktur Administrasi Keuangan 

ttr~nggal13 Desember 1999, se<iangkan pengeluaran ke-11 seingat saksi juga 

ada memo/permohonan dari kantor pusat; 

bahwa biaya yang dikeluarkan dari Cabang DKI untuk sertifikat tanah telah 

dikemballkan dengan cara dikompensasikan dengan sewa 

gedunglkontribusi laba yang menjadi kewajiban Cabang DKI ke Kantor 

Pus at; 

bahwa saksi tidak pemah membaca atau mellhat mengenai kontrak 

pensertifikatan tanah Pancoran, Jl. M.H. Thamrin dan Jt. Wahkl Hasyim dan 

saksi tidak mengetahui tentang pemberian discount sewa ruangan kepada 

PT. Bank Mandiri; 

i 
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bahwa sumber dana yang digunakan untuk sertifikasi tanah berasal dari 

anggaran PT. Sarinah; 

bahwa 3 (tiga) bidang tanah milik PT. Sarinah yailu di Pancoran, Jl. M.H. 

Thamrin dan Jl. Agus Salim/Wahid Hasyim belum memiliki sertifikal tanah; 

bahwa proses penunjukan langsung/proses pelelangan untuk pengadaan 

barang dan Jasa yang berlaku di PT. Sarlnah adalah : 

L Penunjukan Langsung. 

Untuk pengadaan barang dan jasa di bawah Rp. 25.000.000,­

yang menandatangani SPK itu masing-masing Direksi yang 

membidangi, sedangkan di ntas Rp. 25.000.000,­

ditandatangani oleh Dirut. 

II. Metalui Proses Letgng 

Untuk. pengadaan b~uang dan jasa dl atas Rp. 50.000.000,­

harus melatui proses lelang oleh Tun Pengadaan Barang dan 

Jasa, penandatanganan SPK oleh Dirut 

bahwa saksi mengetahui tentang sertifikat palsu untuk tanah Pancoran 

setelah M. Djafron dan Puji Rahardjo kuasa dart Notaris Sulistio, SH 

diproses dl pengadi!an, terungkap bahwa sertifikat tanah Pancoran adalah 

palsu dan Notaris Sulistio, SH temyata tidak ada; 

bahwa PT. Sarinah adalah Bad an Usaha Mink Negara (BUMN) yang 

sahamnya 100% (seratus persen) mifik Negara ; 

bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukti berupa surat perjanjian 

ke~a sama yang ditandangani oleh Yustian Ismail dan Notaris Sulistio, 

biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas barang 

bukti tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah dibayarkan dan 

sertiflkat tersebut adalah tidak pemah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan 

(palsu) 

Saksi ko-13, bernama : AND! FAJAR, dimuka sidang dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

bahwa saksi pemah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya ; 

bahwa saks! kenai dengan Terdakwa Drs. lmanu Wtdodo namun tidak ada 

hubungan keluarga.; 

bahwa saksi sebelumnya bekeija di Oepartemen Perdagangan kemudian 

diperbantukan pada di PT. 6arinah sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 

2000 dibagian hukum PT. Sarinah ; 

bahwa tugas saksi dibaglan hukum adalah antara lain : 
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- Membanlu Direksi apabila ada Surat Keputusan - Surat 

Keputusan Intern I mutasi pegawai ; 

- Mamperbaiki kon!rak- konlrak pe~anjian apabila diberikan pada 

saksi; 

bahWa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

sahamnya 100% (seratus persen) milik Negara ; 

bahwa saksi tidak pemah mempersiapkan draft perj-anjian tanah Pancoran 

akan telapi hanya memperbaiki redaksi draft (merevisi) ; 

bahwa sa:ksi tidak tahu mengenai substansi perjanjian kerjasama sertifikasi 

lanah pancoran ; 

bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam perjanjian sertifikasi tanah d:i 

Pancoran dart saksi tidak menge-tahui kapan pe~anjian tersebut di1anda 

tangani; 

bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat draft perjanjian keljasama 

serlifikasi tanah pancoran dan saksi juga tidak tahu siapa yang 

memberikannya p_ada saksi tapi umumnya saksi menerima dari Direktur 

Utama; 

bahwa setelah dikoreksi draft peljanjian tersebl,lt oleh saksi diberikan pada 

sekretaris perusahaan ; 

hahwa pihak pertama dalam petjanjian tersebut adalah Yustian Ismail 

selaku Dirut PT_ Sarinah seclangkan pihak ke dua adalah Notatis: Su!istio, 

SH.; 
bahwa draft perjanjian tersebut oleh saksi diperbaiki yaitu mengenai akta 

pendiriao Sarinah dan saksi tidak merubah substansinya ; 

bahwa dalam pelaksaoaannya saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan 

dari perjanjian pensertifikatan tanah pancoran ; 

bahwa semua draft perjanjian dati PT. Sarinah masuk atau diterima oleh 

sa,ksi; 

bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bul<.ii 3 (tiga} surat perja.njian 

ketja sama dalam pengurusan sertffikat tanah milik PT. Sarinah atas barang 

bukti tersebut saksi membenarkannya. 

Saksi ~14, bernama : H. BOEDIHARTO, dimuka sidang dibawah sumpah 

pada pokoknya menerang'kan sebagai berikut : 

bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya ; 

bahwa saksi kenai dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga 

dengan terdakwa; 
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• 

bahwa saksi beke~a di PT. Sarinah sejak tahun 1967 dan pension pada 

tahun 2001 ; 

bahwa Tahun 1997 - februart 2000 menjabat Direktur Adminlslrasi dan 

Keuangan, kemudian pada bulan · februari 2000 - 3 Juli 2001 menjabat 

sebagai Direktur Operas!.; 

bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

sahamnya 100% (seratus persen) milik Negara ; 

bahwa dalam proses awalnya perjanjian keJjasama sertifikasi tanah 

pancoran saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahui setelah menjadi 

draft perjanjian ; 

bahwa dalam sertifikasi tanah Pancoran saksi meinbubuhkan paraf dalam 

·perjanjian kedasama sertifikasi tanah Pancoran karena diminta oleh Yustian 

Ismail yang pada saat itu sebagai Direktur Utama diruangannya ; 

bahwa .mekanisme pengeluaran uang apabila persyaratan telali terpenuhi 

maka uang bisa dikeluarkan sedangkan yang dimaksud persyaratan adalah 

laporan kemajuan dari proses sertifikasi tanah tersebut; 

bahwa saksi sebelum mengeluarkan uang dan memarar voucher melihat 

dulu kelengkapannya ; 

bahwa tugas saksi selaku Direktur Keuangan pada tahun 1997 hingga 

fabruari 2000 antara lain melihat mengenai anggaran perusahaan karena 

harus disesuaikan dengaO pengeluaran dan mellhat saldo peru3.ahaan ; 

bahwa untuk pengelu.ilra\1 uang harus dicocokk.an anggarannya apakah ada 

atau tidak: 

- bahwa untuk sertifikasi tanah pancoran anggarannya sebelumnya tidak 

masuk dalam RKAP; 

- bahvm sebelumnya saksi sudah menyampaikannya pada Direktur Utama 

(Yustian lsmai~ bahwa anggaran untuk sertifikasi tanah pancoran tidak ada 

dan Yustian Ismail menjawab nanti kita carikan dari anggaran lain ; 

bahvm D}afron Rlfai mengaku sebagai pegawai Nntaris Suli~tlo ; 

bahwa saksi tidak mengetahui apakah sertifikasi tersebut te!ah selesai 

diTaksanakan atau betum ; 

bahwa benar pada bulan februari 2000 jabatan saksi se-laku Oirektur 

Administrasi Keuangan PT. Sarinah diganti oleh Sdr. tmanu Wldodo dan 
-

saksi menjabat sebagai Dlrek:tur Operasi menggantikan lmanu Widodo ; 

bahwa selama selama saksi menjabat Direktur Administrasi Keuangan. 

saksi tidak ingat berapa Kali melakukan pembayaran untuk tanah pancoran; 

bahwa saksi tldak mengetahui ap:abila ada pengukuran tanah Pancoran ; 
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bahwa menurut arahan Direktur Utama (Yustian Ismail) dana untuk 

pensertifikatan bisa diambil dan Sarinah cabang lain ; 

bahwa di PT. Salinah ada pedoman ter.tang pengadaan barang dan jasa ; 

bahwa dalam sertifikasi Udak ·ada tender, tetapi dilakukan secara 

per,mnjukan langsung yang dilakukan oleh Yustian Ismail (Direktur Utama) ; 

bahwa dipersidangan_ saksi ditunjukan barang bukti berupa surat perjanjian -

kerja sama lanah di Pancoran, sertifikat tanah yang berada di Pancoran 

alas barang bukti tersebut saksi membenarkan. 

Saksi ke-15, bomama : YUSNIATI ASLAN, dimuka sidang dibawah sumpah 

pc,da potroknya men_erangkan sebagai berlkut : 

bahwa sai<si pemah dipen"ksa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya ; 

bak.si p3da tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 pemah menjabat 

sebagai Kepala Cabang Bank Mandili Jakarta Sarinah ; 

bahwa saksi kenai dengan Yustian Ismail dan Drs. lmanu Widodo sebagai 

pemilik gedung dimana bank Mandiri sebagai penyewa akan tetaoi saksi 

tidak pemah bertemu dengan terdakwa ; 

bahwa pada tahun 1999 Bank Mandiri ada melakukan perjanjian sewa 

menyewa ruangan dengan Sarinah, dimana perjanjian sewa menyewa 

tersebut ditanda tangani oleh saksi dan Yustian Ismail selaku Direktur 

Utama Sarinah ; 

bahwa peljanjian sewa menyewa ruangan tersebut meropakan kelanjutan 

dari peJjanjian sebelumnya, dimana sebelum jatuh tempo saksl dari pihak 

B-ank Mandiri menerima penawaran harga dan saksi ajukan ke HUB Mandiri 

'Ihamrin dan Ke Kanwil IV Thamrin Jakarta, kemudian setelah ada 

kesepakatan harga kemudian PT. Sarinah mempersiapkan draf Perjanj1an, 

seianjutnya draf tersebut saksi kifimkan ke HUB Mandiri Thamrin dan dari 

HUB Mandiri Tham:in Ke Kanwil IV i~amrin Jakarta untuk memperoleh 

persetujuan. Sete!ah memperoleh persetujuan dafi Kanwil IV Thamrin 

Jakarta draff tersebut saksi kembalikan ke Sarinah untuk dibuat Sural 

Perjanjtan, dan surat peijanjian sewa menyewa tersebut untuk jangka waktu 

3 tahun yaitu daJ:l tanggai 1 Januari 2000 sampal dengan 31 Oesember 

2003; 

bahwa harga sewa yang disepakafl adalah sebesar Rp. 3,8 Milyar untuk 

jangka waktu sewa selama 3 tahun ; 

bahwa mekanisme pembayaran sewa tersebut dilakukan secara bertahap 

dimana tahap pettama sebesar Rp. 1.909.279.485,- yang saksi bayarl<an 
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bahwa menurut arahan Direktur Utama (Yustian Ismail) dana untuk 

pensertifikatan bisa diambil dari Sarinah cabang lain ; 

bahwa dl PT. Sarinah ada pedoman ter.tang pengadaan barang dan jasa ; 

bahwa dalam sertifikasi tidak ·ada lender, letapi dilakukan secara 

penunjukan lang$ung yang dilakukan oleh Yustian Ismail (Direktur Utama) ; 

bahwa dipersidangan_ saksi ditunjukan barang bukti berupa surat perjanjian -

kerja sama tanah di Pancoran. sertifikat tanah yang berada di Pancoran 

- atas barang bukli tersebut saksi membenarkan. 

Saksl ke-15, bernama : YUSNIATI ASLAN, d!muka sidang dlbawah sumpah 

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

bahwa saksi pemah dipen'ksa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya ; 

baksi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 pemah menjabat 

sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Sarinah ; 

bahwa saksi kenai dengan Yustian Ismail dan Drs. tmanu Wldodo sebagai 

pemilik gedung dlmana bank Mandiri sebagai penyewa akan tetaoi saksi 

tidak pemah bertemu dengan terdakwa ; 

bahwa pada tahun 1999 Bank Mandiri ada melakukan perjanjian sewa 

menyewa ruangan dengan Sarinah, d!mana pe~anjian sewa menyewa 

tersebut ditanda tangani oleh saksi dan Yustian Ismail selaku Dlrektur 

Utama Sartnah ; 

bahwa perjanjian sewa menyewa ruangan tersebut merupakan kelanjutan 

dari perjanjian sebelumnya, dimana sebelum jatuh tempo saksi dart pihak 

Bank Mandiri menerlma penawaran harga dan saksi ajukan ke HUB Mandiri 

!hamrin dan Ke Kanwil IV Thamrtn Jakarta, kemudian setelah ada 

kesepakatan harga kemudian PT. Sarinah mempersiapkan draf Pe~anjian, 

selanjutnya drat tersebut saksi kirimkan ke HUB Mandiri Thamrin dan dart 

HUB Mandiri Tham:in Ke K2nwil IV Thamlin Jakarta untuk memperoleh 

persetujuan. Setelah mernperoleh perselujuan dari Kanwil IV Thamrin 

Jakarfa draff tersebut saksi kembalikan ke Sarinah untuk dibuat Surat 

Petjanjian, dan surat pe~anjian sewa menyewa tersebut untuk jangka waktu 

3 tahun yaitu da!j tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 

2003; 

bahwa harga sewa yang dlsepakati adalah sebasar Rp. 3,8 Milyar untuk 

jangka waktu sewa selama 3 tahun ; 

bahwa mekanisme pembayaran sewa tersebut dilakukan secara bertahap 

dimana tahap parlama sebesar Rp. 1.909.279.485,· yang saksi bayarkan 

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH UI, 2009



pada tanggal 30 Desember 1999 dan tahap kedua sebesar Rp. 

1.909.279.486.- yang saksi bayarkan pada tanggal 29 Maret 2000, dan 

mekanisme pembayarannya yanu langsung ditransfer ke rekening miiik PT. 

Sarinah pada Bank Mandiri Exs. Bank Dagang Negara Cabang Sarinah 

dengan No. Rek. 04000736.36; 

bahwa Bank Mandiri tidak pemah mendapat discount sewa ruangan dari 

PT. Sarinah ; 

bahwa saksi tidak pemah mendapat pengembalian discount uang sewa dari 

PT. Sarinah ; 

bahwa sebelumnya saksi pemah memtnta pengurangan hatga sewa 

sebelum penandatanganan perjanjian akan tetapi tidak ada tindak 1anjutnya 

dari PT. Sarinah ; 

bahwa di persidangan saksi ditunjukan barang bukti berupa surat perjanjlan 

sewa ruangan dan bukti pembayaran, atas barang bukti tersebut saksi 

membenarkannya baOwa yang menandatar.gani surat pe~anjian terseOut 

benar adalah saksi dan sudah dibayarkan. 

Sales! ke-16, bernama ; HARTOTO AGUS Sl'SILO, dimuka sidang dibawah 

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

bahwa saksi pernah diperlksa dihadapan penyidik dan membenarl<an 

keterangannya ; 

bahwa saksi bekerja di bidang penjualan di BNI Kantor Cabang Utama­

Melawai Raya; 

bahWa Bank BNI sebagai bank yang menerima setoran untuk penerimaan 

kas negara; 
bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bulcti berupa pembayaran 

Bea Perolehan dan Hak Atas Tanah d~n Bangunan (BPHTB) sehubungan 

dengan pensertifikatan tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di 

daerah Pancoran Jakarta Selatan dtm tanah di Jl. Thamrin No.11 Jakarta 

Pusat yaitu : 

a. BPHTB Tanah Pancoran 

- Tanggal6 Oklober 2000 Rp. 35.000.000,-

• Tangga!S Nopember 2000 Rp . 35.000.000,-

- Tanggal20 Napember 2000 Rp. 35.000.000,· 

- T anggal 6 Januali 2001 Rp. 35.000.000,-

- T anggal 8 Pebruarl2001 Rp. 35.000.000,· 

- Tanggal10 Maret 2001 Rp. 25.000.000,- . 

- Tanggal3 April2001 BQ. 25.000.000,-
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. . 

Jumlal) Rp. 225.000.000," 

b. BPHTB tanah di Jl. Thamrin No.11 Jakarta Pusat 

- Tanggal21 Juni 2001 Rp. 1.247.960.000,-

bahwa alas barang bukti tssebut saksi mengatakan bahwa Bank BNI 

Cabang Kebayoran Baru (sekarang Cabang Utama Melawai Raya) tidak 

pemah menerima setoran ters~ut; 

Saksl kt>-17 bemama : BAMBANGA WtRAWAN, dimuka sidang dibawah 

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

bahwa saksi pemah dipertksa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya: 

bahwa saksi bekerja sebagaj staff di Kanwil Badcm Pertanahan Nasiona\ 

dan sebelumnya menjabat Kasubsi Pendaftaran hak di kantor Pertanahan 

Kotamadya Jakarta Selalan : 

bahwa tugas saksi pada saat menjabat Kasubsi Pendaftaran hak adalah 

membantu tugas Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi Hak dan 

Pendaftaran T anah untuk kegiatan pendattaran hak : 

bahwa pada tahun 2001 sdr. Suhodo yang bertindak sebagai kuasa darl 

PT, Sarinah pemah mengajukan pennohonan pengecekan keabsahan 

sertffikat hak guna bangunan No. 35/Cikoko langgal23 Juli 2000 : 

bahwa atas surat dari PT. Sarinah tersebut kemudian dilakukan pengecekan 

sertifikat hak guna bangunan No. 35/Cikoko tanggal 23 Juli 2000 dan 

ternyata fidak pemah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya 

Jakarta S.alatan ; 

bahwa berdasarkao data base dan buku tanah pada Kantor Pertanahan 

Jakarta Selatan Sertlfikat hak guna bangunan No. 35/Clkoko tanggal 23 Juli 

2000 merupakan tanah milik lr. Atmoso Soehoed dengan pemegang hak 

lama PT. Taman Mutiara Prima ; 

bahwa biaya pengukuran tanah sesuai ruas bidang tanah yang telah 

ditentukan sesuat daftar Penetapan satuan biaya pengukuran dan 

pemetaan tahun 2000 yang dltetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta; 

bahwa untuk pemberlan hak pemohon diwajibkan mernbayar Bea Perolehan 

nak tanah dan bangunan Sesuai ketentuan Undang Undang No. 21 tahun 

1998 jo No.20 Ia hun 2000 tentang BPHTB. Yang besamya sesuai rum us 
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5% ( Nilai perolehan Tanah - Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang 

Pemasukan ); 

bahwa untuk pengurusan sertiflkat tanah milik PT. Sarinah dengan luas 

kurang lebih 23.000 m 2 tidak menghabiskan biaya hingga milyaran rupiah ; 

bahwa di persidangan saksi ditunjukan barang buktt sertifikat tanah 

dipanooran dengan sertifil<at hak guna bangunan No. 35/Cil<oko tanggal23 

Juli 2000, atas barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa sertffikat 

tersebut adalah bukan produk BPN dan lidak pemah mengeluarkannya. 

Saksi ke-1~ bernama : YusUan Ismail, dimuka sidang dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai ben1u .• 'i : 

bahwa saksi pemah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya; 

bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 

2001 dan menjabat Direktur Utama PT. S:arinah; 

bahwa PT. Sarinah adalah Baden Usaha Miiik Negara (8UMN) yang 

sahamnya 100% (seratus persen) milik Negara ; 

bahwa saksi sebelum diangkat sebagai Direktur Utama Sarinah menjabat 

atase perdagangai1 di Saudi Arabia ; 

bahwa sksi yang merekrut sa~.si fmanu Widodo sebagai GM di toko Sarinah 

T.hamrin; 

bahwa sekitar tahun 1998, saksi menghadiri rapat bersama menteri BUMN 

dan sa!ah satu topiknya adalah mengenai sertifikasi asset-asset dan 

berdasarkan hal tersebut saksi membicarakannya dengan Direktur 

Administrdsi dan Keuangan Sdr, Boediharto mengenai sertifikasi terhadap 

aset-asettanah milik PT. Sarinah; 

bahwa pada kesempatan tersebut Sdr. Boediharto menyarankan agar 

proses sertifikasi tersebut dllaksanakan oleh Sdr. Djafron Rifai dan Pudji 

Rahardjo; 

bahwa pengurusan sertifikasi terh_edap aset tanah milik PT. Sarinah adalah 

inlsiatif direksi kemudian melaporkannya pada komisaris dan dalam rapat 

komisaris menyelujuinya ; 

bahwa saksl pemah beriemu dengan Djafron Rifai dan Sdr. Boediharto yang 

meogenalkan Djafron Rifai kepada saksi ; 

- bahwa yang menentukan bfaya sertifikasi adalah berdasarl<an penawaran 

rlncian biaya dar! Sdr. Djafron Rifai ; 

_ b;,thwa untuk pengeluaran secara rinci terhadap proses sertffikasi saksllupa 
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bahwa Olrektur Administrasi dan Keuangan menangan1 seluruh proses 

pembayaran ; 

bahwa mengenai proses sertffikasi ada pernetujuan dari direksi- direksi ; 

bahwa setelah saksi tidak lagi beke~a di PT. Sarinah baru kemudian 

terbongkar sertifikat palsu ; 

bahwa prosedur dalalJl pengadaan barang dan jasa di PT. Sarinah ada 

aturan khusus dengan Jiwanya Keppres peogadaan baraog dan jasa ; 

bahwa ketentuan mengenai pengadaan parang dan jasa yaltu apabila 

nilainya dibawah 50 juta boleh penunjukan langsung akan tetapi apablla 

nilainya lebih dari Rp. 100 juta harus melalui tender atau pelelangan 

seharusnya proses sertifikasi tersebut melalui proses lelang ; -

bahwa nilal pengerjaan proyek sertifikasl tanah pancoran adalah sekltar Rp. 

800 juta dan seharusnya melalui proses lelang dan saksi mengakui telah 

melanggar aturan; 

bahwa saksi pemah meminta pada Sdr. Andi Fajar agar Notaris Su!istio 

dihadirkan ; 

bahwa proses penunjukan terhadap Notaris Sulistio melalui rapat tetapi 

dominan hanya saksi dan Sdr. Boediharto ; 

bahwa keputusan penunjukan langsung terhadap proses sertifikasi o!eh 

Notaris Sulistio dilakukan secara lfsan ; 

bahwa sesuai ketontuan di PT. Sarinah BPHTB dibayarkan oletl PT. Sarinah 

sendlri bukan dibayarkan melalui Djafron Rifai ; 

batlwa saksi tidak pemah rnenandatangani bukti pencairan namun berupa 

cek; 

bahwa setelah proses sertffikas! tanah panooran se!esai maka dilanjutkan 

dengan proses sertifikasi tar-.ah Thamrin dan Agus Salim ; 

bahwa dalam proses sertifikasi tersebut tidak ada anggaran atau dana maka 

dilakukan peng~eseran dana ; 

bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang ada di Dlrektur 

Keuangan; 

bahwa yang mempengaruhi saks! untuk melakukan penunjukan langsung 

terhadap Notaris Sulistio adalah Boediharto yang pada saat itu menjabat 

Direktur Administrasl dan Keuangan ; 

bahwa mekanisme pembayaran berdasarkan perjanjian dengan cara 

melalui proses penagihan dan dilakukan beberapa tennio: 

bahwa dalam rnelakukan pembayaran berdasarkan kemajuan atas suatu 

pekerjaan dan saksi tldak pemah melihatnya karena pembayaran tidak 

mela,lui saksi ; 
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·-

bahwa dalam hal penagihan selalu menghadap biro keuangan ; 

bahwa anggaran yang dipakai untuk sertifikasi adalah anggaran dari PT. 

Sarinah; 

bahwa untuk sertifikesi tanah pancoran belum dianggarkan dalam RKAP 

tahun 1999 akan tetapi dimasukan dalam RKAP tahun 2000 sedangkan 

untuk sertffikasi tanah Thamnn dan Agus Salim belum dianggarkan dalam 

RKAP; 
.· 

bahwa dalam pencalran uang dengan nilai Rp. 50 juta ke alas harus ada 

tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan ; 

bahwa PT. Sarinah pemah melakukimn perjanjian sewa ruangan dengan 

Bank Mandiri, dimana prosesnya sebelum perjanjian berakhir Bank Mandiri 

mengajukan perpanjangan sewa pada PT, Sarinah ; 

bahwa pada saat kontrak telah ditanda tangani, direktur keuangan 

(Terdakwa lmanu Widodo) bersama Ka. Biro Keuangan (Sdr. Soelarso) 

menghadap Yustian Ismail selaku Direktur Utama dan meminta saksi untuk 

rnemberikan disposis! discount : 

bahwa sesuai ketentuan seharusnya tidak ada discount setelah peJjanjian 

ditanda tar.gani ~ 

bahwa saksi pemah diberi laporan tentang PE!'mberian discount namun 

sudah dilaksanakan dan yang melaporkan adalah !manu VVtdodo d13n 

soe:arso; 
bahwa dipersidangan sak:si ditunjukan barang bukti berupa -: 3 (tiga} surat 

perjanjian kerja rlengan Notaris Su!lstio, semua dokumen peflcaairan dana, 

pembayaran retribusi dan BPHTB, kwitansi pemberian disooun, dan 

kwitansi pembayaran untk renovasi alas barang bukti tersebut rnengatakan 

bahwa dananya telah dikeluarkan dari kas PT. Sarlilah. 

Menimbang. bahwa atas keterangan para saksi tersebut dimuka 

persidang~n Terdakwa Drs. !manu Widodo menerangkan pada pokoknya 

keterangan para saksi benar., 

Meniffibang, bahwa Terdakwa Drs. !manu Widodo dimuka persidangan 

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

bahwa terdakwa pemah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan 

keterangannya ; 

bahwa terdakwa bekerja di Satinah sejak 1ahun 1996 sebagai GM. Sarinah 

Thamrin dan pada tahun 1997 - 1999 diangkat sebagai Direktur Oper~i 
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PT. Sarinah kemudian pada lahun 1999 - 2001 diangkat menjadi Direktur 

Administrasi dan Keuangan ; 

bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

sahamnya 100 % (seratus persen} milik Negara ; 

bahwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan bertugas adalah : 

a. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan administrasi dan 

keuangan perusahaan. 

b. Membawahi Biro Administrasi Keuangan, Baglan Akuntansi, 

Bagian Keuangan. 

c, Membantu Direktur Utama dibidang Administrasi dan Keuangan 

Perusahaan. 

bahwa terdakwa tidak pemah dilibatkan dalam proses awal sertilikasi tanah 

pancoran dan yang di/ibal.kan pada saat itu adalah Direktur Administrasi 

Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Boediharto ; 

bahwa sebagai salah satu Direksi di PT. Sa1inah terdakwa juga menyetujui 

sertifikasi tanah pancoran ; 

bahwa terdakv.-a mengetahuf apabita serffikat tanah pancoran tersebut palsu 

pada saat selesai masa jabatt:n di PT. Sarinah ; 

bahwa pada saat proses :sertifikasi tanah pancoran _akan selesai maka 

dilanjutkan dengan sertifikasi tanah thamrin dan Agus Saiim ; 

bahwa untuk proses sertifikasi tanah di Thamrin dan Jln. Agus Salim tidak 

ada persetujuan dari Komisaris ; 

bahwa dalam pemahaman terdakwa seharusnya voucher pengeluaran 

ditanda tangani o!eh Direktur Keuangan dan Direktur Utama ; 

bahwa pada saat penagihan Sdr. Djafron Rifai datang langsung ke Biro 

Keuangan; 

bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. Djafron Rivai berhubungan dekat 

dengan saksi Yustian Ismail dan Boediharto ; 

bahwa dari pengurusan sertifikasi tanah mmk PT. Sarinah tersebut jumlah 

kerugian PT. Sarinah allis proses sertifikasi adalah kurang lebih Rp. 4 Milyar 

bahwa benar ada aturan khusus tentang pengadaan barang dan jasa di PT. 

Sarinah akan tetapi jlwanya mengacu pada Keppres tentang pengadaan 

barang dan jasa ; 

bahwa terdakwa pemah diajak bicara tentang akan adanya proses 

sertifikasi atas tanah milik PT. Sarineh akan tetapi pada ~aat penunjukan 

Notaris Sulislio terdakwa tidak diajak bicara ; 
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bahwa dalam proses pengurusan sertifikasi tanah.milik PT. Sarinah tersebut 

tidak ada lelang, seharusnya untuk nilai proyek lebih dari 100 juta menunut 

aturan tenlang pengadaan barang dan jasa di PT. Sarinah dilakukan 

dengan lelang ; 

bahwa terdakwa tidak pemah dilibatkan dalam penunjukan Notaris Sulistio 

sebagai pelaksana sertifikasi ; 

bahwa dalam penunjukan langsung pengurusan se~kasi tanah yang 

dilakukan oleh Sulistio tersebut tidak pemah dibicarakan dalam rapat 

direksi: 

bahwa pada saat akan dilakukan sertffikasi tanah Thamrin terdakwa 

menyampaikan pada Yustlan Ismail selaku_ Direktur Utama tidak ada cash 

flownya akan tetapi karena dianggap berprestasi dalam pengerjaan tanah 

pancoran maka sertifikasi tanah Tharnrin te1aP. dilaksanakan dan yang 

menyetujuinya adalah Direksi ; 

bahwa mekanisme pembayaran didasarkan pada termln - termin dan 

dilampirkan kemajuan - kemajuan setelah proses verifikasi oleh bagian 

verifikasi dan ka. Biro Keuangan maka di~jukan pada Terdakwa ; 

bahwa benar seharusnya sebelum proyek harus sudah ada anggaranya dan 

masuk datam .RKAP; 

bahwa mekahisme pembayaran BPHTB _seharusnya dibayarkan sendiri oleh 

Sarinah ·; 

bahwa dalam perjanjian sewa ruangan antara Bank Mandiri dengan PT. 

Sarir.ah dan menjelang perjanjian selesai Bank Mandiri meminta 

perpanjangan dan Yustian Ismail membuat memo kepada sakst; 

bahwa Bank Mandiri meminta perjanjian utuh menger:tai jumlah uangnya 

dan meminta draft perjanjiannya dan terhadap hal tersebut terdak.wa 

meminta ijin pada Yustian Ismail karena Bank Mandiri meminta uang 

discounlnya ; 

bahwa terdakwa menyerahkan uang discount pada Bank Mandiri sebes?r 

Rp. 360 juta akan 1e1api tidak ada Ianda terimanya ; 

bahwa untuk pengembalian discount tahap ke II, terdakwa menerima uang 

sebesar kurang lebih Rp. 160 juta dan uang tersebut dibag1 kepada Yustian 

Ismail, Sdr. Boediharto dan terdakwa sendiri, sedangkan sisanya menurut 

Ka. Biro Keuangan dibagikan pada staff yang lain ; 

bahwa benar ada renovasi Salinah Djuanda akan tetapi terhadap 

petaksanaan renovasi tersebut saksi tidak mengetahulnya ; 

bahwa dlpersidangan terdakwa dipe~ihatkan Sertffikat hak guna bangunan 

No. 35/Cikoko tanggal 23 Juli 2000 alas barang bukti tersebut 
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membenarka_nnya bahwa sertlfikat tersebut tidak pernah dikeluarkan dan 

bukan produk BPN Jakarta Selatan kemudian dipersidangan juga di 

tunjukan berupa 3 perianjian keria sama pembuatan sertifikat dan buk!i 

pembayaran dan atas barang buk!i ten;ebut terdakwa membenarkanya 

bahwa dananya Ielah dibayarkan kepada M Djafron Rival; 

bahwa selain itu. ditunjukkan barang bukti berupa pembayaran retrtbusi 

sebesar Rp 1,6 milyar dan alas barang bukti tersebut membenarkannya 

bahwa dana sudah dibayarkan. 

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur delii< 

pidana yang didakwakan majelis hakim akan mempertimt.:.angkan lebih dahulu 

pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan peoasehat hukum terdakwa; 

Menimbang, bahwa pembelaan (pledoi) terdakwa dan penasehat hukum 

terdakwa , dldasl';lri alasan yang pad a pokoknya dapat disimputkan sebagai 

berikut: 

bahwa terdakwa berpendapat tidak ada satu aturanpun yang ia lerdat.:wa 

langgar karena terdakwa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

urltuk pensertlfikatan tanah baik untuk tanah di Jalan Pancoran, Ja!an Agus 

Salim maupun Ja!an Thamrin walaupun -terdakwa sebagai salah satu direksi. 

di PT. Sarinah adapun terdakwa melakukan pancairan- dana untuk 

keperluan tersebut karena semata-mata tugas dan kewenangan lerdakwa., 

bahwa tidak ada satu buktipun dipersidangan baik secara langsung maupun 

tidak langsung, telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakuk.an tindak 

pidana dalam dakwaan primalr rnaupun tindak pidana dalam dakwaan 

subsidair., 

bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan 

hukum" baik dakwaan prlrnair maupun dakwaan subsidair secara hukum 

t1dak terbukti secara sah, dan meyakinkan maka demi hukum terdakwa 

harus dibebaskan dali segala dakwaan dan tuntutan hokum; 

Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan pembelaan terdakwa dan 

penasehat hukum terdakwa adalah hasll analisa dari fakta dipersida:ngan, maka 

alasan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan 

hukum unsur delik dari pasal yang didakwakan dan majelis hakim tidak akan 

mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur delik sebagaimana yang 

dikemukakan oleh penasehat hukum terdaKwa maupun oleh jaksa penuntut 
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umum, tapi akan langsung menga"kumulasikan bersamaan dalam pertimbangan 

hukum unsur delik tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarl<an keterangan saksi-saksi, keterangan 

Terdakwa apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka 

persidangan, diinana satu sama lainnya ada kesesuaian hubungan yang saling 

. melengkapi, sehingga diperoleh fakta-fakla hukum sebagai berikut : 

- bahwa benar T erdakwa Drs. I manu \1\fidodo berdasark:an Sur at Keputusan 

Meneteri Keuangan Rl No.569/KMK. 01611997 tanggal12 Nopember 1997 

dan berdasarkan Sural Dlrektur Utama PT. Sarlnah (Persero) No.: 

150/Dirutll/11112000, tertanggal6 Maret 2006 terdakwa dialihkan darl Oirektur 

Operasi ke Direktur Administrasi & Keuangan: 

- bahwa terdakwa menjabat Direldur Administrasf & Keuangan PT. Sarinah 

sejak Maret 2000 sampai dengan 3 Juli 2001; 

- bahwa benar PT. Sarinah (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang kepemilikan sahamnya 100 % miiik Negara ; 

- bahwa di PT. Sa(inah untuk. keputusan yang esensial diputuskan secara 

bersama anta:ra Direktur Utama, Direktur Operasi dan Direktur Administrasi 

& Keuangan, seluruh kebijakan direksi dilaporkan pada komisaris dan wajib 

dimintakan persetujuan dalam RUPS., 

- bahwa benar berdasarkan Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) nomor: 

095/KPTS/DIRUTN/1998 !anggal 26 Mei 1998 Tentang 

Keterrtuan!Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya 

bereumber dari Anggaran Befanja PT. Sarinah {Persero) ditentukan 

prosedur untuk pengadaan barangljasa dengan nilai di alas Rp.100.000.000 

,- (seralus juta rupiah) ditempuh melalui oara lelang (tender) baik petelangan 

umum maupun pelelangan terbatas (vtde BB No.3) 

bahwa benar terhadap proy-ek sertifikasi tanah milik PT Sarinah (Persero) di 

Pancoran Jakarta selatan senilai Rp, 852.380.000 ,- {delapan ratus lima 

puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan serititlkasi tanah 

milik PT $arinah (Persero) di MH Thamrin Jakarta Pusat senllai Rp. 

524.506.250 •• (lima ratus dua puluh empat juta lima .ratus enam rlbu dua 

ratus lima puluh rupiah) serta sertifikasi tanah milik PT. Sarinah (Persero} di 

Jalan Agus Sallm/JI. Wahid Hasyim Jakarta Pusat senilal Rp. 222.851.250 ,­

(dua ratus dua pul~h dua juta delapan ratus lima puJuh satu ribu dua ratus 

lim~ puluh rupiah), dlmana dalam petaksanaannya ti~ak mefalui mekanisme 
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Lelang (Tender) melainkan melalui Penunjukan Langsung kepada Netarts/ 

PPAT Sulistio,SH yang berkantordi Jalan Cempaka Pulih Timur XXI No.143 

Jakarta Pusat: berdasarkan Pe!janjian Ke!ja Sarna (vide BB No.26,27, 70 

dan 82); 

- bahwa pensertffikatan tanah milik PT Sarinah di Pancoran pada T a hun 1999 

belum masuk_ dalam Re~cana Ke!ja dan Anggaran Perusahaan (RKAP} dan . 
baru masuk dalam RKAP tahun 2000 akan tetapl telah -dilai<sanakan sejak 

tahun 1999, sedangkan sertffikasi tanah di Jalan MH. Thamrin dan di Jalan 

H. Agus Salim sama sekali belum masuk dalam RKAP ; 

- bahwa benar Sertifikat tanah Pancoran telah se~ai, kendatipun terlambat 

dalam reatlsasinya dengan diserahkannya Sertifikat HGB No.35 tanggal23 

Juli 2000 alas tanah milik PT. Sarinah (PerMro) yang lerletak di Jalan 

Pancoran T!mur 11 No.4 Kecamatan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Jakarta 

Selatan (vide BB No.23), dan Notaris/PPAT Sulistio, Sfl. Melalui Kuasanya 

bemama Mohammad Djafron Rltai atas perSetujuan terdakwa telah 

mengambiUm~cairkan dana pensertifikatan tanah Pancoran mulai tanggal 

7 September 1999 berturut-torut sampai dengan .tanggal 28 Maret 2001, 

yaitu-: 

a. Biaya sertifikasi sebesar Rp.749.900.000 ,-

b. Biaya Retribusi dan blaya Pembangunan Rp. 707.621.000 .• 

c. Sea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan Rp. 225.801.000 ,· 

Sehingga jumlah seluruhnya yang harus dibayar PT Sarinah {Persero) 

menj~di sebesar Rp. 1.680.322.000 ,- (vide BB No.28 sld No.69 dan 

Keterangan _ Saksi Sattio Yudho Wlbowo, Ketut Amaya dan Saksi Rlni 

Wulandan); 

- bahwa benar seharusnya untuk biaya retribusi dan pembangunan maupun 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibayarkan Jangsung oleh 

pihak PT Sarinah kepada Kas Negara, akan tetapi faktanya atas kebijakan 

Oireksi (Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Keuangan) 

dibayarkan oleh NotarisiPPAT Sulislio, SH. ; 

- bahwa selanjutnya terhad~p seritifikasi tanah milik PT Sarinah (Persero} di 

MH Thamrin Jakarta Pusa! senilai Rp. 524.506.250 ,· (lima ratus dua puluh 

empat juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sertifikasi 

tanah milik PT. Sarinah (Persero) di Jalan Agus Salim/JI. Wahid Hasyim 

Jakarta Pusat senilai Rp. 222.851.250 ,- (dua ratus dua puluh dua juta 

delapan ratus Jlma puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana 

dalam pelaksanaannya juga me\alui Penunjukan Langsung yang dilakukan 

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH UI, 2009



.. 

oleh Yustian Ismail selaku Direktur Utama kepada Notaris 1 PPAT 

Sulistio,SH yang berkantor di Jalan Cempaka Putih Timur XXI No.143 

Jakarta Pusat, berdasarkan Pefjanjian Ke~a Sarna (vide BB No.70 dan 82) ; 

- bahwa benar atas persetujuan Yustlan Ismail, Muhammad Djafron Rifai 

selaku Kuasa Na!aris/Pf'AT Sulistio, SH telah mencairkan dana 

penser1ifikatan tanah PT Sarinah di MH Thamrin dan di Jalan Agus Salim 

masing--masing sebesar : 

a. PT. Sarinah MH. Thamrin pencariran tanggal21 Pebruari 2001 s/d 6 Juni 

2001 untuk biaya sertifikat sebesar Rp.524.506.250 ,· dan untuk Blaya 

_ Retribusi dan 8ea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 

Rp. 1.615.260.000 ,· jadi jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 

2.139.766.250 ,-(vide BB No. 71 s/d 81 ; 

b. PT Sarinah Ja!an H. Agus Salim dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 

222.851.250,- (vide BB No.83 s/d 85) ; 

bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ketut Amaya, Saksi Satrio 

Yudho Wibowo, Saksi Yeyasa Ch(iStian Oenas dan Saksi Bambang A 

Wirawan, seteloh dikonfirmastkan dengan pih;.l;k Badan ?ertanahan Jakarta 

Selatan lemyata Sertilikat HGB No.35 tanggal23 Juli 2000 alas lanah milik 

PT, Sarinah {Persero) yang terletak di Jalan Pancoran Timur II No.4 

Kecamatan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Jakarta S_el!itan, adafah PaJsu 

atau bukan produk dari BPN Jakarta selatan, demikian pula terhadap 

keberadaan Notaris/PPAT Sullstio, SH yang ditunjuk oleh Yuslian Ismail 

atas nama Direksi temya~ juga fiktif sebab sama sekali tidak tercatat 

sebagai NotarisiPPAT di Departemen Hukum dan HAM Rl (vide BB No. 20 

sld 23);-

- bahwa benar T erdakwa mengakui tidak pemah bertemu muka dengan pihak 

Notalis!PPAT Sulistio, SH., baik da!am proses penunjukan langsung 

maupun saat mengadakan Peijanjian Kerja Sarna, segala sesuatunya 

r:nelafui Muhammad Ojafron Rifai yang mengaku mendapat kuasa dari 

N:otaris Sulistio, SH. dengan demikian surat kuasa antara Notarls Sulistio, 

SH kepada Muhammad Djafron R~ai juga palsu adanya; 

- bahwa akibat perbuatan I kebijakan dalam proses sertifikasi tanah di 

Pancoran, MH Thamrin dan di Jalan A!)us Salim PT. Sarinah menderita 

kerugian sebesar Rp. 1.680.322.000 ,· + Rp. 2.139.766.250 ,· + Rp. 

222.851.250 ,. = Rp. 4.042.939.500 ,- (empat milyar empat puluh dua juts 

sembilan ratus tiga puluh sembilan libu lima ratus rupiah) ; 

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH UI, 2009



bahwa disamplng itu berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa ruangan 

antara PT. Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri 

No.049/DIRUTIEJXII/1999 tanggal 23 Desember 1999 (vide BB No.BB, 92 

sld 99) PT. Sarinah Ieiah menerima pembayaran dan PT. Bank Mandiri 

sebesar Rp. 3.818.558.970 ,-; 

- bahwa atas inisiatif Direktur Utama bersama Direktur Keuangan Drs_ lmanu 

Wtdodo dari uang pembayaran tersebut memben'kan discount kepada PT. 

Bank Mandiri sebesar 20 % senilai Rp. 763.710.000,- padahal discount 

tersebut 1idak ada dalam pefjanjian dan PT. Bank Mandiri tidak pernah 

menerimanya. melainkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri Yustian 

Ismail dan Terdakwa Drs. !manu Wldodo selaku Direktur Keuangan; 

~~ bahWa benar Yustian Ismail pada tanggal 4 Oktober 2000 menerima uang 

Kas PT Sarinah sebesar Rp. 142.000.000 ,- untuk Renovasi gedung 

Sarinah jalan Juanda yang disetujui Direktur Keuangan, akan tetapi uang 

tersebut diterima dan dipergunakan untuk kepentingan Yustian Ismail selaku 

pribadi; 

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Direktur Utama dan Oirektur 

Operasiona! tersebut PT. Sarinah (Persero) in casu negara sebagai 

pemegang saham 100 % menderita karugian sebesar Rp~ 5.088.649.500 .~ 

(lima m!lyar delapan pulutl delapan juta enamratus empat puluh sembilan 

rlbu lima ratus rupiah) ; 

Menimbang, bahwa se:Janjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

apakah dengan berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti 

terurai di atas, terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum ; 

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dlpe11imbangkan unsur-unsur delik 

dari dakwaan jaksa-.penunut umum, karena untul\ dapa1 dipersalahkan 

perbuatan terdakwa. dan dipidana, haruslah perbuatan pidana terdakwa terbukti 

secara a-komulatip dari seluruh unsur yang didakwakan; 

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena 

didakwa telah melaktlkan tindak pidana sebagaimana dlmaksud dalam 

dakwaan: 
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Primair 

Subsidair 

: Pasal2 ayat(1) jo. Pasal18 Undang Undang No.31 Tahun 

1999 Jo. Undang Undang No.20 tahun 2001 Tentang 

Perubahan alas UU No.31 lahun 1999 Tenlang 

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) 

ke-1 KUHP Jo. Pasal65 ayat (1) KUHP; 

: Pasal3 ayat (1)Jo. Pasal18 Undang Undang No.31 Tahun 

1999 Jo. Undang undang No.20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang 

Pemborantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) 

ke-1 KUHP Jo. Pasal65 ayat (1) KUHP ; 

Meoimbang. bahwa oleh karena terda!{wa didakwa dengan dakwaan 

secara altematip maka secara hukum harus dlbuktikan lebih dahulu dSkwaan 

primair. yaltu pasal Pasal2 ayat (1) jo, Pasal18 Undang Undang No.31 Tahun 

1999 Jo. Undang Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan alas UU 

No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TI~dak pldana Korupsi Jo. Pasal55 

ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal65 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur delik 

sebagai berikut : 

1. Setiap 0:-ang ; 

2. Seeara melawan hukum ; 

3. Memperkaya djri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekono111ian negara; 

Selanjutnya terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut Maje!is Hakim akan 

mempertimbangkannya sebagai berikut: 

Menlmbang, bahwa terhadap Ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 

31 Tahun 1999 yang mengatur perihal Pidana Tambahan berupa perampasan 

barang bergerak dan tidak berger8.k dan pembayaran uang pengg<lnti bagi 

pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), juga 

l<etentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaon 

dan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbarengan perbuatan, 

akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah unsur pokok dati Tindak Pidana 

Korupsi terse~ut terpenuhi : 

Ad. 1. Unsur ••setiap orang" : 
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- bahwa yang dlmaksud setiap orang menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 

Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ; 

bahwa menurut -teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum 

sebagai penyandang hak dari kewajiban yang yang mampu bertanggung 

jawab terhadap setiap perbuatan Pidana yang dilakukannya ; 

- bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli 

hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa peiaku tin<lak pidana sebagai 

subyek hukum mempunyai ke-mampuan untuk membedakan mana 

perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan 

yang me!awan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai 

kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat 

menentukan kehendaknya secara sadar ; 

- bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek 

hokum yang mempunyai idenlitas sebagaimana disebutkan dalam surat 

dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kasalahan orang (error 

in. persona),. in casu adalah Drs. !manu Widodo, dlsamping itu terdakwa 

M!hat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas 

kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan 

kepadanya secara lancar dan terhadap diri terdakwa tidak melekat 

alasan..alasan pemaaf maupun a!asan pembenar yang dapat 

menghapusk8n sffat perbuatan pidana ; 

- bahwa dari uraian diatas maka Majelis berpendapat unsur wsetiap orang• 

tefah terpenuhi ; 

A.d. 2. Unsur secara melawan hukum : 

- bahwa yang dlmaksud dengan pengertian "secara melawan hukum" 

dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Ttndak Pidana Korupsi adafah : "mencakup perbuatan 

melawan hukum delam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni 

meskfpun perbuatan ler.sebut tidak diatur dalam peraturan perundang~ 

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap terce/a karena 

tidak sesuai dengan rasa kead#an atau norma--nonna kehidupan social 

dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidami', dengan 

demikian dapat dipahamt sebenamya Undang Undang Pemberantasan 
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tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat me!awan hukum formil 

maupun sifat meJawan hukum Materiil ; 

- bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 

No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa 

yang "menjadl inti delik" {bestanddeel dellcij dan pasal tersebut • 
adalah ~adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri 

sendlri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksl 

perbuatan mefawan hukum harus dijadlkan sebagai cara atau sarana 

(modus operandi) untuk mencapai tujuan yaftu memperkaya diri sendiri 

atau orang lain tersebut ; 

bahwa sesuai faktanya adalah benar ada PutiJSan Hak Uji Materiil 

Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003JPUU·IVI2006 yang 

menyatal<an Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahuo 2001 Jo.UU 

No.31 Tahun 1999 mengenai 'petbuatan melawan hukum materiil' 

adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Repub!ik Indonesia 

Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mernpunyai kekuatan 

hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi 

pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada 

perbuatan melawan hukum fonnil semata ; 

- bahwa kendatipun. ada putusan Mahkamah Konstftusi tanggal 25 juli 

2000 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani Putusan 

Mahk.amah i<onstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbt,~atan 

metawan hukum materlil, akan tertebih dahulu mengkaji dari segi teori 

hukum, doktrin maupun Yurisprudensj MA Rl ; 

- bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum 

{wederrechtelijk heid) dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua) 

petnbaglan yaitu Formeele Wederrechlelijk yang bersumber pada norma 

legislasi atau bersumber pada undang undang atau tepatnya 

mengartik~n melawan hukum adalah fcbih dititik beratkan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus 

memenuhi syarat-syarat formil dan Materiels WedsrrechleJijk yang 

bersumber pada nonna doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan 

tidak saja harus memenuhi syarat formil atau mer:nenuhi semua rumusan 

unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat 

sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tfdak patut, .sehingga 

melahirkan ajaran "sifat melawan hukum materiiel daiam fungsi yang 

posifif maupun dalam fungsi yang negatif; 
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- Bahwa menurut T eori Hukum ajaran sifat melawan hukum rna term ada 2 

(dua) fungsi : 

o Aj~uan sifat melawan hukum materiil dalarn fungsi yang 

Positif, yaitu bila sualu perbuatan. meskipun menurut peraturan 

perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan 

tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan meiawan 

hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawari hukum ; 

o Ajaran sifat metawan hukum materiil dalam fungsi yang 

negative, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan 

perundang~undangan merupakan perbuatan yang bersifat 

me!awan hukum, akan tetapi bila penitaian masyarakat bukan 

perbuatan melawan hukum -maka perbuatan ters-e-but tidak 

merupakao perbuatan yang bersifat melawan hukum : 

bahwa dengan demikian menghilangkan: salah satu pangertfan 

perbuatan me1awan hukum justru bertentangan dengan "asas hukum~ 

dan menimbulkan kerancuan akan pengertian pasal itu sendiri; 

- berpedoman pada Doktrin ~sens Clair" dalam ha' suatu rumusan atau 

penjelasan pasal menjadi tidak jelas, maka hakim harus melakukan 

penemuan hukum dengan cara : 

o Wajib menggalt, mengikuti dan memahami nilai-nilal hokum dan rasa 

keadilan yang hidup- dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1 UU No 4 

Tahun 2004); 

o Mencari makna pengertian "me!awan hukum" seharusnya mencari dan 

menemukan kehendak publik yang bersffat unsur untuk diterapkan 

dalam kasus kongkrit (rw.Yahya Harahap,SH Pembahasan KUHAP, 

edisi kedua, Hal. 120); 

o Menafslrkan ketentuan undang-undang tersebut baik secara 

gramatikal, historis dan filosofis ; 

- berpedoman pada pendapat Mahkamah Agung Rl baik sebe!um adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut Ieiah 

menegaskan "unsur secara melawan hukum" dalam tindak p!dana 

korupsi adalah mencakup perbuatan mefawan hukum da!am arti formii 

maupun materm dan mengenai perbuatan metawan hukum dalam arti 

materiit meliputi fungsi yang positif dan negatifnya, hal ini dapat dilihat 

pada Vurisprudensi MA RJ dalam Putusan tanggal 29 Desember 1983 

No. 275 KIPID/1983 atas nama terdakwa R. Sonson Natalegawa yang 

menerapkan pembukUan perbuat~n mefawan hukum materiil dalam 

' 

I 
I 
I 
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fungsinya yang positip, yakni mengtwkum terdakwa atas perbuatannya 

yang · dipandang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati 

masyarakat baoyak Oisamping itu ada Putusan MA Rf tanggal 8 Januari 

1966 perkara No.42 KIKr/1965 alas nama Terdakwa Machroes Effendi 

yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya 

yang negatif sebagai alasan penghapus pidana diluar undang~undang ; 

bahwa Setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di alas 

Mahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang telap 

menganut ajaran sifat melawan hukum matarlil baik dalam fungsi yang 

positif maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam 

Putusan MA Rl No.2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 alas 

nama Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, Putusan MA RJ 

No.2257 KIPid/2006 langgal 5 Desember 2006 alas nama Terdakwa Lim 

Kian Yin alias Yin Yin dan Putusan MA Rl No 207 K/Pki/2007 tanggal 28 

Pebruari 2007 atas nama Terdakwa lr. Ishak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan argurnP.ntasi hukum di atas Majelis 

Hakim berpendapat bahwa disamping hukum formil sebagai sumber hukum 

positif, maka doktrin dan yurisprudensi juga harus dipandang sebagai sumber 

hukum, dengan demikian majells sependapat dengan pendapat Majelis Hakim 

MA Rt diatas yang mernaknai perbuatan melawan hukum dalam a1ti fo1mU dan 

dafam arti materli1 harus tetap dijadlkan pedoman uniuk terbinanya konsistensi 

penerapanr.ya dalam perkaia tindak pidana korupsi. karena sudah sesuai 

dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang htdup dalam 

masyarakat, kebutuhan hukum, niiai-Qilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. Hal demikian selaras dengan pendapat Prof. Dr. lndriyanto 

Seno Aji SH, MH. Yang menerangkan ; '"'tujuan dfperluasnya perbuatan 

melawan hukum tidak lagi dalam pengertian fonnil, namun meliputi perbuatan 

melawan hukum secara materi!l adalah untuk mempermudah pembuktian 

dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat 

sebagai melawan hukum secara mater'ii! atau tercela perbuatannya dapatlah 

petaku dihukum melakukan tindak pldana korupsi, meskipun perbuatan itu tidak 

melawan hukum formil" (lndriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi 

Pertama, Him 14 ) ; 

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukumnya 

Terdakwa Drs. !manu Widodo berdasarkan Surat Keputusan Meneteri 

Keuangan Rl No.569JKMK. 016/1997 tanggal 12 Nopember 1997 dan 
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berdasarkan Sural Direktur U!ama PT. Sarinah (Persero) No.: 

150/Dirut/1111112000, tertanggal 6 Maret 2006 terdakwa dialihkan dan Direklur 

Operasi ke Direktur . Administrasi & Keuangan dan mempuoyai tugas : 

memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 

perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efesiensi dan efektifitas 

pe~etoan dan menguasai, memeiihara dan -mengurus kekayaan perseroan 

serta wajlb dengan itikad balk dan penuh tanggung )awab menjalankan tugas 

dan kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan 

perundang~undangan yang berlaku; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proyek sertifikasi tanah milik PT 

Sarinah (Persero) di Pancoran Jakarta selatan senilai Rp. 852.380.000 ,· 

(deiapan ratus lima puluh dua juta tiga rahJs delapan puluh ribu rupiah), d~n 

seritlfikasi tanah milik PT Sarinah (Pemero) di MH Thamrin Jakarta Pusat 

senilai Rp. 524.506.250 ,-(lima ratus dua puluh empatjuta lima ratus enam ribu 

dua ratus lima puluh rupiah) serta sertffikasi tanah milik PT. Satinah (Persero) 

di Jalan Agus Salim/JI. Wahid Hasyim Jakarta Pusat senilai Rp. 222.851.250 ,· 

(dua ratus dua puluh dua juta delapan ~tus lima puluh satu ribu dua ratus lima 

puluh rupiah), Direksi dalam petaksanaan proyek sertifikasi tersebut tidak 

melalui mekanisme Lelang ( Tender ) sebagaimana dipersyaratkan dalam -

Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) nomor : 095/KPTS/DIRUTN/1998 
.;. 

tanggat 26 Mei 1998 Tentang Ketentuan/Petatumn Pengadaan Barang/Jasa 

yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. S-arinah (Persero) 

ditentukan prosedur untuk pengadaan barangljasa dengan nilai di atas 

Rp. 100.000.000 ,· (seratus juta rupiah) d~empuh melalui cara lelang (tender) 

baik pelelangan umum maupun pelelangan terbatas (vide BB No.3) yang 

seharusnya dijadikan acuan dalam pelaksanaannya, melainkan Direktur Utama 

menempuh cara yang tidak sesuai dengan prosedur atau mekani$me yang ada 

yaitu melalui Penunjukan Langsung yang dlfakukan oleh Yustian Ismail selaku 

Direktur Utama kepada Notaris I PPAT Sulistio,SH yang berkantor di Jalan 

Cempaka Putih Timur XXI No.143 Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Kerja 

Sarna (vide BB No.26,27, 70 dan 82); 

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui pensertifikatan tanah milik PT 

Sarinah di Pancoran pada Tahun 1999 adalah belum masuk dalam Rencana 

Ke~a dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan baru masuk dalam RKAP tahun 

2000 akan tetapi te!ah dilaksanakan proyek sertiflkasinya sejak tahun 199_9, 

sedangkan sertffikasi tanah df Ja!an MH. Thamrtn dan di Jalan H. Agus Salim 

I 
1-
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sama sekali belum masuk dalam RKAP dan masih merupakan wacana 

kedepan,. akan tetapi dengan kewenangannya selaku Direktur Keuangan 

terdakwa juga telah melaksanakan proyek sertifil<asi tersebut., 

Menimbang, hahwa temyat'l Sertifikat HGB No.35 tanggal 23 Jull 2000 

atas tanah milik PT. Sarinah (Persero) di Jalan Pancoran .Timur II No.4 

Kecamatan Pancoran, Kelurahan Clkoko, Jakarta Selatan {Vide BB No.2.3), 

yang diurus oleh NotartsiPPAT Sulistio, SH. tl1rbukti palsu, hal demikian 

diketa.hui oleh pihak PT Sarinah setelah dikonfirmasikan oleh Saksi Ketut 

Amaya, Saksi Satrio Yudho Wlbowo, Saksi Yeyasa Christian Oenas dan Saksi 

Bambang A Wirawa!), dengan pihak Badan Pertanahan Jakarta Selatan 

lel'flY'IIa Sertifikat HGB No.35 tanggal 23 Juli 2000 atas tanah milik PT. Sarinah 

(Pernero) yang terl~tak di Jalan Pancoran Timur fl No.4 Kecamatan PanCO!'afl, 

Kelurahan Cikoko. Jakarta Selatan, adalah Palsu atau bukan produk dari BPN 

Jakarta selatan, demik:ian pula terhadap keberadaan Notaris!PPAT Sulistio, SH 

temyata juga fiktif sebab sama sekaJi fidak tercatat sebagai Notaris/PPAT di 

Departemen Hukum dan Ham Rl (vide, BB No. 20 s/d 23); 

Menimbang, bahwa sejak Sertffikat HGB No. 35 diserahkan kepihak PT 

Sarinah, sejak Bulan Agustus 2001 Muhammad Ojafron Rifai yang bertindak 

selaku kuasa dari Notaris!PPAT Su!is!.io, SH. atas persetujuan terdai<wa telah 

mengambil/mencaifkan dana pensert.ifikatan tanah Pancoran mulai tanggal 7 

September 1999 berturut-turut sampai dengan tangga128 Maret 2001, yailu : 

a. Biaya sertmkasi sebesar Rp.749.900.000 ,· 

b. Biaya Retrtbusi dan biaya Pembangunan Rp. 707.621.000 ,. 

c. Bea Perolehan HakA1as Tanah dan Bangunan Rp. 225.801.000.­

Sehingga jumlah seluruhnya yang harus dlbayar PT Sarinah {Persero) menjadi 

sebesar Rp. 1.680.322.000 ,· (vide BB No.28 s/d No.69 dan Ketarangan Saksi 

Satrio Yudho Wibowo, Ketut Amaya dan &ilksi Rini Wulandan) , 

Menimbang, bahwa Muhammad Ojafron Rifai selaku Kuasa 

Notaris/PPAT Sulistio, SH juga telah mencai!l<an dana pensertifikatan tanah PT 

Sarinah di MH Thamrin dan di Jalan Agus Salim masing-masing sebesar : 

a. PT. Sarinah MH. Thamrin pencariran tanggal21 Pebruari 2001 sld 6 Juni 

2001 untuk biaya sertifil<at sebesar Rp.524.506.250 ,· dan untuk Biaya 

Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 

Rp. 1.615.260.000 ,· jadl jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 

2.139.766.250 ,·(vide BB No. 71 s/d 61 ; 
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b. PT Sarinah Jalan H. Agus Salim dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 

222.651.250,- (vide BB No.83 s/d 85) ; 

Menimbang, bahwa seharusnya untuk biaya Retribusi dan 

Pembangunan maupun Bea f>erolehan Hal< Atas Tanah dan Bangunan atas 

pensertifikatan tanah di Pancoran, MH. Thamrin dan tanah Sarinah di Jalan 

Agus Salim dibayarkan langsung oleh pihak PT Sarinah kepada Kas Negara, 

akan tetapl faktanya atas kebijakan Direksi (Direktur Utama. Direktur 

Operasional dan Direktur Keuangan) dfambil pula oleh Muhammad Djafron · Rifai 

selaku ku3sa dati Notaris/PPAT Sulistio, SH., dengan alasan akan 

dibayarkannya, dan temyata sesuai fakta hukumnya dana-dana itupun tidak 

pemah disetorkan ke Kas Negara ; 

Menlmbang, bahwa akibat perbualan I kebijakan Teniakwa tersebut di 

atas, PT. Sarinah (Persero} dalam proses sertifikasi tanah di Pancoran. MH 

Thamrin dan di JaJan Agus Salim menderita kerugian sebesar Rp. 

1.680.322.000 ,- + Rp. 2.139.766.250 ,- + Rp. 222.851.250 ,- = Rp. 

4.042.939.500 •* (empat milyar empat pu!uh dua juta sembi:an ratus tiga puluh 

sembilan ribu l!ma ratus rupiah) ; 

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah bertemu muka 

dengan pihak Notaris/PPAT Sulistio, SH. baik saat mengadakan Pe~anjian 

Kerja Sarna maupun pada saat pencairan dana, segala sesuatunya melalui 

Muhammad Djafron Rifai yang bertindak den mengaku mendapat kuasa dari 

Notaris Sullstio, SH, deogan demikian surat kuasa antara Notaris Sulistio, SH 

kepada Muhammad Ojarron Rifai adalah sebagal bentuk rekayasa kepalsuan 

uniuk tujuan merUgikan keuangan PT Salinah {Persero) ; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat PeijanJian Sewa Menye\va 

Ruangan No.0491DIRUT/EiXIII1999 tanggal 23 Desember 1999 anlara PT. 

Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (vide BB No.88, 92 sld 99), PT. 

Salinah telah menerima pembayaran dari PT. Bank Mandlri sebesar Rp, 

3.B1R558.970 ,~ bahwa atas inisiatif Direktur Utama bersama Direktur 

Keuangan Drs. lmanu Widodo dari uang pembayaran tersebut, atas kebijakan 

Yustian tsmall selaku Direktur Utama teJah memberikan discount kepada PT. 

Bank Mandiri sebesar 20% seni!ai Rp. 763.710.000,- padahal discount tersebut 

tidak tercantum dalam perjanjian sewa menyewa dan PT Bank Mandlri tidak 

pemah menerimanya, melainkan dtpergunakan untuk kepentlngan sendiri 
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'fustian Ismail selaku direktur utama, Drs. lmanu Wldodo selaku Direktur 

Keuangan, Drs. Boediarto selaku Direktur Operasi dan lain-!ainnya; 

Menimbang, bahwa akibal perbualan-perbuatan Terdakwa selaku 

Direktur Administrasi Keuangan dan Yustian tsmail selaku Direktur Utama PT. 

Sarinah (Persero) in casu Negara sebagai pemegang saham 100% menderita 

kerugian sebesar Rp. 5.088.649.500 ,~ (lima milyar delapan puluh delapan juta 

enamratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; 

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas terdakwa dan 

penasehat hukum terdakwa · dalam pledoinya menerangkan bahwa terd.akwa 

dalam mengambil kebijakanlkeputusan penserffikatan tanah tersebut tidak 

pernah diajak untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan apabila 

kemudian temyata terdakwa menyetujui untuk melakukan pembayaran hal 

tersebut semata-mata karena 1ugas, tanggung jawab dan kewenangan 

terda}(wa selaku Direktur Keuangan., 

Menlmbang, bahwa terdakwa sebelum menjabat Direktur Keuangan. 

adalah menjabat sebagai direktur Operasi dan sesuai dengan struktur 

organisasi di PT. Sarinah bahwa putusan yang · bersifat penting dilakukan 

secara ko!egial artinya diputuskan secara bersama antara Direktur Utama, 

Direktur Operasi dan Direktur Keuangan, dan berdasarkan surat-surat bukti, 

keterangan saksi-saksi dan pf:ngakuan terdakwa sendiri d!muka persidangan 

bahwa terdakwa-lah yang menandatangani voucher-voucher sehingga dana-­

dana tersebut d{cairkan dan PT. Sarinah mengalami kerugian adapun aiasan 

hat tersebut sebagai loyalitas sesuai tugas dan kewenangannya tidaklah dapat 

dibenarkan secara hukum dan kerugian tersebut sebenamya tidak perfu tcrjadi 

B.pabila terdakwa dalam menjalan~an tugas dan kewenangannya dilakukan 

secara benar .• 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas. 

maka Majelis Hakim tldak sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana 

yang dikemukakan oleh terdakwa don penasehat hukum terdakwa dan 

berpendapa1 bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terbuldi; 

Ad. 3. Unsur Memperkaya dlti sendlri, orang 'aln atau suatu korporasi. 
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Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasaf 2 ayat 

{1}, maka '"unsur melawan hukum" sebagaimana terurai di atas adalah 

merupakan sarana untuk mencapai tujuan me!akukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri1 orang lain atau korporasi; 

Menfmbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya~ adalah perbuatan 

untuk menjadikan orang yang beium kaya menjadi kaya atau orang yang sudah 

kaya menjadi bertambah kaya, memperhoiikan pengerUan tersebut berarti 

memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan 

dengan fakta hukum bahwa terdakwa, orang lain atau suatu badan telah 

memperoieh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau 

bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hokum sebagaimana terurai Oi 

atas; 

Menirr.bang, bahwa berdasark:an lakta hukum yang terungkap di 

persidangan da:ri proyek sertffikasl tanah PT. Sarinah {Persaero) di Pancoran. 

MH, Thamrin dan di Jalan Agus Salim, pihak PT. Sarinah menderita kerugian 

sebesar Rp.4.042.939.500 ,- secara sia-sia, dimana berdasarkan bukti-bukti 

sebagaima~~ terurai di atas, keseluruhannya dfterima atau dibayarkan kepada 

Mohammad Djafron Rifai sebagai aktor rekayasa yang ditunjuk atau melalui 

mekanisme penunjukan langsung yang dilakukan oleh Dlrektur utama bersama 

para Oireksi lalnnya, tanpa disertai laporan pertanggung jawaban yang benar 

karena kese!uruhannya bersifat fiktif, disamplng itu secara melawan hukum 

melatui Pe~anjian Sewa Menyewa Ruangan No.049/DtRUTIEJXII/1999 tanggal 

23 Desember 1999 antara PT. Satinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri 

{vide BB No.88, 92 s/d 99) T erdakwa dan Direktur ulama Yuslian Ismail Ielah 

memberlkan discount kepada PT. Bank_ Mandiri sebesar 20 % senilai Rp. 

763.710.000,- padahal discount tersebut tidak tercantum dalam perjanjian sewa 

menyewa dan PT. Bank Mandiri tldak pemah menerimanya, melainkan uang 

tersebut diterima oleh Terdakwa lmanu W!dodo bersama Yustian Ismail untuk: 

kepentingan pribadinya;· 

Menimbang. bahwa kendatipun Terdakwa menyangkali telah menerima 

dan menikmati uang-uang yang diperoleh secara melawan hukum tersebut 

sebesar nilai yang dldakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi 

penyangkalannya sama sekali tidak didukung dengan a!at buktl surat maupun 

saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim juga menUai unsur memperkaya dirt 

sendiri, orang lain atau korporasi ini telah terbukti; 

Ad. 4. Oapat merugtkan keuangan .Negara atau perekonomlan Negara. 
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Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan efemen ini, tindak 

pidana korupsl adalah merupakan delik formil, artinya dan kata 'dapat' dipahami 

akibat kerugian negara tidak pertu sudah terjadi1 akan tetapl apabila perbuatan 

itu dapatlmungkin merugikan negara perbuatannya sudah selesai dan 

sempurna dilakukan, hal demikian sesuai Yurisprudensi MA Rl dalam perkara 

No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumlah 

kerogian negara akibat perbuatan terdakwa tidak parfu pasti jum!ahnya, sudah 

cukup adanya kecenderongan timbu!nya kerug;an negara"; 

Menimbang, bahwa sedang yang dlmaksud dengan "merugikan" adalah 

:sama artinya menjadi rugi atau berk:urang, sehingga yang dimaksud merugikan 

keuangan negara samalah artinya dengan menjadf ruginya keuangan negara 

atau berkurangnya keuangan ne9ara, sedangkan pengertian keuangan negara 

menurut Penjelasan Umum Undang~undang No. 31 tahun 1999 disebutkan 

bahwa ~keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk 

apapun yang dipisahkan atau Udak dipisahkan termasuk didalamnya segata 

bagian kekayaan negara dan segata. dan segala kewajiban yang timbul karena; 

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertangungjawaban 

pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah; 

b. berada dalam penguasaan. pengurusan, dan pertanggungjawaban 

Badan Usaha Milik Negaral Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan 

Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara. atau 

perusahaan yang menyertakan model pihak ketiga berdasarkan 

perjanjian dengan negara"; 

Menimbang, bahwa untuk arti meruglkan perekonomian negara adalah 

sama artinya dengan perekonomian negara rnenjadi merugi atau perekonomian 

negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara 

sebagaimana didatam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 

disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomlan yang 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekelua(gaan ataupun 

usaha · masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada · kebljaksanaan 

pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan 

peratu.ran perundang-undangan yang bertaku yang bertujuan memberlkan 

manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat"; 

Menimbang. bahwa adanya fakta hukum yang terbukti pihak PT. Sarinah 

(Persero) mendedta kerugian seluruhnya sebesar Rp.5.08B:649.500 ,~ dengan 
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demiklan berarti meruglkan keuangan negara. sebab saham atas PT Sarinah 

ada!ah 100 % milik negara, untuk itu unsur inipun dinyatakan telah terbukti ; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan 

l<etentuan Pasal 55 ayal (1) ke-1e KUHP Jo:, Pasal 65 ayal (1) KUHP yang 

. tiada lain merupakan hentuk penyertaan untuk menyatakan dihuk:um sebagai 

pelaku lindak pidana, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau 

turut melal<ukan", bahwa unsur penyertaan ini h~kan merupakan unsur dart 

suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap 

yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga 

meskipun unsur ini ticiak terpenuhi tidak mengaldbatkan tldak terbuktinya suatu 

tindak pidana; 

Menimhang, bahwa berkaitan hukum penyertaan majelis merujuk pada 

pendapat Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan 

perbuatan disebut pembuat, artinya: orang yang melakukan delict yang 

memenuhi unsur tindak pidana yang d1lakukao ltu. sedangkan mereka yang 

turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama~sama 

melakukan tindak pldana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat 

antara mereka. maka unlult dapat menentukan apakah pelaku turut serta 

melakukan atau tidak, kila tidak melihat kepada perbuatan masing~masing 

pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua 

sebagai ke&atuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi ke ll, 

Sinar Gmfika, 1991, Halaman 75) 

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi 

yang mengatakan bahwa ke~asama yang diinsyafi adalah suatu bentuk 

kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang {Pembuat 

peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana 

se~ra bersama dan keijasama yang di lnsyafi tidak pertu berupa pennufakatan 

yang rapi dan fonnal yang dibentuk ~elum pelaksanaan, tapi sudah cukup 

adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam 

mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang 

lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi. SH, 

Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ill, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 

Halaman 101) 

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah 

dipertimbangkan di atas kedudukan terdakwa sebagai Direktur Administrasi dan 

Keuangan PT. Sarinah (Persero) telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana 
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korupsi yang berdlri sendiri maupun bersama.-sama dengan pelaku lain, in casu 

para Direksi sehingga mengakibatkan negara menderita ke11J9ian sehagaim~na 

terurai di atas : 

Menimbang, · bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan 

hukum di atas, pada ~khimya Majelis HaKim berpendapat ofeh karena semua 

unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primalr melanggar Pasal 2 ayat (1) 

UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal55 ayat (1) 

ke-1 io. Pasal 65 ayai (1) ke-1 KUHP Ieiah terbukti, maka Terdakwa Drs. 
!manu Widodo telah terbukti secara sah 'dan meyakinkan bersalah "turut serta 

melakukan Hndak pidana korupsi"' dan majelis hakim didalam persidangan juga 

Udak menemukan hal--hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau 

alasao pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan 

pidana yang ia-terdakwa lakukan oleh kar~:-ma ltu terdakwa harus dijatuhi pidana 

yang setJmpal dengan perbuatannya; 

Menimbang, bah\.va dengan memperhatlkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Jo. Pasal 18 Undang Urn.iang Pemberantasan TirotJqk Pidana Korupsi, maka 

majelis hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan 

pidana denda, disamping itu menjatuhkan pula pidana tambahan berupa 

pembayaran uang penggantt yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat 

(1) hliruf b), jika terdakwa tidak memilaYar uang pengganti paling lama dalam 

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempuny.8l kekuatan hukum tetap, 

maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut (Pasai 18 ayat (2), dan bila tidak mempunyai harta benda maka digant; 

dengan pidana penjara yang lamanya tldak mefebihi an<~man maksimum dari 

pidana pokok dan putusan tersebut akao ditentukan dalam amar putusan 

(Pasal 18 ayat (3); 

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa terdakwa 

harus dihukum untuk membayar uang pengganti; 

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas 

terbukti bahwa ?T, Sarinah telah mengalami kerugian sebesar Rp. 

5.08l'l.649.500.- (lima milyar, delapan puluh delapan juta, enam ratus empat 

puluh sembilan ribu, lima ratus rupiah) sebagai akibat perbuatan jajaran direksi 
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PT. Sarinah yaitu Yustian Ismail, Drs. Boediharto dan Terdakwa Drs._ lmanu 

Widodo., 

Menimbang. bahwa atas kerugian yang ditimbulkan tersebut terdakwa 

membantah dengan keras tidak ikut menikmati uang tersebul, 

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ismail Bin Wahab 

dan saksi Ny. Retno Siregar selaku Komisaris PT. Sarinah, keterangan mana 

diakui kebenarannya o!~h terdak:wa dimuka persidangan, bahwa setelah 

perbuatan terdakwa bersama Yustian lsmail dan Drs. Boediharto terungkap, 

Dtreksi yaitu Yustian Ismail selaku Direktur Utama, Drs. !manu Wldodo selaku 

Direldur Keuangan dan Drs. Boediharto selaku Direktur Operasional diPangg:il 

oleh Komisatis dan dalam pertemuan temebut ketiganya mengakui akan 

kesalahannya dan bersedia bertanggung~jawab untuk mengembalikan kerugian 

yang ditimbulkan, tapi sampai saat ini ketiganya tldak membayar sesuai dengan 

kesanggupannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut. malt..a majelis hakim 

memandang adil apabila kerugiah PT. Sarinah sebesar Rp. 5.088.649.500.­

(lima mltyar, delapan puluh delapan juta, enam ratus empat puluh sembilan 

ribu, lima ratus rupiah) dibebankan kepada jajaran direksi sesuai dengan 

keSanggupannya dan terdak.yr.i Drs. !manu Wldodo wajib dihukum untuk 

membayar uang pengganti sebesar Rp.1.600.000.000.~ {satu milyar enam ratus 

juta rupiah); 

Menlmbang, bahwa oleh karena Jaksa Penunut Umum mengajukan 

dakwaan secara altema1if dimana dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, 

maka terhadap dakwaan subsidair tidaK perlu dibuktil\an lagi dan terdakwa 

wajib secara hukum dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebu~ 

Menlmbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah 

dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara 

yang dijatuhkan: 

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindari 

putusan ini majells hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan., 
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Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat~surat 

dinyatakan tetap terlampir dalam berl<as perl<ara ; 

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dipidana maka hart.~$ 

dibebant pula untuk membayar ongkos perkara ; 

Menimbang, hahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang 

dipandang memenuhi rasa keadl!an masyarakat maka mempertimbangkan 

pula: 

Hal~hal yang memberatkan: 

1. Perbuatan terdakwa bertujuan untuk merugikan keuangan negara ; 

2. Terdakwa selaku Oirektur Administtasi dan Keuangan PT. Sarinah 

(Perseto) seharusnya bertindak dan bertingkah laku sebagai panUtan 

bawahannya ; 

3. Perbuatan terdakwa jelas menciderai rasa keadilan masyarakat ; 

Hal-hal vang meringankan: 

1. Terdakwa sopan dipersidangan; 

2. Terdakwa belum pemah dihukum dan sangat kooperatif sefama 

persidangan ; 

Mengingat Pasal 2 ayal (1) Jo" Pasal 18 UU No" 31 Tahun 1999 jo" UU 

No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang 

berl<aitan ; 

MENGADILI 

1_ Menyatakan Terdakwa DR$_ IMANU WIDODO terbukli secara sah dan 

meyakinkan bernalah "TURUT SERTA MELAKUKANTINDAK PIDANA 

KORUPSl"; 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana 

Penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar 

Rp. ZOO.OOO.OOO,- (dua ratus juta rupiah), dan bila denda tersebut tidak 

dibayar digantl 3 (tiga) bulan kurungan ; 

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti 

sebesar Rp 1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah), jika 

terpidana tidak memba_yar uang pengganti paling lama da:am waktu 1 

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hokum 

tetap. maka harta bendanya disila oleh Jaksa dan dilelang untuk 

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tid~k 

mempunyal haria benda yang mencukupi untuk membayar uang 

pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 { satu) tahun ; 

4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah diJalani oleh Terdakwa, 

dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ; 

5. Memerintahkan T erdakwa tetap ditahan ; 

6. Memelintahkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir 

dalam berkas perkara, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ; 

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

5.000,- (lima ribu rupiah); 

Oemi!danlah dipuluskan dalam rap·at pennusyawaratan Majt:lis Hakim 

Pengadilao Negeri Jakarta Pusat pada han KAMIS, tanggal 05 Juni 2008 

oleh kami Sugeng Riyono, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Reno 

Ustowo, SH, MH dan Panji Wldagdo, SH.MH masing·masing sebagai Hakim 

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang 

terbuka untuk umum o!eh Ketua Majelis tersebut dengan didampngi oleh kedua 

Hakim Anggota serta dlbantu oleh Parmin, SH Panitera Penggantl pada 

Pengadilan Negerl tersebut dengan dihadiri oleh YUYU AYOMSARI.SH.MH dkk 
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Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya . 

Hakim-Hakim Anggota., Hakim Ketua Majelis., 

(ZHtH.~) • 

( Sugeng Riyono, SH, M.Hum.- } 

( PanjiWidagdo, SH, MH.-) 

•• 

·-
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PUTOSAN 
' . 

Nomor: 183£PIOIZOOSIPT.DKI. 

DEMI KEADILAN SERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara~ 

perkara pldana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan 

sebagaimana tersebut dlbawah ini, dalam perkara terdakwa :------

Nama !engkap 

I empallahir 

Umur/tanggallahir 

Jenis kelamin 

Kebangsaan 

Tampa! tinggal 

Agama 

Pekerjaan 

Pendidikan 

: Drs. !MANU WtDODO.----------­

: Surabaya.--------------­

: 54 Tahun/3Mei 1954.--------

: Laki-laki.------------

: Indonesia.---

: Taman Mangu lndah Blok 8.1 No. 14 RT 0011006-

KelurahanJOesa Pondok Aren, Kecamatan Pondok 

Aren, Tangerang.--------------

: lslam.---------------

Karyawan SW'asta/Mantan Olrektur Administrasi dan 

Keuangan PT. Sarinah.---------­

Sarjana.:-. ---· 

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah!Penetapan Penahanan :---

1. Penuntut Umum sejak tangga! 16 Januari 2008 s/d tanggal4 Februari 2008; 

2. Perpanjangan l<:etua Pengadi!an Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 5 

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal11 Juni 2008 sld tanggal1 0 

Juli 2008;------

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadi\an T\nggl Jakarta sejak tanggal 11 Juli 

2008 s/d tanggaiB September 2008;---·----·-----­

Terdakwa dalam hal inl diwakili oleh kuasanya BAMBANG TRIATMANTO, SH., 

MULIA ... 
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MULIA PURBA, SH. 'dan CH/INDRA D. ANGGRARINI, SH., para Advokat dan 

Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Bambang 

Triatmanto & Rekan. beralamal di Jl. Bintaro Puspita t!IG-6, Jakarta 12320, 

berdasarkan sural kuasa khu.sus tertanggal9 Juni 2008;----------

PENGADILAN TINGGI ten;ebut;:------- ---------

Telah membaca berkas pe:rkara dan surat~surat lain yang berhubungan 

dengan perkara ini; ~--------------

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-

02/JKT.PST/0212000 lertanggal 26 Februari 2008 te!hadap lerdakwa pada 

pokoknya berbunyi sebagai berikut :----- --------· 

PRIMAIR :---------------------

Bailwa terdakwa Drs. IMANU WIDODO Direktur Operas! PT. Sarinah 

(Persero) diangkat herdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor: 569/KMK016/1997 tanggal12 November 1997 kemudian 

berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Sarlnah No. 1501DirutJI/11112000 

tanggal 6 Maret 2000, diangkat sebagai Oirektur Admlnistrasi dan Keuangan 

PT. Sarinah (Persero), bertindak sendiri-sendiri maupun bersama~sama 

. dengan Yustian Ismail, SE. (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah} 

sajak tanggal 1 September 1999 sampai dengan tang gal 10 Juli 2001 at au . 

se!idak-Udaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 1999 sampai 

dengan tailun 2001, bertempat di Kantor PT. Sarinah (Pcrsero) Jl. M.H. 
~;;:;; 

perskonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai barlkul :-.-­

Berdasarkan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah 

(Persero) Nomor: 0951Kl'TS/DIRUT/IV/1998 tanggal26 Mel 1998 tentang 

Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya 

bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) menyatakan 

untuk melakukan pengadaan barang~asa dengan nilai diatas Rp. 

100.000.000,- (seratus jula rupiah) ditempuh melalui cara lelang (tender) 

balk petelangan umum maupun pelelangan terbatas. namun pekerjaan 

pembuatan ... 
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- pembuatan sertifikasi tanah milik PT. Sarinah dl!akukan dengan cara 

penunjukan langsung oleh Yustian Ismail dan terdakwa se!aku Direktur 
' ' - . 

Adminlstrasi dan Keuimgan PT Sarinah {Persero) menyetujui melakukan 

pembayaran yaitu :-----------,--------'--

1. Terhadap Sertilikasi Tanah-----

1.1. Sertifikasi Tanah di Pancoran, Jakarta Selatan-----­

Bahwa untuk memperkuat bukti kepem\likan tanah ml!ik PT. 

Sarinah (Persero) YUSTIAN ISMAIL, SE. selaku Direktur Utama 

PT. Sarinah mambuat Sural Nomor : 527/0IRUT/ENH/1999 

tanggal20 Juli 1999 tentang Serlifikat Tanah Milik PT. Sa!inah di 

Pancoran yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT. Sarinah 

{Persero) yang isinya melaporkan bahwa pengurusan sertffikat 

tanah akan dilaksanakan oleh Kantor Nolaris/PPAT SUUST!O, 

SH. dengan biaya sebesar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus lima 

puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah};----­

Un\uk menindak laniuti Sura\ Nomor : 527/0IRUT/EJVII/1999 

·""""'"'tanggal 20 Juli 1999 Yus\ian Ismail menunjuk SUUSTIO, SH. 

1 September 1999 ditanda tangani Surat Pe~anjian 

ma Pembuatan Sertif1kat Tannh milik PT. Sarinah 

ro) yang terletak di Jl. Pancoran Timur II, Kelu;ahan 

Jakarta Selatan dengan Su1 at 

Pe~anjian Ke1asama Nomor : 042/DIRUT/EIIX/1999 yang 

ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. mewakili PT. Salinah 

{Persero} dengan SULISTIO, SH. yang isinya seb.agai beriku~ :-­

a. Tugas dan ruang ltngkup pekerjaan :---------

PT. Sarinah {Pe~sero) memberikan tugas pekerjaa.n 

kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.;----­

Notaris/PPAT SULISTIO, SH. melaksanakan tugas 

pekerjaan pengurusan da,n pembuatan sertifikat tanah mi!ik 

PT. Sarinah {Persero) yang ter!etak di Jl. Pancqr~:' Timur 

II, Kelurahan Cikoko,_ Kecamatan Pancoran, Jakarta 

Setatan;-

b. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah 

meliputi: ---

1. Panyelesaian lanjutan Advis Ptanning;---·---·--

2. Pengukuran ... 
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2. Pengukuran :----,-------------­

Pendaltaran pengukuran;--'----------­

Pelaksanaan pengukuran;-------·---'­

Penggambaran;;-------------

3, Pengesahan gambal" situasl;:--- -----
4. Permohonao hal< atas tanah;;-----------

5, Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi};--

6. Sural Kepu!usan Peinberian Hak (HGB) dan Menteri 

AgrariaiKepala BPN;:----------

7. Pendaftaran S!< Pemberian Hak;,---------

8. Penerbitan dan penyerahan sertifikat;--------

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan : 

Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembua~n 

sertifikat tanah sebesar Rp. 852.:180,000,~ (delapan ratus · 

lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);­

Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala 

pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan 

prosedur yang bertaku;-----·--------

Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi ka 

selama 5 

Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan pengurusan sertifrkat tanah: 

Menerima sertifikat asli t~ah dari Menteri Agraria/Kepala 

BPN;,----------·~---

Membayar se!uruh biaya pe!aksanaan pekeljaat:~ sebesar 

tersebut dalam pesal 2 eyat (1) kepada Notaris/PPAT 

SULISTIO, SH.; 

f. Hak dan Kewajiban NotarisiPPAT SULISTIO, SH. ::---­

Menerlma pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan 

sertifikat lanah ~ebagaimana tercantum dalam pasa( 2 aya.t 

(1);------------

Menyerahkan seluruh dokumen-wdokumen serta sertlfikat 

asli tanah yang dlterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala 

BPN kepada PT. Sarinah (Persero);--

Penunjukan ... 
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Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH. yang merlgaku · 

sebagar ,_Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat 

tanah Pancoran oleh Yustian lsmail 1 SE dengan alasan karena 

sudah mengonal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON 
' 

RIFAI (selaku pemegang kuasa dari SULISTID, SH.) bersama 

PUDJI RAHARJO yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT 

SUUSTID; SH., tanpa persetujuan terlebih dahulu dalam rapat 

Direksi, yang juga dlketual oleh tefdakwa Drs. !MANU WlOODO, 

tanpa melakukan evaluasi leblh dahulu terhadap penawaran 

harga biaya pekerjaan pembuatan sertifikat, seharusnya 

penunjukan langsung tersebut terlebih dahulu ada persetujuan 

da1am rapat Direksi sebagaimana dialur datam pasal11 ayat (11) 

Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 

54 1anggaf 17 Maret 1998 dan dilakukan mela!ui proses lelang 

karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100,000.000,- (seratus juta 

rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 {lima) mkanan dan 

sedlkit-cllkitnya 3 (tlga) rekanan dan me!akukan eva!uaSi terhadap 

·~ 

Keputusan Oireksi Sarinah (Persero) Nomor 

007/KPTS/DIRUTR/1111999 tentang Sistem dan Prosed•Jr 

Administrasi PT. Sarinah (Persero);--------­

Setelah berakhimya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 

pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah Pancoran sesuai 

Pe~anjian Kerjasam• Nomor : 042/DIRUTIEJIX/1999 tanggal 1 

Septemnber 1999 pada bulan Januari 2000, SULISTIO, SH. yang 

mengaku sebagai Notarts/PPAT belum menyerahkan sertifikat 

tanah Pancoran kepada PT. Sarinah (Persero), namun terdakwa 

Drs. !MANU WIDODD tetap melakukan pembayaran kepada M. 

OJAFRON RIVAl selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH., 

kemudian pacta akhir bulan Maret 2000 dilakukan Adendum 

terhadap peljanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah 

Pancoran , .. 
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Pancoran dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 

012/ADDIDIRUTIE/11112000 tanggal 31 Maret 2000 khusus yang 

menyangkut jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 5 

(lima) bulan menjadi 11 (sebelas) bulan yang ditanda tangani 

YUSTIAN ISMAIL, SE. dan SULISTIO, SH.;----·--­

Pada waktu penanda tanganan perjanjian kerjasama pembuatan 
sertifikat tanah Pancoran dan Adendum Perjanjian Kerjasama, 

pihak SULISTIO, SH. yang mangaku sebagai Notaris!PP AT tidak 

pernah hadir di Kantor PT. Sarinah (Persero );-------

- Setelah perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah 

Pancor.an ditanda tangani kemudlan terdakwa Drs, !MANU 

WIDODO menyetujui dan melakukan pembayaran kepada 

SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notans/PPA T yang 

· diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI seleku pemegang 

kuasa, sesuaj dengan _bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai 

berikut :----------------

Rp. 26.250.000, 

Rp. 65.625.000, 

Rp. 28.437.000, 

Rp: 5.678.000, 

ggal 17 Juli 2000 Rp. 31.500.000, 

snggal 1 Agustus 2000 Rp. 78.750.000. 

Tanggal29 Agustus 2000 Rp. 39.375.000, 

T anggal 3 Oktober 2000 Rp. 7.875,000, 

T anggal14 November 2000 Rp. 15.580.000, 

T anggal 11 Desembor 2000 Rp. 37.013.000, 

Tanggal15 Januan 2001 Rp. 19.475.000,----

Tanggal8 Februari 2001 Bg 3.895.000,----

Rp. 359.453.000,---

Selain biaya pekerjaan yang telah dianggarkan da(am perjanjian 

kerjasama, juga dllakukan pembayaran biaya Retribusi dan Sea 

Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada 

SUUSTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang 

disetujui oleh terdakwa Drs. !MANU WIDODO dan dilerima 

MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal 

biaya~biaya tersebut tidak dinggarkan dalam perjanjian 

kerjasama ... 
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kerjasama, sesuai bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai 

berikut ::-----------------

Retribusi Adminlstrasi Pembangunan lanah tanggal 24 April 

2000 Rp. 225.801.000,--­

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :-----~~ 

- Tanggal27 Oktober 2000 Rp. 35.000.000,----

Tanggal7 November 2000 Rp. 35.000.000, 

Tanggal21 Oesember 2000 Rp. 35.000.000,--

Tanggal29 Januan 2001 Rp. 35.000.000,--

T anggal 8 Februari 2001 Rp. 35.000.000,---

Tanggal12 Maret 2001 Rp. 25.000.000, 

T anggal 28 Maret 2001 Rp. 25.QOO.OOO, 

Rp. 225.801-.000,--

- Setelah sertifikat tanah Pancoran berupa Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (HGB} No. 35 r::liserahkan oleh MUHAMMAD 

DJAFRON RIFAI kepada PT. Sarinah (Persero) selanjutnya 

YUSTIAN ISMAIL, SE. memerintahkan saksi A RACHMAN 

(Kepala Biro Akutansi dan Keuangan) untuk menyimpan 

2001 tentang ·pemberhentian dan Pengangkat::m Anggot:a~ 

Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah, 

diketahui SULISTIO, SH. bukan Notalis karena tidal< terdaftar 

sebagai Notaris pada Sub Direktorat Notaris sesuai Surat Dimktur 

Perdata pad a Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umu m 

Departemen HukUm dan HAM Republik Indonesia Nomor : C2-

HT.03. 10-258 tanggal 17 September 2001 penhal lnformasi 

tentang Status Notaris. Demikian juga sertifikat Hal< Guna 

Bangunan (HGB) No. 35 untuk !anah Pancoran adalah palsu 

karena tidak pamah diterbitkan oteh Kantor Pertanahan Jakarta 

Selatan;----. 
Dari ... 

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH UI, 2009



8 [UKTU\(DINAS I 
Dari jumlah biaya yang. dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) yang 

disetujui dan dilakukan pembayaran olen terdakwa Drs. IMANU 

WIDODO kapada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selal<u pemegang 

kuasa dan SlJLISTIO, SH. yang mengaku sebagai NotarisiPPAT 

untuk pembayaran pengurusan serlifikat tanah Pancoran sabesar 

Rp. 1.680.322.000,- (satu milyar enam ratus delapan ·puluh juta tiga 

ratus dua puluh dua ribu rupiah);;~·-------------

1.2. Sertlflkasl Tanah dl Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat:----­

Sebagai kalanjutan Sural Nomor: 527/DIRUTIENII/1999 tanggal 

20 Juli 1999 YUSTIAN ISMAIL juga menunjuk SULISTIO, SH. 

yang mengaku sebagal NotarisfPPAT dan penunjukan langsung 

tersebut juga dlsetujui oleh terdakwa Drs, !MANU WIDOOO, 

kemudian tangga112 Februari 2001 ditakukan penanda tang:anan 

perjanjian ke~asama pembuatan sertifikat tanah millk PT. Sarinah 

(Persero) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin. JaKarta Pusat, 

dengan Surat Perjanjlan KerjaSGma Nomor 

004BIDIRUTIEIII12001 yang dilanda tangani oleh YUSTIAN 

~"MAIL, SE. mewakili PT. Sarinah (>'ersero) dengan SULISTIO, :.£"' ILI(i,~ 
, -t\ ~·~ ang meng:aku s<:!:bagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di 

~ ;.:~:;1.11. ~ mpaka Putih Timur XXI Nomor: 143, Jakarta Pusat, yang 
~ ,,.,_,, '7 :Pj 

~,~,~ ~~·~s· ~ antara laH'i: 
I ',' 

~.d>~:fl . .t gas dan ruang llngkup peke~aan :--------­
~~~~> ~ PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas peke~aan 

kepada NotarisiPPAT SUUSTIO, SH.;------

Notalislf'PAT SULISTIO, SH. melaksanakan tugas 

peke~aan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik 

PT. Sarinah (Persero) yang terle!ak di Jl. M.H. Thamrin No. 

11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta 

Pus at; 

b. Tahap pelaksanaan peke~aan pembuatan sertlfikat tanah 

melipuli :---· 

1 , Penyelesaian lanjutan Advls Ptannlng;--------

2. Pengukuran: ----~~-----

Pendaftaran pengukuran;----~----

Pelak.Sanaan pengukuran·,---------

Penggambaran;------· --------

3. Pengesahan ... 
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3. Pengesahan gambar situasi;-----------

4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat;......,.._ 

5. Penyusunan SIPPT (Surat Qin Penunjukkan Penggunaaan 

Tanah); 

6. Permohonan hak atas tanah;----

7, Proses Fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi); -~ 

8. Surat Kaputusan Pembelian Hak (HGB) dari Menleri 

Agrana/KepalaBPN;----·--------

9. Pendaltaran SK Pemberian Hak (HGB);;-------

1 0. Penerbltan dan peny~rahan sertiftkat;--·-----

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan ::------------­

Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan 

sertlfikat tanah sebesar Rp. 895.125.000,- (d_elapan ratus 

:sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu 

rupiah);;--·------------­

Jumlah biaya pekerjaan ini te!ah termasuk segala 

pengeluaran beserta pajak-pajak sesual ketentuan dan 

prosedur yang berlaku·;.--------

Biaya tersebut diates belum termasuk b[aya Relribusi 

unl,uk Advls Planning, SIPPT dan Bea Perofehan Hak ke 

selama 6 

surat pe~anjian 

Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria/Kepata 

BPN;;--

Membayar seluruh biaya pelaksanean pekeljaan sebesar 

tersebut dalam pasal 2 ayat (1) kepada NotarisiPPAT 

SULISTIO. SH.;;------------

f. Hal< dan Kewajiban Notarts/PPAT SULISTIO. SH. ::---­

Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan 

sertifikat lanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 

{1);-------

- Menyerahkan ... 
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Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat 

as!i tanah yang diterb1tkan oleh Menteri Agraria/Kepala 

BPN kepada PT. Sarinah (Persero);----·~---

- Penunjuken langsung tarhadap SULISTIO, SH. yang mangaku 

sebagai Notaris!PPAT se!aku -pelaksana pembuatan sertlfikat 

tanah Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat oleh YUSTIAN ISMAIL • 
SE. dengan a!asan karena sudah mengenal dan percaya kepada 

MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pamegang kuasa dari 

SULISTIO, SH. bersama PUDJI RAHARJO yang mengaku 

bekerja dl Kantor Noterts/PPP.T SULISTIO, SH. dan dalam 

penunjukan tersebut tanpa tel1ebih dahulu mendapat persetujuan 

dalam rapat Direksi namun penunjukan tersebut disetujui oleh 

terdakwa Drs. IMANU WIDODO, Seharusnya terleblh dahulu 

diadakan rapat Dlreksi untuk mendapat - persetujuan Direksi 

sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (11) Akta Perubahan 

Anggaran dasar PT. Sarlnah (Persero) Nomor ; 54 tanggal 17 

'~1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nllai 

.~-fiP oe n dlatas Rp. 100,000.000,- (sera1us juta rupiah) yang 
('; .Y... ~- £..\ -

"'" ..4:~~1'1~~ ~.:. banyak-banyaknya 5 (lima) re!<anan dan sedikit-dikitnya 

t~ti?~~~--; rekanao yang mengajukan pe.nawaran serta dilakukan 

. \ ~~~ · terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan 

~~sa"' ..- aimana dlatur dalam angka V huruf C keputusan Direksi 

PT. Sarinah (Persero) Nomor ; 095/KPTS/DIRUTIIN/1998 

tanggal 26 Mai 1998 tentang Kelentuan/Peraturan Pengadaan 

Barang!Jasa. yang pendanaannya bersumber dar\ Anggaran 

Belanja PT. Sarinah [Persero) dan ketonluan huruf G (Bidang 

Umum) Buku Ill Keputusan Direksi PT. Sarlnah (Persero) Nomor: 

007/KPTSIDIRUT/111111999 tanggal ·10 Februarl 1999 tenlang 

Sistem dan Prosedur Administrasl PT. Sarinah (Persera);--­

Bahwa pada waktu penanda tanganan surat perjanjian kerjasama 

pembuatan sertlfikat tanah di Ji. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, 

SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tldak 

pemah hadir di Kantor PT. Salinah (Persero);-

Bahwa setelah perjanjian ditanda tangani kemudian YUSTIAN 

ISMAIL menugasken terdakwa Drs. !MANU WIDODO Direktur 
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Administrasl dan Keuangan PT. Sarinah (Persem) untuk 

membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya 

pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan 

dalam perjanjian kerjasama kepada SULISTIO, SH. yang 

mengaku sebagal Notaris/PPAT yang diterima oleh MUHAMMAD 

DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. 

sesuai dengan bukti pengeluaran bank {voucher) sebagai berikut: 

Tanggal21 Februari 2001 Rp. 75.000.000,---

Tanggal21 Febnrari20D1 Rp. 200.000.000,---

Tanggal3 Maret 2001 Rp. 14.161.304,,---

- T anggal6 Juni 2001 

Jumlah 

161.304,· (-)-

Rp. 235.406.250,-- · 

Rp. 524.506.250,--

Bah\Ya selain bfaya pekerjaan yang !elah dianggarkan dalam 

perjanjian kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retribusl 

dan Bea PerOlehan Hak Atas Tanah Can Bangunan {BPHTB) 

SULISTIO, SH. yang mengaku sebagal Notaris/PPAT 

dlsetujui terdakwa Drs. !MANU WIDODO dan dttelima 

~*'j;l1[JAMMA.O DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal 

tersebut tidak dlanggarkan dalam pe~anjlan 

~~~~~::::~~ berdasarkan bukti pengeluaran bank (voucher) 
' berikut :---------------

Retribusi penggunaan dan peruntukan tanah tanggat 5 Juni 

2001 Rp. 367.300.000,­

Bea Perolehan Ha!( Atas T anah dan Bangunan tanggal 20 

Juni 2001 . Rp. 1247.960.000,--

Jumlah Rp. 1.615.260,000,--

Dengan demikian jumlah biaya yang dike!uarkan PT. Sarinah 

(Persero) dan diierima MUHAMMAD OJAFRON RIFAI selaku 

pemegang kuasa darl SULISTIO, SH. yang mengaku-ngaku sebagai 

Notaris/PPAT untuk pengurusan sertifiKat tanah Jt M.H. Thamrin No. 

11, Jakarta Pusat seluruhnya sebesar Rp. 2.139.766.250,· (dua 

milyar seratus tiga p~!uh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam 

ribu dua raws lima puluh rupiah);------------

1.3. SertifikatTanah Jl. Agus SaiimiJI. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 

- Pada tanggal 13 Juni 2001 dilakukan penanda tanganan 

perjanjian ... 
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perjanjian kgrjasama pembuatan sertlfikat tanah milik PT. Sarinah 

(Persero) yang terlelak dl Jl. Agus Salim/JI. Wahld Hasylm, 

Jakarta Pusat, sesuai Pe~anjlan kerjasama Nomor 

019BIDIRUTIEM/2001 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN 

ISMAIL, SE. mewakill PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, 

SH. yang mengakU sebagai Nolaris/PPAT yang berl<ed"dukan di 

Jl. Cempaka Putih llmur XXI Nomor : 143, Jakarta Pusat, yang 

dilunjuk langsung oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. yang islnya antara 

lain:----------------------

a. Tugas dan ruang llngkup pekerjaan :--------­

PT. Sarinah {Persero) member1kan tugas pekerjaan , 

kepada Notarls/PPAT SULISTIO, SH.;;------· 

Notaris/PPAT SULISTIO, SH. melaksanakan tugas 

pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertlfikat tanah milik 

PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Agus Salim/JI. 

c:~ Wahid Hasylm, Kelurahan Menteng, Kecamatan 

f!5i;v;;;;~ Gonda.t19dia, Jakarta Pusat:----------­

fj' ~,t• r~ ap pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah 

(~ '~'\;}~ k'~ iputi: 
>\ ,~ f! ./ Penyelesaian Advis Planning; 
~- ,)' 

w'(> ·. Pengukuran:-----------------~ 
""'-~-".-">' Pendaftaran pengukuran;----------­

Pelaksanaan pengukuran;---------­

Penggambaran;--------------

3. Pengesahan gambar situasi;------------

4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat;-

5. Penyusunan SIPPT {Surat l}in Penunjukkan Penggunaan 

Tanah); 

6. Permohonan hak atas tanah;------..,.------

7. Proses Fatv.ra Kantor Pertanahan (rekomendasi};----

8. Sural keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri 

Agraria/Kepala BPN;---

9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB);-----

10. Penerbitan sertifikat;-------------

c. Biaya pelal<sanaan pekerjaan :-----------

- Jumlah ... 
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Jumlah blaya pekeljaan, pengurusan dan pembuatan 

seNiflkat. tanah sobesar Rp. 891.804.375,- (delapan ratus 

sembilan puluh satu juta delapan ratus empat libu tiga 

ratus tujuh puluh lima ruplah);---------­

Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala 

pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan 

prosedur yang berlaku;----------­

Blaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi 

untuk Advis Planning, SIPPT dan Retribusi resmi sertiftkat 

ke Kas Negara atau gqnti rugi ke Kss Negara;-----

d, Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 6 

#§JIT!l~(~nam} bu!ari sejak dit~nda tangani sural perjari)ian ;;..,/ .,, \•, 
f',~'ft :-[-'~~~~, ~~:~sama; .. ---.----------,-­
id I ••J.\'';·lli'cfiii!<\<J•n Kewatrban PT. Sannah (Persero) :------­
\:;;.) ':· ~(_.; .. -{ ;;;rJlenerlma semua dokumen-dokumen yang berkaifan 
y f; "-\ .-:: :t--! ' 
\ ;-:- "·'·,;:.: t·~ _,, _.._Ydengan pengurusan sertlfikat tanah;;-------
", ~-".;, , ... ,..-." ,-,. . 

;:....__.~---~ Menenma sertifikat asli tanah dari Menteri AQrariaJKepala 

BPN; --­

Membayar seluruh biaya pelaksanaan peke~aan sebesar 

tersebut dalam pasal 2 ayat (1) kepada NotarisJPPAT 

SULISTIO, SH.;------------

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH. :---­

Menerlma pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan 

sertlfikat tanah sebagaimana tercantUm dalam pasal 2: ayat 

(1);------------------

Mehyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat 

asli lanah yang diterbilkan oleh Menteri Agraria/Kepala 

BPN kepada PT. Sarinah (Persero);--------

- Penunjukan langsung terhadap SUUSTIO, SH. yang mengaku 

sebagal Notaris/PPAT selakupelaksana pembuatan sertifikat 

tanah JL Agus SalimiJI. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, aleh 

YUSTlAN !SMAll, SE. deogan a!asan karena telah menerima 

sertffikat asli tanah Pancoran namun sewaktu menelima sertlfikat 

tersebut YUSTIAN ISMAIL, SE. tidak melakukan pengecekan 

keabsahan sertlfikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta 

Selatan dan tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dalam 

rapat ... 
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rapat Direksi tetapi disetujul oteh terdakwa Drs. I MANU WIDODO. 

Seharusnya .terlebih dahulu diadakan rapat Direksi _ untuk 

mendapat persetujuan Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 

11 ayat (11) Akta Perubahan Anggarao dasar PT. Sarinah 

(Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan 

melalui proses lelang karen.a nilai -peke~aan diatas Rp.-

100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dlikuli sebanyak­

banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikiH:llkitnya 3 (Uga) rekanan 

yang mengajukan penawaran serta difakukan evaluasi terhadap 

penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur 

dalam Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 

095/KPTS/IN/1998 tanggal 26 Mel 1998 tentang 

KetentuaniPeraturan Pengadaan barangfjasa yang 

pendanaannya bersumber dali Anggaran Belanja PT sarinah 

(Persero) dan keleoluan huruf G (Bidang Umum) Buku Ill 

~="'~'eputusan 01reksi PT. Sarinah (Persero) Nomor ;r;;,:- .. 

l'' --~~ ::D~~o~::~~:::in:l::·~T:~.:::~u(~er;::; tentang 

~ '~~~~ . pada waktu penanda tanganan surat perjanjian kerjasama 

U_~ ; . alan sertifikat tanah di Jl. Agus Salim/JI. Wahid Hasyim, 

~~i~~a Pusal, SUL!STIO, SH. yang mengaku sebagai .A 

olaris/PPAT lidak pemah hadir di Kantor PT. Sarinah(Persaro); 

- Bahwa setelah perjanjian dltanda tangani kemudian YUSTIAN 

ISMAIL, SE .. menugaskan terdakwa Drs. !MANU WIDODO selaku 

Oirektur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk 

membuat perenc~J~:naan dan melakt,tkan pembayaran bfaya 

pengurusan gan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan 

daiam pe~anjian ke~asama yang diterima oleh MIHAMMAD · 

DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa SUL!STIO, SH., sesuai 

dang an bukU pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :---

Tanggal28 Juni 2001 Rp. 111.425.625,-

- Tanggal10 Juli 2001 

Jumlah 

Rp. 111.425.825,­

Rp. 222.851.250,-

Oengan demlkian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah 

(Persero) dan dilerima MUHAMMAD OJAFRON RIFAI selaku 

pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. yang mengaku sebagal Notaris 

I PPAT ... 
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I PPAT untuk pengurusan sertffikat tanah Jl. Agus Salim/JI. Wahid 

Hasyim, Jakarta Pusat seluruhnya sebesa( Rp, 222.851.250,- (dua 

ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus 

lima puluh rupiah);--------------

2. Terhadap Sewa Meoyewa Ruangan dan Penggunaan Uang 
Perusahaan Untuk Membayar Hutang----------­

Bahwa pada bulan Desemb~r 1999 Kepala Cabang PT. Bank Mandiri 

Jakarta Sarinah saksi YUSNIATI ASLAN meng!rim surat No. 

Cab.40/33BA tanggal 15 Desember 1999 kepada Direksi PT. Sarinah 

{Persero) periha! perpanjangan sewa menyewa ruangan kantor untuk 

jangka waktu 3 ("ga) tah_un (1 Januari 2000 sampai dengan 31 

Desember 2002), yang kemudian didisposisi oleh YUSTIAN ISMAIL, 
• 

SE. yang lsinya :------------------

- Oiberi dlscount20%;----------------

- Cara _pembayaran 2 kali, Desember 1999 dan Maret 2000;;----

Kemudian pada tanggal_ 23 Desember 1999 dilanjutkan pembuatan 

perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT. Sarinah (Persero) 

~=engan PT. Bank Mandiri Nomor: 049/DIRUTIEIXIU1999 yang ditanda 

,~P.tr)]l~ni oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. selaku DirekWr Utama PT. 

j ~~;l~~~h (Persero) dengan YUSNIATI ASLAN selaku Kepala Cabang 

~ :~:f;flP~, ~~ok Mandlri Jakarta Salinah, namun dalam perjanjian tersebut 

,_ ~Jl~V diatur tentang pemberian discount 20%. Setelah PT. Sank 

".,,~ K,;;,; membayar uang sewa p3da tanggal 30 Desember 1999 --
sebesar Rp. 1.909.279.485,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta 

dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan pu!uh lima 

rupiah) dan tanggal 27 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.465,- (satu 

milyar sembflan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu 

empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 

3.818.558.970,- {tiga milyer delapan ratus delapan belas juta lima 

ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) 

YUSTIAN ISMAIL, SE. dan terdakwa Drs. !MANU WIDODO 

menyetuju1 pengeluaran uang dari Kas PT. Sarinah (Persero) untuk 

memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri Jakarta Sarlnah selaku 

penyewa ses~ai buktl penge\uaran bank {voucher) tanggal 31 

Desember 1999 sebesar Rp. 381.855.000,- (liga ratus deiapan puiuh 

salu jula delapan ralus lima poluh lima ribu rupiah) atau seluruhnya 

sebesar. ,. 
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sabesar Rp. 763.710.000,· (tujuh ratus enam puluh Uga juta tujuh ralus 

sepuluh ribu rupiah), namun uang _tersebut tidak pemah diterima oleh 

PT Bank ,Mandlri Jakarta Selatan tetapl dlgunakan untuk kepe;ntingan 

prlbadi terdakwa drs. IMANU WIDODO dan YUSTIAN ISMAIL, SE;­

Bahwa karena uang discount sewa digunakan untuk kepentlngan 

pribadi, make untuk mengembalikan ke PT. Sannah (Persero) 

selanjutnya YUSTIAN ISMAIL,. SE pada tanggal 10 April 2001 

membuat memo kepada Pl. sarinah Cabang DKI untuk mencalrkan 

uang deposito milik PT. Sarinah cabang DKI sebesar Rp. 

900.000.000,~ (sembilan ratus juta rupiah) dengan afasan unluk 

keperluan kantor Pusat, akan tetapi uang deposito tersebut digunakan 

sebagai setoran tunai ke Kas PT. Sarinah (Persero) untuk 

mengembalikan uang discount sewa sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh 

ratus enam pu!uh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sesual bukti 

penerlmaan bank tanggal 11 April 2001 dan bahkan sisanya 

digunakan juga untuk membayar hutang pribadi YUSTIAN ISMAil, SE. 

~<ebe•sar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai 

\ ""''·'"" penerimaan bank tanggal11 April 2001 ;...:.;_ _______ _ 

demikian jum!ah uang PT. Sarinah (Persero) yang disalah 

sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh 

~~~~~~ sepuluh ribu rupiah) dltambah Rp. 140.000.000,- (seratus empat 

"' juta rUpiah) atau se!uruhnya sebe;sar Rp. 903.710.000,- (sembilan 

rat us tlga jula tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);----· 

3. Terhadap Renovasl Gedung Sarinah Juanda----------· 

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2000 PT. Sarinah (Parsero) 

mengeluarkan uang sebe;sar Rp. 142.000.000,- (seralus empal puluh 

dua juta rupiah) untuk renovasi ged,ung Sarinah Juanda tanpa 

dllengkapl dokumen kantrak yang disetujui oleh terdskwa Drs. IMANU 

WIDODO dan dlterima aleh YUSTIAN ISMAIL, SE. untllk kepentingan 

pribadL Kemudian pada langgal 3 Januari 2002 YUSTIAN ISMAIL, SE. 

membuat Surat Pemyataan untuk mengemballkan uang sebesar Rp. 

142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan cara 

diangsur, namun belum pernah dibayar; ~------

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetujui pembayaran uang sebesar Rp. 

142.000.000,· (seralus empat puluh dua juta rupiah) kepade YUSTIAN 

ISMAIL, SE. untuk renovasi gedung Sarinah Juanda bertentangan 
dengan __ , 
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dengan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direksi PT Sarinah 

(Persero) Nomor : 995/KPTS/DIRUT/IN/1998 tanggal 26 Mei · 1998 

tentang Ketentu8n/?e.raturan Pengadaan barang~asa yang 

pendanaennya bersumber dan Anggaran Belanja PT. Sarinah 

(Persero) yang seharusnya dilakukan melalui proses lelang karena 

nilai peke~aan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);;---

Dengan demil<ian jumlah uang PT. Sarinah (Persero) yang disalah 

gunakan sebesar Rp. 142.000.000,M (seratus empat puluh dua juta 

rupiah)·;,------------------­

Perbuatan terdakwa tersebut te!ah memperkaya diri sendiri, atau orang 

lain yaitu MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa 

Notaris/PPAT SULISTIO, SH. dan YUSTIAN ISMAIL sebesar Rp. 

5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus 

empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);:----------

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ta!ah merugikan keuangan Negara 

sebesar Rp. 5.088.649.500,~ (llma mi!yar delapan _puluh de!apan juta 

enam rat• l~t empat pu!uh· sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setldak­

tidaknya sekitar jumlah tersebut:-------------­

;i''~ " . "\ "' alan terdal<wa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 

::1 ~j~a~8,1}1l jo. pasal18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

\~ 1i-<~ ~lffl erantasan Tindak P!dana Korups! jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 

"' \ %~~· Tentang Perubahan Alas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

"~?-"'' ntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. 

pasal65 ayat (1) Kitab Undan~rundang Hui<um Pidana.,-------­

SUBSIDAIR :-·-------------------

Bahwa terdakwa Drs. IMANU WIDODO Direk!u>' Operasi PT. Sarinah 

(Persero) diungkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor: 569/KMK.016/1997 tanggal12 November 1997 kemudian 

berdasarl<an Sural Direktur U!ama PT. Sarinah No. 150/Dirut/1111112000 

tanggal 6 Maret 20001 di~ngkat sebagai Dlre1<tur Administrasi dan Keuangan 

PT. Sarinah (Persero), bertindak sendiri·sendiri maupun bersama-sama 

dengan Yustlan lsman, SE. (diajukan penuntutan dalam berkas terplsah) 

pada waklu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas, 

melakukan atau tufut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus 

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan 

pidana ... 
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pidana pokok yang sejenis, telah menyali:l:h gunakan kawenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya ke:rena jabatan atau 

kedudukannya yang Qapat merugikan keuangan negara, yang dUakukan 

dengan cara sebagai berikut ::----------------­

Berdasarkan pasal 11 Anggaran dasar Perusahaan Perseroan PT. 

Sarinah {Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1996, terdakwa selaku 

Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) bertugas 

memimpin dan meng~oordinaslkan kegiat.an admlnistrasi dan keuangan 

perusahaan, membawahi Biro Admlnistrasi Keuangan, Bagian Akutansi, 

Baglan Keuangan dan Membantu Direktur Utama dib!dang Admir:istrasi 

dan Keuangan Perusahaan, selain itu terdakwa selaku Direktur 

Administrasi dan Keuangan berwenang menanda tangani persetujuan 

pembayaran dan atau rnenanda tangan1 Cheque;---------­

Bahwa terdakwa selaku Direktur Administrasl dan Keuangan PT. Sarinah 

(persero) telah menyalah gunakan kewenangan atau kesempatan atau 

~~~ana yang ada padanya yaitu terdakwa selaku Direktur Administras1 dan 

J' "K~ngan PT. Sarlnah (Persero) dalam pengadaan barangljasa telah 
.~ -' ·' \ /!:' . melalfukan penyimpangan yaitu turut melakukan penunjukan Jangsung 

\ data~ pengadaan barangljasa yang seharusnya melalui lelangltender 

?, Se!ain ftu terdakwa melakukan penyimpangan dalam menggunakan dana 
"< I • 

-~~-.:"~-·.J?_e'rusai1aan yaitu : --------------------

1. Terhadap Sertilikasi Tanahl-------,.,,..---

1.1. Sertitikasi Tanah di Pancoran, Jakarta Selatan------­

Bahwa untuk memperkuat bukti kepemilikan tanab milik PT. 

Sarinah (Persero) YUSTIAN ISMAIL, SE. selaku Direktur Utama 

PT. Sarinah membuat Sural Nomor : 527/DIRUT/ENII/1999 

tanggat 20 Juli 1999 tentang Sertifikat Tanah Milik PT. Sarinah di 

Pancoran yang ditu)ukan kepada Komisarls Utama PT. Sarinah 

(Persero) yang l~inya melapol'kan bahwa pengurusan sertifikat 

tanah akan dilakaanakan oleh Kantor Nolaris/PPAT SULISTIO, 

SH. dengan biaya sebesar Rp. 852.360.000,- (delapari ratus lima 

puluh dua ju!a tiga ratus detapan puluh ribu rupiah);-

Un!uk menindak lanjuti Sura! Nomor : 527/DIRUTIENII/1999 

tanggal 20 Juli 1999 Yustian Ismail menunjuk SULISTIO, SH. 

yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. 

Cempaka Putih Barat XI No. 97, Jakarta Pusat, kemudian pada 

tanggal ... 
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tanggal 1 September 1999 ditanda tangani Surat Pefjanjian 

Kerjasama Pembuatan Sertifikat Tanah mUik PT. Sarinah 

(Persero) yang terletak di JL Pancoran Timur II, Kelurahan 

Cikoko, Ke:camatan Pancqran, Jakarta Selatan dengan Surat 

Perjanjian Kerjasama Nomor : 0421DIRUTIEIIXI1999 yang 

ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE, mewakili PT. Sarinah 

(Persero) dengan SULISTIO, SH, yang isinya sebagai belikut :­

a. Tugas dan ruang lingkup pekefjaan :---------

PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan 

kepada Notarts/PPAT SULISTIO, SH.;-----­

Notaris/PPAT SULISTIO, SH. rnelaksanakan tugas 

pekerjaan pengurusan dan pembuatan s_ertffikat tanah mdik 

PT. Sarinah (Persero) yang terletak di JL Pancoran llmur 

sertifikat tanah 

Pendaftaran pengukuran;-·--------~ 

Pelaksanaan pengukuran;--------­

Penggambaran;:----------'-----

3, Pengesahan gambar situasi;------

4. Permohonan hak atas tanah;-----------

5. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi);----

6, Sura! Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri 

Agrariall<epala BPN;--------------

7. Pendaftaran SK Pemberlan Hak;--...,-------

8. Penerbitan dan penyerahan sertifikat;--------­

. c. Biaya pelaksanaan pekerjaan :----------· 

- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan 

sertifikat lanah sebesar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus 

lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);-­

Jumlah · biaya pekerjaan ini telah termasuk segala 

pengeluaran beserta pajak~pajak sesuai ketentuan dan 

proseduryang berlaku;---·------

Biaya ... 
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s~aya tersebut diatas belum termaS:uk biaya Retribusi k:e 

kas negara atau ganti rugi ke kas Negara;;------

d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan salama 5 

(lima) bulan sejak peljanjian dilanda tanganl;;---·---

. e. Hakdan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) :-------­

Menerima semua dokumen·dokumen yang berkaitan 

dengan pengurusan sertifikat tanah;;---

Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria/Kepata 

BPN;;------------------------------

Membayar selutlJh biaya pelaksanaan pekeijaan sebesar 

tersebut dalam pesal 2 ayat (1) kepeda NotarisiPPAT 

SULJSTIO, SH.;;---

1. Hakdan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH. ::---­

Menerima pembayaran a:tas jasanya mengurus pembuatan 

sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam ·pasal2 ayat 

(1);:------------------­

Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat 

~"~f-Fi~~;; a.sli tanah yang diter~itkan oleh Menteri AgrariaJKepala 

•,)" h" '-:·<ic.'. BPN kepada PT. Sarlnah (Persero);;--------

rg J!fi);'f; v~~unjukan langsung terhadap SULISTIO, SH. yang mengaku 

\~ Y:."'-.t J~agai Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat 
h .~, . 

\ ~-...&' h Pancoran cleh Yustian Ismail, SE. dengan alasan karena 

":~-.. :'::::~~dah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD OJAFRON 

RIFAl {selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH.) bersama 

PUDJI RAHARJO yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT 

SliLISTIO, SH., tanpa persetujuan terlebih dahulu dalam rapat 

Dlreksl, yang juga dikelual oteh terdakwa Drs. IMANU WIDODO, 

tanpa melakUkan evaluasi lebih dahulu terhadap penawaran 

harga biaya pekerjaan pembuatan s?.rtffikat1 seharusnya 

penunjukan langsung tersebut terlebih dahulu ada persetujuan 

dalam rapat Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (II) 

Aida Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah {Persero) Nomor : 

54 tanggal 17 Maret 1998 dan dltakukan melalui proses lelang 

karena nilai peke~aan dialas Rp. 100.000.000,- {seratus juta 

rupiah) yang dlikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan 

sedlkit-<likitnya 3 (tiga) rekanan dan melakukan evaluasi terhadap 

penawaran _ .. 
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dalam angka V hu<!Jf C Keputusan Dlreksl PT. Sarinah (Persero) 

Nomor : 095/KPTS/OIRUTflN/1996 tangal 2e Mei 1996 tentang 
Ketentuan!Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang 
pendanaannya bersumber dari Angaran Belanja PT. Sarinah 

(Persero) dan ke!en!uan hurug G (Bidang Umum) Buku 111 

Keputusan Oireksi PT. Sarinah (Persero) Nomor 

007/KPTSIDIRUT/111111999 tentang Sis!em dan Prosedur 

Adminlstrasi PT. Sarinah (Persero};~·'------­

Setelsh berakhimya jangka waktu pelaksanaan pe~rjaan 

pengurusan dan pembuatan sertlfikat tanah Pancoran sesuai 

Perjanjian Keljasama Nomor : 042/DIRUT/EIIX/1999 tanggal 1 

Septemnber 1999 pada bulan Januali 2000, SULISTIO, SH. yang 

mengaku sebagal NotarjsJPPAT belum menyerahkan sertifikat 

lanah Pancoran kep~da PT. Sarinah (Persero}, namun terdakwa 

. Drs. IMANU WIDODO !e!ap melakukan pembayaran kapada M. 

/". · D~,I\FRON RIVAl selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH., 

(;;7 · kemudian pada akhir bulan Maret 2000 dilakukan Adendum 

\~ \/,\: :: ~!~~:,: ::~:;~anAd::~~:m;erj:~;:nua~:rja:::i:k:o~:~·~ 
·'./ 1:. '~ " ', • 

'\,\,;·"''"_.JJ);11ADDIDIRUTIE/III/2000 !anggal 31 Maret 2000 khusus yang 
"-';:~~·'Y·' . ..-' 

"'""'=;..:..-menyangkut jangka waldu pelaksanaan pekerjaan yang semula 5 

(lima) bulan menjadi 11 (sebetas) bulan yang ditanda tangani 

YUSTIAN ISMAIL, SE. dan SULISTIO, SH.;;------­

Pada waktu penanda tanganan peljanjian kerjasama pembuatan 

sertifikat tanah Pancoran dan Adendum Pe~anjian Ke~asama, 

pihak SUUSTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT !idak 

pemah hadir di Kantor PT. Sarinah (Persen:>);------­

Setehah perjanjian kerjasama pembualan sertifikat tanah 

Pancoran ditanda tangani kemudlan terdakwa Drs. iMANU 

WIDODO menyetujui dan melakukan pembayaran kepada 

SULISTIO, SH. yang mengaku. sebagai Notaris/PPAT yang 

diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI salaku pemegang 

kuasa, sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai 

berikut :- -----

Tanggal21 Maret 2000 Rp. 26.250.000,----

T anggal 5 April 2000 Rp. 65.625.000,---

• Tanggal ... 
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T anggal 9 Mei 2000 Rp. 28.437.000, 

Tanggal9 Mei 2000 Rp. 5.678.000, 

Tanggal17 Juli 2000 Rp. 31.500.000, 

Tanggal1 Agustus 2000 Rp. 78.750.000, 

Tanggal29 Agustus 2000 Rp. 39.375.000,--

Tanggal 3 Oktober 2000 Rp. 7.875.000, 

Tanggal14 November2000 Rp. 15.580.000,--

T anggal11 Des ember 2000 Rp. 37.013.000, 

Tanggal15 Januari 2001 Rp. 19.475.000, 

TanggaiB Februati 2001 R!l, 3.895.000, 

Rp. 359.453.000, 

Selain biaya pekerjaan yang telah dianggarkan dalam perjanjian 

kerjasama, juga dilakwkan pembayaran biaya Retribusi dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {BPHTB) kepada 

SUUSTIO, SH. yang mengaku sebagai Notarls/PPAT yang 

-""'~""'·"'ujui oleh terdakwa Drs. !MANU WIDODO dan dilertma 

2000 

" ~ Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan :----

Tanggal27 Oktober 2000 Rp. 35.000.000,--

Tanggal7 November 2000 Rp. 35.000.000, --·· 

Tanggal21 Desember 2000 Rp. 35.000.000, 

Tanggal29 Januari 2001 Rp. 35.000.000, 

Tanggal8 Februari 2001 Rp. 35.000.000,--

Tanggal12 Maret 2001 Rp. 25.000.000,--

Tanggai2B Maret 2001 Rp. 25.000.000, 

Rp. 225.801.000, 

Selelah sertifikal tanah Pancoran berupa Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (HGB) No. 35 diserahkan oleh MUHAMMAD 

DJAFRON RIFAl kepada PT. Sarinah (Persaro) selanjutnya 

YUSTIAN \SMAIL, SE. memerlnlahkan saksi A. AAGHMAN 

(Kepala Biro Akutansi dan Keuangan) untuk menyimpan 

sertifikat , .. 
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sertifikat tersebul datar:n brankas tanpa dilakukan pengecekan 

keabsahan sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta 

Selatan;....,-.-----------------

Bahwa setelah terdakwa Drs. IMANU WIDDDO tidak menjabat 

sebagal Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah · 

(Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Namor : 390/KMK.OS/2001 tanggal 3 Juli 

2001 tenlang Pembementian dan Pengangkatan Anggota­

Anggota Direksf Perusahaan Perseroan {Persero) PT. Sarinah, 

diketahui SULISTIO, SH. bl.lkan Notaris karena Udak terdaftar 

sebagai Notaris pada Sub Dire!<tora.t Notaris sesuai Surat Oirektur 

Perdata pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umurn 

Departemen Hukum dan HAM Republik lndonesia .Nomor : C2-

HT.03.1Q-25S tanggal 17 September 2001 pelihal lnlormasi 

tentang Status Notaris. Demikian juga serUfikat Hak Guna 

Bangunan {HGB) No. 35 untuk tanah Pancoran adalah palsu 

"h-•:7";; , a Udak pemah diterbilkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta 
,v.~ ""(, #.Jr::).f"!" n; 

~ tf:: ~a,~~~ jF·~ah biaya yang dikeluatkan PT. Sarinah (Persero) yang 

t ~i~S~jbt!/ dan dilakukan pembayaran oleh terdakwa Drs. !MANU 

\;: 'lJ1i!!l0,DO kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang 

~'!-· ,r; .··a dari SULISTIO, SH, yang mengaku sebagai Notaris/PPAT 

untuk pembayaran pengurusan sertifikat t:mah Pancoran sebesar 

Rp. 1.680.322.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta tiga 

ratus dua puluh dua ribu rupiah);-------~·---

1.2. Sertifikasi Tanah di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat---­

Sebagai kelanjulan Sural Nomor: 5271DIRUTIENII/1999tanggal 

20 Juli 1999 YUSTIAN ISMAIL juga menunjuk SULISTIO, SH. 

yang mengaku sebagal Notaris/PPAT dan penunjukan langsung 

tarsebut juga disetujui oleh terdakwa Drs. !MANU WtDODO, 

kemudian tanggal12 Februari 2001 dilakukan penanda tanganan 

. perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah millk PT. Sarinah 

(Persero) yang lerlelak di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, 

dengan Surat Pe~anjian Kerjasama Nomor; 0048 I DIRUT I E I ll 

12001 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. mewakili 

PT. Sarinah ... 

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH UI, 2009



24 
[ mrnn< DlNA~} 

PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH. yang mengaku 

sebagai Nolaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih 

Timur XXl Nomor: 143, Jakarta Pusat, yang isil')ya antara lain:-

a. Tugas dan ruang lingkup pe;kerjaan :----------

- Pl=. Sarinah {Persero) memberikan tugas peke!'jaan 

kepada Notans/PPAT SULIST!O, SH.;-------­

Notaris/PPAT SUL!STIO, SH. melaksanakan tugas 

pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah mitik 

PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin No. 

11, Ke)urahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta 

Pusat;---------- ---------

b. Tahap pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifif-;at tanah 

me!iputi :---------------_;_-

1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning;-------

2. Pengukuran :-----·---------­

Pendaftaran pangukuran;----------­

Pelaksanaan pengukuran;-----------

7. 

a. 
Agraria!Kepala BPN;--------

Menteri 

9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB);-----

1 0. Panerbitan dan penyerahan sertifikat;--------

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan :----------­

Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan 

sertifikat tanah sebesar Rp. 895.125.000,- (delapan ratus 

sembilan puluh llma juta seratus dua puluh lima ribu 

rupiah);------

- Jumlah """ 
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Jumlah biaya pekerjaan ini telah tennasuk segala 

pengelUaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan 
prosedur yang berlaku;;-------------­

Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi 

untuk Advis Planning, SlPPT dan Bea Perolehan Hak ke 
Kas Negara; _____ 

d. Jangka waktu pelaksanaan pekeJjaan dltetapkan selama 6 

{enam) bulan sejak ditanda tanganinya ·surat perjanjian 

kerjasama;-~------------"---~----

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarlnah (Persero) :-·---­

Menerima semua dokumen~dokumen yang berkaitan 

dengan pengurusan sertifikat tanah;-·------­

Menerima sertffikat asli tanah d<!ri Menteri Agraria/Kepa!a 

BPN;---------..,.------

Membayar sefuruh biaya pelaksanaan peke~_aan sebesar 

~~ lersebut dalam pasal 2 ayat (1) kepada No!aris/PPAT 
g,··~.~ 

(/_;;!( , ·>,~,~IJUSTIO, SH.;--------------

/'t '\ii'~ ilk ~an Kewajlban Nolarls/PPAT SULISTIO, SH. ::---­

ffi_ tt.~1~¥..'tf- ~ Mpnenma pembayaran atas jasanya mengurus pembuatari "" \.:.:::;l'J~ ;ifikat lanah sebaga~mana tercantum dalam pasal 2 ayat 

-~· -. 
Menyerahkan seluruh dokumen~dokumen serta sertlfikat 

asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala 

BPN kepada PT. Sarlnah (Persero);;--------:-

Penunjukan langsung terhadap SUL!STIO, SH. yang mengaku 

sebagal Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat 

tanah Jl. M.H. T'hamrin, Jakarta Pu~at oleh YUSTIAN ISMAIL, 

SE. dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada 

MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari 

SULISTIO, SH. bersama PUDJI RAHARJO yang mengaku 

beke~a di Kantor Notarls/PPAT SULISTIO, SH. dan dalam 

penunjukan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan 

dalam rapat Oireksl namun penunjukan tersebut disetujui o]eh 

terdakwa Drs. !MANU WIDODO. Saharusnya terlebih dahulu 

diadakan rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Direksl 

sebagalmana dlatur dalam pasal 11 ayat (It) Akta Perubahan 

Anggaran ... 
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Anggaran dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 

Maret 1998 dan dilakukan melafui proses lelang karena nil-ai 

pekerjaan diatas Rp. 100.000,000,- (seratus )uta rupiah) yang 

diikuti sebanyak-.bar.yaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitriya 

3 (tiga) rekanan yang menga]ukan penawaran serta dllakukan 

eva!uasi terhadap penawaran harga yang dla)ukan rekanan 

sebagaimana dlatur dalam angka .v huruf C keput~san Oireksi 

PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/OIRUT/IN/1998 

tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan 

Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dar. Anggaran 

Befanfa PT. Sarinah (Parsero} dan ketentuan huruf G (Bidang 

Umum} Buku Ill Keputusao Oireksi PT. Sarinah (Persero) Nomor: 

007/KPTSIDIRUT/111111999 tanggal 10 Februari 1999 tentang 

Sistem dan Prosedur Administrasi PT, Sarinah (Persero};--­

Bahwa p3da waktu penanda tanganan surat perjanjian ke!jasama 

pembuatan sertifikat tanah di Jl. M. H. Thamrin; Jakarta Pus·at, 

. .i~~.-~~;-.~~L_ISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak 

;z~r ~-~- -pe-rnah hadirdl Kantor PT. Sarinah (Persero);:-------­
l:-i11 ,;f.··_:::·. ·Bahwa setelah perjanjian ditanda tangani kemudian YUSTIAN 

\il ';.' :, isMAI~ menugaskan terdakwa Drs. !MANU WIDODO Direktur 

\_:~·':.;.:·Mrnfhistras1 dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) uniuk 

~~:~':inf~~buat p~rencanaan dan melakukan pembayaran biaya 

pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan 

dalam perjanjian ke~asama kepada SUUSTIO, SH. yang 

mengaku sebagai NotarisJPPAT yang dlterlma oteh MUHAMMAD 

DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. 

sesuai dengan buktl pengeluaran bank {v-oucher} sebagai berikut: 

Tanggal21 Febrvari 2001 Rp. 75.000.000,--

Tanggal21 Fehruart 2001 Rp. 200.000.000,--

- Tanggal3 Maret 2001 Rp. 14.161,304, 

161.304,- H--

- Tanggai6·Juni 2001 Rp. 235,406.250,---

Jumlah Rp. 524.506.250,---

Bahwa selain biaya pekerjaan yang telah dlanggarkan da!am 

perjanjlan kerjasama, juga dilakukan perilbayaran biaya Retribusi 

dan Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

kepada ... 
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kepada SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai NotarisJPPAT 

yang dise\ujui terdakwa Drs. !MANU WtDODO dan diterima 

MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal 

biaya~biaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian 

kerjasama, berdasarkan buktl pengeluaran bank (voucher) 

sebagai berikut :-·---------------

- Retrlbusi penggunaan dan peruntukan tanah tangga! 5 Juni 

2001 Rp. 367.300.000,­

Bea Pero!ehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 20 

Juni 2001 Rp. 1.247,960.000,--

Jumlah Rp. 1.615.260.000,-

Dengsn demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah 

(Persero) dan dilerima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku 

pemegang kuasa dart SUUSTIO, SH. yang mengaku-ngaku sebagai 

Notaris!PPAT untuk pengurusan sertifikat tanah Jl. M.H. Thamrin No. 

erjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah 

(Persero) yang te~etak di Jl. Agus Salim/JI. Wahid Hasyim, 

Jakarta Pusat, sesual Perjanjian kerjasama Nomor 

0198/DIRUTIENI/2001 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN 

ISMAIL, SE. mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, 

SH, yang mengaku sebagai Nofaris/PPAT yang berKedudukan dl 

Jl. Cempaka Putih 1imur XXI Nomor : 143, Jakarta Pusat, yang 

ditunjuk langsung oleh YUSTI.'\N ISMAIL, SE. yang isinya antara 

lain:----------'------ ------

a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan ;---------­

PT. Sarinah {Persero) memberikan tugas pekerjaan 

kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.;------­

Notaris/PPAT SULISTIO, SH. melaksanakan tugas 

pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik 

PT. Sarinah (Persero) yang tarletak di Jl. Agus Salim!JI. 

Wahid ... 
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Wahid Hasyim, Kelurahan Menteng, · Kecamatan 

Gondangdia, Jakarta Pusat;-----------

b. Tahap pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah 

melipuH :------------------
1. Penyelesaian Advis Planning;----~---·---

2. Pengukuran:--------------­

Pendaftaran pengukuran:-----...,--·----­

·- Pelaksanaan pengukuran;-----------

Penggambaran;------------

3. Pengesahan gambar situasi;------------

4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat;~ 

5. Penyusunan SIPPT (Surat ljln Penunjukkan Penggunaan 

Tanah); 

6. Permohonan hak atas tanah;------------

7. Proses Fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi);,---­

8. Surat keputusan Pemberian Hak (HGB) darl Menteri 

/__..~·..f%:~~.> _ Agraria!Kepala BPN;.~·-------------­
~~'jj 'i!?~-'0 . \ ,~'\ endaftaran SK P~mberian Hak (HGB);-----
" f'lc.'/M1h' b'! rtifika!--------------0 .-w\--'~"~ )"• ner 1 an se ; 
~~ 1_ ., • ·II. 

~. r:vc~ si~~ pelaksanaan pekerjaan :------------
s]r'l ~·~;_~<~umlah b1aya pekerjaan, pengurusan d8n pembuatan 

-.~:" sertifikat tanah sebesar Rp. 891.804.375,- (delapan ratus 

sembilan puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga 

ratus tujuh puluh lima rupiah);,------------· 

'Jum!ah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala 

pengeluaran beserta pajak~pajak sesuai ketentuan dan 

prosedur yang berlaku;-------·-----­

Blaya tersebut dlatas belum termasuk biaya Retribusi 

untuk Advis Planning, SlPPT dan Retribusi resmi sertifikat 

ke Kas Negara atau ganii rugi ke Kas Negara;-----

d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 6 

(enam) bulan sejak ditanda tangani sural perjanjian 

kerjasama: ·---~--

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) :-----·--­

Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan pengurusan sertiflkat tanah;------

Menerima ... 
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Menerlma sertlfikat asll tanah dari Menteri Agraria/Kepala 

BPN; -­

Membayar seluruh biaya pe/fiksanaan pekerjaa!l sebesar 

tersebut dalam pasal 2 ayat (1) kepada NotarisiPPAT 

SULISTIO, SH.;--- -·----

!. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH. :----­

Menerlma pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan 

sertiflkat tanah sebagalmana tercantum dalam pasal 2 ayat 

(1);;----------- ----

Menyerahkan seluruh dokumEm-<iokumen serta sertifikat 

as!i tanah yang dlterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala 

BPN kepada PT. Sarinah (Persero);;--------

Penunjukan langsung terhadep SULISTIO, SH. yang mengaku 

sebagei NotarisJPPAT selakupelaksana pembuatan sertifikat 

tanah JL Agus Salim/Jl. Wah\d Hasyim, Jakarta Pusat; o1eh 

YusnAN ISMAIL, SE. dengan alasan karena te!ah menerirna 

.=,..,sert1fikat ?sli tanah Pancoran namun sewaktu menerima sertifikat 

d§;JJi.r ebut YUSTIAN ISMAIL, SE. tidak melekukan pengecekan {,.f.... v 
1J :

11
.,.rC5' k !'l ahan sertifikat tersebul pada Kantor Pertanahan Jakarta 

~ ~~::_~s~' t n dan tanpa mendapat persetujuan lebih dahu!u dalarn 
{1. ' "' ,!. ' 

<. .,,~ Direksi tetapi disetujui oleh terdakwa Drs. lr>.'.ANU WIDQDO. 
~},J 

~~ arusnya terlebih dahulu diadakan rapat Direk.s! untuk 

mendapat persetujuan Direksi sebagalmana diatur dalam pasal 

11 ayat (ll) Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Sarinah 

(Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1996 dan dllakukan 

melalui proses letang karena. nilai pekerjaan diatas Rp_ 

100.000.000,· {seratus jute mpiah) yang diikuti sebanyak­

banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dil<itnya 3 (tiga) rekanan 

yang mengajukan penawaran serta ditakukan eva[uasi terhadap 

penawaran harga yang diajukan rekanan · sebagaimana diatur 

dalam Keputusan Direksl PT. Sarinah (Persero) Nomor : 

095/KPTS/W/1996 langgal 26 Mei 1998 tentang 

Ketentuan!Paraturan Peng~~aan barang~asa yang 

pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. sarinah 

(Persero) dan ketentuan huruf . G (Bidang Umum) Buku Ill 
• 

Keputusan Direksi PT, Sarinah {Persaro) Nomor : 007 I KPTS I 

DIRUT ... 
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DIRUT 1111111999 tanggal10 Februari 1999 lentang Sistem dan 

Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero);-·-----'-­

Bahwa pada waktu penanda tanganan surat perjanjian kerjasama 

pembuatan sertifikat tanah c!i Jl. Agus Salim/JI. Wahid Hasyim, 

Jakarta Pusat, SUUSTIO, SH. yang mengaku sebagai 

NotarisiPPAT tldak pernah hadir di Kantor PT. Sarinah (Persero); 

Bahwa setelah pe~anjlan ditanda tangani kemudian YUSTIAN 

ISMAIL, SE. menugaskan terdakwa Drs. I MANU WI DODO selaku 

Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk 

mem.buat perencanaan dan melakukan peml!ayaran biaya 

pengurusan dan pembualan sertifikat yang telah dianggarkan 

dalam perjanjian keljasama yang dilerima oleh MIHAMMAD 

DJAFRON RlFAI selaku pemegang kuasa SUUSTIO, SH., sesuai 

dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai beiikut :---

Tanggal28 Juni 2001 Rp. 111.425.525.-

Tanggal1 0 Juli 2001 111.425.625,-

_ .. ..,.. Jum!ah 
~~~ 

Rp. 222.851.2.50,-,tt ~-';~Q1f.' demikian jumlah biaya yang -dikeluarkar. PT, Sarinah 

~f( ;!?';:.~)·\~~) dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI sela~.u 
\* \.- ·y:· ,~em~gang kuasa dari SULIST!O, SH. yang mengaku sebagai 

1\t)\ '\\..~ot~rl~P?AT untuk pengurusan sertifikat tanah Jl. Agus Salim/Jl 
~. <.:;::;:_.,. •• - // •. 

,'0--.W . ti Hasyim, Jakarta Pusat seluruhnya sebesar Rp. 222.851.250,~ 

(dua ratus dua puluh dua juta de!apan ratus lima puluh s;;ttu tibu dua 

ralus lima puluh rupiah);-----'------------

2. Terhadap Sewa Menyewa Ruangan dan Penggunaan Uang 

Perusahaan Untuk Membayar Hut•ng,------~--­

Bal)wa pacta bulan Desember 1999 Kepala Cabang PT. Bank Mandiri 

Jakarta Sarinah saksi YUSNIATI ASLAN mengirim sura\ No. 

Cab.4n/338A tanggal15 Desember 1999 kepada Direksi PT. Sarinah 

(Persero) perihal perpan]angan sews, menyewa ruangan kantor untuk 

jangka waldu 3 (liga) tahun (1 Januari 2000 sampai dengan 31 

Desember 2002), yang kemudian didisposisi oleh YUSTIAN ISM/".IL, 

SE. yang isinya :---------

Diberi discount 20%; -------­

Care pambayaran 21<ali, Desember 1999 dan Maret2000;:--

- Kemudlan .,. 
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Kemudian pada langgal 23 Desember 1999 dilanjutkan pembuatan 

perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT. Sarinah {Persero) 

dengan PT. Bank Mandili Nqmor: 049/DIRUTIEI)(II/1999 yang ditanda 

tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE, setaku Direklur U!ama PT. 

Sarinah (Persero) dengan YUSNIATI ASLAN selaku Kopala Cabang 

PT. Bank Mandiri -Jakarta Sarinah, namun dalam perjanjian tersebut 

tidak diatur tentang pembelian discount 20%. Setelah PT. Bank 

mandlrl membayar uang sewa pada tanggat 30 Desember 1999 

sebesar Rp, 1.909.279.485,- (satu mllyar sembilan ratus sembilah juta 

dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima 

rupiah) dan langgal27 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (satu 

- milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembllan ribu 

empat ratus delapan puluh 11ma rupiah} atau seluruhnya sebesar Rp. 

3.818.558.970,- (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta lima 

ratus Hma puluh o'elapan rlbu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) 

ISMAIL. SE. dan terdakwa Drs. !MANU WIDODO 

~''eltliui pengeluaran uang- dari Kas PT. Sarinah (Persero) untuk 

.eril<an discour.t kepada PT. Bank Mandirl Jakarta Serinah selaku 

sesuai buktl pengeluaran bank (voucher) tanggal 31 

~·lil'J~b'" 1999 sebesar Rp. 361.855.000,- (tiga ratus delapan puluh 

delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau seluruhnya 

>besar Rp. 763.710.000,- (tujuh ralus enam puluh tigajuta tujuh ratus 

sepuluh ribu rupiah), namun uang tersebut Udak pemah diterima oleh 

PT. Bank Mandlr1 Jakarta Selatan tetapi digunakan untuk kepentingan 

pribadi terdakvla drs. !MANU WIDODO dan YUSTIAN ISMAIL, SE.;-­

Bahwa kar~ma uang discount sewa digunakan untuk kepentingan 

pribadi, maka untuk mengembalikan ke PT. Sarinah (Persero? 

selanjutnya YUSTIAN ISMAIL, SE. pada tanggal 10 APril 2001 

membuat memo kepada PT. sarinah Cab2ng DKt untuk mencairkan 

uang deposito milik PT. Sarinah cabang DKI sebesar Rp. 

900.000.000,- {sembilan ratus juta rupiah} dengan alasan ur.tuk 

kepertuan kantor pusat, akan tetapi uang deposito tersebut digunakan 

sebagai setoran tunal ke Kas PT. Sarinah (Persero) untuk 

mengembalikan uang discount sewa sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh 

ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai bukti 

penerimaan ... 
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penerimaan bank tanggal 11 April 2001 dan bahkan sisanya 

digunakan juga untuk membayar hutang pribadi YUSTIAN !SMAll, SE. 

sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh ]uta rupiah) sesuai 

buldi penerimaan bank tanggal11 APrii2001;:------·--­

Dengan demikian juinlah uang PT. Sarinah (Persero) yang disaiah 

gunakan sebesar Rp. 763.710.000,~ {tujuh ratus enam puluh tiga jute tujuh 

. ratus sepuluh ribu rupiah) dltambah Rp. 140.000.000,- (seratus empat 

puluh juta rupiah) ~tau seluruhnya sebesar Rp. 903.710.000,- (sembilan 

ratus Uga ]uta tujuh ratus sepuluh ribu ruplah);---------

3. Terhadap Renovasi Gedung Sarinah Juanda•---------­

Babwa pada tanggal 4 Oktober 2000 PT. Sarinan (Persero) 

mengeluarkan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh 

dua juta rupiah) untuk renovasi gedung Sarinah Juanc;ta tanpa 

dilengkapi dokumen kantrak yang disetujut oleh terdakwa Drs. lfMNU 

WIDODO dan d~etima oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. untuk kapentingan 

pribadi. Kemudlan pada tanggal 3 Januari 2002 YUSTIAN ISMAIL, SE. 

membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 

~.000.000,- (seratus ewpat puluh dua juta rupiah) dengan cara 

_'fi:;') -rt>ffJ " -.sur, namun belum pemah dibayar, . -

'-· ~ A!:··!}Zi\3 I:~ perbuatan terdakwa menyetujui pembayaran uang sebesar Rp. 
"i ~4;?.9 0.000,- (seratus empal puluh dua juta rupiah) kepada YUSTIAN 

~'"::~:::.~~IL, SE. untuk renovasi gedung Sarinah Ju'a_nda . bertentangan 

·~gan ketentuan angka V huruf C Kepulusan lireks1 P'"f. Sannah 

(Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IN/1998 tanggat 26 Mei 1998 

tentang Ketentuan!Peraturan Pengadaan barangfjasa yang 

pendanaannya hersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah 

{Persero) yang seharusnya dilakukan melalui proses letang karena 

nilai pekerjaan_ d1atas Rp. 100.000.0001- (seralus jute rupiah); 

Dengan dem.ikian jumlah uang PT. Satinah (Persero} yang disalah 

gunakan sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empal puluh dua juta 

rupiah); 

Perbuatan terdak\va tersebut telah memperkaya diri sendiri, atau orang 

lain yaitu MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa 

NotarisiPPAT SULJSTIO, SH. dan YUSTIAN ISMAIL sebesar Rp. 

5.086.G49.500,- (lima milyar delapan puluh delapon jula enam ratus 

empat puluh sembilan.rlbu lima ratus rupiah);-·----·----

Bahwa ... 
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Bahwa akiba.t perbuatan terdakwa tetah marugikan keuangan Negara 

sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta 

enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidak~. 

tidal!nya sekltar jumlah tersebut;;-------·-------

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dlancam pidana dalam pasal 3 

jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahttn 1999 Tentang 

Pambarantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang~undang Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang Perubahan Atas Undang~undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberant8san Tindak Pidana Korups! jo. pasa155 ayal (1) ke-1 jo. 

pasal6.5 ayat ( 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.------

11. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-011JKT~ 

PST/0212008 tertanggal 8 Mei 2008, yang pada pokoknya menuntut supaya 

Majelis Hakim Pengadilan Negerl Jakarta Pusat yang memeriksa dan 

mengadill perkara ini memutuskan: 

1. Menyatakan terdakwa Drs. IMANU WIOODO telah terbuku secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama dengf!n YUSTIAN ISMAIL, SE. sebagalmana dlatur dan 

.c&.i.',;;~i~cam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang­

~~:f.":.::·~~~rg Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

1 l ,_~ rTtOptpsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 

.\ ). '--; .. -·~.;·3At~(\Jndang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

- 1· ·· . .f,~~J'k Pidana Korupsi jo. pasal55 ayat (1) ke-1 jo. pasol 65 ayat (1) Kitab 
,._ •' r 

~- -~_t.:Otfdang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair; -

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. IMANU WIDODO dengan 

pldana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa 

berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditah;·m 

RUTAN;--·---
3. Menjatuhkan p1dana denda sebesar Rp. 2.00.000.000,· (dua ratus juta 

rupiah} subsidalr 3 {tiga) bulan k!Jrungan; 

4. Mambayar uang pengganti sebesar Rp. 5.088.649.500,- (fima milyar 

delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh semb11an rlbu lima 

ratus ruplah}, secara tanggung renteng dan seimbang bersama YUSTIAN 

ISMAIL. SE. (yang diluntut dalam perl<aranya sendiri), jika terpidana tidak 

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 tsatu) bulan 

sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 

harta ... 
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harte bendanya disita oleh jaksa .dan dilalang untuk menutupi uang . 

pengganti tersebul, dalam hal terpldana lidak mempunyai harta banda 

yang menclikupi untuk membayar uang pengganti _ tersebut
1 

maka 

dipidana pen]ara selama 2 (dua) tahun::--------

5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir 

dalam berkas perkara, tetap tertampir dalam berkas perkara;;----

6. Menetapkan supaya terdakwa Drs. IMAf!U WIDODO membayar biaya 

j>erkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);;--------

111. Safinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

4251Pid.BI20081PN.Jl<t.Pst. tanggal 5 Juni 2008 yang amar sele!1gkapnya 

berbunyi sebagai barikut : 

1. Menyatakan terdakwa Drs. IMANU WIDODO terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA 

KORUPSl"; 

2. Menjatuhkan pidana tethadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 

selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 

200.000.000,- (dua · ratus jute rupiah), dan bila · danda tersebut tidak 

diganti 3 (tigR) bulan kurungan;:----·-------­

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti 

1.600.000.000,~ (satu milyar enam ratus juta .rupiah), jika 

tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 

bulan sesudah putusan pengadilan mempero!eh kekuatan hukum 

maka harta bendanya dlsita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi 

uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak me:mpunyai harta 

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka 

dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----------

4. Menetapkan lamanya penahanan yang te!ah dijalani oleh terdakwa., 

dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;----

5. Memarintahkan terdakwa telap ditahan; --

6. Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampit 

dalam berkas petkara, dinYatakarl tetap ter1amplr dalam berkas perkara;-

7. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

5.000,- (lima ribu rupiah); ~ 

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 51/Akta.Pid/2008/PN.Jkt.Pst. 

tertanggal 11 Juni 2008 yang dibuat olah CORIANA J. SARAGIH, SH.MH., 

Wakil ... 
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Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa 

Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding 

terhadap putusan Pengadilan Negeti Jakarta PI..Jsat No. 

425/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Juni 2008;--------· 

VI. Akta Permintaan Sanding Nomor : 51/Akta.Pid/2008/PN.Jkt.Pst 

tertanggal 12 Juni 2006 yang dibuat oleh M. RAMLI, SH., Panitera 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut 

Um",Jm telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat No. 425/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal5 Juni 2006;-

Menimbang, bahwa pCrmintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang 

diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan dengan sempurOa 

kepada Penuntut Umum pada langgal 26 Juni 2008 dan permintaan 

pemeriksaan dalam tingkat banding yang d!ajukan oleh Penuntut Umum tt~lah 

diberitahukan dengan sempurna kepada terdak:Wa pad a tang gal 20 Juni 2008;-

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan 

memori banding No. 085/BTR·BANDINGNI/08 tertanggal 25 Juni 2008 dan 

diterlma di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 

~?'1.098; 
/"~}""''~~'~' "',;tr :r ""\:;_:·. Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan o!eh Penasehat 

{~ }f:'~~~u~~~ terdakwa te!ah diberi!ahukan denqan sempurna kepada Penuntut Umum 

~ tf2..::t·:Ole. ~SMUR! Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

. \w,)e :-;.' Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding pada 

gal28 Juli 2008;-----------------

Menimbang, bahwa terhadap memorl banding daTi Penasehat Hukum 

terdakWa, Penuntut Umum telah mengajukan k:ontra memori banding tertanggal 

22 Juli 2008 dan diterima dl Kepaniteraar. Pengadilan Negefi J.akarta Pusat pada 

tanggal28 Juii 2008;------· 

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang dlajukan oleh Penuntut 

Umum telah diberitahukan dengan sempurna kepada · Penasehat Hukum 

tl;;!rdakwa oleh KASMURI Jurusita Pengganli pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat dengan Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Kontra Memori 

Banding pada tanggal 31 Juli 2008;--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding 

tertanggal 22 Juli 2008 dan ditelima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat pada tanggal 28 Juli 2008; ---

Menimbang ... 
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Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh ·Penunlut · Umum 

Ieiah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum terdakwa oleh 

KASMURI Jurusita Pengganti pada Pengadllan Negeri Jakarta Pusat dengan 

Surat Pemberitahuan Bancj!ng dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal _ 

31 Juli2008;- ---

Menlmbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Jakarta, ler<lakwa tidal< mengajukan kontra memori banding;-

Menlmbang, bahwa balk Penasehat Hukum terdakwa maupun Penuntut 

Umum telah diberi kesempatan untuk mempe!ajari berkas perkara terhitung 

mulai tanggal 23 Juni 2008 s/d tanggal ·1 Ju!i 2008, masing-rnasing dengan surat 

yang dlperuntukkan untuk itu tertanggal 20 Juni 2008 No. 

W10.U1/50971Hk.01.VI12008.04 dan No. W10.U1/5098/Hk.Q1.VI12008.04;;---

Menimbang, bahwa permintaan akan .pemeriksaan dalam ~ingkat banding 

oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Pen'untut Umum telah diajukan dalam 

tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat ySng _telah 

ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima:-

memutuskan pelaksanaan penseriifikatan tersebut;;----------

2. Bahwa terdakwa tidak dilibatkan dalam memutuskan tentang pemberian 

discount ke:pada PT. Bank Mandiri, melalnkan sudah merupakan keputusan 

darl saksi YUSTIAN ISMAIL, SE. dan saksi Drs. H. BOEDIHARTO yang 

berhubungan langsung dengan pihak PT. Bank Mandiri Cabang Sarinah 

(dalam hal ini dlwakili oleh saksi YUSNIATI ASLAN selaku Kepala Cabang);-

~- Bahwa temyata adanya unsur penyertaan tidak terpenuhi atau tidak dapat 

dibukiikan, sehingga menjad! tidak konsisten bahkc:ln ~angat bertentangan 

antara pertimbangan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo; 

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasehat 

Hukum .terdakwa dalam memori bandingnya, Majetis Hakim Pengad1lan Tinggi 

berpendapat karena hal tersebul telah dikemukakan di pengadilan tingkat 

pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadllan Negeri aquo, 

maka tldak perlu dipertimbangkan lagi;----------------

Menimbang .. , 
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Menlmbang, bahwa dalam memori banding dan kontra memorl 

bandirignya Penuntu.t Umum te!ah mengajukan keberatan yang pada pokoknya 

sebagai berikut :--------------------

1. Bahwa MaJe!is H~kim Pengadilan Negeri aqua dalam menjatuhkan pulusan 

mangenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti belum 

sepenuhnYa dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat 

perbuatan terdakwa tersebut;---·--------·----

2. Bahwa dalam memori bandlngnya Penasehat Hokum terdalwa hanya 

men~ulang-ulang apa yang telah dikemukakannya dalam pembelaan dan 

duplik pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri aquo dan sama 

sekali tidak mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkari;--

Menimbang, bahwa · mengenai pembayaran uang pengganti telah 

dipertimbangkan sesual fakta hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

aquo, karena yang rne!akukan tlndak pidana tersebut bukan hanya terdakwa, 

tetapi masih ada terdakwa lainnya dalam perkara latn;----------

. ~~;~"•"'.'";;-"if:'";(?: .. Menimbang, bal".wa Majetis Hakim Pengadilan Negeri aquo da!am 

~1}1 ~~'annya tidak menyebutkan r7iengenai barang buldi apa saja tetapi hanya 

~ti~:!!"efUt~an sebagaimana terfampir dalam berkas perkara, oleh karer.anya amar 

~ , .. ~Pht~il Majelis Hakim· Pengadllan Negeri aqua mengenai barang bui<ti haruslah 
•. j 

~~ :~nimbang, bahwa set~lah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelnja~i 
berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakartp Pusat No. 

425tl>id.B/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Junl2008, memori banding dan Penasehat 

Hukum terdakwa dan Penuntul Umum serta kontra memori banding dari 

Penuntut Umum, maka Majelis Haklm Peogadilan Tinggi berpendapat bahwa 

pert!mbangan dan putusan Maje!is Hakim Pengadllan tlngkat pertama aguo 

sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui 

dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo dijadil<an 

pertlmbangan sendiri oleh Majelis Hakim Penga:dilan Tinggi da1am memutus 

perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang barang bukti, karena tit;;ak 

disebutkan mengenai barang bukti apa saja tetapi hanya disebutkan 

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;~-------

Menimbang, bahwa berdasarke.n pertimbangan tersebut d!atas, maka 

putusan Pengaditan Negeri Jakarta Pusat No.425/Pid.B/2007/PN.Jkt.Psl 

tanggal ... 
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tanggal 6 Juni 2008, haruslah. dikuatkan, dengan perbaikan redaksi amar 

putusan sekedar mengenai barang bukti;;-----------·---­

Meniffibang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan oenahanan 

tersebut sah menurut hukum, maka cukup beralasan memerintahkan agar 

terdai<Wa tetap ditahan;- ---·----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dlnyatakan bersalah dan dijatuhi 

pidana, maka kepadanya dlbebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua 

tingkat peradilan;;------------ ·-----------

Mimgingat pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 

1999 jo. Undang-undang No, 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 1ind?lk 

Pidana Korupsi jo. pasat 55 ayat (1) ke--1 KUHP dan pasal241 ayat (1) Undang­

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain 

dari undang-undang yang bersangkutan dangan perkara lni;--------

MENGADII.I 

Menerima permintaan -bandlng dari Penasehat Hukum terdakwa dan 

Penuntut Umum (para Pembandlng) tersebut;;-----------

Negeri Jakarta Pusat No. 

tanggal 5 Juni 2008 yang dlmintakan banding 

t dengan perbaikan sekedar mengenal redaksi amar putusan pada 

Drs. !MANU WIOODO terbukti secara sah dan 

~~~K·ORUPSI";------------------
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdak.wa tersebut dengan pidana penjara 

se1ama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan bila denda tersebut tidak 

dibayar diganti 3 (tiga) bulan kurungan;--

3. Menjatuhka!l pidana lambahan berupa pembayaran uang pengganti 

sebesar Rp. 1.600.000,000,~ {satu milyar enam ratus juta rupiah), jika 

terpidana tidak membayar uana pengganti paling lama dalam waktu 1 

(satu} pu!an sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum 

tetap, maka harta bendanya dislta oteh Jaksa dan dilelang untuk menutupi 

uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana t!dak mempunyai harta 

benda yang mencukupi unluk membayar uang pengganti tersebut, maka 

dipidana penjara selama 1 (satu) tahun; 

4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, 

dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;--~--

5. Memerintahkan ... 
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5. Memerintahkan terdakwa tetap dl!ahan;-----·------,-

6, Memerintahkan barang bukti berupa :-------------

NO. JENIS SARANG KETERANGAN 

1 2 

1. Copy Legalisir Akta Notaris lmas Fat!mah, SH. 

No_ : 54 tanggal 17 Maret 1998 tentang 

Perubahan Anmggaran Dasar Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT. Sarinah. 

2. Copy Lega!isir Surat Edaran Menteri Negara 

Pendayagunaan BUMN No. SE 

01/MP.BUMN/1998 tanggal6 April1998. 

3. Copy Legalisir Keputusan Oirekst PT. Sarinah 

(Persero) Nomor : 095/KPTSIDirui11N/1998 

tanggal 26 Mel 1998 tentang 

Ketentuan!Peraturan Pengadaan Barang/Ja_sa 

~ ,. ~ yang pendanaannya bersumber dari anggaran 

"~ ~ -:%~ belanja PT. Sarinah (Persero). 

j r -4 ~?.-~1(;- · -./ opy Legtilislr Keputus~ Direksl PT. Sarinah 

~ ~d. . ersero) Nomor : 1351KPTS/Dirut11N11998 

\: \\. ~ ' anggal 30 September 1998 tentang 

'-..~ 'f' Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan 
'= 

Jasa. 
5. Copy Legalisir Keputusan Oireksi PT. Sarinah 

(Persero) Nomor : 012/KPTS/DiruliUll/2000 

tanggal Maret 2000 tentang Pembenlul<an Tim 

Pengadaan Sarang dan Jasa. 

6. Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah 

(Persero) Nomor : 007/KPTS/DirutJVIV1999 

tanggal 10 Februarl1999 tentang Sistem dan 

Prosedur Administrasi PT. Sarlnah {?ersero). 

3 

~~~~~~~~~~------7. Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah 

(Persero) Nomor 009/KPTS/DiruUIIIV1999 

tanggal 10 Februan 1999 lentang Batasan 

Kuasa Tanda Tangan Dokumen. 

8. Copy Legalislr Sural Dirul PT. Sarinah 

(Persero) No. : 164/DiruliEIII/1999 tanggal 26 

Februari 1999 tentang Kuasa Tanda Tangan 
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9. 

10. 

11. 

12. 

(t3. ,, ,. -,. 
l.'fi 
;;:;f ' ~\ >, 

J.r··~'"' 

~ 
'14'"'1 .&.3 ·v :· 

~·~~· 
'7" I ~<"!j ' ' :a· 

I .... p 

'\d if' 
~ 

15. 

16, 

17. 

18. 

4o /9NTIJK DINA~! 
Rekening ·Giro. 

Copy Legal! sir Risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarinah 
ten tang Pengesahan Rencana Ke~a dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 1999 

tanggal15 Desember 1998, 

Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) PT, Sarinah Tahun 1999. 

Copy Lega!lsir Risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarinah 
tentang Pengesahan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2000 

tanggal23 November 1999. 

Asli Rencana Ke~a dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) PT, Sarinah Tahun 2000. 

Asli Rericana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) PT. Sarinah Tahun 2001, 

Copy Legalisir Keputusan Menteri Keuangan 

Rl. Nomor : 517/KMK016/1995 langgal 15 

November 1995 tentang Pemberhentian dan 

Pengangkatan Anggota Diteksi Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT. Satinah. 

Copy legalis!r Keputusan Menter1 Keuangan 

Rl. Nomor : 569/KMK016/1997 tanggal 12 

November 1997 tentang Pemberhentian dan 

Pengangkatan Anggota Oireksi Perusahaan 

Perseroan (Persero} PT. Sarlnah 

Copy Legalfsir Keputusan Menterl Keuang:an 

Rl. Nomor : 3901KMK0512001 tanggal 3 Ju!i 

2001 tentang P~mberhentian dan 

Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan 

Perseroan {Persero) PT. Salinah. 

Copy Legalisir Surat Oirektur Utama PT. 

Sarlriah (Persero) Nomor : 150/DiruVI/:1/2000 

tanggal 6 Maret 2000 perihal Alih Tugas 

Anggota Direksi. 

Copy Legalisir Surat Kuasa Notaris Sulistio, 
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SH. kepada Mohammad Djafron Rifai No. 

2111999tanggal11 Agustus1999. 

19. Copy Legalisir Pjs. Kopala SekretaMat 

Perusahaan PT. Sarinah (Persero) kepada 

Sub Direktorat Notartat Dep. Kehakiman dan 

HAM Nomor : 334/SPNIII/2001 tanggat 24 

Agustus 2001 perihal Permohonan 
lnformasi/Keterangan. 

20. Copy legalislf Surat Oirektur Perrlata pada 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Departemen Kehakiman Nomor C2" 

HT.03.10·258 tanggat 17 September 2001 

perihat tnformasi Tentang Status Notaris. 

21. Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor . 

·IDirl<euJINIII/2001 tanggal9 Agustus 2001 dari 

Drs. He!mi M. Blirin selaku Oircktur .:. 
'::-~ ' Administrast dan Kauartgan PT. Sarinah ~.:· 

;>·' '· 
·.··• \'. (Persero) kepada Suhodo selaku Manager 
. Divisl Property~ . ·. 

.22. Copy Lega!isir Surat tanggal 9 Agustus 2001 --

:·. ,, dar! kepada Kepa!a Kantor Pertanallan 
~ 

Kotamadya Jakarta Selalan perihet 

Pengecekan Sert:tikat 

23. Copy Legalisir Sertifikat HGB No. 35 tanggal 

23 Juli 2000 (palsu) alas tanah milik PT. 

Sarinah yang terfetak di Jl. Pancoran Timur II 

No. 4, .Kecamatan Pancoran, Kelurahan 

Clkoko, Jakarta Selatan. 

24. Copy Lega!isii' Surat Penawaran Harga Nomor 

: 1021Not/SN/1999 tanggal19 April1999 dan 

Notaris Sulistio, SH. 

25. Copy Legalisir Surat Dirut PT. Sarinah No. : 

5271Dirut/EN1111999 tanggal 20 Juti 1999 

tentang Sertifikat Tanah Milik PT. Sarinah di 

Pancoran. 

26. Copy Legalisir Surat Perjanjian ~e~asama 

Untuk Pelaksanaan Permbuatan Sartifikat 

Tanah Pancoran, Cikoko, Mampang, Jakarta 
---
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42 (UtfHIK DIMAS\ 
Selatan No. : 42/0iruVE/IX/1999 tanggal 1 
September 1999. 

27. ·copy legaiisir Adendum · Surat Perjanjian 

Kerjasama Untuk Peiaksanaan Permbuatan 
Sertifikat Tanah- Pancoran Nom or 

012/ADD/OiruUE/11112000 tang gal 31 Maret 

2000. 

28. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. 
Voucher . DSB01.89.09.0047 tanggal 7 
September 1899 sebesar Rp. 38.220.000,-

29. Copy Lega!isir Bukti Pengeluaran Kas No. 
Voucher DSB01.99.09.0127 tang gal 22 

September 1899 sabesar Rp. 47.775.000,-

30. Copy lega\isir 8ukti Pengeluaran Kas No. 

Voucher . DSB01. 99.10.0023 langgal 4 

Oktober 1999 sebesar Rp. 95.550.000,-
-;~~ 

7""\10 ' • Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. 
/.,.., ~ '-"1 /'? "'! ·,&<,, 1(· Voucher . DSB01.89.09.0127 tanggBI 5 r .~if· ·1~ • ·. g ,1; .:;·: ·i'r: ~~ 

Oktober 1999 sebasar Rp. 9.555.000,-"' ~'"<,J. .., (l. .• Jt,{ 

w V" Copy Legalisir Buktl Pengeluar~n Kas No. 

~ Voucher DSB02.99.12.0037 tang gal 13 

Desember 1999 sebesar Rp. 44.030_000, 

33. Copy Legaiislr Bukti Pengeluaran Kas No, -
Voucher . DSB02.99.12.0075 langgal 23 

Desember 1999 sebesar Rp. 48.100.000,-

34. Copy Legal!sir Bukti Pengeluaran l<as No. 

Voucher OSB02.99.12.0144 tanggal 31 

Desember 1999 sebesar Rp. 55.037.500,-

35. Copy legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. 

Voucher . D$802.00.01.0027 tang gal 5 . 
Januari 2000 sebesar Rp. 42.550.000,-

36, Copy legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. 

Voucher DSB01.00.01.008 tanggal 24 
. 

Januari 2000 sebesar Rp. 9.620.000,-

37. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. 

Voucher : DSB01.00.03.000 tanggal 21 Maret 

2000 sebesar Rp. 26.250.000,-
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3B_ Copy Legalisir Buktl Pengeluaran Kas No. 

Voucher : DSB01 .00.04.0051 tanggal 5 April 

2000 sebesar Rp. 63.625.000,· 

39. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. 

Voucher : DSB01 .00.05.0063 tanggal 9 Mel 

2000 sebesar Rp. 26.437.000,-

40. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. 

Voucher : DSB01,0Q.05.0062 tanggal 9 Mei 

2000 sebesar Rp. 5.687.500,-

41. Copy LeQalisir Bukti Pengeluaran Kas No. 

Voucher: OSB01.00.07.0088 tangga! 11 Ju!i 

2000 sebesar Rp. 31.500.000,· 

42. Copy LegaUsir Bukti Pengeluaran Kas No. 

Voucher ' 
DSB01.00.08.0002 tanggal 1 

Agustus 2000 sebasar Rp. 78.750Jl00,-

-r~ Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. 

~•c,~ Voucher DSB01.00.0B.010B langgal 29 
~. ~:" ·~~I'\~· Agustus 2000 sebesar Rp. 39.375.000,-, __ ., \ ... -

_.$., •• ., < ;, ;,\ 
•C, : (;, :;•! --
(f."·-:t·- 14.%11 Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. 

~-· ~~Rl Voucher ' 
DSB01.00. 10,0023 tanggal 3 

~ r' 'I 

""' Oklober 2000 sebesar Rp. 7.875.000,· 
~--:..:;......,:: --

45. Copy Lega!islr Bukti Pengeloaran Kas No. 

Voucher - OSB01.00. 11.0048 tanggal 14 

' November 2000 sebesar Rp. 15.580.000,-

46. Copy LegalisW Buldi Pengeiuaran Kas No. 

Voucher DSB01.00.12.0049 tanggal 11 

Oesember 2000 sebesar Rp. 37.013.000,-

47. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. 

Voucher ' OSB01.01.01.00B4 tanggal 15 

Januari 2001 sebesar Rp. 19.475.000,~ --
48. Copy Legalisir Bukli Pengelueran Kas No. 

Voucher 08601.01.02.0071 tanggal 8 

Fetiruart 2001 sebesar Rp. 3.895.000,-

49. Copy Legalisir Buk~ Pengeluaran Kas No. 

Voucher DSB01.00.10.0133 langgal 27 

Oklober 2000 sebesar Rp. 35.000.000,· 

50. Copy Legalisir Sura! SSB langgal 6 Oklober 
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2000 untuk cicilan pertama BPHTB sebesar 

Rp. 35.000.000,-

51. Copy Legallsir Buidi Pengeluaran Kas No. 

Voucher DSB01.00.11.0028 tang gal 7 
November 2000 sebesar Rp. 35.000,000,-

52. Copy Lega!lsir Surat SSB tanggal 8 November 

2000 untuk cidlan kedua BPHTB sebesar Rp. 

35.000.000,-

53. Copy Legallsir Bukti Pengeluaran Kas No, 

Voucher 08801.00.12.0131 tanggal 21 

Desember 2000 sebesar Rp. 35.000.000,-

54. Copy Legallsil' Surat SSB tanggal 20 

November 2000 untuk cidlan ketiga BPHTB 

sebesar Rp. 35.000.000,-

55. Copy Legalisir Buktl Pengeluaran Kas No. 

Voucher DSB01.01.01.0173 tangga! 29 

~~ Januari 2001 sebesar Rp. 35.000.000,~ 
.'~~ , 
•' ~~~~ Copy Lega!isir Surat SSB tanggal a Januari : '£t ""fi>(h>. ~\ 

J;)/ fJ 'ii' l ,., 2001 untuk cicilan keempat BPHTB sebesar . ., ~:;i! . " "" . ·- \.. . 
~~ "t ; r:.<l Rp. 35.000.000,-

'~~ Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. ~·~'. 
Voucher . DSB01.01.02.0072 tanggal a 
Februa:i 2001 sebesar Rp. 35.000.000,-

58. Copy Legalisir Surat SSB tanggal B Februari 

2001 untuk cicilan kelima BPHTB sebesar Rp. 

35.000.000,-

59. Copy Lega!isir Bukti Pengeiuaran Kas No. 

Voucher: DS801.01.03.0075tanggal12 Maret 

2001 sebesar Rp. zs.ooo,ooo,-
--

60. Copy Legalisir Surat SSB tanggal 10 Maret 

2001 untuk cic\lan keenam BPHTB sebesar 

Rp. 25.000.000,-

61. Copy Legalisir Bukli Pengeluaran Kas No. 

Voucher: DSB01.01.03.0178 tanggal28 Maret 

2001 sebesar Rp. 25.801.000,-

62. Copy Legalisir Sural SSB tanggal 3 April 2001 

untuk cicilan terakhir BPHTB sabesar Rp, 
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25.801.000,-

. 

63. Copy lega\isir Surat No. 446/BPNIJKT· 

SEUX/2000 tanggal 2 Oktober 2000 dar! 

Kepala Seksi Pendeflaran Tanah BPN Jakarta 

Selatan kepad~ Direktur Utama PT. Sarinah 

(Persero) perihal Biaya Perolehan Hak 

64. Copy Lega\isir SUrat No. 036/BPN/JKT-

SEUUJ/2001 tanggal2 Maret 2001 dari Kepala 

Seksl Pendaftaran Tanah BPN Jakarta Selatan 

kepada r.iirektur Utama PT. Sarinah {Persero) 

P.erihal Rabat Angsuran Ke--G BPHTB (Sura! 

Pemberilahuan No. 448/BPNIJKT-

SEUXJZOOO). 

65. Copy Legalis!r Bukl! Pengeluaran Kas No. 

Voucher . DSB01.00.o1.0089 tanggal 24 . 
Januari 2000 ~ebesar Rp. 478.820.000,~ 

66. Copy Lega!isir Surat ectoran Retribusi (SSR) 

Nomor : 005/R/U00/00 tanggal 25 Januari 2000 

J/!l.."" 
sebesar Rp. 478.620.000,- . 

~~~ . 
Copy legalisir Bukli Pengeluaran Kas No. 

"'r ,, "lJ' 

(!I ·;.:.· :\! !"~\ Voucher: DSB01.11.04.0519 tanggal 26 April 
:Iii:! \''' .,y ""· lU k.;..\ > ;1}• 
G. '4:~ •rj1 2000 sebesar Rp. 225.801,000,· v ... 
\.\V..~:pa Copy legalisir Kwitansi Pembayaran Retribusi 

-.:_:--',;7 tanggal 27 April 2000 sebesar Rp. 

225.601.000,· 

69. Copy Legalisir Sural Seloran Retribusi (SSR) 

Nornor : OS1!BPNIRIIV/2000/00 langgal 27 

Apri12000 sebesar Rp. 225.801.000,· 

Tanah di Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta 

Pusat; 

70. Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama 

Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat T anah Jl. 

M.H. Thamrin No, 11' Jakarta Pusat No. 

oo4B/Dirut!E11112001 tanggal12 Februari 2001. 

71. Copy · Legalisir 8ukti Pengaluaran Bank 

tanggal 21 Februari 2001 sebesar Rp. 

75.000.000,-
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72. 1 Copy legalisir Bukti Pengeluaran Bank 

tanggal 21 Februari 2001 sebesar Rp. 
200.000.000,-

73. Copy Lega!isir Bukti Pengeluaran Bank 
tanggal 2 Maret 2001 sebesar Rp. 

14.161.304,-

74. Copy Legalisir Buk!i Penerimaan Kas tanggal 

6 Maret 2001 sebesar Rp. 61.304,-

75. Copy legalisir Bukti Pengeluaran Bank 

tanggal6 Juni 2001 sebesar Rp. 235.406.250,-

76. Copy Legalisir Surat Sekretariat Badan -
Pengendali Urusan Tanah Pemerintah DKI 

Jakarta No. 0138/BPUTIPN/2001 tanggal 14 

Mei 2001 penhal Pemberitahuan Retribusi 

Pembuatan Sertlfikat Tanah Jl. M,H. Thamrtn 

No.11, Jakarta sebesar Rp. 367.300.000,-

77. Copy Lega!isir Bukti Pengeluaran Bank 

- tanggaiS Juni 2001 sebesar Rp. 367.300.000,-
~..ll!·· ~ 

~~ " . untuk pembayaran retribusi penggunaan dan 
.. ' .. '+,l \~\ peruntukan tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11_ tit ·' ·---''\ 
~ . :;..[:. :· 
w ~ 0) Copy Legalis!r Surat Kepala Seksi Urusan Hak ~ . 

\\V 
~! 

'I' l BPN Jakarta Pusat No. 203/BPN/JKfN/2001 
r/ tanggal 22 Mei 2001 perihal Peffiberitahuan 

Kekurangan Biaya Perolehan Hak Alas T anah 

dan Bangunan Atas Tanah JL M.H. Thamrin 

No.11 sahesarRp.1.247.960.000,-

79. Copy Legalisir Bukti Pengetuara.n Bank 

tanggal 20 Junl 2001 sebesar Rp. 

1.247.960.000,- untuk pembayaran be a 

perolehan hak atas tanah dan bangunan JL 

M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat. 

eo. Copy Legalisir Surat Setoran Bea Perol:ehan 

Hak Alas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 

21 Juni 2001 untuk tanah Jl. M.H. Thamrln No. 

11, Jakarta sabasar Rp. 1.247.960.000,-

81. Copy LegaUsir Kwitansi Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan JL M.H. Thamrin 
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~-"· -~- -----
No. 11, Jakarta Pusat tanggal 20 Juni 2001 

' 
sebesar Rp. 1.247.960.000,-

Tanah dl Jl. H. Agus Salim/JI. Wahld 

Hasyim, Jakarta Pusat : 

82. Copy legalisir Sural Perjanjian Kerjasama 

Pelaksanaan Pembuatan Sertlfikat T anah Jl. 

H. Agus Salim/JI. Wahid Ha.syim, Jakarta 
Pusal No. 019B/DiruUENV2001 tanggal 13 
Juni 2001. 

83. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank 
tanggal 28 Juni 2001 sebesar Rp. 
111.425.625,-

84. Copy Lega!isir Kwitansi tanggal 29 Juni 2001 

sebesar Rp. 123.007.500,-

85. Copy LegaliSir Bukti Pengeluaran Bank 
tang gal 10 Juli 2001 Sebesar Rp. 

~ 
111.425.625,- j Copy Lega!lsir Kwitansi-tangga! 10 Juli 2001 

7,<> ' sebesar Rp. 123.007.500,-ii'l .,..;.. ~ ';: 14/P' t· )} , Perjanjlan Sewa menyewa PT. Sarinah .. ~'q ~ .. "' I 
~- ~ " ' 

' dengan PT. Bank Mandiri 

\; I.Bl'ff Copy Legalisir Surat PT. Bank Mandiri 

(Persero) Cabang Jakarta Sarinah No. 

Cab.401158 tanggal 29 Oktober 1999 kepada 

Direksi PT. Sarinah (Persero) perihal 

' Perpanjangan Sewa Ruangan Kantor. 

88. Copy Legalisir Sur at Direksi Oparasi PT. 

Sarinah (Parsero) kepada PT. Bank Mandiri 

No. 8501DIR 01/EJXI/1999 tanggal 19 

November 1999 kepada Direksi PT. Sarinah 

(Persero) tentang Perpanjangan Sew a 

Ruangan. 

89. Copy Le-galisir Sural PT. Bank Mandiri 

(Persero) Cabang Jakarta Sarinah No. 

Cab/382/2000 tanggal20 November 1999. 
--90. Copy Lega!is!r Surat Oirektur Utama PT. 

Sarinah (Persero) No. 897NDiruVE/XII/1999 
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Sarinah (Persero) perihal Perpanjangan Sewa 

Ruangan. 

i. 

(Persero) Cabang Jakarta Sarinah No. 

Cab.40/336A tanggal 15 Desember 1999 

kepada Direksi PT. Sarinah (Persero) periha! 

Perpanjangan Sewa B:uangan Kantor. 

Ruangan antara PT. Sarinah (Persero) dengan 

PT. Bank Mandiri (Persero) No. 

049/DiruUEIXII/1999 tanggal 23 Oesember 

1999. 

Ruangan dari PT. Bank Mandlri (Persero) 

Cabang Jakarta Sarinah kepada PT. Sarinah 

(Persero) tanggal 7 Desember 1999 sebesat 

Rp. 1.909.279.485,- (tahap 1). 

Ruangan dari- PT. Bank Mandiri (Persero) 

Cabang Jakarta Sarinah kepada PT. Sarinah 

(Persero) tanggal 27 Maret 2000 sebesar Rp. 

1.909.279.485,- (tahap II). 

tanggal 31 Oesember 1999 sebesar Rp. 

381 .855.000,~ untuk pembayaran discount 

sewa ruangan {tahap I) ysng disetujui Yustian 

IsmaiL 
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99. Copy Legalisir Bukti Penge!uaran Bank 

tanggal '29 Maret 2000 sebesar Rp. 

381.855.000,- untuk pembayaran discount 

sewa ruangan (tahap II) yang d!setujui dan 

d!terima Drs, !manu Widodo. 

Renovasl Gedung Sarinah 

100. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran tanggal 4 

Januari 2000 sebesar Rp. 142,000.000,- yang 

diterima o!eh Yuslian Ismail untuk renovasi 

gedung Sarinah Juanda. 

101. Copy legalislr Berita Acara Pembongkaran -- --
Bangunan Tambahan di Jl. H. Juanda No. 'E, 

Jakarta No. -/DiruliN/2001. 

102. Copy legalisir Sura.t Komisaris Utama· PT. 

Sarinah (Persero} tentang Perjanjian Sewa 

Menyewa Ruangan Nom or . 

,_,.j~ ~ 25/DekomiENI/2001 tancg•l7 Juni 2001. 

~~ .. ~3 Copy Legalisir Surat Pernyataan Yustian 
cr " "'' ?:$ , 

Ismail tanggal 3 Januari 2002. 

~~ 
" -I 

'I 
Pencairan Deposito dan Pinjaman 

Sementara 

104. Copy Ligalis!r Memo Yustian lsmailiDirektur 

Utama PT. Sarinah (Persero) kepada Kepala 

Cabang Sarinah DKI langgal 10 April ~001 

untuk mencalrkan depas:to Rp. 900.000.000,-

untuk keperluan Kantor Pusat. 

105. Copy tegalisir tanda tertma uang sebesar Rp. 

900.000.000,- tanggal 10 April2001. 

100. Copy Legalisir Inter Officer Memo No. 

934/STNII/1/2001 tanggal3 Juli 2001 dan G.M. 

Sarinah Cabang DKI Jakarta kepada Biro 

Akutansi dan Keuangan PT. Sarinah 

(Persero). 

107. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank PT. 

Sarinall Cabang DKI Jakarta tanggal 3 Juli 

2001 sebesar Rp. 640.250.0001-

108. Copy liga!islr Memo Yustian lsmail/Oirektur 
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Utama PT Sarinah (Persero) kepada Sarinah 

Cabang DKI tanggat 12 Oktober 2000 untuk 

mengeluarkan uang sebagai .. 
p!n}aman 

sementara sebesar Rp. 30.000.000,-

109. Copy Lega!isir Bukii Pengeluaran Bank 
tanggal 12 Oklober 2000 sebesar Rp. 

30.000.000,- yang diterima Yustian Ismail 

sebagai pinjaman sementara. 

110. Copy Ligallsir Memo Yustian Ismail kepada 

G.M. Cabang Dl<l tanggal 12 Oktober 2001 

untuk mengeluarkan uang sebagal pinjaman 

sementara sebesar Rp. 110.000,000,-

111. Copy Legalisir Buk!i Pengeluaran Bank 

tanggal 12 Januari 2001 sebesar Rp. 

110.000.000,~ yang diterlma Yustian Ismail. 

112. Copy tegalisir Bukti Pener1maan Sank 
iii--_... l'>i<.." 1"'- Pengembalian Discount- Sewa Bank Mandiri .vy.~ "'-' 

~ '.!.-.: ~ sebesar Rp. --~ langgal 11 Aprtl 2001 
~ 11;' :'0 ~--\~{~. "' 736.710.000,-;:t! ~!.." -~ "I 

\>1! "''Cf "' \C. f]· Copy Lega!lsir Sukti Penerimaan Bank 

~~ Pembayaran Hutang ~anggal 11 April 2001 

~ sebesarRp.140.000.000.-
--

114. Copy Legalisir Sur at Pemyataan Mantan 

Direksl PT. Sarinah tanggal3 Januari 2002. 

Rekenlng Koran dan Buku Mutasi Bank 

115. Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara 

(Persero)ISank Mandiri No. Rekening . 
0400073626 bulan September 1999. 

116. Asli Rekening Koran Bank Bumi Oaya No. 

Rekening : 010067 40 bulan Oktober 1999. 

117. Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negars 

(Persero)ISank Maro:iiri No. Rekening . 

0400073626 bulan Desember 1999. 

116. As!i Rekening Koran Bank Yudha Bhakti No. 

Rekening : 0100010771 peri ode 1 Januari 

2000 sld 31 Januart 2000. --
119. Asli Rekening Koran Bank Yudha Bhakti No. 
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2000 old 29 Februari 2000. 

Rekening 

103c0090625894 penode 

Rekening : 1 03~0067000022 periode 1 Januarl 

2001 sld 31 Januart 2001. 
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1 03-0067000022 poliode 

Februari 2001 s/d 28 Februari 2001. 

II 

periode 1 

·' 
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Daya) No. Rekening : 1Q;J-0067.000022. 

146. Asli Buku Mu!asi Bank Yudha Bhak!i No. 

Rekening: 010.0.010n1. 

tetap ter!ampir dalam berkas perkara:- ---
7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara. dalam kedua 

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- {dua 

ribu rupiah);---'-- ----------·-----­

Demikian diputuskan dalam rapat. permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadllan Tinggi Jakarta pada hari S&nin tangga! 25 Agustus 2008 o!eh kami : 

NAFISAH, SH •• Hakim Pengadilan 11nggi Jakarta selaku Hakim Kelua, Ny. 

ENOANG SRI MURWATI, SH. dan H. JANTO KARTONO MOELJO, SH.MH •. 

Hakim Tinggi Pengacfilan Tinggi Jakarta masing.-masing selaku Hakim Anggota, 

yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 

192/Pen/183/PID/2008/PT.DKI. tanggal 16 Ju!i 2008 ditunjuk sebagai Hakim 

M~elis untuk memeriksa. mengadill serta mernutus perkara ini dalam peradilan 

tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Haklm Ketua tersebut dan 

didampingi oleh para Hakim Anggota d!''t!t'lm sidang terbuka untuk umum pacta 

hari itu juga, ciengan dibantu oleh TRI SULISTIONO~ SH., Panitera. Pengganti 

Pengadilan Tinggi Jakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh terdakwa dan 

Penuntut Umum;-

HAKIM ANGGo{) 
t I ! 

' 
H. JANTO v ,·;:;:;;;djt;M;;;:O:;;E;-LJ;;O;-,-;;;:SH.MH~ 

sc;u3i deng:m a.slinya 
dinas 
JAKARTA. 

HAKIM KETUA MAJELIS 

PANITERA PENGGANTI 

l:t. t. d.] 
- TRI SULISTIOrJ'o, SH. 
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